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CATATAN TENTANG PENULIS
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tahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun

dan mendapat diploma.
Tahun 1960—1963 penulis pernah mengajar pada SMA Negeri di Tahuna,

Kabupaten Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka Program
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sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum
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Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

di Palembang.
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Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Univer-
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Kata Pongantar

KATA PENGANTAR

Buku ini diberi judul Hukum Acara Perdata Indonesia karena merupakan
subsistem hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun
sumber utamanya adalah Undang-Undang Hukum Acara Perdata pe-
ninggalan zaman kolonial Belanda dahulu, berdasarkan aturan peralihan

UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Re-
publik Indonesia, telah dinyatakan sebagai Hukum Acara Perdata Milik
Indonesia. Revisi isi buku ini meliputi penambahan dan penyesuaian sub-

stansi, sistematika, dan undang-undang yang relatif baru diundangkan,
antara lain, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4

Tahun 2004.

Dalam buku ini pada pokoknya disajikan dua macam bahan. Pertama,

yang bersifat teori, membahas teori-teori hukum dan ketentuan Undang-

Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Kedua, yang bersifat praktis,

membahas cara menangani perkara perdata, baik di luar maupun di

dalam sidang pengadilan. Dalam buku ini juga disajikan berbagai bentuk
contoh sederhana cara mengolah perkara perdata, mulai sejak persiapan
membuat surat gugatan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. De-
ngan demikian, diharapkan para mahasiswa hukum khususnya dan para
peminat hukum umumnya dapat memahami ketentuan Undang-Undang
Hukum Acara Perdata dan dapat pula mempraktikkannya dalam mena-

ngani perkara perdata terutama di muka pengadilan.

Penerbitan buku ini merupakan revisi total dari penerbitan sebelumnya
guna menyesuaikan dengan perkembangan; Namun, mungkin masih ter-
dapat kekurangan atau kekeliruan yang mengundang saran yang bersifat
membangun. Setiap saran akan disambut dengan senang hati dan ucap-
an terima kasih. Akhirnya, kepada Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung
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Kata Pengantar

—

yang telah bersedia menerbitkan edisi revisi ini penulis mengucapkap,
terima kasih. Mudah-mudahan, buku ini memberikan manfaat dalam mem.
pelajari, mengembangkan, dan menangani perkara perdata, serta mem-

perkaya pustaka bidang iimu hukum acara perdata.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2008

Penulis

Prof. Abdulkadir Muhammad
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Kata Pengantar

KATA PENGANTAR
CETAKAN KESEMBILAN

Penerbitan buku Hukum _Acara Perdata Indonesia Cetakan IX ini meng-
alami penambahan Bab X tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ber-
dasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Ta-
hun 2008. Peraturan Mahkamah Agung tersebut Amenjadi landasan hukum

. baru mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan umum dan pengadil-

an agama. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa
yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih
besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan

dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di muka péngadilan
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpuk-
an perkara di pengadilan sena memperkuat dan memaksimalkan fungsi

- lembaga pengadilan dalam penyelesalan sengketa di samping: proses

pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Hukum Acara Perdata yang
beraku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mendorong para
pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan de-
ngan cara mengmtegrasnkan proses medlaSI ke dalam prosedur beperkara

di pengadllan negeri.

Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan.
wewenang Mahkamah Agung RI dalam mengatur acara peradilan yang
belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi ke-
pastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata, Mahkamah Agung RI me-
mandang perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung. |

. Hukum Acara Perdata Indonesia
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Kata pengantar

Bandar Lampung, 21 Desempg, 5
011

Penulis

Prof. Abdulkadir M”hammad
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METODE KAJIAN DAN PENYAJIAN

A. OBJEK KAJIAN

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-
pihak dalam hubungan hukum perdata. Hukum acara perdata adalah
hukum yang mengatur cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak
dalam hubungan hukum perdata. Karena sebagai pelaksana, dalam ke-
tentuan-ketentuannya diatur bagaimana berlakunya hukum perdata (civil
law in operation). Oleh karena itu, dalam kajian ini ditentukan objek pem-

bahasan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indo-
nesia.

2. Praktik hukum di luar dan di dalam sidang pengadilan berdasar-
kan ketentuan hukum acara perdata.

3. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terhadap kasus-kasus hukum
yang dapat dijadikan pedoman peradilan dalam menyelesaikan
kasus yang serupa.

4. Teori hukum acara perdata yang menjadi pokok kajian ilmu hukum

acara perdata.

Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada dasarnya diatur dalam
HIR dan RBg. ditambah dengan ketentuan-ketentuan perundang-undang-
an lainnya yang mengatur tentang dunia peradilan, antara lain, Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pengadil-
an dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-
Undang tentang Banding, serta Peraturan dan Edaran Mahkamah Agung.

123 Napw—" -
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Metode Kajian dan Penyajian

Praktik hukum, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan befdasa,_
kan ketentuan hukum acara perdata tersebut merupakan cara Mewyjyy.
kan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata. Oleh karen
itu. bahan yang dibahas adalah bagaimana cara menangani perkara Per.
data, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan dengan Menyajikan
contoh sederhana dan konkret.

Jika dalam menangani perkara perdata memerlukan petunjuk dan banty.
an pengalaman karena dipandang sangat berguna, maka yurisprudeng;
memainkan peran penting untuk diikuti walaupun dalam sistem hukum g;
Indonesia yurisprudensi tidak mengikat secara mutlak. Akan tetapi, se.
tidak-tidaknya yurisprudensi dapat memberikan arah pada pelaksanaan

‘hukum yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara perdata di muka
- pengadilan.

Dalam praktik hukum dan peradilan juga diperhatikan ajaran-ajaran atay
teori-teori hukum yang dianggap patut untuk diikuti, yang sifatnya me-
nunjang dunia peradilan sehingga perlu diindahkan oleh para hakim dan
penasihat hukum serta pihak pencari keadilan itu sendiri. Ini terdapat
dalam literatur ilmu hukum yang ditulis oleh para ahli hukum.

Berdasarkan empat-objek kajian di atas tadi diharapkan tidak hanya di-
pahami ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang, tetapi
juga bagaimana praktik hukum itu dilakukan dalam menangani suatu per-

kara perdata. Dengan demikian, terpadulah antara teori hukum dan praktik
hukum.

B. CARA PENGUMPULAN DATA/INFORMASI

Untuk memperoleh data dan informasi

: yang berkenaan dengan objek kaij-
an, perlu ditempuh cara-cara berikut ini: 9 ) aji

Melakukan studi pustaka;

Melakukan Pengamatan (

: observasi)
di pengadilan;

terhadap jalannya persidangan

Mel| i al
o elibatkan diri secara langsung dalam Praktik peradilan: dan

Hukum Acara Perdata Indonesia



Metode Kajian dan Penyajian

4. Memperoleh informasi secara lisan atau langsung tentang segala
sesuatu yang diperlukan dalam praktik peradilan.

Dalam studi pustaka, semua ketentuan hukum acara perdata yang diperlu-
kan, pendapat-pendapat para ahli hukum dalam literatur ilmu hukum, yuris-
prudensi, dan bahan-bahan tertulis lainnya dikumpulkan, diolah, dan di-
lakukan pembahasan. Karena titik berat uraian adalah dari sudut praktik
hukum di Indonesia, maka buku literatur hukum yang digunakan pada
umumnya adalah tulisan ahli hukum Indonesia yang sebagian besarmnya
adalah praktisi hukum.

Bahan studi pustaka ini kemudian disesuaikan dengan praktiknya seperti
yang dapat diamati dalam praktik peradilan sehari-hari. Untuk keperluan
itu perlu menghadiri sidang-sidang tertentu perkara perdata di pengadilan
negeri. Lebih jauh lagi dengan melibatkan diri secara langsung dalam ke-
giatan praktik peradilan perdata. Hal ini dapat ditempuh dengan dua cara,

yaitu:

1.  Di Luar Sidang Pengadilan
Dengan cara memberikan konsultasi hukum, bimbingan hukum, dan
latihan mahasiswa hukum. ‘

2. Didalam Sidang Pengadilan
Dengan cara menjadi penasihat hukum dan memberlkan bantuan
hukum kepada pencari keadilan atas izin hakim.

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia ada beberapa
hal yang tidak mendapat pengaturan, padahal dalam praktik sangat di-
perlukan. Dalam hal ini, informasi dapat diperoleh secara lisan dan lang-
sung dari para praktisi hukum yang sudah banyak pengalamah, antara lain
hakim, pengacara/penasihat hukum. ) )

C. CARA PENYAJIAN

Penyajian bahan menitikberatkan pada segi praktis, amnya dilakukan dari
3 SUdUt jalannya peradilan sejak persiapan mengajukan gugatan (perkara)

Hukum Acara Perdata Indonesia : xiii
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fmka pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan hakim, Seca;a
ke Mu ‘snyﬂii“" bahan dimulal dengan gugatan, diteruskan Peme,

n di mm; sidang pengadilan, kemud.ian pembuktiannya, dan Ak,
M\faanuqan hakim. Setelah selesal pemeriksaan perkara di muka sidan
g:;‘:‘\;;dﬂz;n negeri, diteruskan pe‘meriksaan tirfgkat bz::\ding c.ﬁ PeNgadig,
tinggi. Putusan tingkat banding diteruskan lagi pen?en saan tingkat !‘asasi
di Mahkamah Agung. Setelah ada putusan kaéasu barulah. sampai pag,
tahap pelaksanaan putusan yang berarti selesailah perkara itu.

garis besal, p

Pelaksanaan putusan hakim ditempatkan di bagian akhir sekali kareng
pelaksanaan putusan adalah realisasi hak dan kewajiban pihak-pihak yang
telah ditetapkan dalam putusan hakim walaupun diakui bahwa tidak setiap
putusan perkara perdata dimintakan banding atau kasasi. Setelah putusan
kasasi bahkan setelah pelaksanaan putusan hakim, masih ada kemung-
kinan diajukan permohonan peninjauan kembali oleh pihak yang berke-
pentingan jika ada alasan untuk itu. Oleh karena itu, sistematika penyajian
bahasan tidak setepat urutan pasal HIR dan RBg. atau undang-undang
lainnya.

Penyajian bahasan pasal-pasal HIR dan RBg. serta pasal-pasal undang-
undang lainnya diusahakan menggunakan bahasa Indonesia hukum se-
jelas dan sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Akan tetapi, khu-.
sus mengenai ketentuan-ketentuan HIR dan RBg. tidak terikat dengan
terjemahan tertentu yang banyak terdapat dalam beberapa buku literatur
ilmu hukum. Namun, terjemahan itu dipakai sekadar sebagai bahan ke-
mudahan saja. Yang perlu diperhatikan adalah teks asli yang ditulis dalam
bahasa Belanda yang terdapat dalam Stb. Nomor 44 Tahun 1941 untuk
HIR dan Stb. Nomor 227 Tahun 1927 untuk RBg. Baik terjemahan yang

ada maupun teks asli yang perlu di-Indonesiakan dengan bahasa yang
baik dan benar. '

Khusus mengenai istilah-istilah hukum tertentu selalu disertakan istilah
.as.linya yang tertulis dalam bahasa Belanda dan disertai pula dengl"¥=1n
'stilah bahasa Inggris sebagai padanan penjelas. Istilah-istilah tersebut
szsmpatkan dalam tanda .kurung. Pada umumnya penempatan istilah

asa Belanda dan Inggris hanya dilakukan satu kali pada penulisan .
xiv . ‘ |
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Metode Kajian dan Penyajian

pertama. Untuk memudahkan mencan dan memaharminya, di bagian akhir
buku ini dimuat takarir istilah-istilah tersebut,

Demikian pula pada seliap bagian uralan yang memerukan bentuk surat
contoh tertentu menurut ketentuan pasal-pasal HIR dan RBg., maka ben-
tuk surat contoh yang dimaksud oleh pasal-pasal tertentu itu dimuat me-
nurut jalannya proses peradilan. Untuk memudahkan juga, pada bagian
akhir buku ini dimuat daftar surat contoh yang dimaksud.

Selanjutnya, mengenai bahan-bahan yang dikutip dari sumbemya, seperti
buku literatur ilmu hukum, tulisan para ahli hukum, ataupun nomor pasal
undang-undang dilakukan dengan cara menempatkan catatan kaki secara
berurutan dalam setiap bab yang mencantumkan nama penulis, judul
buku, penerbit, tempat penerbitan, tahun penerbitan, dan halaman tempat
bahan itu ditemukan, atau pasal undang-undang diikuti nomor dan tahun
serta judul undang-undang. Catatan kaki seperti ini lebih praktis. Pada
bagian akhir buku ini ditulis secara lengkap daftar pustaka yang digunakan
itu. Penyajian bahasan seperti diuraikan di atas disebut penyajian deskrip-
tif normatif, dan empiris (normative emphirical descriptive presentation).

D. TUJUAN PENERBITAN

Penerbitan buku ini bertujuah untuk memberikan kemudahan studi kepada
para mahasiswa hukum khususnya dan paira ‘peminat hukum umumnya
dalam mempelajari, mengembangkan,’ dan mempraktikkan hukum acara
perdata. Selain itu, penerbitan buku ini bertujuan untuk memperkaya pus-

taka di bidang ilmu hukum acara perdata.

E. RINGKASAN

Hukum acara perdata berfungsi sebagai pelaksana hukum perdata dalam
arti mempertahankan berlakunya hukum perdata, bagaimana piha!_vpihak
seharusnya menyelesaikan jika terjadi sengketa tentang pemenuhan ke-
wajiban dan hak di antara mereka, paik penyelesalan secara damai mau-

pun ‘melalui pengadilén. Dalam berlakunya hukum acara perdata, peng-
XV
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adilan merupakan benteng rakhir dalam penyelesaian porkara s

hukum, Jika penyelesaian sengketa melalul jalur hukum di muka oty
adilan, hukum acara perdata mengatur tahap-tahap penyelesaian p,:n "‘
dari pengajuan gugatan ke pengadilan, pe‘meriksaan‘gugatan di, rnulal
sidang pengadilan, pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak, kepu?ka
an yang ditetapkan oleh hakim, penggunaan upaya hukum jika belus.
puas dengan putusan hakim, dan torakhir pelaksanaan putusan hak:lm
Semua ketentuan mengenai tahap-tahap tersebut diatur lengkap da|;?,;

hukum acara perdata Indonesia.
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. jabatan Ketua Hooggerechtshof

Hukum Acara Perdata dan Kekuasaan Kehakiman

BAB |
HUKUM ACARA PERDATA DAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. PEMBENTUKAN HUKUM ACARA PERDATA

1.  Di Jawa dan Madura

Untuk memahami keadaan hukum acara perdata yang berlaku di Indo-
nesia, perlu ditinjau terlebih dahulu sejarah pembentukan dan perkem-
bangannya secara selayang pandang. Dulu pemerintah Hindia Belanda
belum mempunyai peraturan hukum acara perdata yang lengkap bagi
pengadilan gubernemen yang memeriksa dan memutus perkara perdata
untuk golongan bumiputra. Peraturan hukum acara perdata yang diguna-
kan hanya beberapa pasal yang terdapat dalam Stb. Nomor 20 Tahun
1819. Dalam praktik hukum selanjutnya, Stb. Nomor 20 Tahun 1819 ter-
sebut mengalami penambahan yang tidak begitu berarti. Sementara itu, di
beberapa kota besar di Jawa, pengadilan gubernemen yang memeriksa
perkara perdata untuk golongan bumiputra menggunakan peraturan hu-
kum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa tanpa berdasarkan

perintah undang-undang. -
g ditugaskén pemerintah Beland:
(Mahkamah Agung) Hindia Belanda di -
pengadilan yang memeriksa dan me-

tra menggunakan hukum
n Eropa tanpa dilandasi

Mr. H.L. Wichers yan a untuk lmemang‘ku

Batavia, tidak membenarkan praktik

mutus perkara perdata untuk golongan bumipu
onga

" ‘acara perdata yang diperuntukkan bagi gol ‘
dengan beslit Gubernur Jen-

perintah undang-undang. Oleh karena itu,
1846 Tanggal 5 Desember 1846,

deral J.J. Rochussen Nomor 3 Tahun

Hukum Acara Perdata Indonesia



Hukum Acara perdata dan Kekuasaan Kehakiman
_______...--\——*

Mr. H.L. Wichers ditugaskan untuk merancang sebuah Regleme,

ten.
tang Administrasi, Polisi, dan Acara

Perdata serta Acara Pidang Golg n
ng.

: 1
an Bumiputra.

Setelah rancangan reglemen dengan penjelasannya ('ﬁf AMPUNGKan, pyg,
tanggal 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubg,
nur J.J. Rochussen. Beliau mengajukan beberapa keberatan atag fan,
cangan tersebut, terutama ketentuan Pasal 432 ayat (2) yang membolgp,
kan pengadilan yang memeriksa perkara perdata untuk golongan bum;.
putra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan
bagi golongan Eropa. Gubernur Jenderal menghendaki supaya peraturgy
hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dilarang
digunakan bagi golongan bumiputra, kecuali bagi pengadilan gubernemep,
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Rancangan Pasal 432 ayat (2) akhir.
nya diubah sesuai dengan saran Gubernur Jenderal, kemudian menjad
Pasal 393 ayat (1) dan (2) HIR sekarang.2

Keberatan lain terhadap rancangan itu adalah kekhawatiran bahwa de-
ngan menggunakan peraturan hukum acara perdata di muka pengadilan
seperti diatur dalam rancangan reglemen itu, akan mempertinggi kecerdas-
an orang golongan bumiputra, yang sedikit banyak akan merugikan ke-
pentingan pemerintah Belanda. Memerhatikan keberatan yang dikemuka-
kan oleh Gubernur-J.J. Rochussen tersebut dapat dipahami latar bela-
Ea'mgkpolitik hukum kolonial Belanda bahwa dengan menciptakan dan men-
Jalankan peraturan hukum di Hindia Bela H
merintah kolonial Belanda dan menimbuI:::: zzginl::;z:(; ol e
| I kalangan pen-

duduk, serta tidak ada maksud untuk menyenangkan hati ata

kan kecerdasan rakyat yang dijajah.3 - Mehingkats

Rancangan reglemen ini selain diperuntukkan ba

. gi golon : :
Jawa dan Madura, juga diperuntukkan bagi golon 9an bumiputra d

9an Timur Asing di Jawa

1) Soepomo. Hukum Acara Perdata Peng

1963. h. 5. acllen Negerl. Penerpit Gita Karya, yakart
: a.
2)  Ibid, hh.6—11. |
3)  Bacadengan teliti ketentuan Pasal 131 dan 163 Indis¢,4he 4 i 1
; , e SRS gagn s s |
> SRR 9 (IS). -
o mAcarg Pefdata?lnddn'e‘s;ia




Hukum Acara Perdata dan Kekuasaan Kehakiman

dan Madura. Mengapa diperuntukkan bagi golongan Timur Asing juga?
Menurut penjelasan reglemen tersebut dan juga pendapat dari Gubernur
Jenderal J.J. Rochussen, hal ini disebabkan oleh faktor tingkat kecerdas-
an. Orang golongan Timur Asing itu tingkat kecerdasannya disejajarkan
dengan tingkat kecerdasan orang golongan bumiputra. Oleh karena itu,
reglemen untuk golongan bumiputra dapat diperuntukkan juga bagi golong-

an Timur Asing.*

Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susun-
an dan redaksinya, Gubernur Jenderal J.J. Rochussen menerima ran-
cangan reglemen karya Mr. Wichers itu. Kemudian, reglemen tersebut di-
undangkan pada tanggal 5 April 1848 melalui Stb. Nomor 16 Tahun 1848
dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan sebutan Re-
glement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en
de Strafvordering onder de Inlanders, de Vreemde Osterlingen op Java en
Madura, dengan singkat lazim disebut Inlandsch Reglement (IR). Regle-
men ini kemudian disahkan dan dikuatkan oleh pemerintah Belanda de-
ngan Keputusan Raja Nomor 93 Tahun 1849 Tanggal 29 September

1849, melalui Stb. Nomor 63 Tahun 1849.°

-

Dalam perkembangan selanjutnya, selama hampir seratus tahun sejak ber-

lakunya, reglemen ini ternyata telah banyak sekali mengalami perubah-

andan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik peradil-

an mengenai hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut. Dengan

R R R

. Hukum Acara Perdata Indonesia

-’j; demikian, ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu hanya merupakan se-
4 bagian dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis. Sebenar-
~ nya yang paling banyak mengalami perubahan dan penambahan adalah
bagian hukum acara pidana. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk meng-

undangkan kembali reglemen tersebut secara lengkap

4)  Ibid. Pasal 131 dan 163 IS. ’
5) Bacajuga R.Tresna. Komentar Atas Reglement Hukum Acara Dalam Pem7enksaan ,
di Muka Pengadilan Negeri atau HIR. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 1972.
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n Kekuasaan

Hukum Acara Perdata da

e

' agai berikut:
Adapun kronologis perubahan itu adalah sebag

i 1926
a. Perubahan dan penambahan gampai tahun

Setelah mengalami beberapa kali perubahan da”rl?e.nambahanl e,
merintah Hindia Belanda mengumumkan kemhbal '13; 2/f67/e.2ndsch Re.
glement tersebut dalam Stb. Nomor 559 Tahun | juncto S,

Nomor 496 Tahun 1926.

b. Perubahan dan penambahan dari tahun 1926 sampai tahy

1941

Perubahan dan penambahan dilakukan secara mendalam terutam,

yang menyangkut acara pidananya. Oleh karena itu, dipa,ndang

perlu mengundangkan kembali isi Inlandsch Ffeglemernt itu secary
késeluruhan. PengUndahgan itu dilaksanakan melalui Stb. Nomgy
31 Tahun 1941 juncto Stb. Nomor 98 Tahun 1941, kemudiar? Per.
ubahan dengan Stb. Nomor 32 Tahun 1941 juncto Stb. Nomor 93
Tahun 1941. Stb. Nomor 32 Tahun '1'941 ini mengganti sebutan
Inlandsch Reglement dengan'sebutan Herziene Inlandsch Regle-
ment disingkat HIR. : ’

c. Pengundangan secara keseluruhan isi HIR_diIakéanakan me-
lalui Stb. Nomor 44 Tahun 1941 ‘

Pengundangan secara keseluruhan isi HIR itu dilaksanakan melalul
Stb. Nomor 44 Tahun 1941. Setelah itu, tidak ada lagi pérubahan
dan penambahan. Baru ada perubahan lagi yefng ‘be_rsifat penye:
suaian setelah Indonesia merdeka, yaitu'dengan dibérlakukannya
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-

Tindakan Sementara} untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susun-
. an, Keku,a;aan, dan Acara Pengadilan-Pen

, gadilan Sipj i
Lernbaran Negara Nomor 9 Tahun 1951 Pl malay
2. « Di Luar Jawa dan Maduia

3 Untuk daera | i
Madura (daerah seberang)? Peraturan-peratyr tuk ,daetah luar Jawa dan

acara perdata dan acara .pidana'untUk pengadilan Yang f}ela’hv ada _ten'tang'?;

N tingqi S g
“ o dan majels peng-
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adilan lain di daerah luar Jawa dan Madura sebagaimana dimaksud dalar
Pasal 1 dan Pasal 145 Peraturan tentang Susunan Kehsxkirﬁa;: dan K:
bijaksanaan Pengadilan, bisa untuk seluruhnya atau sebagian dan untu4k
selamanya oleh gubernur jenderal yang dianggapnya patut tetap diber-
lakukan olehnya. Akan tetapi, dia akan mengadakan perat’uran khusus
tentang pengadilan di luar Jawa dan Madura pada waktu yang sama de-
ngan undang-undang baru, yang dia anggap perlu untuk menjamin ber-
lakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang di daerah-daerah tersebut secara tertib. Demikian ke-
tentuan Pasal 6 Beslit Raja Stb. Nomor 23 Tahun 18476

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 6 Beslit Raja tersebut dan juga

untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadil-

an gubernemen bagi golongan bumiputra dan Timur Asing di luar Jawa

dan Madura (daerah seberang), maka pada tahun 1927 Gubernur Jende-
ral Hindia Belanda mengumumkan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah
Seberang dalam Stb. Nomor 227 Tahun 1927 dengan sebutan Rechtsre-
glement voor de Buitengewesten disingkat RBg. Ketentuan hukum acara
perdata dalam RBg. adalah ketentuan hukum acara perdata yang sudah
ada dalam /nlandsch Reglement untuk goldngan bumiputvra'daani'mur
Asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan-ketentuan hukum acara
perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya.

Dengan terbentuknya RBg. ini, maka di Hindia Belanda terdapat t'i'gah
macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka peng-

adilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu:

a. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRv.) untuk golong- -
an Eropa yang berperkara di muka. Raad van Justitie dan Residentie

°

Gerecht.

b.  Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk golonggn bumiputra dan
Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara d| mukg Landrz‘zad:ir

) R.Tresna. ibid. h. 8.
5
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Hukum Acara perdata

Rgchtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) untyk e
Bu.mipuua dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura yang beq?:n

di muka Landraad.

C.

kara

pada Masa pendudukan Jepang

n hukum acara pada masd pendudukan Jepang a0

kah ada perubahan atau melanjutkan peraturan yang sudah ada s
zaman Hindia Belanda? Untuk memahami keafdaan tersebut, .perlu diﬁﬂiau
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah‘bala tentara Dai Nippon, S
telah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintyy,
bala tentara Dai Nippon pada Maret 1942, pada tanggal 7 Marét 194,
untuk daerah Jawa dan Madura pembesar bala tentara Dai NiPPQn Me.
ngeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Pada Pasal 3 undang.

undang tersebut ditentukan bahwa:

"Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang
dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara wakiy
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer."

3.

Bagaimana keadaa

~ Atas dasar 7undang-unc_lan'g ini, peraturan hukum acara perdata untuk
Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di luar Jawa
dan Madura, Badan Kekuasaan Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon jugs
mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengar
demikian, hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetaj

berlaku RBg.”

Pada April 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan per
aturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Dalam peratur
an tersebut ditentukan:

“Untuk semua g_olongan penduduk, kecuali orang-orang bangsa
Jepang hav.nya.dladakan satu jenis pengadilan sebagai pengadilan
sehari-hari, yaitu pengadilan negeri (tihoo hooin) untuk pemeriksa-

an perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi (kootoo hooin)
untuk pemeriksaan perkara tingkat kedua." =

7)  Wirono Prodjodikoro. H. ; o . ‘
Bandung.197;13 o ukum *Acara Perdata di Indonesia. Penerbit Sumur.
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Hukum Acara Perd
e

de Buitengewesten (RBg.) untuk 9olon

n
sing di luar Jawa dan Madura yang berper‘

Rechtsreglement voor
Bumiputra dan Timur A
kara di muka Landraad.

C.

3. Pada Masa Pendudukan Jepang

Bagaimana keadaan hukum acara pada masa pendudukan Jepang, 5,

gy han atau melanjutkan peraturan yang sudah ada pa,
kah ada .pe.rut;a |anda” Untuk memahami keadaan tersebut, perly ditinja,
sy Hr:ndzl:rllg (eiiielua.rkan oleh pemerintah bala tentara Dai Nippon, S
fe?;it:reanerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada'\[;ert\erintah
bala tentara Dai Nippon pada Maret 1942, pada tanggal 7 .aret 1942
untuk daerah Jawa dan Madura pembesar bala tentara Dai Nippon me.

ngeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Pada Pasal 3 undang.
undang tersebut ditentukan bahwa:

"Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang
dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk se(nentarg Wakt
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer."

Atas dasar undang-undang ini, peraturan hukum acara perdata untyl
Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di luar Jaw;
dan Madura, Badan Kekuasaan Pemerintah Bala Tentara Daj Nippon jug;

| Jawa dan Madura, Denga

kekuasaan Pengadilan. Dalam peratu
an tersebut ditentukan:
Untuk semua golongan penduduk, kec
vali orang-
Jepang hanya diadakan s b by

l'an negeri (tihoo h
an perkara tingkat perta 4 LM u

: adilan tingqi in
untuk pemeriksaan Perkara tingkat kedua. " 991 (kootoo hooin
\ . : ‘ . :

7) Wirjono Prodjodikor

0. Hu . ¥ _ SoT ;
Bandung, 67 b kum - Acara Perdata gj Indonesia, Penerbit Suml{l

e —————
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' semua warga negara Indonesia tanpa mem
- duduknya.

_‘ Pengundangan Undang- -Undang Darurat Nomor 1 T
| Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggaraka

'8)  Wirjono Prodjodikoro. ibid. h. 25.

L
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Mula-mula ada saikoo hooin sebagai pengganti hooggerechtshof, Namun,
dengan undang-undang yang dikeluarkan Panglima Besar Bala Tentara
Dai Nippon 14 Januari 1944, pekerjaan saikoo hooin dihentikan dan se-
bagian diserahkan kepada pengadilan tinggi.?

Berdasar pada Peraturan tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan
yang telah dikemukakan di atas, semua golongan penduduk termasuk juga
golongan Eropa tunduk pada satu jenis pengadilan untuk pemeriksaan
perkara pada tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri menggantikan /and-
raad dahulu. Sementara itu, Raad van Justitie dan Residentie Gerecht
dihapuskan. Dengan demikian, BRv. sebagai hukum acara perdata yang
diperuntukkan bagi golongan Eropa juga tidak berlaku lagi. Ketentuan
hukum acara perdata yang masih berlaku untuk pemeriksaan perkara
perdata di muka pengadilan negeri adalah HIR untuk Jawa dan Madura,
sedangkan RBg. untuk luar Jawa dan Madura (daerah seberang). Bagi

- mereka yang hukum materiilnya termuat dalam BW dan WvK masih dapat

mengikuti ketentuan BRv. sepanjang itu dibutuhkan karena tidak diatur

- dalam HIR atau RBg.

4. Sételah Proklamasi Kem-er‘d_ekaan RI

Bagaimana keadaan peraturan hukum acara setelah proklamasi kemer-

dekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Pada dasarnya keadaan yang telah
ada pada masa pemerintahan bal_a'tentara Dai Nippon. diteruskan ber-
lakunya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Aturan Peralihan Pasal Il dan-
IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 18 Agustus 1945-juncto
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa HIR dan RBg. masih tetap berlaku

sebagai peraturan hukum acara perdata di muka pengadilan negeri untuk
andang asal golongan pen-

ahun 1951 tentang
n Kesatuan Susun-
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an. Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil padq tan »
flaéluari 1951 melalui Lembaran Negara N?f'n0f.9 T?hun ?951, Men, b
titik awal rintisan jalan menuju ke asas unifikasi dalam Ptdang pén sty
dan peraturan hukum acara yang sebenarnya sudah dimulaj sejak p, |
pemerintahan bala tentara Dai Nippon. Mc?nun..:t ketentuan' undang'unda
ini. untuk semua warga negara Indonesia di 'selu-ruh wilayah 'nd°"€si;_
hanya ada tiga jenis pengadilan sipil sehari-hari, yaitu:

a. Pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara Perdy,
dan pidana pada tingkat pertama.

b.  Pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdat,
| dan pidana pada tingkat kedua atau tingkat banding (pemeriksg,
ulang).

dan pidana pada tingkat kasasi (koreksi benar tidaknya penerapg

’ 8. Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdai;
hukum oleh pengadilan bawahan).

Menurut ketentuan Pasal 5 Uridang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
acara pada pengadilan negeri dilakukan dengan mengindahkan peratur
an-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untu}
penhgadilan negeri. Yang dimaksud.dehgan "peratufan-peraturan Republi
““Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku" tidak lain daripada HIF
untuk Jawa dan Madura atau RBg. untuk luar Jawa dan Madura. Selanjut
nya, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 195

Hukum Acara Perdata lnd"onw';:
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wilayah Indonesia. Oleh karena itu, asas unifikasi yang dikehendaki oleh
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam
bidang hukum acara pidana dan hukum acara perdata sudah tercapai.
Kemudian, peraturan hukum acara perdata yang ada tersebut diperkaya
pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keada-
an yang ditunggu selanjutnya untuk masa mendatang adalah hukum acara
perdata nasional ciptaan sendiri sebagai kodifikasi hukum yang akan
menggantikan hukum acara perdata warisan kolonial Belanda dahulu yang

hingga sekarang masih berlaku,

B. HUKUM PERDATA DAN ACARA PERDATA

1. Hukum Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang ber-
aneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara
wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam
hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajib-
an timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan
yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peratur-
an hukum, yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikat-
an hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum.
Karena terjadi antara orang yang satu dan orang yang lain, hubungan itu

disebut hubungan hukum perdata (perikatan perdata).

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengada-
kan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata meliputi peraturan ter-
tulis berupa perundang-undangan, misalnya, KUHPdt, KUHD, Undang-
Undang Perkawinan, serta peraturan hukum tidak tertulis berupa hukum
adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Semua peraturan
hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan
hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (civil law).
Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-
pihak dalam hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang
lain, disebut juga hukum perdata materiil (substantive civil law).

- Hukum Acara Pefdata Indonesia
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b menaati atau mematuhi peraturan hukypn, yan .
tapi, dalam hubungan nUKUM yang terja Ming,
i adaan bahwa pihak yang satu tidak m'eﬁ?enuhi ke"”ajib;’
timbul suatu hak yang lain sehingga pihak yang lain itu dirugig,, ',,.r'
M ad;: izlga eradi tanpa suatu alasan hak seseorang drugigy,
e ng lain. Untuk mempertahankan hak dan memen, (e
per.puataf; Oerii 3ang tolah diatur dalam hukum perdata, orang tida p,,,
::x:wadna: spemaunYa saja dan tidak boleh menghakimi sendiri (ar;,,
action), tetapi ia harus bertindak berdasarkan peratur'aT huk.um yang tej;.
ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apalag!, jika pihak yang pe,
sangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara dar;

dia dapat minta bantuan penyelesaian melalui pengadilan. Cara peny.
lesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdat;

2.
Setiap orang wajl
ditetapkan. Akan te

nya terh

(civil procedural law).

Kata “acara" di sini berarti proses penyelesaian perkara melalui peng.
adilan. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak seseorang yang tergang-
gu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti se-
mula sebelum terjadi gangguan atau kerugian agar peraturan hukum per-
data dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Secara fungsional
dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum
yang.berfungsi untuk meémpertahankan berlakunya hukum perdata se-
bagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui

pengadilan, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan h

yang mengatur proses penyelesajan iy
an, sejak diajukan gugatan sam
adilan.

perkara perdata melalyj pengadil-
pai dengan pelaksanaan Putusan peng-

hadap pihak-pihak yang berperkara bagaimang

dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikg

mana cara melaksanakan putusan pengadilan Den S
[} n a

0 e - . hak dan
i ' R
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kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan di-
penuhi sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan:

"Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat
cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka peng-
adilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semua-
nya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata,®

Karena ada peraturan hukum acara perdata, orang dapat memulihkan
haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan ber-
usaha menghindarkan diri dari tindakan menghakimi sendiri. Penyelesai-
an perkara melalui pengadilan menciptakan kepastian hukum tentang hak-
nya yang harus dihormati oleh setiap orang, misainya, hak sebagai ahli
waris, hak sebagai pemilik barang, atau hak sebagai penghuni rumah yang
sah. Kepastian hukum demikian diharapkan menimbulkan ketenteraman
dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata
dapat juga disebut hukum perdata formal (formal civil Iaw) karena meng-
atur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara
formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mem-
pertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-
pihak diperoleh dan dipenuhi'sebagaimana mestinya.

3. Perkara, Sengketa, Beracara

Orang dalam kehidupan sehari-hari sering menyebut "perkara" jika meng-
hadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Cara
mengatasinya, mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila se-
seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon di-
tetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, atau pengangkat anak,
dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisinkan. Konsep yang
demikian ini sebenarnya tidak tepat. Karena itu, perlu dibedakan antara
istilah "perkara” dan istilah "sengketa". Lingkup istilah perkara lebih luas
daripada lingkup istilah sengketa. Sengketa itu termasuk perkara, tetapi-

_perkara belum tentu sengketa.

- 9) Wirjono Prodjodikoro, ibid, h. 12.
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\‘
a maliputi dua keadaan, yaitu ada pers

ellSlha
) ‘)kaﬁf N dqn
K(jmsﬂ‘:’wub;han Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang tigy,
pda p

Njag
Kok perselisinan, ada yang dipertengkarkan, atau ada yang d'bEngy o,
P f:ehsman atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan OIPh

4

sk sendir, tetapi memeriukan penyelesaian melalui pengadila, . Sebs,
:istansi yang berwenang dan tidak memihak. Contohnya adalah 5“rng.
{entang warisan, jual beli,

dan pemakaian merek dagang.

I-,

menyelesaikan sengketa dengan adil, e,
bersengketa dalam sidang pengadilap, 1*
kemudian memberikan putusannya. Tugas pengadilan yang demikigr, ;.
termasuk dalam jurisdictio contentiosa, artinya kewenangan mengay
dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadj..
dalam suatu sengketa. Pengadilan dalam menjalankan tugas berdass;.
kan jurisdictio contentiosa harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihg,
mana pun (independent justice).

Tugas pengadilan adalah
mengadili pihak-pihak yang

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisinkan, tidak ada yang
disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putus-
an pengadilan, tetapi minta ketetapan dari pengadilan tentang status se-
suatu hal sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan
diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetap-
kan sebagai ahli waris yang sah atau permohonan tentang pengangkatan
anak, Tugas pengadilan semacam ini termasuk dalam jurisdictio volunta-
ria, artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadil,
tetapi bersifat administratif saja. Dalam hal ini, pengadilan bertugas se-
bagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal.

Untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara jurisdictio contentiosa
dan jurisdictio voluntaria, berikut ini diuraikan perbedaan tersebut dari be-
berapa segi, yaitu: |

a. Pihak yang berperkara ‘

Pada Jurisdictio contentiosa selalu ada dua pihak yang berperkara,

gedangkan pada jurisdictio voluntaria hanya ada satu pihak yang
berkepentingan,

m—
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b. Aktivitas pengadilan yang memeriksa perkara
Pada jurisdictio contentiosa aktivitas pengadilan terbatas pada yang
dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada juris-
dictio voluntaria aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang di-
mohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang ber-
sifat mengatur (administrative regulation).

c. Kebebasan pengadilan

Pada jurisdictio contentiosa, pengadilan hanya memerhatikan dan
menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan
tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun,
pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedang-
kan pada jurisdictio voluntaria, pengadilan selalu memiliki kebebas-
an menggunakan kebijaksanaan'yang dipandang perlu untuk meng-
atur suatu hal.

d. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan

Pada jurisc}ictio contentiosa, putusan pengadilan hanya mempunyai
kekuatan menglkat plhak pihak yang bersengketa serta orang-orang
yang telah didengar sebaga| saksi. Sedangkan pada jurisdictio vo-
luntaria, putusan pengadllan mempunyai kekuatan mengikat ter

hadap semua orang.'°

Konsep "beracara" dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti
luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, beracara meliputi segala
tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang
pengadilan guna menyelesaikan suatu perkar'a menurut ketentuan Hukum
acara perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan,
tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan, dan tindak-
an pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan dalam arti sempit, ber-
acara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang peng-
adilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir pengadnlan
menjatuhkan putusannya.

10), Baca juga’ penjelasén R. Tresna. op. cit. 1972. hh. 239—240.
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pan adalah tindakan untuk mempe

rsiapk
Tindakan persia ik erkara. Ti . Segalas |
una keperluan sidang pemeriksaan p - lindakan i~ %
suatu g

aiukan perkara ke pengadilan, memanggil pihak-pihay , ;:ehw
cara meng J,akukan sita jaminan (conservatore beslag), pengg abungan 6
perkara, mi ara menjadi satu perkara, atau sebaliknya Memisahigy, : 3
_ber’apabpf; a perkara guna memudahkan atau menyederhanakap . r;a
lr?ll:js'at‘)a\en Zeriara, ataﬁ untuk menghemat biaya, tenaga, dan waky, M;
lakukan sita jaminan artinya meletakkan sita atas benda sengketa e,
tujuan untuk melindungi atau mengamankan agar benda Senglfeta jangs
hilang, rusak, atau dipindahtangankan sebelum perkara selesai.

Tindakan beracara sesungguhnya adalah tindakan 'mengenai jalannya pe,
meriksaan dalam sidang pengadilan dari sidang pertama sampai dengg;
sidang penjatuhan putusan. Tindakan melaksanakan putusan pengagj.
an adalah tindakan menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuya;.
an hukum tetap agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperkara di.
penuhi atau dipulihkan sebagaimana mestinya. Tindakan pelaksanaan
putusan apabila diperlukan dapat minta bantuan aparat keamanan.

4. Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata

Menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pengadilan mem-
punyai peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan
perkara. Pengadilan berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak
yang mengajqkan gugatan ke pengadilan dengan maksud agar perkara
yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan
pengadilan memeriksa perkara yang bersangkutan.'! Lebih dari itu, peng-
adilan bérwenang untuk mencatat segala yang dikemukakan oleh pencari
keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis, 12

Namun, kewenangan pengadilan membantu pihak pencari keadilan tidak-
lah berarti bahwa pengadilan memihak atau berat sebelah tetapi peng-

adilan hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-

11) Pasal 119 HIR, Pasal 143 RBg.
12) Pasal 120 HIR, Pasg| 144 RBg
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undang sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak
dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan hak oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab. Undang-Undang Acara Perdata yang beraku kini
mambolehkan pengadilan memberikan petunjuk kepada pencari keadil-
an karena pada dasarnya perkara belum resmi dibawa ke muka sidang

pengadilan,

Pengadilan tidak boleh memihak jika perkara itu telah resmi dibawa ke
muka sidang dan mulai diperiksa, Ketika melakukan pemeriksaan per-
kara, pengadilan harus bersikap bebas tidak memihak. Di muka sidang
pemeriksaan perkara, pengadilan mendengar keterangan kedua belah
pihak dengan pembuktiannya masing-masing sampai dapat menemukan
kebenaran yang sesungguhnya.

Pendidikan hukum di Indonesia kini sudah cukup maju, ahli hukum sudah
banyak jumlahnya, dan Lembaga Bantuan Hukum (Legal Aid) atau Kantor
Konsultan Hukum (Law Firm) hampir terdapat di mana-mana, Dalam
praktik hukum, hampir tidak ada kesulitan teknis dalam mengajukan per-
kara ke muka pengadilan. Biasanya sebelum gugatan diserahkan ke peng-
adilan, penggugat telah menyusun dan merumuskannya secara rapi dalam
bentuk tertulis dan memenuhi syarat, baik karena dia bertanya kepada
ahli hukum maupun karena diwakilkan secara resmi kepada advokat (law
firm). Akan tetapi, menurut ketentuan.undang-undang, pengadilan masih
perlu membantu para pencari keadilan dengan berusaha mengatasi se-
gala hambatan agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan

murah.'®

Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat, bukan ini-
siatif pengadilan. Sesuai dengan prinsip ini, pengadilan hanya mempunyai
kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang
berperkara. Pengadilan tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan pihak-
pihak. Namun, tidaklah berarti bahwa pengadilan hanya terpaku pada yang
dikemukakan oleh pihak-pihak, tetapi pengadilan wajib menilai sampai di

- 13) :a:fl 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Ke-
akiman,
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‘ enemukan kebenara A Qg
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mana kebenaran yang dikemuka
benar-benar dapat dicapai. Ini s€S

saha menemukan kebenaran g,

data? Star Busmann menjelaskan bahy,
an tidak hanya terikat pada kebenaran fq,.

mal yang setengah-setengah atau'kebenaran hasi! per;u;?;:alt:naﬁkta
dari salah satu pihak, tetapi juga kebenaran ya.ng dicap . efka,g J”av
dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yangrt : p " e“'d.kad"
kebenaran yang'diperoleh itu tidaklah berdasarkan kual!da}k ;:] it lj:t b, an
tetapi berdasarkan luasnya vpenyelidikan. Luasnya penyelidixa erbatag

pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja.

Sampai sejauh mana pen
sungguhnya dalam acara per
dalam acara perdata, pengadil

Star Busmann mendasarkan pendapatnya.itu pada Pfi".’SiP dalan-1.acara

' perdata bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak-pihak sendiri. Oleh
karena itu, pihak-pihak wajib memegang teguh tata hukum perdata dan
para pihak wajib memberikan keterangan selengkap-lengkapnya dan se-
benar-benarnya kepada pengadilan mengenai perselisihan mereka. Pen-
dapat Star Busmann ini sudah tepat karena sejalan benar dengan pikiran
masyarakat yang menganut hukum adat terhadap mana HIR atau RBg.
itu diberlakukan. kot

Pendapat Star qumann ini disetujui pula oleh Wichers. Beliau juga
menganjurkan kepada /andraad agar pengadilan yang memeriksa per-
kara perdata berdasar pada hukum acara yang menjamin tercapainya
kebenaran materiil yang sebaik-baiknya. Kewajiban berbicara benar bagi
pihak-pihak diperkuat pula dengan sanksi, misalnya, ancaman membayar
ongkos perkara, membayar ganti kerugian, atau dikalahkan perkaranya

. apabila kewajiban berbicara benar itu dilanggar.'®

- 14) Soepomo. op. cit. h. 12.

15) Soeppmo. op.cit. h. 14,

B0 | DD :
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~

Mencari kebenaran yang sesungguhnya adalah sesuai dengaﬁ suasana
yang hidup berdasar pada hukum adat yang dianut oleh masyarakat. Me-
nurut suasana adat, orang masih percaya apabila berkata dusta atau tidak
benar, apalagi jika sudah mengangkat sumpah dia akan mendapat kutuk-
an dar Yang Mahakuasa. Dia sendntiasa akan merasa gelisah seolah-olah
tak pernah akan mendapat ampunan akibat perbuatannya berdusta itu.
Perasaan demikian-memang sesuai dengan hati nurani manusia yang
tidak membenarkan adanya perbuatan curang atau perbuatan salah. Hati
nurani mendorong orang agar selalu berbuat baik dan benar. Menurut
sistem HIR atau RBg., hakim adalah aktif, tidak han'ya aktif mencari ke-
benaran yang sesungguhnya atas perkara yang ditanganinya, tetapi juga
harus aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat. Sistem HIR atau RBg. ini sudah diserap dan di-
atur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. '®

5. Sifat Acara di Muka Sidang Pengadilan

Peraturan hukum acara perdata yang termuat dalam HIR atau RBg. mem-
punyai sifat yang fleksibel dan terbuka karena HIR atau RBg. diciptakan
untuk golongan bumiputra yang hukum_ perdatanya adalah hukum adat.
Hukum adat selalu berdasarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam suasana adat, hakim mempunyal peran aktif. HIR atau RBg. me-
nyesuaikan benar dengan suasana adat tersebut. Menurut sisterh HIR
atau RBg., hakim- aktif memimpin acara dari permulaan sidang pertama
sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Walaupun inisiatif berper-
kara datang dari pihak-pihak, hakim mempunyai inisiatif fnenyelesaikan
perkara, tidak hanya terserah pada pihak-pihak itu sendiri. Pengadilan

aktif mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

" Beracara di muka sidang pengadilan dapat dilakukan secara lisan, dapat
pula secara tertulis. Beracara secara lisan artinya pemeriksaan perkara
dalam sidang pengadllan dilakukan dengan tanya jawab secara ‘lisan
antara hakim dan pihak-pihak. Pihak-pihak diberi kesempatan mengemuka-

Y 15) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Ke-
hakiman.
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perlukan dalam pemeriksaan Perka,

reka. Sedangkan beracara secar@ tertulis 3“'“? Selik Mengajukg P
gugatan sampai pada pemeriksaan perkara i ml:l a sidang "”akukf‘
secara tertulis. Pihak-pihak melakuka'n jawab-menjawab secay, tors
Hakim hanya memeriksa apa yang dnke'ar:\ukar:r?u“n;e.revka. dalam iy
an tertulisnya masing-masing- pDalam sis ecrjnh o Lm b‘asaﬂyah Y
bersifat pasif sebab segala sesuatunya suca 'apkan secara g,

biasanya dibantu atau diwakili oleh advokat ahli hukum.

kan segala keterangan yang di

.
g
ey,

\re

U

Boracara di muka sidang pengadilan dapat secara langsung, dapg
secara tidak langsung- Beracara secara langsung artinya hakim langg :

berhadapan dengan piha

O , _ "
k-pihak sendiri. Pihak-pihak di sini tidak diwa::

advokat. Di sini hakim dapat mengetahy bers
keadaan. pihak-pihak yang berperkara sehingga kemungkinan untuk b,

bicara tidak benar dapat dikontrol atau setidak-tidaknya dapat dgip, »

Adapun beracara tidak langsung artinya hakim tidak secara langsung
hadapan dengan pihak-pihak yang berperkara, tetapi berhadapan deny,

kuasa atau advokatnya.

Kemungkinan terjadi upaya bersilat lidah selalu ada, malahan dapat g
jadi bahwa pembelaan yang dikemukakan itu tidak membantu untuk me:
jernihkan perkara, tetapi menambah kesulitan bagi hakim untuk menem
kan kebenaran sesungguhnya. Pembelaan semacam ini sering dilakukz
oleh dan disebut "pokrol bambu® (bushlawyer). Tujuan filosofis perka:
diwakilkan adalah untuk melindungi klien dari putusan yang tidak adil d
sekaligus mengajukan argumen kepada pengadilan untuk menemuk:
hukum yang tepat sehingga memudahkan pengadilan mengambil putu
an yang adil dan benar.

Walaupun sistem beracara yang digunakan itu tidak langsung, jia pe"

adilan memandang perlu, dapat memanggil pihak-pihak ke muka sidE‘j
untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak it e

 kendati pun pihak-pihak diwakili oleh kuasanya. Hal ini didasarks” p

Prinsip bahwapengadilan adalah akif, jadi pengadilan dapat menen
segala sesuatunya guna penyelesaian perkara secara adi. ]
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Hukum Acara Perdata dan Kekuasaan Kehakiman

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk
umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya, orang banyak
dapat menghadiri, mengikut jalannya sidang, mendengar, dan menge-
tahui apa yang dibicarakan dalam persidangan. Jika ada alasan penting
atau karena ketentuan undang-undang, pengadilan memerintahkan agar
sidang dilakukan tertutup untuk umum. Tertutup artinya orang banyak tidak
diperbolehkan mendengar atau mengetahui apa yang dibicarakan dalam
sidang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan putusan peng-

adilan batal demi hukum. '’

Bagi pengadilan negeri prinsip ini mempunyai arti yang menentukan
karena acara selalu berlangsung secara lisan. Perkara semacam ini biasa-
nya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau hal
yang tidak patut didengar oleh umum, misalnya, gugatan perzinaan. Apa-
bila orang banyak dapat mendengar, pihak yang bersangkutan segan
atau malu mengemukakan hal yang sebenarnya secara terus terang. De-
ngan demikian, pemeriksaan perkara menjadi kurang lancar. Meskipun
sidang dapat dilangsungkan dengan pintu tertutup, keputusan pengadilan
harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.'®

C. PERKARA PERDATA DAN PERKARA PIDANA

Perkara perdata dan perkara pidana sangat berbeda. Perbedaan tersebut
dapat dikaji dari berbagai aspek seperti yang diuraikan di bawah ini.

1.  Dasar Timbulnya Perkara

Perkara perdéta dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak sese-
orang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang
itu. dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-
undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam

- 17) Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ke-
kuasaan Kehaki;nan. ‘
18)  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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ng menimbulkan kerugian bagi'orang lain. Kerum\
t berupa kerugian material, misalnya, ker“Sakan
n imaterial, misalnya, kehilangan hak e,
ama baik. Pelanggaran hak SeSEOrang
tau karena kelalaian.

pelaksanaan kontrak ya
an yang timbul itu dapa .
atas barang atau berupa kerugia
nikmati barang atau pencemararl n
itu dapat terjadi karena kesengajaan a

adi karena pelanggaran terhadap perintah g,

larangan yang diatur dalam hukum pidana. Perb“ata”.:'da”j Sifétnya
merugikan negara; merugikan kepentingan fakait. merugi ?ﬂkmlllk pribag,
orang lain, seperti diatur dalam hukum pidana, mlsalnya', melakukan koryg.
si. melakukan illegal logging, mencuri barang orang lain, dan m?nggang_
gu ketertiban umum. Perbuatan pidana dilakukan karena kesengajaan atgy
kelalaian, dilakukan sendiri atau secara bersama-sama atau atas perintah

Perkara pidana dapat terj

pihak lain.

2. Inisiatif Berperkara

Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugi
kan. Karena itu, pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke peng
adilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantiar
kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu. Misalnya, se
seorang menggunakan merek orang lain tanpa izin sehingga merugikar
perdagangan pemilik merek yang sah. Pemilik merek tersebut mengaju
kan gugatan terhadap pelanggar melalui pengadilan nia

i i ga yang me
agar pengadilan niaga menghukum tergugat ( yang memohor

Pelanggar) mengganti ke

an untuk dimusnahkan.

Pada perkara pidana, inisiatif berperkara datan
negara/pemerintah melalui aparat penegak huk
polisi yang berwenang melakukan penyelidika
yang berwenang melakukan penuntutan gj mMuka pg )
(judge) yang memeriksa dan memutus perkara, Ngadi

9 dari pihak penguase

nunc; (law enforcer) Saity
an penyidikan’ jaksa

an, dan hakim

e Sertg i
sanakan putusan pengadilan pidana (crimingy Verdic;t: Jaksg Yang melak-
xeCutor)
20 : ' ; ; ' Huky
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3. Istilah yang Digunakan

Pada perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan di-
sebut penggugat (plaintiff), sedangkan pihak yang digugat (lawannya) di-
sebut tergugat (opposant). Pada perkara pidana, pihak yang mengaju-
kan perkara ke pengadilan disebut jaksa (public prosecutor), polisi me-
lakukan penyidikan guna diteruskan kepada jaksa (penuntut umum). Pihak
yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana disebut Tersangka
(the suspected). Apabila tersangka mempunyai alasan kuat telah melaku-
kan kejahatan atau tindak pidana setelah diproses, dan jaksa penuntut
umum_mengajukan perkaranya ke pengadilan, dia disebut terdakwa (the
accused). Apabila pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti ber-
salah, dia dijatuhi hukuman penjara dan disebut terpidana, narapidana

~ (the prisoner).

4. Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata

Pada perkara perdata, tugas pengadilan adalah mencari kebenaran se-
sungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak.
Pengadilan tidak boleh melebihi dari itu. Apabila Tergugat telah mengakui
kebenaran tuntutan penggugat, perkara menjadi selesai. Pada perkara
pidana tugas pengadilan adalah mencari kebenaran sesungguhnya se-
cara mutlak. Artinya, tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh
terdakwa dan tidak terbatas pada apa yang telah diakui oleh terdakwa,
tetapi lebih dari itu harus diselidiki -sampai ke latar belakang perbuatan
terdakwa. Pengadilan mengejar kebenaran materiil secara mutlak dan

tuntas.

\

5. Maséléh Perdamaian

" Pada perkara perdata, yang diperiksa di muka per
diputus oleh pengadilan selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk meng-

~ akhiri perkara. Apabila tercapai perdamaian di muka persidangan, peng-
adilan membuatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan meng-
~ ikat untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Pada perkara pidana, tidak
" boleh dilakukan perdamaian. Sekali diproses untuk dituntut di muka per

sidangan selama belum

21
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. harus diselesaikan sampai ada keputusan pengadilah. Kalg o
sudazgi?ndak pidana telah melakukan perdamaian dgngan pihak KOrbs,
‘(};fﬁ;). perdamaian tersebut tidak mer-ig?hapuskan tulr.wd“z:(k p-{iar? unty,
diproses di muka sidang pengadilan pidana. Kecuali jika Derdasay,,

undang-undang, karena alasan tertentu, suatu perkara pidana yang bej,,,
diajukan ke persidangan dapat dideponir.

6. Sumpah Decissoire

Pada perkara perdata, dikenal sumpah decissoire (decisive oath), yaj,
sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang |5,
atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa. Jika sumpah sudah g.
lakukan, pengadilan wajib menerima hal yang dinyatakan dengan sumpap,

itu sebagai peristiwa yang benar sehingga yang bersumpah itu dimenang.
kan. Pada perkara pidana tidak dikenal sumpah decissoire.

7.  Tentang Hukuman

lan y
tentang Perbahan a UT m, }Jndan
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peragdilan Umum, |, Ndang-yp dang
14 Tahun 1985 tentang Mahk ' YNdang. :

amah Agung' Un ang-un dang NOmOT

Tahun 2004 tentang Perubahan atgs U”dang'Undang ¢ "9 Nomgy 5

?\‘..
;,"‘ 2k 4
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1985 tentang Mahkamah Agung, ada tiga jenis pengadilan umum sehar-
hari, yaitu:
1. Pengadilan Negeri

Untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pi-
dana pada tingkat pertama.

2. PengadilanTinggi

Untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pi-
dana pada tingkat kedua (banding) dan tertinggi.

3. Mahkamah Agung

Untuk memeriksa dan memutus permohonan tingkat kasasi atas
semua putusan pengadilan di bawahnya.

Selanjutnya, mengenai ketiga jenis pengadilan umum sehari-hari tersebut,
berikut ini akan diuraikan satu per satu.

1. Pengadilan Negeri

Pada dasarnya di setiap kabupaten/kota dibentuk pengadilan negeri.
Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya atau (kompetensi relatifnya) meliputi wilayah kabupaten/kota. '
Pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan presiden. Usul pemben-
tukan pengadilan negeri diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (dulu Menteri Kehakiman) berdasar pada persetujuan Ketua
Mahkamah Agung.? Kompe-tensvi adalah kewenangan mengadili perkara
dari suatu penga&ila‘n. Kompetensi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kompetensi relatif

* Yaitu ke;;venangan mengadili perkara dari suatu pengadilan ber-
dasar pada daerah hukum. Daerah hukum pengadilan negeri me-
liputi wilayah kabupaten/kota.

- 19)  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

20) Pasal 7 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Per-
- adilan Umum, = - !
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b. Kompetensi absolut
adili perkara dari suatu pengadilan y,
it Rer.

dasar pada kewenangan/beban tugas yang ditetapkan oleh undap,
undang. Kewenangan mengadili‘perkara yang dibebankan kepag.

. q
pengadilan negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidap,

pada tingkat pertama.

Yaitu kewenangan meng

ri terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera
pengadilan negeri terdiri atas seorang
naan dan pengawasan umum ter.
| dilakukan oleh Menteri Hukum
mbinaan dan peng.

Susunan pengadilan nege
sekretaris, dan juru sita. Pimpinan
ketua dan seorang wakil ketua. Pembi
hadap hakim sebagai pegawali negeri sipi

dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Kehakiman). Pe
idak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam me-

pengadilan negeri diangkat dan d-
la negara atas usul Menteri Hukum
da persetujuan Ketua Mahkamah
um terhadap hakim yang me-
dilan) dilakukan oleh ketua

awasan tersebut t
meriksa dan memutus perkara. Hakim
berhentikan oleh presiden selaku kepa
dan Hak Asasi Manusia berdasar pa

Pembinaan dan pengawasan um

Agung.
kehakiman (pera

laksanakan tugas kekuasaan
Mahkamah Agung.

an

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, d
2

menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama,
yang terjadi di wilayah hukumnya. Pengadilan negeri mengadili menurut
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.?? Selain dari pengadilan
negeri, masih ada lagi jenis pengadilan yang memeriksa dan memutus
perkara perdata pada tingkat pertama, yaitu pengadilan niaga dan

adilan agama sebagai pengadilan khusus. Pengadilan niaga b peng-
pada pengadilan negeri, memeriksa dan memutus perkarag kepzri::?anrzgg

// .
21) pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradil
: ila
22) pasal 5 ayat (1) undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 : n Umum,
hakiman. entang Kekuasaan Ke-

ibentuk berdasar pada ketentuan |
nd

23) Pengadllan niaga d ilitan dan Pe a
_ Tahun 2004 tentang Kepall nundaan Kewajiban P”Q'Undang Nomor 37
' €mbayaran

Utang.

—/ \
. HUkUm
e Perdata Indonesi
' ‘ - esia
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dan perkara mengenai hak kekayaan intelektual.®* Sedangkan pengadil-
an agama memeriksa dan memutus perkara perdata antara orang-orang
yang beragama Islam mengenai masalah nikah, talak, rujuk, perceraian,
fasah, mahar, nafkah, dan warisan. Pengadilan agama dibentuk dan ber-
fungsi berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Per-
adilan Agama.

Susunan hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan
negeri, pengadilan niaga, dan pengadilan agama berbentuk majelis, yaitu
tim hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim, se-
orang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota
sidang, serta dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugas-
kan melakukan pekerjaan panitera.>® Ketentuan sekurang-kurangnya tiga
orang hakim artinya tidak boleh kurang dari tiga orang hakim. Namun,
apabila undang-undang mengatur lain, dapat saja hakim itu cukup satu
orang sebagai hakim tunggal, seperti pada sidang perkara praperadilan.

2. PengadilanTinggi

Pada dasarnya di- setiap provinsi dibentuk pengadilan tinggi. Pengadilan
ti'nggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya (kompeten-
si relatifnya) meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan
undang-undang.?® Tujuan pemerintah membentuk pengadilan tinggi di
tiap provinsi, antara lain, untuk mempercepat pemeriksaan perkara pada
tingkat banding dan mencegah terjadinya tunggakan perkara. Susunan
pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan
sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan se-
orang wakil ketua. Status hukum hakim anggota pada pengadilan tinggi
adalah hakim tinggi.

24) Perkara niaga selain dari kepailitan, yaitu mengenai perkara hak kekayaan intg-
' lektual (HKI) yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Desain
Industri, Rahasia Dagang, dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

25) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
26) - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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tinggi mengadakan pengavyasan étas pe!akSanaan
hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita dj daerg,
dilan tinggi di daerah hukumnya melakukan veny
awasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan Men,
jaga agar peradilan diselenggarakan dengan Sakéama. dar? Sewajarny,
Dalam melaksanakan pengawasan, ketua pengadl'lan tinggi dapat mep,.
berikan petunjuk, teguran dan peringataf] yang dlpandang perlu. Peny.
awasan tersebut tidak boleh mengurangl kebebasan hakim dalam me.

27
meriksa dan memutus perkara.

Ketua pengadilan
lugas dan tingkah laku
hukumnya. Ketua penga

Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata da,

perkara pidana di tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi juga ber.
tugas dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengkets
kewenangan mengadili antarpengadilan negeri di daerah hukumnya #
Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding
kepada pengadilan tinggi, kecuali undang-undang menentukan lain.®
Hukum acara banding atau pemeriksaan ulang perkara perdata yang

berlaku bagi pengadilan tinggi adalah undang-undang Nomor 20 Tahun
1947.

Sengketa kewenangan mengadili di sini menyangkut kompetensi reiati
yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus
perkara yang bersangkutan. Misalnya, apakah perkara yang diajukan ke
pengadilan negeri merupakan kewenangan Pengadilan Ne eri J
Pusat atau kewenangan Pengadilan Negeri Jakartg e i geri Jakarta
sengketa yang berkenaan dengan kompetens;j relatif \
yang memutuskannya. Putusan tersebut bersifat terak, Pen
patuhi oleh pengadilan negeri agar segera melakuka
perlu mengajukan permintaan kasasi kepada Mahka

pabila terjad!
: gadilan tinggi
hir, artinya wajib di
" Pemeriksaan, tidak

Mah Agung,
Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman (sek
aran

dan Hak Asasi Manusia) Tanggal 19 Desembgr 187 9 Menter Hukum
' . 028 45/
19, Ke-

27) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19gg temang

28) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tgpyq, Peraqpan U

29) Pasal21 Undang-Undang Nomor 21Tahun 2004 tsigy radilap, T
9
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tua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai koordinator Departemen Kehakim-
an di daerah yang meliputi wilayah hukumnya masing-masing guna ke-
lancaran serta efektivitas hubungan kerja dengan pimpinan daerah (gu-
bernur, dan lain-lain) di satu pihak (horizontal) dan Menteri Kehakiman
(sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) di lain pihak (vertikal).

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah organ yudikatif tertinggi yang daerah hukumnya
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung
adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan,
yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah
dan pengaruh-pengaruh lainnya.*® Mahkamah Agung berkedudukan di ibu
kota negara Republik Indonesia.®' Susunan Mahkamah Agung terdiri atas
pimpinan, hakim anggota, panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Agung.*? Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, seorang
wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim anggota Mahkamah
Agung adalah hakim agung. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim

anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan
tugas kekuasaan kehakiman.®

Mahkamah ‘Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua
sengketa tentang wewenang mengadili:

a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dan pengadil-
an di lingkungan peradilan yang lain.

b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadil-
an tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang
sama.

30) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 31) Pasal 3 Undéng‘Ut\dang Ncimor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
32) - Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

33)  Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
~ Agung. ‘
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\ dua pengadilan tingkat banding di lingkungan perag;,
. drn
ungan peradilan yang berlainan |
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¢c. Antari
yang sama atau antara lingk
Solain Itu, Mahkamah Agung berwenang memutus pada tingkat pertap,
somua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asin,

dan tarakhir
loh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang ber.

dan muatannya 0
laku.™

Mahkamah Agung juga mem
kembali pada tingkat pertama
telah memperoleh kekuatan hu
diatur dalam Bab IV Bagian Keempa
yang dimaksud adalah sebagai berikut:

usan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu mus-
hui setelah perkaranya diputus atau

g kemudian oleh hakim pidana di-

oriksa dan memutus permohonan peninjauan
dan terakhir atas putusan pengadilan yang
kum tetap berdasarkan alasan-alasan yang
t undang-undang ini.?® Alasan-alasan

a. Apabila put
lihat pihak lawan yang diketa
didasarkan pada bukti-bukti yan
nyatakan palsu. .

s, ditemukan surat-surat bukti yang

b. Apabila setelah perkara diputu
kara diperiksa tidak da-

bersifat menentukan yang pada waktu per

pat ditemukan.
Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari

C.
pada yang dituntut.

d. Apabila mengenail sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
deertimbangkan sebab-sebabnya.

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang
sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama
tingkatnya telah diberikan_ putusan yang bertentangan satu d
yang lain. u dengan

f  Apabila dalam suatu putusan terdapat su

. atu kekhi .
suatu kekeliruan yang nyata.*® hilafan hakim atau
34) Pasal 33 uUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tent ang Mahk
35) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tontang Mahka'mah Agung.
ag) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 taniang 13 amah Agung.
ahkamah Agung,
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Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan peng-
adilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan per-
adilan.’” Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan
atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan
karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b.  Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan per-
undang-undangan yang mengancam kelalalain itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.3®

Jadi, peradilan kasasi hanya menyangkut masalah hukumnya, tidak me-
ngenai kejadian atau fakta. Mahkamah Agung tidak memeriksa dan me-
mutus perkara pada tingkat tertinggi, tetapi pada tingkat kasasi. Memerik-
sa dan memutus perkara pada tingkat tertinggi dilakukan oleh pengadilan
tinggi. Dalam hal peradilan. kasasi hakim Mahkamah Agung bukan judex
facti. Judex facti ada pada tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Lembaga kasasi dimanfaatkan bagi kepentingan kesatuan hukum dalam
pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan sebagai pengawasan ter-
hadap hakim bawahan yang melaksanakan hukum. Karena adanya kontroi
Mahkamah Agung melalui lembaga kasasi, putusan yang telah ditetapkan
oleh Mahkamah Agung dianggap benar sehingga putusan tersebut dapat
dipedomani oleh hakim-hakim bawahan sebagai yurisprudensi.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mah-
kamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan per-
undang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang
atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan per-

—

37) . Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
38) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

-
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undang-undangan tersebut dapatl diambil berhubungan dengan pemer,
SliK.

saan dalam tingkat kasas. Pencabutan peraturan perundang-undang,
« l'|

yang dinyatakan tidak sah tersebul dilakukan segera oleh instansi yan,

bersangkutan.””

E. KEKUASAAN KEHAKIMAN

an Kehakiman
aan negara yang merdeka untuk
guna menegakkan hukum dan keadilan ber-

dasar pada Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini me-
ngandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur
tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak
karena tugas hakim adalah untuk menegakkari hukum dan keadilan ber-
dasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan

rakyat Indonesia.*’

1. Konsep Kekuasa

Kokuasaan kehakiman adalah kekuas

menyelenggarakan peradilan

Hakim dalam melaksanaan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) ada-
lah bebas (Independenl), artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh
atau tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak mana pun atau ke-
kuasaan apa pun. Dalam negara hukum, kebebasan hakim melaksana-
kan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang esensial.
Negara hukum menjamin kebebasan hakim. Ciri-ciri negara hukum ada-

lah:
a, Pengakuan, perlindungan, dan penghargaan hak asasi manusia
(human rights) mengandung kesamaan dalam bidan I'J'k
nukum, ekonomi, sosial kultural, pendidikan, dan agama g politik,

ag) Pasal31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentan
g Mahkamah A
gung.

40) Pasal 1 dan penjelasannya Undang-Undang No
kuasaan Kehakiman. g Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ke-

i
e
‘4 3
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b. Peradilan bebas yang tidak memihak, tidak dipengaruhi olen suaty
kekuasaan/kekuatan apa pun,

c. Legalitas dalam arti hukurn dalam seqgala hal,

Dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan), hakim tidak
boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun, bahkan ketuz pengadilan sen-
diri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya,
Hakim bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
putusan yang telah ditetapkannya. Hakim tidak berada di bawah komando
siapa pun dalam memeriksa dan memutus perkara,

Kebebasan hakim dalam negara hukum Indonesia pernah terganggu,
hakim menjadi tidak bebas melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
(peradilan). Ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah pim-
pinan Presiden Soekarno sejak tahun 1959 hingga tahun 1966, dengan
menempatkan Mahkamah Agung sebagai organ kekuasaan yudikatif ter-
tinggi di bawah kekuasaan presiden. Ketua Mahkamah Agung diberi sta-
tus menteri, berarti pembantu presiden. Padahal, menurut Undang-Undang
Dasar 1945, Mahkamah Agung merupakan organ kekuasaan yudikatif ter-
tinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi dalam wilayah
negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dan bebas dari
pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Pengaruh eksekutif tersebut jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Me-
nurut ketentuan undang-undang tersebut bahwa:

“Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau
kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat
turut atau jkut campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak bebas
dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-
undang.*!

41) Pasal 19 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
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Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 19684 gy,
kan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umumi{f
Mahkamah Agung. Dalam pasal undang-undang tersebut ditentukan. -

“Dalam hal presiden melakukan turun tangan, sidang dengap, .
ksaan yang sedang dilakukan 4

ketika menghentikan pemerixs .
mengumumkan keputusan presiden dalam sidang terbuka deng.,

membubuhi catatan dalam berita acaréa dan melampirkan kepuys.
an presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan. Dajz,
hal presiden menyatakan keinginannya untuk melakukan campy

tangan menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan K.

hakiman, sidang menghentikan untuk sementara pemeriksaan da,
ksa. Musyawarah tersebut ber.

mengadakan musyawarah dengan ja _ ah
tujuan untuk melaksanakan keinginan presiden. Keinginan presiden
dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah

sidang dibuka kembali. #e

(45
’

1,
<]

Kedua undang-undang tersebut jelas merupakan pelanggaran dan per-
‘kosaan terhadap asas kebebasan peradilan, sebagai salah satu ciri negara
hukum. Kebebasan peradilan yang telah diatur dalam UUD 1945 harus di-
laksanakan kembali. Karena itu, kedua undang-undang tersebut perlu di-
tinjau kembali dan dicabut kemudian diganti dengan undang-undang baru.
Undang-undang yang mencabut kedua undang-undang yang disebutkan
di atas adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menentukan:

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-U.
' -Undan
Nomor 13 Tahun 1965 dinyatakan tidak beriaku lagi se?elah befg-

Jakunya undang-undang baru yang mengganti : _
undang tersebut.” : ggantikan kedua undang

Undang-undang baru yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mg tikan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Kemudian, Undan g ante
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Ungan
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kedua undan
gantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965,

g-Undang Nomor
g-Undang Nomor 2
9-undang ini meng-

pasal 23 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 1, -
Mahkamah Agung. : 9 Peradilan Umum dan

Hukum
Acara Perdata Rdonesla
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Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyeleng-
garakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.*?
Selanjutnya, ditentukan bahwa segala Campur tangan dalam urusan per-
adilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali
mengenai hal-hal yang ditentukan dalam UUD ** Berdasarkan kedua pasal
tersebut jelas bahwa kekuasaan yudikatif tidak berada di bawah pengaruh
atau campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan legislatif.
Kekuasaan peradilan adalah bebas (independent).

Bagaimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru di
bawah kekuasaan Presiden Soeharto? Undang-undang menentukan de-
ngan tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak
lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Namun, da'am praktiknya
undang-undang tinggal undang-undang, tidak ada peradilan bebas dari
pengaruh kekuasaan eksekutif. Semua yang menentukan arah peradilan
adalah kekuasaan Presiden Soeharto melalui kaki tangan dan kroni-kroni-
nya. Tidak ada penegakan hukum dalam arti yang sebenarnya (jujur),
kecuali untuk kepentingan kekuasaan penguasa dengan bertameng pem-
bangunan nasional. Pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan pungli
merajalela, serta pengangguran makin meningkat, sebagian besar rakyat
Indonesia makin melarat.

Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomor 74) diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 -'tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 8). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

. 43) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman.

| 44)? Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ke-
tentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. :
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Hukum Acara Per

2004, Undang-Undang Nomor 14 Taky, 1
n 1670,

pada tanggal 15 Januari ]
k berlaku lagi.””

cabut dan dinyatakan tida

2. Hakim Tidak Boleh Menolak Memeriksa Perkarg

ra yang tidak boleh ditolak untuk diporika,
lakan perkara oleh hakim. Portama, pene.,
ak ada atau tidak jelas. Keduyg
oleh undang-undang

Untuk mengetahui perka

dibedakan dua macam peno

an dengan alasan peraturan hukumn tid

nolakan dengan alasan yang ditentukan

Peraturan hukum tidak ada/kurang jelas
san bahwa peraturan hurys

Penolakan memeriksa perkara dengan ala
tidak ada atau kurang jelas, tidak diperkenankan. Bagalmanaptn jig
jika berhubungan dengan peraturan hukum, hakirn dianggap mengetan,
hukum (curia ius novit) dan dapat mengambil putusan berdasarkan i,
pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Pengadilan tidak boleh menol
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yanqg disjua
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajit untus
memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini tidak menutup usaha i
nyelesaian perkara perdata secara perdamaian.“’ Ini berarti jika ternysts
eraturan hukumnya ada i 5

fahuan dan kebija:sanaa;w:t:zial':;:ta:z;:'fiisr'khdmm i onon

an peraturan hukurn itu ©%

cara positif sedemikian rupa sehingga menurut k i
‘ ‘ eyakinan ara it
dapat diputus sesual dengan rasa keadilan. 4 nya perkara |

Demikian pula jika tidak ada pér’aturan hukum tertulis, hak i

cari, menggali, mengikuti, dan memahami nilaj-njlaj h:;k akim wajib rmen
adilan yang hidup dalam masyarakat.*’ Selain ity e um dan rasa ¥&
dapat menyelesaikan pquara perdata melalui y pa;:a m
tawarkan kepada pihak-pihak yang berperkara, Inj pe

yang bijaksans
rarti hakim harus me

e

45) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 teﬂtang P
46) pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ‘Gﬂtang Ko:Uaﬂaan Kehakiman
Uasaan Keh
akiman

47) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahup 500,
an. tontay
e ANg Kekuasaan Ke

% BTy v
: - Ae-ra P.fd.u In dm.T;
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mutus perkara pordata sebagal hakim yang bijaksana dan bertanggung
jawab penuh kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Ponolakan karena alasan undang-undang

Alasan ditentukan undang-undang adalah alasan yang membenarkan
hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara, misalnya, alasan
mengenal kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan di-
putus (ne bis in idem). Alasan mengenai kompetensi tidak begitu mutlak
sifatnya karena hakim masih dapat memeriksa perkara itu terlebih dahulu
dengan pertimbangannya. Dalam hal kompetensi relatif, hakim dapat saja
menolak memeriksa parkara itu karena sebelum persidangan dia sudah
dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk we-
wenang pengadilan tempat dia mengadil.

Dalam hal kompetensi absolut, hakim dapat mengetahui apakah dia ber-
wenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan. Di sini-
lah letak tidak mutlaknya penolakan perkara berdasarkan kompetensi. Mi-
salnya, dalam hal tuntutan nafkah yang diajukan dalam rekonvensi (gugat-
an balasan), padahal hakim yang memeriksa gugatan konvensi tidak ber-
wenang memeriksa perkara rekonvensi itu karena nafkah termasuk we-
wenang pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.

Alasan hubungan darah karena keluarga dekat atau semenda diatur dalam
undang-undang. Jika ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat,
atau panitera dalam suatu perkara tertentu mempunyai hubungan darah
karena keluarga dekat sampai derajat ketiga atau semenda dengap pihak
yang yang diadiii, dia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara
itu.4® Mengundurkan diri di sini dalam arti hakim atau yang bersangkutan
lainnya menolak memeriksa perkara karena alasan undang-undang.

Apabila hakim atau yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dan akan
- meneruskan pemeriksaan perkara, pihak yang diadili atau pihak-pihak
yang berperkara dapat mengajukan keberatan (hak ingkar) disertai alas-

48) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Ke-
kuasaan Kehakiman,

Hukum Acara Perdata Indonesia -



)

—

an terhadap hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangyy,.
Kebenaran yang diajukan itu harus disertai bukti bahwa hakim yang .
meriksa perkara mempunyai hubungan keluarga dengan Hakim lain -
tergabung dalam majelis hakim atau dengan panitera, atau hakim Yaﬂ.z
mengadili itu mempunyai kepentingan pribadi dalam per kara yang pg.

sangkutan.
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Keberatan dengan alasan serta bukti itu diajukan kepada pengadiy
negeri yang bersangkutan untuk diputus. Apabila masih menaruh ke
beratan pula dengan putusan pengadilan negeri tersebut, keberatan fer.
hadap putusan itu dapat diajukan kepada pengadilan tinggi, yang se
lambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan memberikan putusannya. Asa
ne bis in idem adalah asas yang berkenaan dengan perkara yang telah
pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh memeriks:
dan memutus untuk kedua kalinya perkara yang sudah pernah diperiks:
dan diputus. Maksudnya untuk menjaga supaya ada kepastian hukum
(legal certainty) tentang hal yang sudah diputus oleh hakim.

LR R 20 2R 2B




Tentang Gugatan

BAB I
TENTANG GUGATAN

A. PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN GUGATAN
1. Penyusunan Surat Gugatan

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-
pihak yang berperkara, jalan.terakhir yang dapat ditempuh ialah memohon
penyelesaian melalui pengadilan negeri. Untuk itu, penggugat mengaju-
kan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan
yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri itu disebut perkara per-
data (civil action, civil case). Adapun pihak yang mengajukan gugatan di-
sebut penggugat (plaintiff), sedangkan pihak yang digugat disebut ter-
gugat (defendant, opposant). Permohonan gugatan dapat diajukan secara
tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohon-
an gugatan secara tertulis disebut surat gugatan.

Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan
negeri yang berwenang, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam
surat gugatan, yaitu:

a Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu
nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (idenfity of the parties).

b. Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang

kejadian atau peristiwa (factual grounds) dan uraian tentang hukum,

~ yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuri-
dis gugatan itu (legal grounds).

¢.  Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh peng-

adilan (petitum). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam,
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—

(primary claim) yang Merupakan tuns ...

yaitu tuntutan primer
pokok dan tuntutan subsider (subsidiary claim) yang merupz,..
tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditoiak oieh pengz;

an. Tuntutan primer, misalnya, “supaya tergugat memo
barang yang dibelinya, yang sampai diajukan gugatan ini belum
lunasinya”. Tuntutan subsider, misalnya, dirum
kepada pengadilan agar memberikan putusan yang

[
.

uskan dengan “moh--

nya”.

Dasar gugatan dalam surat gugatan harus jelas dan mendukung funi:

an (petitum) penggugat. Sefiap peristiwa atau kejadian yang mendukung
hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis s
tuntutan mudah dipahami. Cara yang demikian itu memudankan
an menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjz
penggugat mohon dikabulkan isi tuntutannya. Isi tuntutan juga dwur

v

secara jelas, kronologis, dan sistematis sehingga setiap kalimat tuniuiz
diharapkan dapat diterima oleh pengadilan.

s aTela s

~
-
=

0
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Dalam hubungannya dengan dasar gugatan yang dibuat secara tertulis
timbul pertanyaan, sampai berapa jauh peristiwa-peristiwa yang men;ac
dasar gugatan harus dirinci? Dalam ilmu hukum acara perdata dikena
dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan, seperti dikemuké-
kan oleh Soedikno Mertokoesoemo berikut ini.

a. Substantierings theorie

Menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu diuraikan renteta”
peristiwa nyata yang mendahului peristiwa hukum yang me;*jad
dasar gugatan. Misalnya, tidak cukup hanya menyatakan * ;ng_
gugat adalah pemilik barang”, tetapi periu dinyatakan i fi;an
penggugat memiliki barang itu, misalnya, kareng ben juga a ab-h
membelinya, atau telah mewarisinya dari almarhym aggugat tela

karena telah mendapat hadiah dari pemerintah_ yahnya, atau

b. Individualiserings theorie

Menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang ditulisk

gugatan harus cukup menyatakan ada hubunga an dalam surat

N hukum yang

o i
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menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu
diuraikan sekaligus dalam surat gugatan karena hal itu dapat di-
jelaskan dalam sidang disertai pembuktiannya.’

Di antara dua teori tersebut, mana yang lebih baik, sebenarnya bergantung
pada sejarah hukum acara perdata yang pernah berlaku pada zaman
Hindia Belanda dahulu. Pada dasarnya ada dua sistem hukum acara per-
data yang berlaku, yaitu yang berlaku bagi golongan Eropa diatur dalam
BRv. dan yang berlaku bagi golongan bumiputra dan Timur Asing diatur
dalam HIR dan RBg. Menurut sistem BRv. beracara itu harus dilakukan
secara tertulis dan diwakilkan kepada advokat ahli hukum, sedangkan
hakim bersifat pasif. Karena dibuat secara tertulis, penyusunan surat gu-
gatan perlu lengkap, jelas, dan sistematis, jadi lebih sesuai dengan sub-
stantierings theorie. Menurut sistem HIR dan RBg., beracara tidak harus
tertulis, lisan pun boleh, tidak harus diwakilkan kepada advokat ahli hukum,
dan hakim bersifat aktif. Oleh karena itu, mengajukan surat gugatan pun

tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu, dalam hal ini boleh mengikuti
individualiserings theorie.

Karena sistem HIR atau RBg. diikuti hingga sekarang, penggugat bebas
merumuskan surat gugatannya. Surat gugatan cukup memberikan gam-
baran yang jelas mengenai peristiwa materiil yang menjadi dasar tuntutan.
Apabila surat gugatan kurang jelas atau kurang sempurna, hakim dapat
memberi petunjuk kepada penggugat agar memperbaiki surat gugatan-
nya.? Dalam praktik hukum, teori mana yang perlu diikuti dalam penyu-
sunan surat gugatan, tidak begitu dipermasalahkan. Namun, perkembang-
an praktik dan kemajuan bidang pendidikan hukum, cukup memberikan
indikasi adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama tanpa pula
mengabaikan teori kedua. '

1) Soedikno Mertokoesoemo. Kuliah Hukum Acara Rerdata. Badan Penerbit Gadjah
Mada. Yogyakarta. 1964. h. 5.

2)  Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg.
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2. Pengajuan Permohonan Gugaian

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan apabila
penggugat tidak dapat menulis. Ketua pengadilan negeri mencatat atay
menyuruh mencatat keterangan penggugat, kemudian menandatangan;.
nya sendiri.2 Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan pe.
tunjuk kepada pencari keadilan yang tidak dapat menulis sehingga dia
memperoleh bantuan dalam membela haknya. Gugatan yang diajukan,
baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi bea meteraj
menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kepada ketua pengadilan negeri mana permohonan gugatan diajukan?
Soal permohonan gugatan ini berkenaan dengan pengaturan kompeten-
si relatif pengadilan negeri. Menurut ketentuan hukum acara perdata,
permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Apabila tempat ting-
gal tergugat tidak diketahui, dicari tempat tinggal sesungguhnya di
mana tergugat berada. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang
tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan negeri yang
sama, gugdtan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah

" hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilih-

annya.

Apabila antara para tergugat ada hubungan sebagai orang yang ber-
utang pertama dan penjamin, gugatan diajukan kepada ketua pengadil-

‘an negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang

berutang pertama atau salah seorang di antara mereka. Apabila tergugat
tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tempat tinggal se-
sungguhnya juga tidak dikenal atau jika tergugat tidak dikenal, gugatan
diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal penggugat atau salah seorang di antara beberapa peng-
gugat. ‘ ‘

3)  Pasal 120 HIR atau Pasal 144 RBg.

—
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Apabila gugatan berkenaan dengan benda tetap, gugatan diajukan ke-
pada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
benda tetap itu terletak. Apabila dipilih tempat tinggal dengan surat akta,
jika penggugat menghendakinya, dapat mengajukan gugatan kepada ke-
tua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
yang dipilih itu.*

Surat gugatan diserahkan kepada panitera pengadilan negeri yang ber-
sangkutan. Setelah panitera menerima surat gjugatan tersebut, ketika
itu juga dia menghitung perkiraan biaya yang diperlukan, jumlahnya di-
cantumkan dengan disposisi bertanggal serta berparaf. Kemudian, surat
gugatan tersebut diteruskan kepada bagian keuangan untuk pembayar-
an jumlah biaya yang telah disetujui oleh panitera serta membukukan-
nya ke dalam buku kas dan memberikan kuitansi kepada penggugat.
Setelah itu, surat gugatan didaftarkan dalam buku register dan diberi
nomor perkara. Surat gugatan yang telah didaftarkan diteruskan kepada
ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal pemeriksa-
annya.

Pada perkara perdata, banyak sekali ragam materi perkara bergantung
pada macamnya hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak. Oleh
karena itu, perlu diberikan beberapa contoh surat gugatan agar dapat
dipahami teknik penyusunannya sesuai dengan materi perkaranya dan
dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang telah diuraikan
sebelumnya. Selain dari surat gugatan, juga diberikan contoh surat per-
mohonan penetapan, yang hanya minta ketetapan dari pengadiian me-
ngenai kepastian hukum suatu hal. Pada surat permohonan penetapan
tidak ada pihak yang bersengketa, yang ada hanyalah pihak pemohon
yang berkepentingan untuk minta ketetapan. Bacalah contoh-contoh surat

gugatan dan surat permohonan yang akan diuraikan pada halaman se-
lanjutnya. '

—

4) - Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg.
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Contoh 1
SURAT GUGATAN HARTA BERSAMA
: MEEIO, .vvevvvvrersmsmrmransaraninnneins, 2007
!' Kepada Yth.
‘ : | Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
| | di Kota Metro
E Dengan-hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
: Nama ........ceeee.. ; tempat, tanggal lahir/umur ................. . pekerjaan ......... ;
§ S agama .......... : tempat tinggal di ......cccoecrirnernineen : Kelurahan/Desa ......... :
e [ i Kecamatan ..........cccceueun : Kabupaten/Kota ................. : selanjutnya disebut
e i P@NGQUQAL; =--nsmmemrmsmssmemememsasesasa s e
i _ dengan ini mengajukan gugatan terhadap mantan suami Penggugat ----
i f NAMA ivsisaiisinssssiorss ; tempat, tanggal lahir/umur .............cc.....e. ; pekerjaan
§ . ............ veeeer; AFAMA e : tempat tinggal di ........ccceveee.e. : Kelurahan/Desa
,1 s Corpeiing ; Kecamatan ............... ; Kabupaten/Kota ............. ; selanjutnya
,r;i[ _ disebut Tergugat; berdasar pada alasan-alasan yang diuraikan berikut ---
—el?g R e e o o e e T e emmmmmmmem et
L
é*}‘?i , ------ Bahwa pada tahun 1990 telah terjadi perkawinan antara Penggugal
: %fi | dan Tergugat secara BS di Tanjungkarang yang pada kenyataannya ----
égé‘ i Tergugat telah 'menundukkan diri pada hukum Indonesia asli, yaitu hukum
TR adat Lampung dengan upacara adat. -----=--==e=eeememmncmmmaee e
---— Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, satu
14 O(ang anak perempuan nama ............... ,umur ....... tahun, sudah dewasa.
dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama ........... , umur ...
tahun; nama............... , umur .... tahun, keduanya belum dewasa. ---------"
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——- Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama
yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini: ---------—-—=-------eeeo-

1. Sebuah pabrik penggilingan padi merek .........ccc......; : yang terletak
diJdalan ...ccooeeniiniiennnennn. : DESA e :Kecamatan ...............;
Kabupaten/Kota ............. ; yang dibeli dari orang bernama .............]
umur .... tahun; pekerjaan ..........; bertempat tinggal di .....cccccceeees,
Kecamatan .............. ; Kabupaten/Kota ..............; ; pada tahun 1995
dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiahj ----
yang kalau dinilai sekarang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah).

2. Sebidang sawah seluas satu hektar terletak di Desa ..................... :
Kecamatan............... ; Kabupaten ............... ; yang asalnya dibeli dari
orang bernama .......ccccce.e..e. ;umur ....... ; pekerjaan ........... . tempat
tinggaldi.....c.c.cccrveannnne ; Kecamatan ..............; : Kabupaten ............. ;

dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ---
1997, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah).

3. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 10 x 14 meier yang -—
terletak di Jalan Sudirman No. ..... Metro yang dibangun pada tahun
1995 kalau dinilai sekarang seharga Rp850.000.000,00 (delapan
ratus fima puluh juta rupiah).

4.  Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan -
yang ditaksir seluruhnya seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah).

—— Bahwa sebidang sawah tersebut telah dihadiahkan kepada anak -

yang sudah dewasa oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 —
dengan surat di atas segel yang dikuatkan oleh kepala desa setempat -

dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

—— Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi perceraian antara Penggugat
dan Tergugat dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Metro tanggal
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------ Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampaij -.....
dengan diajukannya gugatan ini masih dalam‘ penguasaan Tergugat --....
walaupun telah beberapa Kali Penggugat peringatkan Tergugat agar ap;
yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat. ------eeeeeo. .

----- Bahwa kedua orang anak yang belum dewasa kenyataannya masin

dalam asuhan, rawatan, dan tanggungan Penggugat, sedangkan -----.....
Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkan

yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak. -----=-======-=emmsemmemeeee

------ Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukan -----
gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya yang jika dinilai dengan uang
rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ---=-=-=====meeuue-

- Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah -------
diperoleh itu, perhitungannya menjadi seperti berikut ini: -------=-=------zzceee-
1. Sebuah pabrik penggilingan padi seharga 750 ribd rupiah ------------
2. Sebidang sawah luas satu hektar seharga 15 juta rupiah -------------

3. Sebuah rumah permanen ukuran 10 x 14 m seharga 850 juta -----

Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya adalah --------------==-----

Rp1.065.750.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima -
puluh ribu rupiah). ---- e ey TR, L

------ Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan.
~ Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau -
rr.lemindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan
sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa. -

. ---- Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon -~
'k?Pada Ba.pak Ketua agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk -
@ didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum; =-------------=-="""
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Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat.

-----------------

Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta ---
bersama tersebut.

-----------------------------------------------------------------

Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak-anak ---
yang belum dewasa, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan ---

terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah (biaya
hidup) anak-anak sejumlah 250 ribu rupiah tiap hari.

--------------------

Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan --
antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. ----«---=-=---

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi ---
hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari --
jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah ---=-------
diperoleh dari harta bersama /2 x 1.065.750.000 = 532.875.000

(lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu --
rupiah). e

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ------

(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau
kasasi. ‘ : :

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang

1 Henbul darl perkara Inl. sewesessbamestesdtrantiinnisimesinyinyrrative

Subsider

Mohon agar Pengadilan Negeri Metro dapat memberikan putusah yang --

seadil-adilnya.

Penggugat tersebut di atas

Nama terang
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Contoh 2

SURAT GUGATAN PERKARA WARISAN

Tanjungkarang, 2007

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pangadilan Negerl Kelas | Tanjungkarang
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

i semissianasannaomsase , umur ... tahun, pekerjaan ................ , agama
tempat tinggal di Kaliawi RT | RK |l No. ..... , Kecamatan -
Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut

Penggugat I s«eeseesmmmmameimniiicicanee resesmesrecnnn
- P P , umur ... tahun, pekerjaan ................, agama ..
tempat tinggal di Gedongair RT Ill RK IV No. ....., Kecamatan -
Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut -
Penggugat |1} ==eeeemmermm e
dengan ini mengajukan gugatan tarhadap: -=--rxsessssnsesecmsmmmmeeeoomemeimmomc:
Y L 1 » umur ... tahun, pekerjaan ................, agama ..

tempat tinggal di Gadingrejo RT | RK Ill No. ..... , Kecamatan -

Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut -
=0 [ T2 L

20 e wo UMUr ... tahun, pekerjaan ................ . agama ...
tempat tinggal di Gadingrejo RT | RK I No. ....., Kecamatan -
Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut

TRILUIGRAL [l wriirvsinmmuhiin omet b aabbvessamiorsns bommees rrmssanssens |
Bi. " asyiis i » umur ..., tahun, pekerjaan ................ , agama
tempat tinggal di Gadingrejo RT | RK Ill No. ....., Kecamatan
FE—
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Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut
- Tergugat Ili;

e e e e e
---------------------

DUDUK PERKARA

...... Bahwa pada tahun 1970 telah berlangsung perkawinan orang tua ---
dari para Penggugat dan para Tergugat bernama

enecen

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak,
yaitu masing-masing bernama

S e e e e m e a e m e n e e m e e m s e e mmeme e cccecmmemece e —an

------ Bahwa pada tahun 1995 .......... ayah para Penggugat dan Tergugat

meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri sebagai janda dan --
5 (lima) orang anak seperti tersebut di atas:

b Lk L L L Ty pepp—

Bahwa almarhum ayah para Penggugat dan para Tergugat ------------
' meninggalkan harta benda seperti tertera di bawah ini: ===--=s-=ss=ssscceemee-

1. Tiga bidang sawah yang luasnya masing-masing satu hektar -------
terletak di Desa Gadingrejo dengan batas-batas sebagai berikut: --

Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Ali; ---=-------------
Sebelah selatan berbatas dengan pekarangan Slamet; -=--=-=-=-------
Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Tukidjo; --------=---=-=--
Sebelah barat berbatas dengan jalan raya; --------- nereSnadyspnes

yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya --------=-=-=---===-=----
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). ====-===-=----

Sebuah rumah permanen yang berukuran 12 x 15 meter di atas
tanah pekarangan yang luasnya 1.600 m? terletak di Gadingrejo --
dengan batas-batas sebagai berikut: --==----=--=sssmrsmsassceeracemeccacns

Sebelah utara berbatas dengan pekgrangan Paimin; ----==--====eseene-
Sebelah selatan berbatas dengan pekarangan Slamat; =------==-------
Sebelah timur berbatas dengan pekarangan Tukidjo; ==-=-===-=-==-=----
Sebelah barat berbatas dengan jalan raya; ---=-----=--=-=ssesersscemszes

————
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yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya Rp400_0()g_c: Do
(empat ratus juta rupiah), -———=---T T T T e -

3
& -
53

3. Sebidang kebun buah-buahan dengan luas 4 (empat) hektar ..
terletak di Desa Kemiling, Kecamatan Gedongtataan, Kabupate,, .
- Lampung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: --—-.._____

Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Bandi; ---...__
Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun milik Suroto; --...___
Sebelah timur berbatas dengan jalan raya; ----—-—--——-———_...____
Sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Amiruddin; ---—___

yang ditaksir dengan harga sekarang Rp3.200.000.000,00 (tiga -..
miliar dua ratus juta rupiah). e

—— Bahwa tiga bidang sawah pada sub 1 dan sebuah rumah berikut -
tanah pekarangannya pada sub 2 dikuasai oleh Tergugat | sejak tahun -
1995 sampai sekarang, sedangkan sebidang kebun buah-buahan padz -
sub 3 dikuasai oleh Tergugat Ii dan Tergugat |1l sejak tahun 1995 sampz
sekarang. ' S

-—— Bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi para ---— -
Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak par
Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan -
dan malah Tergugat | mengatakan bahwa para Penggugat tidak barhak -
atas harta peninggalan tersebut. USROS

e

—— Bahwa para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk -
menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari -

- almarhum tersebut, padahal para Penggugat juga berhak karena juga -
adalah ahli waris sah dari almarhum.

-——
————— -

Bahwa rincian nilai harta peninggalan dan hasil-hasil yang telah -~

T d'"'kmat' para Tergugat sepeninggalnya almarhum hingga sekarang ini
VAR adalah sebagal berikut: -—

1.

Tiga bidang sawah yang dluralkan pada sub 1 di atas semuany@”
dlmlat dengan harga sekarar-g sejumlah Rp2.500.000.000.00 (du

,4—-”3
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miliar lima ratus juta rupiah). Hasil satu tahun ditaksir ~-------eeee-oo-
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bidang selama 12 tahun =
12 x 3 x 5.000.000 = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh --
juta rUpIaR). ==

2. Sebuah rumah berikut pekarangannya pada sub 2 di atas dinilai --

dengan harga sekarang semuanya sejumlah Rp400.000.000,00 ---
(empat ratus juta rupiah). =--=-===-ceeeeeee e

3. Sebidang kebun buah-buahan pada sub 3 di atas dengan luas ----
4 hektar dinilai dengan uang sekarang semuanya sejumlah ---------
Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah). Hasil satu ---
tahun ditaksir Rp10.000.000,00 per hektar selama 12 tahun --------
=4 x 12 x 10.000.000 semuanya sejumlah Rp480.000.000,00 -----
(empat ratus delapan puluh juta rupiah). ----=--=-=ecemecmmcmemmm oo

Jumlah harga ditambah penghasilan seluruhnya ---s-----------------
Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta ------

rupiah. i e e

------ Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara
damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan -----
perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Lampung --
Selatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian
~harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati --
oleh para Tergugat, pembaglan mana dilakukan berdasarkan hukum ------
L

------ Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan ---------
tersebut karena dikhawatirkan akan dipindahtangankan oleh para ----------
Tergugat kepada pihak lain, dengan ini para Penggugat mohon kepada ---
Bapak- Ketua agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas -----
seluruh harta peninggalan yang menjadi perkara ini, -------=------s-os==semmeoe

----- Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya --
Bapak Ketua tidak keberatan untuk‘memanggil dan memeriksa kedua ---
Delel p'hak,seﬂa memberikan putusan sebagai hukum: ----=-=-=-=zessmmmmmmes

Hff.‘%“m‘Acara Perdata Indonesia
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-~
—~
.

- - - -
- - - - - - .-
- - -
- - -~ - .

5. Menyatakan Penggugat |, Penggugat ll, Tergugat |, Tergugat || ,,

Tergugat lll serta .....ccoceveennn: janda almarhum sebagai ah|j Wari

yang sah dari almarhum .......c.coeeeeeemsseceeees

P e L T T ———
______
LT

3. Menyatakan seluruh harta peninggalan yang diperkarakan inj ..._
sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum ...

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh hart; ..
peninggalan yang diperkarakan dalam perkara ini. ------ poeerasanionn,,

5. Menghukum Tergugat |, Tergugat Il, dan Tergugat I untuk ----eee....
menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat I, ------.
Penggugat Il, dan .................. janda almarhum ... e

6. Menghukum Tergugat |, Tergugat Il, dan Tergugat Il untuk ---------.
menyerahkan hasil harta peninggalan yang telah diperoleh selama
12 (dua belas) tahun yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat |,
o Ty R RITE N R janda almarhum. ==-=—--smmmmmemeeeeeeen

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbad
~ bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dar
- Tergugat |, Tergugat Il, atau Tergugat 111, ==-=-----cmcceeemeemmmmmmmecss

8. Menghukum Tergugat |, Tergugat Il, dan Tergugat 1l untuk ------="

membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara -
ini. -- 2

A,_‘.‘A\.‘

M} - Hormat para Penggugat

1. Penggugat | ; Tanda tangan
- 2. Penggugat Il: Tanda tangan

-----------------------

-----------------------

50 = 95,.‘
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Contoh 3

SURAT GUGATAN
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Tanjungkarang, ..........c...ccocu..... 2007
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas | Tanjungkarang
di Bandar Lampung
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini ............. Advokat dan Procureur
di Tanjungkarang, beralamat di Jalan Anai No. ...... Tanjungkarang, ------

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2007, bertindak --
untuk dan atas Nama; ===-=-===-====csssemmmcmcanmmmcomnmoooo o nnsn oo s sn oo s

Vi soremsrsisin , umur ... tahun, beragama ....... , pekerjaan ........ R
bertempat tinggal di .......... , Kecamatan ............ , Kabupaten/Kota --
Y ipiiiekei . umur... tahun, beragama ....... , pekerjaan ........ R
bertempat tinggal di .......... , Kecamatan ............ , Kabupaten/Kota --

---------------------------------------------------------------------------

yang kedua-duanya memilih domisili hukum pada kantor kuasanya ---------
tersebut di atas, yaitu di Jalan Anai No. .... Tanjungkarang yang ----=--=-=--
selanjutnya disebut Penggugat | dan Penggugat || =-----=-cs-==smrenmmzenmeesaeess
dengan ini mengajukan gugatan terhadap PT Musl Jaya Plantation yang --
beralamat di Jalan rian No. .... Telukbetung, selanjutnya disebut sebagai
-Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -----ss==ssommmeznonoemees

== Bahwa berdasarkan pelaksanaan proyek transmigrasi Provinsi --------
Lampung, Penggugat | dan Penggugat Il telah mendapat tanah kebun, ----
~Masing-masing seluas 2 (dua) hektar sebagai hak milik yang sah,‘ ----------

£ :_ Hukum Acara Perdata lndqnesla 51
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an sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor --....__

berdasark )
rovinsi Lampung tanggal ... Jan,,

Pendaftaran Tanah Dinas Agraria P
10, NO. vr0o.dAN NO, .., woememsmsmrmsssemmsmrm s T n T

Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan ...._.
engah dengan batas-batas sebag; ..

Pekalongan, Kabupaten Lampung T

1. Tanah milik Penggugat |
Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Waluyo; -----......
Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun milik Saiman; ---.....

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya; -------====-==-s=sessemeaean,
Sebelah barat berbatas dengan tanah kebun milik Penggugat |; -..

2. Tanah milik Penggugat Il

Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Sarkam; --------..
Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun milik Usman; -------
Sebelah timur berbatas dengan tanah kebun milik Penggugat |; -----
Sebelah barat berbatas dengan areal perkebunan Tergugat. --------

------ Bahwa Tergugat telah membuka areal perkebunan semangka dekat
dan berbatasan dengan tanah kebun para petani Desa Pekalongan yang
menimbulkan kegelisahan penduduk sekitarnya karena tindakan tergugat

sangat merugikan penduduk setempat, termasuk Penggugat |, Penggugat
| - et

------ Bahwa memerhatikan tindak tanduk serta patok-patok yang telah -~
dipancangkan oleh Tergugat, ternyata Tergugat akan membuat jalan -
sepanjang lebih dari satu kilometer dengan lebar lima meter, dengan -
melewati dan melanggar tanah kebun milik Penggugat | dan Penggugat !

------ Bahwa hingga saat ini pembuatan jalan telah dikerjakan dengan -~
merusak, menggusur tanah, serta tanam tumbuh di atasnya sepanjang -~
300 x5 meter dengan cara mentfaktornya. _________________________________________

------

: Bahwa dalam penggusuran tanah tersebut telah ditebang dan ---—"
diretas 100 (seratus) batang cengkeh yang telah berumur sepuluh tahun”

52 _____,,ra
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yang sedang berbuah, menghasilkan rata-rata 5 (lima) kilogram per -«-----
batang. Selain itu, telah ditebang pula pohon-pohon buah-buahan, seperti
nangka, belimbing, Melinjo. ==ssemesemmm e

------ Bahwa Penggugat | dan Penggugat Il secara bersama-sama talah ---
datang menghadap Kepala Desa Pekalongan menanyakan apakah --------
Kepala Desa mengetahui rencana pembuatan jalan oleh Tergugat ----------
tersebut, ternyata kepala desa tidak tahu hal itu, --------=sceomemcemimaiacs

------ Bahwa dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat telah ---
menimbulkan kerugian material milik Penggugat | dan Penggugat Il --------
sebagaimana diuraikan di bawah ini: ==--====-=eeemmm e

1. Milik Penggugat |

Tanah luas 200 x 5 meter = 1.000 meter persegi dengan ----------
taksiran harga sekarang Rp40.000,00 per meter persegi -------------
= 1,000 x Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta -----
rupiah), =--s--=eese-eccesecamemcenaeneanee-- eomeeeeessmmmmememamaseseemeeeneaeees
60 batang cengkeh umur sepuluh tahun dengan hasil rata-rata 5 kg
per batang harga Rp5.000,00 per kg semuanya berjumlah -----------
60 x 5 x Rp5.000,00 ribu rupiah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah). ----=-=----====sssmeesmmmocsmmmmmmnnoosnososoonomsssssnassanens
Harga batang cengkeh per batang Rp5.000,00, harga semuanya =
60 x Rp5.000,00 = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ===-==e====--
Jumlah kerugian seluruhnya Rp41 .800.000,00 (empat puluh satu -
juta delapan ratus fibu rupiah), =---s-----ss=sssssmrsrassmssmensesesssensasecs

2. Milik Penggugat Il
Tanah luas 100 x 5 meter = 500 meter persegi dengan ----==-=---===-
taksiran harga sekarang Rp40.000,00 per meter persegi ----------
= 500 x Rp40.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). --
40 batang cengkeh umur sepuluh tahun dengan hasil rata-rata -----
- 5 kg per batang harga Rp5.000,00 per kg, semuanya s----=-==-s====-
40 x 5 x Rp5.000,00 = Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah), ---=--=-=--
.Harga batang cengkeh per batang Rp5.000, 00, harga semuanya --
40 x Rp5.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) =--=----=--==-
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juruhny@ Rp21.200.000,oo (dua pulup ca
il !

Jumiah kerugian $€
bu rupiah)-

tungan di atas, maka jumlah kerugja,

- --—--——---------.--.-_-
——— - é
Seeea,
-
.~
S

dua ratus ri

perhi
| dan penggugat Il a

I

...-- Bahwa berdasarkan )
alah Rp63.00 |
dialami oleh penggugat P 0.000 (ena;

puluh tiga juta rupiah). ===~

- - - -
---—-.-------- -
- -
-
i 2N

-~
.
ha

getahui atau setidak-tidaknya dapat --..____

tannya itu bertentangan dengan hukum ya,
rang lain sehingga menimbulkang X

.----- Bahwa Tergugat men
mengetahui bahwa perbua
perlaku karena jelas me

kerugian yang tidak sedikit.

atan Tergugat jika tidak sed
an akan menimbulkan kerugian -

langgar hak 0

--------------------------------- p,

era dihentikan dan --...._

------ Bahwa perbu
diselesaikan perkaranya, dikhawatirk

------
----------------------------------

lebih besar Jagi. .

P L bkl ]
_____
-

....- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini --....
Penggugat | dan Penggugat Il mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan .
Negeri Kelas | Tanjungkarang di Bandar Lampung berkenan memanggi.
kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan ..

serta memutuskan sebagai HUKUM; ---=mmmmmsmmmsmmssmsmmmmsomossmssssmsmmmsss.,

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta
menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap ha
milik Penggugat | dan Penggugat |l tersebut di atas sebelum ada-

putusan mengenai pokok PEIKAra, =s-mss=smmmmsmenmresmmmssonenoeso oo -

2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai -~
melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing-
kepada Penggugat | dan Penggugat Il ---------e-smssmesmemsesesess "

DALAM POKOK PERKARA

-
......

1. Mengabulkan gu :
, gatan Penggugat | d
s i 99"9 an Penggugat Il untuk

54 -
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am—

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap -
hak milik Penggugat | dan Penggugat I, ~-c-oooeeoeeeeeeeeooo

3. Menyatakan tanah kebun beserta tanam tumbuh di atasnya yang --
menjadi sengketa adalah hak milik sah dari Penggugat | dan ———
Penggugat Il -==-=--memmemeaeae .

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun milik -—---
Penggugat | dan Penggugat Il serta mencabut semuza patok yang -
telah dipancangkan oleh Tergugat di atas tanah kebun milik
Penggugat | dan Penggugat Il. --------._

D

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian ---—--
masing-masing kepada Penggugat | sejumlah Rp41.800.000,00 —
(empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kepada -—--
Penggugat Il sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puiuh satu juta dua -
ratus ribu rupiah). - -

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvosrbaar
bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi. -—---

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar ——-
Rp1._000.00’0,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai —————-
melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ——
masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat Il. --

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam
perkara ini. ----

ATAU:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan -----
* putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah adil
~ dan patut, ----- _ IS oo e

Hormat

Kuasa Penggugat | dan Penggugat Il
a3 Nama terang...................... , tanda tangan .......coceeeee-
~ (Advokat & Procureur) :
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Contoh 4
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN ADOPs|
. Tanjungkarang, ... 2007
Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas | Tanjungkarang

di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama

pekerjaan .........ccoens _tempat tinggal di ........coooeee

Kecamatan ..........
dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

telah datang berkunjung

------ Bahwa pada hari ............, tanggal .......ccceeey
ke rumah Pemohon seorang wanita nama ........... B st avess ,umur ...
pekerjaan ................ , tempat tinggal di ......oooiinmnnninnn , Kelurahan ..

Kecamatan ........ccccoveeenrenenes , Kota Bandar Lampung wanita mana adalah

kakak sepupu dari Pemohon sendifi. -----==--=====s=-==smsmsssoommmmnorsee e

¥

------ Bahwa pada kunjungan tersebut kakak sepupu Pemohon telah
membawa seorang anak kandungnya yang bernama ............... (laki-lak]
UMUT e , hasil perkawinannya dengan almarhum suaminya bernar
sebagai anak kandung yang Ketujuh. ==--=------cesessszseeszeee

----------------

""" Bahwa dalam kunjungan kepada Pemohon, anak tersebut merasa
tertarik dan betah tinggal di rumah Pemohon sebagai Pamannya send!
bahkan telah berulang kali diajak ibunya pulang, dia selalu ingin tinggal ”
bersama Pemohon dan istri Pemohon yang juga senang kepadanya """

;‘;;;Pﬂhwa Pemohon sejak perkawinan dengan istri Pemohon hingg@ ™~
ang be,'“"' dikarunal seorang anak laki-laki sehingga pPemohon -~
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bersama istri Pemohon menaruh kasih sayang kepada anak keponakan --
ini sebagai anak kandung sendiri.

...... Bahwa berdasar pada peristiwa ini, kakak sepupu Pemohon rela -----
untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon -----------
bersama istri Pemohon agar diasuh dan dididik sebagai anak kandung ----

sendiri, mengingat pula hubungan keluarga dengan Pemohon dan anak --
laki-laki tersebut adalah anak yatim.

D T P S

------ Bahwa kakak Pemohon telah menyerahkan anak tersebut kepada ---
Pemohon dengan surat keterangan dari kepala kampung

tanggal i » No. ...., dengan disertai kesaksian dua orang saksi
yang sudah dewasa. --==-=---eeemmmeeeeee .

------ Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon -----

kepada Pengadilan Negeri Kelas | Tanjungkarang Kota Bandar Lampung
agar menetapkan sebagai huKUM: =----=-=-=eeemmeem oo

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon., -----------nnz=-=-
2. Menyatakan penyerahan anak laki-laki yang telah dilakukan itu sah.

3. Menyatakan anak laki-laki bernama ............... , adalah anak angkat
Pemohon bersama istri Pemohon. -=-===seeseeamm oo

4. Menetapkan semua ongkc;s perkara yang timbul dari permohonan
ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Pemohon tersebut di atas

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima surat gugatan atau surat per-
mohonan yang telah 'didaftarkén pada panitera, maka apabila ketua tidak
memeriksa perkara itu sendiri, dia akan menunjuk hakim majelis yang
akan memeriksa perkara tersebut. Penunjukan itu dilakukan dengan surat
Penetapan walaupun penetapan seperti itu tidak diatur dalam undang-
undang. Surat penetapan diterbitkan adalah untuk menciptakan tertib ad-
ministrasi perkara pada pengadilan negeri.

Hukum Acara Perdata Indonesia +
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gan surat penetapannya disampaikan kepada Maje s
k. Kemudian, ketua majelis hakim membuaty,,
pemeriksaan perkara. Bacalah contoh Suray
g memeriksa perkara dan surat Penetapap,
ri sidang perkara.

Berkas perkara den
hakim yang telah ditunju

surat penetapan hari sidang
penetapan majelis hakim yan
ketua majelis hakim tentang ha

Contoh 5
SURAT PENETAPAN
PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

No. ../19../Pdt/PN ....
PENETAPAN

Ketua Pengadilan Negeri di ...........

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [+ | QP , tanggal ..........

dengan No. ... /19../Pdt antara .......cooceeveeeeeees sebagai Penggugat, -------..
g MELAWAN

................. wennn, SEDagai Tergugat. --------s-mssmsmsssosmmmmsmmmmm s

Menimbang bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, -----
periu menunjt)k sebuah Majelis Hakim, susunannya akan ditentukan di ----

bawah ihi. : S PP S RV RPN SRE SR —

Menéingat ketentuan undang-undang yang bersangkutan. ---«-------=-=-==--=-

_ MENETAPKAN:
Menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari:
S ST STl Yol H WU P o R g , sebagai Hakim Ketua; ------------="
............................. dan ........ccceeeueenenne, S€bagai Hakim Anggota; -------

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas. ---------=---=--""

Demikianlah ditetapkan di ............cccvuaee ,padatanggal .......ccccccvunieiins =7

Ketua Pengadilan Negeri tersed!!
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Contoh 6

SURAT PENETAPAN HARI SIDANG

No. ../19../PdVPN ...
PENETAPAN

Ketua Majelis Hakim Péngac!il_an Negeri di......cooeeeeeeeeeeeeee e,
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut =-----------
tanggal ......coeeininne B Dottt s varspnna N N R O
Telah membaca pula surat gugatan yang bersangkutan antara; ----==-==s-«==
............................. COSRRRRE 11 o Vo E-T Penggugat; -----eseeeacecmemccacccoanannannn.

MELAWAN

Menimbang bahwa untuk memeriksa perkara tersebut perlu ditentukan ----
hari persidangan, pada hari mana kedua belah pihak harus hadir guna ---
didengar keterangan masing-masing. «=--=s-seersrmmermmrmrmrnen e eeee

Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan. ---------==-------

MENETAPKAN:

Persidangan perkara tersebut pada hari ......... tanggal ............ jam ..........
Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari --------------
“ persidangan tersebut di atas dengan membawa saksi-saksi yang mereka
ingin ajukan dalam perkara tersebut.

Memerintahkan agar kepada pihak Tergugat diserahkan turunan/salinan
Surat Gugatan yang bersangkutan dengan memberitahukan kepadanya --
bahwa dia dapat menjawab gugatan tersebut secara tertulis yang -----------
ditandatanganinya sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya dan ------
diajukan di muka persidangan tersebut.
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ara hari panggilan dan hari persidanga
n

- -
- - - .-
——.

Menetapkan bahwa tenggang ant
sekurang-kurangnya tiga hari. ========-""

Demikianlah ditetapkan i covveeresrnenns

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri terggy, 1

B. SITA JAMINAN DAN TUNTUTAN PROVISIONAL

1. Sita Jaminan

Pada contoh surat gugatan perkara harta bersama dan perkara warisan
pada bagian petitum ada dimohonkan kepada pengadilan agar dilakukan
sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang yang sedang diseng-
ketakan. Sita jaminan diatur dalam hukum acara perdata. Sita jaminan
adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan peng-
gugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak
dirusak, dihilangkan, atau dipindahtangankan sebelum perkara itu ber-
akhir.>

Untuk melaksanakan sita jaminan haruslah berdasarkan permohonan
penggugat, biasanya sudah dicantumkan dalam surat gugatan dengan
menyatakan alasan-alasannya. Apabila menurut pertimbangan pengadilan
cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan atas barang sengketa, ketua
dapat mengabulkan permohonan penggugat dan memerintahkan kepada
panitera atau juru sita untuk melaksanakannya. Pelaksanaan sita jaminan
harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam hukum acara perdata.6

2 . Apabila permohonan gugatan diterima oleh pengadilan, artinya penggugal

dimenangkan, sita jaminan disahkan atau dikuatkan. Akan tetapi, apabila

5)  Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg.
6) sita jamlnan diatur dalam Pasal 197—199 HIR atau Pasal 208—214 RBg.
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gugatan ditolak, diperintahkan untuk mencabut penyitaan tersebut, Por.
cabutan sita jaminan selamanya boleh dimintakan jika ada Jaminan atau
tanggungan yang cukup. Bacalah contoh gyrat penetapan sita jaminan
berikut ini.

Contoh 7
SURAT PENETAPAN SITA JAMINAN
No. .../2007/PdyPN ...
PENETAPAN
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri ........... o | telah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal .............. No. .........

Telah m_embaca pula Surat Gugatan yang bersangkutan antara: -------------
.......................................... sebagai Penggugat ------==cemmmemeeeececeeeee

MELAWAN

I AT R sebagai Tergugat;
" yang maksudnya, antara lain, mohon agar Ketua Majelis Hakim -------------
memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang milik -----------
bersama yang menjadi sengketa guna menjamin gugatan Penggugat ------
sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Gugatannya. ------------c-eceeeeo.

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan -----
permohonan tersSebut, —=----—----m-memrrmeem e

Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, ------------------

MENETAPKAN:
Meng.abulkan“Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat. --------------

Memerintahkan kepada Panitera atau jika dia berhalangan, seorang -------
Penggantinya yang sah dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah --
dewasa dan dikenal, untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang

H_“k“m Acara Perdata Indonesia 61

4
4
—




Tentang Gugatan —

2 ilik bersama guna menjamin gugatan Penggugat sebagaimana tefap ...
| mili

dijelaskan dalam Surat Gugatannya.

-
- - - -
- - e
~——
-

Menentukan bahwa tenggangd waktu antara menjalankan pekerjaan inj ...
dengan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga hari. --=-==-===cmmeeee

Menentukan lagi bahwa untuk menjalankan pekerjaan ini bila perlu, dapa

dimintakan bantuan polisi setempat.

Demikianlah ditetapkan di ......ccocoeeeensees

Ketua Majelis Hakim,
Pengadilan Negeri tersebut

Biaya-Biaya: -
1. Meterai surat penetapan  Rp e

2. Biaya Sita Jaminan dan lain-lain RP ...ccooeeenees

Z. Tuntutan Provisional

- Pada contoh Surat Gugatan Perkara Harta Bersama dan Perkara Perbuat-
an Melawan Hukum pada bagian petitum ada dimohonkan kepada peng-
adilan agar diputuskan atas tuntutan provisional. Tuntutan Provisional
adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk mengatur sesuatv

: -~ yang mendesak dan perlu seketika diatasi karena sifatnya tidak dapat me-
- nunggu sampai keputusan terakhir‘.7

- Apabila beralasan dan dapat dltenma oleh pengadilan, majelis hakim
memberikan putusan provusmnal yang dapat dilaksanakan sebelum ad

: 7) ‘ Mohamad lsnalni HUkum Acara Perdata dan Proses Faillissement. Naskah Kulia"

Nomor VA. Panltia Penataran Panit
afa Pen di Tingg"
Semarang 1974 h. 20. ga lan Negeri pada Pengadilan ! g

o
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putusan akhir (end verdict, vonis). Tuntutan provisional bersifat insidental.

Beberapa contoh tuntutan provisional yang dapat dimohonkan dalam surat
gugatan, antara lain:

a. Dalam perkara sengketa merek dagang

Tuntutan provisionainya adalah agar tergugat menghentikan pro-
duksi barang yang menggunakan merek milik penggugat sebelum

ada putusan akhir tentang sengketa merek dagang yang bersang-
kutan.

. b. Dalam perkara penggusuran lahan/pekarangan

Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat menghentikan peng-
gusuran Iahan/pekarangan milik penggugat sebelum ada putusan

akhir tentang sengketa penggusuran Iahan/pekarangan yang ber-
sangkutan.

c. Dalam perkara perceraian

Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat memenuhi natkah
biaya hidup istri dan. anak atau istri dibolehkan bertempat tinggal

terpisah dari suamlnya sebelum ada putusan akhir tentang per-
ceraian, -

€. PENGUBAHAN SURAT GUGATAN
1. Pengubahan Menurut Sistem BRv.

Menurut sistem BRv. yang berlaku bagi golongan Eropa dulu, peng-
gugat dibolenkan mengubah (modification) surat gugatannya yang telah
'd’isampaikan ke pengadilan. Timbul pertanyaan, apakah dengan adanya
ketentuan dalam BRv, penggugat bebas menurut kehendaknya sendiri
mengubah surat gugatannya? Apabila boleh, sampai di mana batas peng-
ubahan itu boleh dilakukan? Hal ini perlu dipersoalkan karena jika peng-
- Ubahan itu dibolehkan menurut kehendak penggugat, sudah barang tentu
akan merugikan pihak tergugat. Mungkin tergugat telah menyusun surat
: Pembelaannya dengan susah payah dan telah mengeluarkan biaya.. Ke-
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at menghadapi gugatan yangd sudah diubah, tentu sajs tiday

mudian, tergug ‘
mbelaannya semula. Bahkan, mungkin peng.

sasuai lagi dengan isi pe . .
ubahan itu lebih memberatkan lagi bagl tergugat.

utnya adalah kebalikannya, apabila penggugat tidak holef,
ni berarti jika ada kekurangan atau kekelirya,

gugatan, penggugat harus menarik gugatannya
baru lagi. Apabila cara ini d'ilakukan, tenty

mengatasi persoalan yang telah die.

mukakan, BRv. menentukan pembatasannya. Menurut ketentuan BRy
penggugat boleh mengubah atau mengurangi tuntutannya sepanjang pe-
meriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah het onder-

werp van den eisch.®

Persoalan selan
mengubah gugatannya, i
dalam penyusunan surat
kemudian mengajukan gugatan
saja menjadi tidak praktis. Untuk

Dalam praktik hukum, pengertian het onderwerp van den eisch meliputi

juga dasar tuntutan.? Dengan demikian, pengertian mengubah surat gugat-
an yang dibolehkan itu adalah jika tuntutan yang dimohonkan pengubahan
itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan se-
mula. Jadi, pengubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materil

yang menjadi dasar gugatan.

Konkretnya, perhatikan contoh ini. Penggugat dalam gugatannya menun-
tut agar memutuskan perjanjian (ontbinding, dissolving) antara kedua
belah pihak ditambah dengan ganti kerugian atas dasar bahwa tergugat
telah melakukan wanprestasi atau cidera janiji (breach of contract). Kemu-
dian, diubah oleh penggugat agar tergugat memenuhi perjanjian (nako-
ming, fulfilment) ditambah ganti kerugian. Dalam hal ini, baik sebelum
maupun sesudah diubah, dasar gugatan tetap sama, yaitu wanprestas
atau cidera janji. Dasar ini tetap mendukung tuntutan (petitum), baik se-
belum maupun sesudah diubah. Kejadian materiil tidak disimpangi. Pend
ubahan seperti ini dibolehkan. Hanya disyaratkan oleh Pasal 127 BRv.
pengubahan tuntutan dibolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak me

8)  Pasal 127 BRwv.
8)  Soepomo. op. cit., h.27.
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nambah. Jadi, tergugat tidak dirugikan, setidak-tidaknya tergugat tidak di-
peratl.

gtar Busmann memperjelas lagi pengertian Pasal 127 BRv. Menurut
peliau, pengubahan surat gugatan dilarang apabila berdasarkan keada-
an hukum yang sama, dikemukakan permohonan pelaksanaan suaty hak
yang lain atau apabila penggugat mengemukakan keadaan hukum baru
yang lain darl yang dikemukakan semula.’’ Star Busmann memperjelas
uraiannya dengan contoh berikut ini. Penggugat menuntut agar tergugat di-
perintahkan mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayar dengan
mengembalikan barang yang dibeli kepada tergugat atas dasar barangnya
mengandung cacat tersembunyi,"’

Kemudian, penggugat mengubah gugatannya menjadi sedemikian rupa
sehingga penggugat menuntut agar barang tetap di dalam tangannya,
sedangkan tergugat diperintahkan mengembalikan sebagian uang pem-
belian yang telah dibayarkan kepadanya oleh penggugat atas dasar cacat
tersembunyi. Dalam hal ini, baik sebelumn maupun sesudah diubah, dasar
gugatannya tetap, yaitu cacat tersembunyi. Akan tetapi, isi tuntutannya,
yaltu het onderwerp van den eisch bertambah, barangnya tetap di tangan
penggugat, di samping itu minta dikembalikan uang pembelian separuh-
nya. Jadi, hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 127
BRv. Selain itu, pengubahan semacam ini dilarang alias tidak diboleh-

kan.

Contoh lain lagi, penggugat mengajukan g’ugatqn kepada tergugat yang
menuntut agar tergugat membayar utangnya sejumlah tang. Dasar gugat-
annya adalah perjanjian utang piutang. Kemudian, gugatan diubah men-
jadi lain, yaitu penggugat menuntut pembayaran uang dari tergugat ber-
dasarkan perjanjian penyimpanan uang milik penggugat yang disimpan
oleh tergugat. Dalam hal ini, dasar tuntutan sudah menjadi lain, berubah
dari perjapjian utang piutang menjadi perjanjian penyimpanan. Ini sudah

oLy

" B‘“ penjelasan Wirjono Prod]odikoro op. cit. h. 53.
g m B‘“ ketentuan Pasal 1491 BW mengenal cacat tersembunyi.
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teriil yang menjadi dasar gugatan semul,

ajadian ma
ak dibolehkan,

menylmpang darl k .
Y am ini juga dilarang atau tid

pengubahan semac

2. -Pengubahan Menurut Sistem HIR/RBg.

Bagalmana menurut sistem HIR atau RBg.,'apakah ada pengaturan te,.
tang pengubahan gugatan? HIR atau RBY. tidak menlgatur ketentuan ter,.
tang pengubahan gugatan. Akan tetapi, bukan berar'tl mer!gubah gugatar,
itu dilarang. Menurut sistem HIR atau RBg., majelis hakim adalah att
Karena itu, majelis hakim dapat mengizinkan pengubahan surat gugatan
Karena HIR atau RBg. tidak mengatur tentang hal ini, majelis hakim dapg;
saja meniru lembaga pengubahan gugatan seperti yang diatur dalam BRy,
Yurisprudensi zaman Hindia Belanda dulu sudah merintis hal demikian inj
Landraad Purworejo dalam putusannya tanggal 21 Juni 1937 menyatakan
bahwa pengadilan membolehkan pengubahan gugatan, asal tergugat tidak
dirugikan haknya untuk membela diri. Raad van Justitie Jakarta dalam
putusannya 20 Januari' 1939 menyatakan bahwa pengubahan gugatan di
bolehkan, asal saja perubahan itu masih mengenai kejadian materiil yang
telah diajukan dan tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya.'?

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa majelis hakim
pengadilan negeri dapat mengizinkan penggugat mengubah gugatannya,
dengan ketentuan bahwa pengubahan itu tidak menyimpang dari kejadian
material yang menjadi sebab perkara/dasar gugatan dan pihak tergugat
tidak dirugikan haknya karena perubahan itu. Wirjono Prodjodikoro me-
nyarankan, sebaiknya jangan diadakan ukuran mengenai sifat suatu peng-
ubahan gugatan, tetapi pada setiap pengubahan harus dilihat apakah
pengubahan itu selayaknya dibolehkan atau tidak berhubung dengan ke-
pentingan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belah pihak itu sesual
dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu hidup da-
lam masyarakat karena dirasakan adil.'®> Bacalah contoh surat permohon
an pengubahan gugatan berikut ini.

12) Baca Juga Soepomo. op. cit. hh. 27—28.
- 13) Baca juga Wirjono Prodjodikoro, Op. cit., h. 54,
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contoh 8
SURAT PERMOHONAN PENGUBAHAN GUGATAN

Metro, ...cccvevveer . 2007
Kepada Yih.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
& Kota Metro
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama ................... , umur ...
pekefjaan ..., tempat tinggal di ................ , Kelurahan/Desa.................
Kecamatan ............ , Kabupaten ........... ; selaku Penggugat dalam Perkara
Perdata No. .. A9 _JPAVPN ..o -

MELAWAN

.................... , Umur ......., peken'aan\............... tempat tinggal di ...............,
KelurghanDesa ........... , Kecamatan ............., Kabupaten ............., selaku

Tergugat;
dengan ini mengajukan permohonan pengubahan gugatan Perkara

Perdata tersebut sebagai berikut:

—— Bahwa dari uang hasil harta bersama sejumlah Rp120.000.000,00

(seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat telah membeli sebuah rumah --

semipermanen ukuran 8 x 10 meter yang terletak di Jalan ............ No. ...
, pekerjaan ........., tempat

tinggal di ............. . Kelurahan/Desa .......... . Kecamatan .......... . Kabupaten

ceerenenn. SEHArga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tunai.

n rumah -----

~— Bahwa Penggugat dapat mengetahui peristiwa pembelia

tersebut berdasarkan keterangan dari pembantu rumah tangga ---=---=--""
yang hingga kini masih
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dikuasai Tergugat, keterangan mana diakui olep,

bekerja di rumah yang
telah Penggugat menanyakan kepadanya, .

penjual rumah tersebut se ~
Bahwa jumlah nilai harta bersama ditambah hasil yang telah --.....
i adalah sebagai berikut: -
gan padi seharga Rp10.750.000,00 ---...

h ribu rupiah). ----==-==sereeeeee

- dibelikan rumah te

1. Sebuah pabrik penggilin
(sepuluh juta tujuh ratus lima pulu

2 Sebuah rumah permanen seharga Rp120.000.000,00 (seratus gy
a

puluh juta e T 1)

3. Alat perabot rumah tangga Rp15.000.000,00 (lima belas juta ---...

--—---------—_--------_---------_-_-----------o------------.._ -

-
......

———

4. Sebuah rumah semipermanen Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya adalah Rp205.750.000,00
(dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). -

------ Bahwa selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula. --------.

------ Demikianlah kiranya Bapak Ketua dapét menerima permohonan ini. -

Penggugat Pemohon

D. PENCABUTAN SURAT GUGATAN
1. Pencabutan Sebelum Disidangkan

Se (

tahht;t;ungan dengan pencabutan (revocation) surat gugatan timbul per-

- :kahn. Zpakah pencabutan surat gugatan dibolehkan? Jika dibolehkan,

a:)au.RBa a. pengaturannya dalam HIR atau RBg.? Menurut sistem HIR

teta_pi k :r;::?: a-‘df ;;enkgaturan tentang pencabutan surat gugatan. Akan
» kare ajelis hakim berperan aktif, majeli [ .

i ; , majelis hakim dapat menyarah
kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkul
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an dan diupayakan diselosslkan saju df 4ar sldany peng
itu, penggugat boleh mencabut supsaf guystannys, ! .'
asas bahwa Inisiatil borperkara datangnys dani pitisk peNgyuyst, Selain
ity, juga sesual dengan ketantuan hukum soars perd “bahwa den
adilan berkewajiban untuk mendsmalkan kedy
perkara,”

adilan. Vareng

AN Nl G654 dengan

ata bahwa peng-
a belah pihak yang ber-

2. Pencabutan Setelah Disidangkan

Apabila pencabutan perkara dilakukan sebelum diperiksa di persidangan,
hal ini tidak akan menimbulkan magalah apa-apa karena terqugat pada
dasarnya bélum diserang secara resmi, Namun, apabila perkara sudah
mulai diperiksa di persidangan, tergugat resminya sudah diserang, atau
tergugat sudah mémberikan jawaban, atau tergugat telah mengeluarkan
biaya untuk kepentingan perkara tersebut, jadi tergugat sudah dirugikan,
rugi nama baik dan rugi material, Dalam hal ini, jika penggugat ingin men-
cabut gugatannya, dia terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari
ltergugat. Jika tergugat setuju, gugatan boleh dicabut, Akan tetapi, jika
tergugat keberatan atau tidak setuju, perkara diteruskan dan pengadilan
menggunakan ketentuan kewajiban mendamaikan pihak yang berperkara.

Dalam praktik hukum, mungkin saja terjadi karena gegabah dan emosio-
nal, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan menggugat lawannya,
yang sebenarnya masih dapat diselesaikan dengan baik-baik akibat ter-
buru nafsu, kurang memikirkan masak-masak untung ruginya berperkara
terutama mengenai biaya-biaya dan makan waktu lama. Tergugat sudah
siap benar-benar menghadapi serangan penggugat. Apalagi, jika tergugat
yakin bahwa perkara itu akan dimenangkannya. Selain itu, tergugat me-
rasa tidak enak karena nama baiknya sudah diseret ke muka persidang-
an sehingga sudah mengeluarkan biaya banyak guna menghadapi gugat-
an yang ditujukan kepadanya. Dalam situasi demikian, sulit bagi tergugat
 untuk menyetujui pencabutan gugatan oleh penggugat.

1) Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. tentang Perdamalan di Muka Sidang Peng-

. Hukum Acara Perdata Indonesia ”



|
e, i

£ ;‘_70_ :

Tentang Gugatan : ———

Namun, apabila pengadilan dapat mendamaikan kedua belah pihak -

nya tergugat bersedia menerima uluran tangan penggugat untuk tidak .
neruskan perkara setelah diadakan permufakatan, maka gu'gatan dicaby,
Pencabutan senantiasa dapat dilakukan sebelum pengadnar? menjaty,
kan putusan. Dalam hal ada persetujuan tefgugat mengenai pencapyy,.
an gugatan, penggugat wajib segera memberltahuk'an kepada Pengadilay
negeri yang bersangkutan. Karena itu, pengadilan tidak akan meneruskg,,
perkara dan akan beralih menangani perkara lain. Bacalah contoh syry

permohonan pencabutan surat gugatan berikut ini.

Contoh 9

SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN GUGATAN

’ \4

Metro, ...cooevvevevieevineinnnn, 2007
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro .
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama .............. s umur ... tahun;
tempat tinggal di ............  Kecamatan ............... ; Kabupaten/Kota ...

Selaku Penggugat dalam Perkara Perdata No. ..../2007/PAt/PN ...........

MELAWAN
....... roeesse UMUE ] pekerjaan ...............; tempat tinggal di ...
Kecamatan ............... ; Kabupaten/Kota ................... ; selaku Tergugat
Dengan ini menyatakan: ---- Lo A e
MENCABUT

Surat Gugatan Penggugat mengenai perkara tersebut karena antara =~

- Penggqgat dan Tergugat telah tercapai penyelesaian secara damai da" -

3
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saling pengertian sehingga penyelasaian perkara di muka Pangadilan
dinyatakan tidak perlu lagi diteruskan , «=ssccoveecinnnnn...

.....

Kemudian, setelah diadakan perhitungan biaya yang telah dikeluarkan, ---
penggugat mohon agar sisa biaya atas perintah Bapak Ketua diserahkan
kembali kepada Penggugat dengan ucapan terima kasih.

----------------------

Penggugat Pencabut Perkara

E. PENGGABUNGAN GUGATAN
1. Penggabungan Objektif

Dalam praktik hukum, bisa terjadi penggabungan (cumulation) beberapa
gugatan. Terjadinya penggabungan tersebut karena koneksitas antara
gugatan yang satu dengan gugatan yang lain. Untuk mengetahui apakah
ada koneksitas atau tidak, dapat dilihat dari kenyataan (fakta). Apabila
ada koneksitas, penggabungan akan mempermudah jalannya acara, yang
dapat menghindarkan kemungkinan putusan yang saling bertentangan.
Selain ity juga dapat menghemat biaya, tenaga, serta waktu. Menurut
jenisnya, penggabungan gugatan ada dua macam, yaitu penggabung-
. an objektif (objective cumulation) dan penggabungan subjektif (subjective
cumulation). |

3 Penggabungan objektif dapat terjadi apabila seseorang mempunyai be-
berapa tuntutan yang menuju satu akibat hukum saja. Jika satu tuntutan
dipenuhi, tuntutan lainnya ikut pula terpenuhi. Contohnya, Albert menye-
wakan rumahnya kepada Butet selama dia belajar tiga tahun di Amerika
Serikat berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Setelah menyelesaikan
DEIaiaranhya di Ameﬁka Serikat, Albert kembali dan perjanjian sewa-me-
Nyewa berakhir. Akan tetapi, Butet belum juga menyerahkan rumah ke-
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t. Ada dua kemungkinan gugatan yang menuju akibat yang
gngembalian rumah berdasarkan hak milik dan
umah berdasarkan sewa-menyewa berakhir .
Butet kepada Albert, kedua gugatan tg,.
ukum yang sama.

pada Alber
sama, yaitu gugatan p
gugatan pengembalian 1
ngan penyerahan rumah oleh |
penuhi sekaligus, jadi menuju satu akibat h

2. Penggabungan Subjektif

Penggabungan subjektif dapat terjadi apabila terdapat beberapa orang
penggugat melawan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan
beberapa orang tergugat, atau beberapa orang penggugat melawan be-
berapa orang tergugat. Apabila terjadi penggabungan beberapa orang

‘penggugat atau tergugat dalam satu gugatan, disebut penggabungan

subjektif (subjective cumulation). Tujuan penggabungan adalah agar per-
kara diperiksa oleh pengadilan yang sama guna menghindarkan kemung-
kinan terjadi putusan yang berlawanan jika dijadikan beberapa gugatan
yang diperiksa oleh pengadilan yang berlainan. Lagi pula, bersifat proce-

dural artinya untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana, cepat, dan
murah (hemat biaya).

Walaupun HIR atau RBg. tidak mengatur tentang penggabungan, baik
penggabungan yang bersifat objektif maupun subjektif, dalam praktiknya
pengadilan boleh menggabungkan beberapa gugatan terutama pengga-
bungan objektif, asalkan di situ ada koneksitasnya. Soepomo menge-
mukakan, Raad van Justitie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 memutus-
kan bahwa antara gugatan yang digabungkan harus ada koneksitasnya.
Ko.neksitas adalah soal kenyataan (feit), sedangkan penggabungan (cumu-
latie) adalah soal hukum mengenai tujuan beracara (processuele doelma:

tigheid)."® Bacalah
ikut ini, 1 contoh surat permohonan Penggabungan perkara ber-

15) Soepomo. op. cit. hh. 29—30,

72
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Contoh 10

SURAT PERMOHONAN PENGGABUNGAN PERKARA

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi
di Kotabumi, Lampung Utara

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ............;, umur .... tahun,
pekerjaan .............. . tempgt tinggal di ................... , Kecamatan ......2....... X
Kabupaten .........cccccccceieninnninl. ; sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata

NO..../19 .../PAY/PN Metro. —=--=-cccmmm e e

MELAWAN
............. , umur ... tahun, pekerjaan .........t, bertgmpat tinggal di ...............,
Kecamatan ............... , Kabupaten ............... , sebagai Penggugat. -----------

------ Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua agar -----
Perkara Perdata No. .../19 .../Pdt/PN ......... yang akan diperiksa di ----------
persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin, tanggal 24 ---
April 2007, dapat diserahkan pemeriksaannya kepada Pengadilan Negeri
Metro untuk digabungkan dengan Perkara Perdata No. .../19 ../Pdt/PN ....
yang akan diperiksa di Metro pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2007 dengan
~ alasan-alasan sebagai berikut; =----------r--rmssssmrarmrasaese e

R Bah\{va PerkaréLPerdata No. .../19 .../Pdt/PN .......cccc.oeene. yang akan
diperiksaoleh Pehgadilan Negeri Kotabumi erat sekali hubungannya ----
dengan Perkara Perdata yang akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri ----
Metro karena barang yang menjadi sengketa dalam dua perkara tersebut
. dalah barang yang sama, yang terletak dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Metro: «ceemeeei. P RPN R e SRR LI L by
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Bahwa selain itu, semua saksi yang akan diajukan dalam ---... ——
persidangan perkara tersebut berdomisili di pelosok kampung yang -

berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, -«-z--e---wceeeee... -

------ Bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara tersebut adalah schagy,

----------------------------------------------

penjamin saja dan bukan debitur asl.

------ Bahwa apabila kedua perkara tersebut tidak digabungkan menjad; -..
satu, dikhawatirkan kelak akan menimbulkan kesulitan dalam ------e-eeec_.
pemeriksaan perkara di muka persidangan sehingga apabila diputuskan --
sendiri-sendiri, kemungkinan akan menimbulkan putusan yang saling ----.
bertentangan satu sama lain, -------=sss-=ssssrmsenmmorssssmmmsesnmmms s

------ Demikianlah permohonan Tergugat, dan Tergugat menantikan berita
ketetapan dari Bapak Ketua, dan diiringi ucapan terima kasih. ---------------

Pemohon tersebut di atas

Tembusan:

1., Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
2. Tergugat Sdr. ............... di Ketapang, Kotabumi Udik.

»
v

F. PEMBERIAN KUASA DALAM PERKARA PERDATA

1.  Cara Pemberian Kuasa

Menurut sistem HIR atau RBg. beracara di muka sidang pengadilan neger
dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apa-
bila beracarasecara tidak langsung, pihak-pihak yang berperkara dapat
mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa (authorizee). Pemberian

kuasa atau mewakilkan perkara diatur dalam hukum acara perdata.
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Pihak-pihak berperkara dapat menguasakan perkéranya kepada penerima
kuasa dengan surat kuasa khusus (special authorization). Bagi penggugat
dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam
surat gugatannya. Apabila penggugat mengajukan gugatan secara lisan,
pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan dan ketua akan mencatat
atau menyuruh mencatatnya. Pihak yang berperkara dapat juga membawa
pembantu atau penasihat hukum ke muka sidang pengadilan, tetapi dia .
bukan wakil atau kuasa.'® Jadi, tidak perlu dengan surat kuasa khusus.

Surat kuasa khusus juga tidak diperlukan bagi seorang jaksa atau pegawai
negeri sipil yang mewakili negara.

Meskipun pihak-pihak telah memberik4n kuasa atau mewakilkan perkara-
nya kepada penerima kuasa, sekadar dipandang perlu pengadilan ber-
wenang untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara agar
menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan. Wewenang pengadilan
tersebut tidak berlaku terhadap presiden. Perlunya pihak-pihak meng-
hadap sendiri ke muka sidang pengadilan agar pengadilan dapat men-
dengar langsung tentang suatu persoalan yang dianggapnya penting untuk
dikemukakan dalam sidang sehingga pengadilan memberi putusan yang
setepat dan seadil mungkin.

Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk pada
macam perkara tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan. Yang di-
maksud dengan macam perkara itu menunjuk pada materi perkara, seperti
masalah warisan, jual beli tanah, perceraian, dan perbuatan melawan
hukum. Menurut yurisprudensi, putusan Raad van Justitie Jakarta tanggal
9 September 1938 No0.272 L/1938, surat kuasa itu tidak perlu menunjuk
dengan tegas perkara mana yang dituju, tetapi sudah cukup jika disebut
macam perkara yang dimaksud oleh pemberi kuasa.

Penerima kuasa dapat juga melimpahkan kuasa kepada pihak pengganti
Penerima kuasa yang disebut hak substitusi (substitution right). Hak sub-
stitusi perlu dicantumkan dalam surat kuasa khusus. Jika tidak dicantum-
kan, penerima kuasln tidak boleh menggunakan hak substitusi. Perlunya

16) Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg. tentang Perwakilan dalam Perkara Perdata.
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é
hak substitusi dicantumkan dalam surat kuasa khusus adalah untuk antjg;.
pasi kemungkinan berhalangannya penerima kuasa, misalnya, berhalang_
‘ " -
an karena dinas ke luar negeri atau karena sakit.

Cara memberikan kuasa dapat dilakukan dengan akta not:alris (notaria/
deed), atau akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri, yang daerah
hukumnya meliputi tempat tinggal pemberi kuasa, atau dengan akta i
bawah tangan yang dilegalisasi serta didaftar menurut ordonansi Stp,
Nomor 16 Tahun 1916, yaitu ordonansi tentang cara menandatangani akta
di bawah tangan. '

Apabila pengadilan ragu-ragu tentang hak dan luasnya kuasa yang diber-
kan kepada penerima kuasa, pengadilan dapat memerintahkan pember
kuasa hadir sendiri di muka sidang pengadilan untuk menjelaskan apa isi
yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Hal demikian ini untuk meng-
hindari kemungkinan melampaui kuasa yang diberikan dan lagi agar pem-
beri kuasa tidak dirugikan. Apabila sampai terjadi bahwa penerima kuasa
melampaui kuasa yang diberikan kepadanya, hal itu dianggap tidak ada“
atau pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa agar menghentikan
tindakan yang melebihi kuasa tersebut. Tuntutan itu disebut dengan action
et Desaveu. '

2. Isi Surat Kuasa Khusus

Apiakah yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus? Hal yang periu di-
muat meliputi hal-hal berikut ini; *

,

a. ldentitas pemberi dan penerima kuasa, seperti nama, umur, pe-
kerjaan, dan tempat tinggal.

b. Isi pokok sengketa perdata, ini menunjuk pada kekhususan perkara,

seperti jual beli, pewarisan, perceraian, dan perbuatan melawan
hukum.

¢.  Rincian isi kuasa yang diberikan, ini menunjuk pada kekhususan is!
kuasa dalam batas-batas tertentu, artinya jika tidak disebut dalam
rincian, penerima kuasa tidak berwenang melakukannya. Pembatas-

-~ —
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an tersebut juga menjelaskan apakah kuasa ity berlaku di muka

- pengadilan negeri saja atau termasuk juga untuk naik banding atau
permohonan kasasi.

d. Memuat hak substitusi. Hak ini perlu bila penerima kuasa berha-
langan, dia dapat melimpahkan kuasa itu kepada’pihak lain untuk

antisipasi jangan sampai perkara itu macet karena berhalangannya
penerima kuasa.

3. Syarat Penerima Kuasa

Apakah ada syarat tertentu bagi seorang penerima kuasa? Apakah setiap
orang dapat menjadi penerima kuasa untuk berperkara di muka pengadil-
an? Menurut sistem BRv. dulu, seorang penerima kuasa harus ahli hukum
tamatan universitas yang bertitel Meester in de Rechten. Akan tetapi, me-
nurut sistem HIR atau RBg. tidak ada ketentuan yang méngatur syarat ke-
ahlian seperti itu bagi penerima kuasa untuk beracara di muka pengadil-
an.’Ini berarti, setiap orang yang mengetahui hukum, apakah dia sarjana
hukum atau tidak, boleh saja menjadi penerima kuasa untuk beracara di
muka pengadilan.

Tidak adanya syarat demikian dapat dimaklumi karena zaman dulu se-
dikit sekali ahli hukum bagi golongan bumiputra. Syarat yang ditentukan
undang-undang bukan menyangkut keahlian hukum, melainkan mengenai
formalitas, yaitu keharusan dengan surat kuasa khusus. Tidak adanya
syarat keahlian hukum tersebut dalam praktik hukum memang ada ke-
lemahan, yaitu munculnya apa yang disebut pokrol bambu (bushlawyer)
yang menjalankan praktik jelek dan merugikan masyarakat dengan tujuan:

a. Hanya mencari honorarium dan popularitas;

b. Mempersulit pengadilan untuk menemukan hukum yang tepat da-
lam perkara yang diperiksa; dan

¢. Tidak mendorong ke arah pertumbuhan hukum yang sehat.

Walaupun demikian, diakui juga beberapa pokrol bambu yang benar-benar
bekerja dengan baik. Mereka mampu memberikan pelayanan hukum yang
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memuaskan masyarakat dan membantu hakim menemukan hukum yang
tepat. Mereka ini umumnya mantan pegawai (ambtenar) di kantor-kantg,

pemerintah Hindia Belanda dulu yang sedikit banyak memahami undang.

undang dan mahir bahasa Belanda.

Pokrol bambu banyak muncul pada zaman Hindia Belanda tempo duiy
Hal ini dapat dimaklumi karena pada zaman itu masih belum banyak ahj;
hukum tamatan universitas (Recht Hoge School), sedangkan bantuan
hukum sangat diperlukan. Para ahli hukum Belanda hanya berpraktik dj
lingkungan masyarakat Belanda dan golongan Eropa dan umuminya hanya
di kota-kota besar. Ahli hukum golongan bumiputra masih dapat dihitung
dengan ]an yang berpraktik di kota-kota besar, tidak sampai ke pelosok

_desa. Untuk mengetahui keadaan pokrol bambu di Indonesia, bacalah

tuhsan Guru Besar llmu Hukum dari Amerika Serikat Daniel S. Lev."’

Pada masa sekarang penerima kuasa untuk beracara di muka pengadil-
an sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, seseorang yang
dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi syarat-syarat, antara
lain: '
a. Sarjana hukum lulusan universitas atau yang setara dengan itu
yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan atau diakui sah
oleh negara.

b. Lulus ujian dan pelatihan advokat yahg diselenggarakan oleh Per-
~ himpunan Advokat Indonesia (Peradi).

c. Diangkat secara resmi dengan Surat Keputusan Ketua Perhimpun-
an Advokat Indonesia.

d. Dilantik dengan mengucapkan sumpah 1abatan oleh pengadilan
tinggi setempat.

Eada dasarnya pegawai negeri sipil tidak boleh merangkap melakukan
praktik hukum sebagai advokat. Hal ini akan mengganggu tugas pokok’

17) - Daniel S. Lev. Bushlawyers in Indonesia. Majalah Hukum dan Keadilan. Nomor 5
dan 6. September dan Oktober 1973.
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nya sebagal pogawal noger sipil, yang diangkat dan di
Profest advokal memerlukan pomikiran, keahlian, keterampilan khusus
{J“""k copat, dan torus-menerus, Lamng:m bagi pegawai neger sipil rne:
lakukan praktik hukum di muka pongadilan didasarkan pada Peraturan
pomerintah Nomor 12 Tahun 1952. Atas dasar ini Mahkamah Agung me-
ngeluarkan surat edaran kepada ketua pengadilan negeri seluruh Indo-
nesia untuk menolak mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (ter-
masuk anggota TNI/kepolisian) melakukan pekerjaan sebagai pengacara/
pembela di muka sidang pengadilan, kecuali bagi mereka yang telah men-

gaji oleh negara,

dapat izin khusus dari atasannya karena membela kepentingan negara/ -

pemerintah,

Munculnya profesl advokat yang menjadi penerima kuasa beracara di
muka sldang pengadilan sangat membantu hakim dalam menemukan
hukum dan memberikan putusan yang tepat dan adil. Putusan hakim ada-
lah pembentukan hukum in concreto dan ini menjadi lebih tepat lagi jika
hakim memerhatikan uraian yuridis advokat sebagai wakil pihak-pihak di
muka sidang pengadilan. Advokat sebagai penerima kuasa ikut memper-
lancar pekerjaan hakim karena dapat memberi arah yang berfaedah bagi
pertumbuhan dan perkembangan hukum nasional. Bacalah contoh bentuk
surat kuasa khusus perkara perdata yang disajikan berikut ini.

Contoh 11
SURAT KUASA KHUSUS
(PERKARA PERDATA)
------ Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Millanium, pekerjaan

pengusaha Ikan hias, tempat tinggal di Rawabuaya, Kecamatan Rawajitu,
Kabupaten Tulangbawang, dengan ini memberi kuasa kepada nama ------
AKIHIRA, 8.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Menggala --

------- SRR (¥ |1 1) |- B

untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagal Penggugat dalam ---
Perkara perdata pembaglan harta waris, melawan Rustinda, pekerjaan ----

H"k“m Aciru Perdata Indonesia ’ 79



Tentang Gugatan ———

otani tambak, tempat tinggal di Mel{ggala Kabupaten Tulangbawang ..

eenanshRERREERSRRaAREe®
t ---n—--.---.---------------- - .
.

:ebagai Terguga
Penerima Kuasa membela hak-hak dan mengurus --...
nelakukan dan menerima segala --
nerima kuitansi pembayaran, -----c......

------ Untuk itu
kepentingan Pemberi Kuasa, I
pembayaran, membuat dan me

------ Penerima Kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap ..
orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan porkara inj,
memilih tempat kediaman hukum (domicile), menghadap Makim dan --.....

Pejabat INStansi PEmMEHntah, -sw-ssrmswsmssrmsrmssmrssmssmsmmssassassosssssssssnns

------ Penerima Kuasa boleh berperkara ke muka Pengadilan Negeri, ----.
mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak ---
saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka Pengadilan ------
Negéri. menandatangani Surat Perdamaian, memohon putusan dan ------
turunan putusan Pengadilan Negeri, memohon agar putusan Pengadilan
Negeri dalarikan. Sacgeibiednndivsstibban Biispessisnsubses Ah Hnihzaonanpeasssussins

------ Penerima Kuasa boleh membuat dan menandatangani surat serta -
melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan -------
Pemberi-Kuasa, asal tidak di]al’ang/bertentangan/me|anggar ------------------
undang-undang, dan bila perlu Penerima Kuasa dapat --------=---=-----=--=+
memindahtangankan kekuasaannya itu sebagian atau sepenuhnya -
kepada orang lain (hak substitusi) dengan hak untuk menarik kembali -
pemindahan kuasa yang telah diberikan itu, -------- S

Menggala, .......oovveveriieneiens 2007
ol ' . Pemberi Kuasé
dto o
(Akihira, S.H.) (Millanium)
Advokat dvola
80
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Contoh 12
SURAT KUASA LIMPAHAN
(PERKARA PERDATA)
...... Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Akihira, S.H., --------

Advokat berkantor di Jalan Lintas Timur Menggala, dengan ini; -==--=--------

MELIMPAHKAN KEKUASAAN (SUBSTITUSI)

kepada nama Tukirah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Baung No.
23 Menggala, untuk mewakili Pemberi Kuasa Ixmpahan guna menghadap
sidang Pengadllan Negeri Menggala pada tanggal 24 Agustus 2007 dan --
sidang-sidang selanjutnya sebagai Penggugat melawan Rustinda =---------
Tergugat dalam Perkara Perdata pembaglan harta waris terdaftar -----------
No0.9/2007/Pdt/PN Menggala. R —

----—- Selanjutnya, pada hari sidang tersebut dan sidang-sidang -------------
selanjutnya, dia menghadap di Pengadilan Negeri, di sana ---------===zcccu-x-
menyampaikan keterangan, membantah, menerima, dan menolak ----------

sumpah, mohon penundaan sidang, mohon 'putusan, pendek kata -----:e---

melakukan segala upéya menurut hukum yang olehnya dipandang perlu

dan berfaedah bagi Penggugat, sebagaimana dlmaksud dalam pokok -----

surat kuasa. ’ ‘ i
Menggala, .... . ..coouee.... ~. 2007
Penerima Kuasa Limpahan Pemberi Kuasa Limpahan

dio ' C dto
 (Tukirah, 8 H) (Akihira, S.H.)
~ Advokat - Advokat

 Hokum Acara Perdata indonesia 81



ded IR ¥
e

.atasnya hak milik pihak pertama (pemberi kuasa) yang terletak di Desa = - |

Tentang Gugatan

PR AR T RS B

Contoh 13 ‘ - -;l}
SURAT KUASA KHUSUS OTENTIK

Nomor ....
| empat November tahun dua ribu tujuh,

telah menghadap kepada saya Charlotte, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Bandar Lampung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris -----.
kenal, yang nama-namanya akan disejbutkan pada bagian akhir akta ini; --

------ Pada hari ini, Jumat tangga

1. Tuan Amat, petani, bertempat tinggal di Pekalongan, Kecamatan ---
Pekalongan, Kabupaten Lampung:Tengah; ---------=rmrsmmmmememness

2. Tuan Bidin, petani, bertempat tinggal di Pekalongan, Kecamatan —

Pekalongan, Kabupaten Lampung Tengah; -----------=--=z===rmmeormeeeess
selanjutnya disebut sebagai pihak p'erta.ma (Pemberi Kuasa), dan

3. Tuan Amiruddin Sarjana Hukum, Advokat, berkantor di Bandar ------ d ,
Lampung Jalan Cengkeh Nomor 11, Gedungmeneng -------------=="" :

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (Penerima Kuasa). ---------------- %

------ Para penghadap saya Notaris, Kenal. -------ssesrmemeoememacmemmenaes

------ Para penghadap pihak pertama menerangkan dengan ini memberi -
kuasa kepada pihak kedua, yang menerangkan telah menerima ----=----
pemberian kuasa dari pihak pertama: ----- NIRRT

-------------------------------------- T T

~dalam Perkara Perdata tentang perbuatan melawan hukum dengan ----=- |

segala akibat hukumnya atas tfanah beserta tanam tumbuh yang ada di -

Pekalongan, sebagai Penggugat, melawan PT Musi Jaya Plantation,
berkedudukan di Bandar Lampung Jalan Irian Nomor 37, sebagai - '
Tergugat, - g LRSI S e
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... Untuk itu, Penerima Kuasa membela hak dan mengurus kepentingan
pemberi Kuasa, melakukap dan menerima pembayaran, membuat dan ---
menerima kuitansi pembayaran. =-------eeoeeeemmee

..... Penerima Kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap --
orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini,
memilih tempat kediaman (domicilie), menghadap Hakim dan Pejabat -----
instansi Pemerintah. -- - e LI Y ST TR

------ Penerima Kuasa boleh berperkara ke muka Pengadilan Negeri, ------
mengajukan gugatqn memberikan jawaban, mengajukan dan menolak ---
saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka pengadilan, -----
menandatangani surat perdamaian, mengajukan dan menolak sumpabh, --
memohon putusén dan turunan putusan Pengadilan Negeri, memohon ----
agar putusan Pengadilan Negeri dijalankan, ---------- -

----- Penerima Kuasa boleh membuat dan menandatangani surat-surat, --
melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan ---------
Pemberi Kuasa, asal tidak dilarang/berteritangan/melanggar
undang-undang, dan bila perlu Penerima Kuasa dapat memindahkan ------
“kekuasaannya sebag-ian' atau seluruhnya kepada orang lain (hak ------------
substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang ---

telah diberikan.

-

—- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini:

8

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandar Lampung pada hari, -
tanggal, bL;Ian. dan tahun ‘seperti tersebut pada kepala akta, dengan -----
dihadiri oleh Tuan Zainul dan Nona:-Khumairah, kedua-duanya pegawai --
Kkantor Notaris dan bertempat tinggal di Bandar Lampung sebagai ---------
T

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris kepada para ----
Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani para ---=---==-=---
Penghadap, saksi-saksi, dan saya, NOAris, ----ssry-s--swrmssesaseomsermmsseeesss
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Tentang Gugatan |
—

5 — Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, penggantian, dan ...
RAMDAREAN, ===emssessnsnsssssesness e
r o ;
| -....-Diberikan untuk turunan yang sama bunyinya. ------=ceceeeee |
: 1. Tuan Amat........... PR e
i 2. Tuan Bidin ...ccocrveenessernines L o ML L O RES s oxgesrspmy, ol
3. TUAN AMITUAAIN evverrereeeeireerisarssiesesssnssesssssnssmsnsnsintnesinn 3
4. TUAN ZAINUI ..vveriicnerenensisssssepas sttt N
5. NONA KNUMAITAN 1.i0nst66pestisssssesspsspessasasoassresssssssensasessaasascossonan., o
B, NYONYA Charlotte iyeicisciscinssisnsossgissasassessparsrssssacsancssvsssrnsosnssmmmmn,
* k k k &k &
5
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Pomeriksann Porkara dl Muka Sldang Pongadilan

BAB llI
'‘PEMERIKSAAN PERKARA
DI MUKA SIDANG PENGADILAN

A.. PERSIAPAN PEMERIKSAAN PERKARA
1.  Penunjukan Majelis Hakim '

Hukum acara perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggil-
an pihak-pihak yang berperkara.' Setelah perkara perdata didaftarkan di
kepaniteraan pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri menetapkan
majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata. Ketua majelis hakim
yang bersangkutan menentukan harj dan jam perkara perdata akan di-
periksa di muka sidang. Penentuan hari dan jam sidang harus memper-
hatikan kelayakan pemanggilan.

Ketua majelis hakim harus memerhatikan jarak antara tempat tinggal
pihak-pihak yang berperkara dan tempat sidang pengadilan negeri itu di-
adakan, Lamanya waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak kurang
dari tiga hari, tidak termasuk hari Minggu. Jadi, selambat-lambatnya tiga
hari sebelum sidang dimulai, pihak-pihak yang berperkara sudah meneri-
ma surat panggilan secara sabh.

"2.  Cara Melakukan Pemanggilan

Ketua majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk memanggil
 kedua belah pihak agar hadir pada waktu sidang yang telah ditetapkan be-

v ———

1) Pasal 121 dan 122 HIR atau Pasal 145 dan 146 RBg.
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‘Cara melakukan pemang

kara di Muka sidang Pengadilan

pemeriksaal Per

T
_saksl yang mereka minta untuk didengar dz'm dengan Men,
bawa surat-surat bukti yang diper lu.kan. Pemang.gflan d'llaksanakan ey
juru sita atau petugas lain yang b‘?f““‘.jak sebagai juru sita penggany, g,
harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemanggilan. Pada wakt n, "
manggil tergugat, juru sita wajib menyef.ahkap kepadanya Sehe'é‘ ‘Ufur\an_f
surat gugatan dengan pemberitahuan jika dla.mau. .boI?h menjawabny,
secara tertulls. Jadi, sebelum sidang, tergugat tidak dnwapb%(an Menjaway
Dia boleh menjawab kalau mau dan apabila dia mau menjawab, agar 6.

jawab secara tertulis.

serta saksl

gilan, yaitu juru sita harus bertemu dan berbicarz

dengan pihak yang dipanggil di tempat kediamannya atau di tempat di
biasa berada. Jika di tempat tersebut dia tidak ada, juru sita harus bertemy
dan ba‘rbicara dengan kepala desa yang bersangkutan. Kepala desa hans
segera mungkin memberitahukan pemanggilan itu kepada pihak yang g
panggil. Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat kediamannya
atau pihak yang bersangkutan tidak dikenal, pemanggilan harus dilakukan
déngan perantaraan bupati/wali kota yang dalam wilayah hukumnya peng:
gugat bertempat tinggal.?

Apabila pemanggilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang
risikonya adalah sebagai berikut: '

a. Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus memikul biay3
pemanggilan yang tidak sah itu dan wajib memanggil sekal lag
menurut ketentuan undang-undang.

b. Apabila karena pemanggilan yang salah pihak yang berperi®
menderita kerugian, petugas yang bersangkutan dapat ditunt
membayar ganti kerugian.

c. Pemanggilan yang tidak sah berarti mulai mengulur waktu perka?

: . Anundd
karena memerlukan pemanggilan ulang dan pengadilan menu™
pelaksanaan sidang.

i
|

2

—

Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RBg.

3|
ne*" |
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Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang Pengadilan

contoh 14

No. .../19 .../PdUPN ....
SURAT PEMANGGILAN SIDANG

. Pada hari ini, «....e... tanggal ............. , saya Panitera (Pengganti) pada ----
‘Pengadilan Negeridi ............... , ditunjuk oleh dan guna memenuhi --=--=-=-
perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana
termuat dalam Surat Ketetapannya tanggal ................. No. ../PdtV/PN -----
untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Juru Sita Penggantiz -=-======-======

TELAH MEMANGGIL KEPADA

T e S e , bertempat tinggal di Menggala, di mana saya ------
bertemu dan berbicara dengannya sendiri (jika tidak bertemu, -------
dengan Kepala Desa), sebagai Penggugat; -------=-------====w=-=soome

P it G gk ..., bertempat tinggal di Menggala, di mana saya ---=---
bertemu dan berbicara dengannya sendiri (jika tidak bertemu, ----~--
dengan Kepala Desa), sebagai Tergugat; ---------------=rmssemmmemmmeeee

-

untuk menghadiri sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri di .......... , pada -
hari .......... , tanggal .......... , pukul .......cc... pagi, untuk didengar keterangan
mereka dalam perkara tersebut, dengan membawa saksi-saksi yang -------
- mereka ingin agar didengar dan surat-surat yang mereka ingin ajukan -----

sebagai bukti. -------------=- Tt

Kepada Tergugat tersebut saya serahkan sehelai turunan Surat Gugatan
- bermeterai cukup dengan pemberitahuan bila dia mau, boleh menjawab --
gugatan itu secara tertulis yang ditandatangani, baik olehnya sendiri -=-----
maupun oleh Kuasanya dan diserahkan di muka sidang Majelis Hakim ----
tersebut, cermmmemaee- e mmmecemsswsmmeeesmmesesmesessssEmesemsesesssssses
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rkara di Muka Sidang Pengadilan

o At CAT s e i A R D i

Pemeriksaén Pe —
Ongkos-ongkos:
1. Meterai BB ..coonvsoniparpiness

2. Turunan gugatan RD .ovcssesirsvinsises

3. Redaksi Surat Panggilan Rp ......cccccceeeiinn

4. Perjalanan = ¢ SO —

Umumnya kesalahan/tidak sahnya perflanggilan disebabkan oleh Kurang.
nya memahami ketentuan undang-undang di samping sifat ceroboh atay
malas. Misalnya, seorang petugas melakukan pemanggilan. Di perjalana,
dia berjumpa dengan pihak yang akan dipanggil dan menyerahkan syra
pemanggilan yang diterima begitu saja di jalan oleh pihak yang dipanggi,
Ketika di muka sidang majelis hakim, pihak yang bersangkutan mengata-
kan bahwa pemanggilan tidak sah karena dilakukan di tengah jalan, bukan
di tempat kediamannya. Dalam hal ini, juru sita hanya bisa melongo saja.’

Apabila pihak-pihak yang berperkara sudah dipanggil dengan patut atau
layak, mereka perlu memenuhi panggilan tersebut. Meskipun tidak ada
kewajiban bagi tergugat untuk memenuhi panggilan sidang, apabila dia

tidak menghadirinya, dia akan menderita kerugian karena HIR atau RBg.

mengatur sanksi bagi pihak yang tidak hadir di muka sidang dan tidak pula

menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut/
layak. ] :

B. PEMERIKSAAN PERKARA
1. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim

. hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim, se-

orang bertindak sebagai hakim ketua majelis dan lainnya sebagai hakim

<

3) Mohamad Isnaini. Administrz.ﬂsl Perkara P ; o .
‘ erdata. tia Pe
nataran Panitera Pen ala. Naskah Kuliah VB. Paniti

jr gadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi. Semarang. 1974. I
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Pemeriksaan Poerkara d| Muka Sidang Pengadilan

m———

an990‘3-4 Sidang majelis hakim yang memeriksa porkara dibantu oleh ge-
orang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan pani-
tera yang lazim disebut panitera pengganti. Panitera atau panitera peng-
ganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim

serta mgncatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang. ' B

Pada perkara perdata tidak ada jaksa penuntut umum karena yang ber-
perkara itu adalah pihak-pihak berkepentingan sebagal pribadi, tidak ada
sangkut paut dengan status atau kepentingan negara. Apabila di muka
sidang perkara perdata hadir seorang jaksa, mungkin dia mewakili dan
untuk membela kepentingan negara/pemerintah. Jadi, jaksa itu berstatus
sebagai pihak dalam perkara perdata mewakili negara/pemerintah.

Menurut sistem HIR atau RBg. majelis hakim aktif memimpin acara dari
awal hingga akhir sidang. Dalam bentuk majelis, ketua majelis hakim ber-
tangg'ung jawab atas tata tertib dan keamanan sidang. Untuk kepentin-
gan tersebut, segala perintahnya harus diindahkan dan dilaksanakan se-
cara ketat. Jika perlu, ketua berhak mengusir setiap orang yang tidak me-
matuhi tata tertib sidang dan sopan santun agar segera meninggalkan
ruang sidang karena mengganggu kelancaran, ketenangan, dan ketertib-
an sidang yang berlangsung.

2. Sidang Terbuka untuk Umum

Setelah ketua majelis hakjm menyatakan sidang dit;uka dan terbuka untuk
umum, majelis hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berper-
kara. Terlebih dahulu ketua majelis hakim akan menanyakan identitas
- pihak-pihak, misalhya, nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan se-
terusnya. Kemudian, ketua menanyakan kepada tergugat apakah sudah
mengerti mengapa dia dipanggil ke muka sidang dan apakah sudah me-
nerima turunan surat gugatan yang ditujukan kepadanya. Ketua merfibaca-
kan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Se-
telah itu, ketua menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara

Mereka guna menawarkan perdamaian (reconciliation).
e ————

4)  Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

. Hukum Acara Perdata Indonesia ’ %



porkara di Muka Sidang pengadilan

—

ha perdamaian iidak tercapai, pemeriksaan perkara diterygy,
a .
kim mulai menanyakan mengenai pokok pery, .

i kesempatan seluas-luasnya kepada kedua bl
=ialy

ihak untuk mengemukakan segala yangd dianggap perlu agar diketap,
zleh majelis hakim. para pihak memberikan keterangan, mengajyy,
saksi-saksi, dan memberikan bukti-bukti lainnya guna meyakinkan mag;,

hakim.

pemerlksaan

Apabila us
dan ketua majelis ha
Majelis hakim member

Apabila saksi yang diperlukan belum hadir di muka si.dang atau masih ¢.
perlukan saksi lain, ketua majelis hakim dapat memenrftahkan kepada pa.

nitera untuk memanggil orang yang dimintakan kesaksiannya. Setelah ity
panitera menugaskan juru sita untuk melaksanakan pemanggilan. Samgz
halnya dengan pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi pun harus di
lakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bacalah contoh surat

pemanggilan saksi dalam uraian berikut ini.

Contoh 15
" No. ...19 ../Pdt/PN ....
SURAT PEMANGGILAN SAKSI
Pada hari ini .......... , tanggal ....... AT , saya Panitera (Pengganti) pada
Pengadilan Negeri di ............. , ditunjuk oleh dan guna memenuhi perintan
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana termuat
dalam Surat Keteta_pannya tanggal ............ No. 21/Pdt/PN ............., untuk
menjalankan pekerjaan sebagai Juru Sita Pengganti: ---------------=""=""" aes
. TELAH MEMANGGIL KEPADA

.................... , bertempat tinggal di ........................, di mana saya berem

dan berbicara dengannya sendiri (jika tidak bertemu, dengan Kepald
Desa) untuk hadir di muka sidang Majelis Hakim Pengadilan Negen =
di' ceireresenieneny, Pada har ... , tanggal ..., , pukul ..o untuk
didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perbuatan
melanggar hukum antara Tergugat lawan Penggugat yang diperiksd

90 .
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Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang Pengadilan

e

Ongkos-ongkos:

------------

1. Meterai Rp

Redaksi Surat Panggilan Rp
3. Perjalanan Rp

------------

3. Sidang Tertutup untuk Umum

Telah dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa sidang dilakukan
terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan mungkin timbul hal-hal yang
perlu dikemukakan tetapi tidak pantas didengar dan diketahui oleh umum.
Jika demikian halnya, ketua majelis hakim dapat menyatakan sidang pe-
mernksaan perkara dilakukan dengan pintu tertutup. Perlu diingat, yang ter-
tutup itu hanya pemeriksaannya, sedangkan putusannya harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan perkara adalah
terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.’
Jadi, sidang yang dilakukan dengan pintu tertutup itu adalah mengenai
hal-hal yang telah diatur dengan undang-undang.

Apabila hal itu tidak diatur dengan undang-undang, tetapi majelis hakim
mempunyai alasan kuat untuk melakukan pemeriksaan dengan pintu ter-
tutup, majelis hakim perlu menafsirkan bahwa bukan saja hal-hal yang
telah diatur dengan undang-undang, melainkan juga hal-hal yang menurut
kebiasaan dan kesopanan tidak pantas dikemukakan di muka umum periu
diperiksa dengan pintu tertutup. Alasan-alasan majelis hakim tersebut
harus dimuat dalam berita acara.

S)  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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Pomerlksaan Pe

" Dengan demikian,
pintu tertutup. Alasan

—

ada dua alasan suatu perkara perlu diperiksa dengap

.alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan yang ditentukan dalam undang-undang

Artinya, undan , N
harus diperiksa dengan pintu tertutup, misalnya, perkara percera;.

an.b

Alasan berdasarkan pertimbangan majelis hakim

Apabila pemeriksaan perkara tidak dilakukan secara tertutup, pihak
yang bersangkutan akan merasa malu mehgungkapkan fakta yang
sebenarnya di muka umum, misalnya, mengenai perkara perzinaan

(kesusilaan). : )

Pemeriksaan dengan pintu tertutup dilakukan untuk bagian-bagian yang
perlu saja ataupun untuk seluruh persidangan. Dikatakan tertutup artinya
tidak boleh ada orang lain yang mendengar/mengetahui, kecuali pihak-
pihak yang berperkara; majelis hakim yang memeriksa, dan panitera yang

mendampingi majelis hakim. Apabila pemeriksaan dengan pintu tertutup

itu selesai, sidang berikutnya dinyatakan lagi terbuka untuk umum, kecuali
jika terus dilakukan secara tertutup.

~ Apabila pemeriksaan perkara belum dapat diselesaikan, majelis hakim
menunda sidang dan akan diteruskan dalam sidang berikutnya. Kepada
pihak-pihak yang berperkara diumumkan oleh ketua majelis hakim agar
hadir pada sidang yang ditentukan berikutnya tanpa ada panggilan lagi
karena pemberitahuan itu dianggap sebagai pemanggilan resmi.

4.

Acara Verstek (Tanpa Hadir)

¢

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak
m'enyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut.
Pihak yang tidak hadir mungkin penggugat dan mungkin juga tergugat. Ke-

6)

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Per

kawinan dan Perceraian,

92
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Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang Pengadilan

P

tidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pe-
meriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksa-
annya dengan konsekuensi yu'ndls Apabila pada hari sidang pertama
yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengah patut, gugatannya
dinyatakan gugur dan dia dihukum membayar biaya perkara.

Akan tetapi, dia berhak untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah
membayar lebih dulu biaya perkara tersebut. Ketua majelis hakim masih
bisa mempenimbangkan agar penggugat yang tidak hadir itu dlpanggll
sekali lagi untuk hadir pada hari S|dang yang ditentukan berikutnya.” Bagi

pihak tergugat pemberitahuan hari sudang berikutnya itu sama.dengan pe-
manggilan.®

Apabila majelis hakim ;nengambil tindakan memanggil sekali lagi peng-
gugat yang tidak hadir itu, berarti majelis hakim menunda sidang dan akan
diteruskan pada sidang berikutnya lagi. Jika pada sidang berikutnya itu
penggugat masih tidak hadir, barulah gugatannya dinyatakan gugur dan
dia dihukum membayar biaya perkara. Majelis hakim memilih tindakan me-
nunda sidang jika menurut pertimbangannya ada alasan yang patut diper-
hatikan, antara lain: ' .

a. perkéra itu sangat penting;

b. tidak hadirnya penggugat karena sakit; atau

C. panggilan tidak sampai.

Bagaimana halnya jika tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama?
Apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan itu tergugat tidak
hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah di-
Panggil dengan patut, gugatan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (ver-
Stek), kecuali jika gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.® Akan
tetapi, majelis hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali

——

7)  Pasg 124 HIR atau Pasal 148 RBg.
8) Pasa 126 HIR atau Pasal 150 RBg.
9)  Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg.

S ———
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ak hadir itu agar hadir pada haru' sidang yang telas
m menyatakan sidang ditundz '

g tid

ugat yan o )
guled tnya dan majelis haki

ditetapkan beriku

P daan sidang dilakukan dengan mempertimbangkan alasan Yany,
enun )

patut diperhatikan, antara lain:

a. perkaraitu sangat penting;
b. terlambat hadir karena tempat tinggal sangat jauh; atau

c. tergugat tidak hadir karena sakit.

Dalam hal penundaan sidang, pemberitahuan hari sidang berikutnya bag

penggugat sama dengan pemanggilan.

Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang
pertama. Jika pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada pe-
nundaan tergugat masih tidak hadir juga, majelis hakim tetap menjatuhkan
putusan verstek karena pada hakikatnya tergugat belum pernah hzdir
Walaupun tergugat tidak wajib-menghadiri sidang, dia perlu juga meladeni
gugatan penggugat mengingat adanya ancaman verstek. Acara yang ber-

langsung pada sidang pertama tanpa hadirnya tergugat disebut acara ver-
stek (verstek precedure).

4

Sehubungan dengan putusan verstek yang ditetapkan oleh majelis hakim
berdasar pada Pasal 125 HIR atau 149 RBg. perlu éiperhatikan apakah
‘gugatan itu melawan hukump atau tidak. Jika gugatan itu melawan hukum
(onrechtmatige, unlawful), kendatipun tergugat tidak Hgair pada sidang
pertama, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijx
verklaard, unacceptable declared). Jika gugatan tidak beralasan kendatl

pun Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, gugatan harus dinyaté-
kan ditolak (ontzegd, dismissed).

S:gga:::t:,e;::gr;:::”m (o?,— echtmatige vordering, unlawful claim) ada-
kan karena bertentan ZES: al dengan peraturan hukum atau tidak diboleM
umur (underaged) - N dengan hukum. Misalnya, seseorang di bawé"

ged) mengajukan gugatan agar dikabulkan tuntutannya. M€

10) Pasal 126 HIR atau Pasal 150 RBg
= i

_/
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nurut hukum, orang di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan
hukum, dalam hal ini mengajukan gugatan. Gugatan semacam ini harus
dinyatakan “tidak dapat diterima“. Juga, dikatakan bertentangan dengan
hukum jika kedudukan penggugat tidak membenarkan mengajukan gugat-

an, artinya ada perbuatan yang tidak dibolehkan atau bertentangan de-
ngan hukum. '

Misalnya, penggugat dalam gugatannya menceritakan tentang sewa-me-
nyewa rumah sebagai dasar gugatan. Karena sewa belum dibayar, lalu di-
tuntut pembayaran sewa. Akan tetapi, dalam petitum penggugat menuntut
penyerahan rumah dalam keadaan kosong, padahal penggugat bukan
pemilik rumah, melainkan sebagai penerima kuasa untuk menagih sewa
rumah. Dalam hal ini penggugat tidak berhak minta penyerahan rumah
dalam keadaan kosong, tetapi hanya berhak minta sewa rumah. Jadi, ke-
dudukan penggugat sebagai pemegang kuasa menagih sewa rumah tidak
membenarkan mengajukan gugatan penyerahan rumah dalam keadaan
kosong. Dalam hal ini, fundamentum petendi tidak mendukung petitum,
gugatan harus dinyatakan “tidak dapat diterima"“.

Gugatan dikatakan tidak beralasan jika dasar gugatan yang berupa ke-
jadian material tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Misalnya, peng-
gugat dalam gugatannya menguraikan peristiwa-peristiwa cara memper-
oleh sebidang tanah karena mendapat pembagian dari pemerintah sebagai
seorang transmigran. Kemudian, penggugat menuntut penyerahan tanah
atas dasar jual beli, bukan atas dasar pembagian dari pemerintah dalam
rangka pelaksanaan program transmigrasi. Gugatan semacam ini harus
ditolak karena tidak ada hubungan antara fundamentum petendi dan pe-
titum, alasan gugatan tidak sesuai dengan apa yang dituntut, tegasnya
tuntutan tidak beralasan.

Putusan “tidak dapat diterima" dan putusan "ditolak" mempunyai per-
bedaan yang sangat mendasar, artinya mempunyai konsekuensi yuridis
yang sangat berlainan. Dalam putusan tidak dapat diterima, pada dasar-
nya perkara (gugatan) belum diperiksa sama sekali sehingga masih dapat
diajukan lagi ke muka pengadilan. Akan tetapi, putusan ditolak pada dasar-
Nya pokok perkara sudah diperiksa sehingga sekali sudah diputus oleh
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ak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya
) e b's i |
n

majelis hakim tid
idem).
tas dapat disimpulkan bahwa dalam pytys
a
kan tergugat, mungkin juga mengalahkap gv
yang tepat dalam putusan verste d:r
g

Berdasarkan uraian di a
stek tidak selalu mengalah
gugat. Oleh karena itu, dictum

sebagai berikut:
Mengadili:

Menyatakan Tergugat tidak hadir (verstek) setelah dipanggil se
c
sah dan patut, tetapi tidak juga menyuruh wakilnya untuk hadir arg

Mengabulkan/menyatakar tidak dapat diterima/menolak gugat
Penggugat an
Menghukum Tergugat/Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga putusan ini dltetapkan berjumlah Rp ..

Dalam putusan verstek di sebelah bawah dari naskah putusan (di bawah
, tan‘da tangan ketua dan hakim anggota serta panitera) harus dituliskan
perintah Ketua sebagai berikut: ‘

>

kMeem:nn’t:ahkan kepada Panitera agar isi putusan ini diberitahukan
o :: a' pl:hak Tergugat dengan penjelasan bahwa dia berhak untuk
gajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan ini, menurut

cara dan dalam tenggan
g waktu sebagaima i
Pasal 129 HIR atau 153 RBg. g na ditentukan dalam

Ketua Majelis Hakim tersebu!

Setelah pemberi .
Wyt Egi die;::muhan d.l. atas dila}<sanakan, panitera wajib membubuhk®"
: Perlntah tersebut yang ditulis sebagai beriku®

Isi putusan i
S I:tla telah diberitahukan kepada Tergugat ses Jai dendg®”
S °|eh .......................... Wakll Juru Sna pada Peng.

06 ” _
: . A
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Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang Pengadilan

adilan Negeri tersebut, sebagaimana ternyata dalam rela

sya s
sangkutan tanggal .................... No vang ber

Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertéma. tetapi secara tertulis
dia mengajukan jawaban yang berisi tangkisan bahwa pengadilan negeri
yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, majelis
hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu harus memutuskan
lebih dulu apakah tangkisan itu dapat diterima atau tidak. Untuk itu majelis
hakim perlu mendengar keterangan dari penggugat lebih dulu. Setelah itu,

majehs hakim baru dapat mengambil kesnmpulan apakah berwenang me-
meriksa perkara itu atau tidak.

Apabila ternyata pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang
memeriksa perkara itu, jadi tangkisan tergugat dapat diterima, gugatan
penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, pokok per-
kara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Jika ternyata pengadilan negeri ber-
wenang memeriksa perkara tersebut, jadi tangkisan tergugat ditolak, gu-
gatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), kecuali jika
gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan seperti telah diuraikan

- di atas."

Apabila pada sidang pertama tergugat hadir, kemudian pada sidang ber-
ikutnya dia tidak hadir, bahkan mungkin sampai putusan dijatuhkan dia
tidak hadir, pemeriksaan perkara dilakukan seperti biasa (contradictoir,
contradictory) tanpa dihadiri tergugat. Putusan yang dijatuhkan adalah
Putusan biasa, bukan putusan verstek. Dalam dictum putusan verstek ter-
dapat pemyataan tidak hadir tergugat, tetapi dalam dictum putusan contra-

dictoir tidak terdapat pernyataan seperti itu. Perhatikan dictum contradic-
foir berikut ini:

e ——

M) Pasal 125 ayat (2) HIR atau Pasal 149 ayat (2) RBg.
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pomorlksa

it Mengadili:
Menyatakan menerima gugatan Panggugat;

Mengabulkan gugatan Penggugat dan seterusnya;
Menghukum Tergugat untuk dan seterusnya;

Demikianlah putusan ini diuéapkan pada hari tanggal ....... e
sidang terbuka oleh Hakim Ketua ............... dan Panitera ...
dihadiri Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir.

rr |

§

Tou,
°f

Dengan kata-kata "Tergugat tidak hadir* menandakan bahwa s,
an itu adalah contradictoir. Pada putusan verstek kata-katz tidg,
hadir sudah dinyatakan dalam dictum putusan.

Tergugat yang dihukum verstek boleh mengajukan perlawanan (verzz;
opposition). Menurut ketentuan hukum acara perdata, tergugat yang -
putus verstek dapat mehgajukan perlawanannya dalam tenggang waidy,
sebagai berikut: L

-

a. Dalam jangka waktu empat belas hari setelah pemberitahuan putus-

an jika pemberitahuan itu disampaikan dan diterima sendiri oleh ter-
gugat.

3

b. Dalam jangka waktu delapan hari setelah tergugat mendapat tegu-
an dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.

c. Dalam jangka waktu delapan hari setelah pengadilan memerintafr

kan sita eksekutorial jika tergugat tidak datang menghadap peng
adilan setelah dipanggil secara sah.'2

Acara yang digunakan dalam pemeriksaan perlawanan disebut acara pé
lawanan (verzet procedure, opposition procedure). Apabila tergugat meng-.
ajukan perlawanannya dalam jangka waktu yang disebutkan pada MV
(¢), perlawanan tersebut mengakibatkan penundaan pelaksanaan U
an (eksekusl), Ini'berarti pemeriksaan perkara akan dimulai dari awal %"

12) Pasgal 125 ayat (3) HIR atau

IR 8t

Pasal 153 Rp Pasal 149 ayat (3) RBg. juncto Pasal 129 HI" -
verstek, 9- Mengatur tentang jangka waktu perlawanan dalam PO
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—

Hal ini dapat dianggap sebagai usaha tergugat untuk merintangi gugatan
penggugat.

pemeriksaan terhadap perlawanan dilakukan seperti pemeriksaan gugatan
biasa, hanya saja pihak yang mengajukan perlawanan di sebut "pelawan"
(opposant) dan pihak yang dilawan disebut "terlawan" (the opposed). Da-
lam acara perlawanan, pelawan tetap sebagai tergugat dan terlawan tetap
sebagai penggugat.'® Sekiranya perlawanan diterima oleh pengadilan,
maka' pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang baik dalam dictum
putusan meskipun dalam pokok perkaranya dia dikalahkan, seperti terlihat
dalam rumusan dictum putusan hakim berikut ini:

Mengadili:

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik.
Menyatakan menerima permohonan Pelawan.
Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat dan seterusnya.

Jika pelawan setelah mengajukan perlawanan tidak hadir lagi, dia dijatuhi
putusan verstek untuk kedua kalinya, terhadap mana perlawanan tidak
~ akan diterima. Pelawan hanya dibolehkan naik banding. Dalam keadaan
demikian ini, pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik

dalam dictum putusan, seperti terlihat dalam dictum berikut ini: |

Mengadili:
Menyatakan, Pelawan tidak hadir setelah dipanggil secara‘sah, dan
tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir. |
Menyatakan, Pelawan sebaga'i Pelawan yang tidak baik.
Menyatakan, menerima gugatan Penggugat.

Mengabulkan gugatan Penggugat dst. --- dst. ---
Menghukum Tergugat untuk dst. --- dst. ---

Jika dalam acara perlawanan itu terldwan yang tidak hadir pada sidang’

Pertama atau pada sidang-sidang berikutnya sampai yang terakhir, pe-
\

13) Dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg.

——
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:' Pangadilan

pemarikanan Parkard di Muka Sldang Peng _—
sepertl biass (acara contradictoir). Dengay, e
ilan akan berbunyl sebagal berikut.

matikaaan dilakukan . |
dietum putugan pangt |

Mangadili:

Monyatakan, Pelawan gabagal Pelawan yang baik.
Manyatakan, menorima parmohonan Palawan,

Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat dst. ---
Monghukum Panggugat/ largugat dst. --- dst, --- ,3

Demiklanlah putusan Inl diucapkan pada hari ....... Janggal
dalam sidang terbuka oleh Majelis Hakim ................ dan Panitarg.
_dihadirl Tergugat, sedangkan Penggugat tidak hadir.

\\\\\\\\\\\\\

Dalam satu perkara terdapat tergugat lebih dari satu orang. Apabila salah
* seorang tergugat atau lebih tidak hadir pada hari sidang pertama, pe:
mariksaan perkara ditunda. Pada hari sidang berikutnya yang telah ditetap-
kan, perkara akan diperiksa secara biasa (contradictoir) walaupun ada d
antara tergugat yang tidak hadir, Dalam hal ini, perlawanan tidak diboleh
kan karena acara yang dijalankan bukan acara verstek. Dalam hal ini, ter
gugat hanya boleh mengajukan banding. Apabila semua tergugat tida
hadir pada hari sidang pertama, padahal sudah dipanggil dengan pat
dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, majelis makin menjatuhka

putusan verstek sebab semua tergugat dipandang sebagai satu kesatud
yang tidak berdiri sendiri-sendiri. 4

C. PERDAMAIAN ANTARA PIHAK-PIHAK

1. Perdamaian di Muka Sidang Pengadilan

l?a::m pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, ketua ma
ba m diberi wawenang menawarkan perdamaian kepada para pihak ¥*
erperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemer

14)  Pasal 127 HIR at -
dalam saty perka?: Pasal 151 BRv. mengatur tergugat yang lebih dar salu
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e
an perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, Perdamaian di-
tawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, melainkan juga pada
setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa ini-
siatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang
dapat mengakhirinya secara damal melalui perantaraan majelis hakim di
muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ke-

kuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup usaha penyelesaian por-
kara perdata secara perdamaian, '®

Hukum acara perdata yang berlaku sekarang mengatur juga upaya hukum
perdamaian di muka sidang pengadilan. Apabila pada hari sidang yang
telah ditentukan kedua belah pihak hadir, ketua berupaya untuk men-
damaikan mereka. Upaya mendamaikan tersebut tidak hanya pada per-
mulaan sidang pertama, tetapi juga sepanjang pemeriksaan perkara, bah-
kan sampai pada sidang terakhir pun sebelum ketua majelis hakim me-
ngetukkan palu putusannya.'® Makin jauh pemeriksaan perkara berlang-
sung di muka sidang, majelis hakim makin mengetahui duduk persoalan
sebenarnya dari perkara mereka untuk didamaikan. Dapat atau tidaknya
perdamaian tercapai bergantung pada kebijaksanaan majelis hakim dan
kesadaran serta kemauan pihak-pihak yang berperkara.'’

Dasar pikiran upaya perdamaian adalah pencegahan kemungkinan timbul-
nya suasana permusuhan kemudian hari antara para pihak yang berper-
kara karena putusan pengadilan ada yang kalah dan ada yang menang,
apalagi jika di antara mereka itu masih dalam lingkungan keluarga. Di
samping itu, dasar pikiran upaya perdamaian juga untuk menghindari biaya
mahal melalui broker hukum dan juga untuk menghindari proses perkara
yang berlarut-larut dalam waktu lama.

15) " Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Ke-
hakiman,

Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg.

' Baca juga yraian Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Penerbit
! Gita Karya, Jakarta, 1963. h, 61,
M Acara Perdata Indonesia
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di Muka Sidang Pengadilan

Pemerlksaan perkara . \

2 Akta Perdamaian

‘ uka sidang pengadilan dapat dicapaj, acan
membuatkan akta perdamaian (certifics;,
conciliation) antara pihak-pihak yang berperkarahyang memuat g
damaian dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar memg,; N
memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunya; e, |
an mengikat (binding force of excecution) dan dijalankan sama dem

putusan hakim.'®

Apabila perdamaian dim
akhir dan majelis hakim

Y
k\-
4

i

"
=
- -~

Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawah pen.
adilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak g
tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muks g.
dang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menyn,
kehendak pihak-pihak yang berperkara. ltulah sebabnya putusan akta pe:.
damaian tidak dapat dimintakan bandmg

Bacalah contoh akta perdamaian yang berikut ini.

Contoh 16

Untuk Keadilan Daftar No. ../2007/Pa
AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ........ tanggal ........ telah datang menghadap di persidangan

umum Pengadilan Negeri di ............... yang bersidang dalam gedungny?

i v, kedua pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata: -
................. » umur ........, pekerjaan
selanjutnya disebut Penggugat; -

-——
e SsccTescn .-

i * LAWAN e -

------------

disebut Tergugat;

------

--------
cessssssseee=-=

18) Pasél 130 ayat (2) HIR atay Paéal

154 ayat

Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg.
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s

vang meneranghan bahwa kedua belah pihak Mufakat menyelesaikan ---.

patkard mereka dengan perdamalan, yang bunyinya seperti tertera di =e---
l\a\\'-ah i \i: “““““““““““ et ettt st e s nn e et s e

------------

Setelah perjanjian perdamalan tersebut dituliskan dan dibacakan
kemda'mdua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan
bahwa mereka menyetujul dan menerima perdamaian tersebut di
atas. Kemudian, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai --------
DOMIKUL seseveststantasatnuntsntstesseunnnntmnetnesstensnsnensneancannanssaseissansessmasnanasnns

--------

------------------------------------ DEMI KEADILAN -sesscmseamaaameacmemermmessesnaenas
wimmsssssrees BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA «ecceremsemecn-

PonGaditan NGO tOrSBDUL; scsccrsassmannuscarssnesesasesssossanasssnnsesnsansesnsssane
Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas; -=«-=--=-=-scceeccemcceceenns
Telah mendengar kedua belah pihak; ==-=se--=seeeeemmemmmnenen e
Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan; -------===--z-----

----- VTS N[CT: o |1 I

Menyatakan, telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, ----------

Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi ketentuan perdamaian
tersebut di atas. e ceseesmemsecssemmaamesSessemSmsmeesssssssasmesosesssssssassese

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara i
masing-masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah

--------
Ilp .........................
------------------
e - -

Demikianlah diputuskan pada hari ini ... . tanggal .o
Oloh kami ...........uve0ne Majelis Hakim Pengadilan Negeri di ...
dan pada hari ini juga diumumkan di persidangan dengan dihadiri «====---
g Panitera (pengganti) dan kedua belah pihak yang ====---====*
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Pomerlk

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya administrasi perkara = {o T

2. Biaya meterai BB ixigroiss
3. Biaya lain-lain Rp oo

3. Perdamaian Perkara Perceraian

Berbeda dengan upaya perdamaian dalam perkara perdata bidang hukum
kekayaan, adalah upaya perdamaian dalam perkara perceraian bidang
hukum perkawinan. Perbedaan tersebut dapat dibaca dalam Pasal 31 dan
32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 31 ayat (2) ditentu-
kan:

"Selama perkara belum diputuskan, usaha perdamaian dapat d-
lakukan pada setiap sidang pemeriksaan. "

Ketentuan ini lebih tegas dan jelas jika dibandingkan dengan ketentuan

Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg. yang hanya me-
nyatakan:

"Pada hafi §idang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadi,
ketua majelis hakim berupaya untuk mendamaikan mereka."

Perbedaan lainnya adalah dalam Pasal 130 ayat (2) HIR atau Pasal 154
ayat (2) RBg. ditentukan:

*Apabila tercapaj
damaian yang
pengadilan,”

perdamaian, majelis hakim membuatkan akta pe"
kekuatan pelaksanaannya sama dengan putusé"
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Sementara itu, ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 menyatakan bahwa:

"Apabila tercapai perdamaian, penggugat tidak dapat mengajukan

gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama seperti
sebelum perdamaian.

Akan tetapi, mengenai akta perdamaian tidak disebut-sebut.

Perbedaan tersebut dapat dimaklumi karena alasan yang sangat prinsip.
Perdamaian perkara perdata bidang hukum kekayaah berada dalam ling-
kup hukum perikatan (verbintenissenrecht) yang diatur dalam Buku Il
BW, sedangkan perdamaian perkara perceraian bidang hukum perkawin-
an berada dalam lingkup hukum keluarga (familierecht) yang diatur dalam
Buku | BW juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Selain itu, per-
damaian perkara perdata bidang hukum kekayaan lebih mengutamakan
pada masalah harta kekayaan, sedangkan perdamaian perkara percerai-
an bidang hukum perkawinan lebih mengutamakan pada masalah moral
dan kesusilaan. Pada perdamaian perkara perdata bidang hukum kekaya-
an, hak atas harta kekayaan wajib dipenuhi. Karena itu, sekali perdamai-
an tercapai, wajib dilaksanakan. Sementara pada perdamaian perkara per-
ceraian, motifnya adalah kerukunan keluarga (rumah tangga). Karena itu,
sekali perdamaian tércapai, wajib bersatu kembali dalam kerukunan. Ken-
dati pun sangat terpaksa untuk bercerai, harus dengan alasan yang lain,
bukan alasan semula. '

D. JAWABANTERGUGAT

1.  Jenis Jawaban Tergugat

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan negeri, jawab-
menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting.
Akan tetapi, apa yang dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang
lebih pPenting lagi karena Tergugat menjadi sasaran Penggugat, Oleh
~ karena jtu, jawaban tergugat mendapat tempat pertama, Pada dasarnya,
 tergugat tidak wajib menjawab gugatan penggugat. Namun, jika tergugat
Menjawabnya, jawaban tersebut dapat dilakukan secara tertulis dan lisan.
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N
endaklah disusun dengan baik agar dapat befhas"
menahan serangan Penggugat. Jika perlu, tergugat dapat Membalikyg,
iawabannya dalam bentuk gugatan bal.lk. Dalam per'kara perdata, kgigy
lmenangnyel pihak tergugat bergantung juga pafda kelihaian membela di
bagaimana cara menjawab gugatan d‘engan baik. Jawaban tergugat dapa
digolongkan menjadi empat jenis, yaitu pengakuan, bantahan, tangkisan

dan referte.

pemeriksaan pPerkara d

Jawaban tertulis h

2. Pengakuan dan Bantahan

Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa
yang digugatkan terhadap tergugat diakui kebenarannya. Apabila ter-
gugat pada jawaban pertama mengakui, begitu pula pada jawaban ber-
ikutnya sampai ke tingkat banding. Tergugat tetap terikat dengan peng-
akuannya. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali. Pada perkara perda-
ta, pengakuan mempunyai kekuatan bukti sempUrna. Misalnya, apabila
hakim anggota majelis menanyakan kepada tergugat, "Apa benar ter-
gugat sudah melunasi utang pada penggugat?" Dijawab oleh tergugat,
"Benar Pak Hakim. Ini kuitansi tanda lunas utang saya!" Pengakuan se-
macam ini mempunyai kekuatan bukti sempurna, tidak dapat ditarik kem-

bali atau tidak dapat dibatalkan karena diucapkan di muka sidang peng-
adilan. '

: Kebalikan dari pengakuan adalah bantahan. Bantahan adalah pernyataan

yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan ter-
hadap tergugat. Jika tergugat mengajukan bantahan, bantahan tersebut
harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan secara umum dengan
mengatakan bahwa keterangan dan tuntutan Penggugat itu tidak bendf
sama sekali tanpa mengemukakan alasan-alasannya, tidak akan ada at"
:ya dan dianggap majelis hakim sebagai tidak memb;mtah. Dalam prakti
p:‘r(l:;?v;a:n::::usxn iawaban.be.rupa bantahan memerlukan uraian tentand

. a secara rinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan

mohon ditolaknya gu
gatan. ba : s m
Ukl bSAKGEN. calah contoh jawaban berisi bantahan dai2
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Contoh 17
JAWABAN BERIS| BANTAHAN

Metro, ..couvveeeeeren, 2007
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama .................... , umur ... ,
pekerjaan ................ , tempat tinggal di .................... , Kecamatan ............. i
Kabupaten/Kota ............. , dalam Perkara Perdata No. .../2007/Pdt digugat
oleh ........... , dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan tersebut -------

sebagaimana diuraikan berikut ini. =-=--=-==emmemmmm e

----- Bahwa keterangan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum ---

suami Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat terjadi lebih kemudian ----
| daripada adanya harta warisan, adalah tidak benar. Untuk membuktikan --
ketidakbenaran itu, bersama ini dilampirkan Surat Nikah dan dua orang --

saksi nikah masing-masing pertama bernama ..............c....... ,umur ... ,
pekerjaan .............. , tempat tinggal di ................. ; kedua bernama ............ ,
umur ......, pekerjaan ............... , tempat tinggal di .........ccocuuneee. R

----- Bahwa harta warisan yang didalilkan oleh Penggugat yang berupa ----
sebidang sawah luas ......... hektar dengan batas-batas dst. ------------------ {
sebuah rumah yang terletak di Desa ................. , Kecamatan ................. ,
Kabupaten ................ , yang sekarang didiami oleh Tergugat adalah tidak
benar karena sebidang sawah dan sebuah rumah tersebut adalah harta
. bersama antara almarhum suami Tergugat dan Tergugat yang dibeli ----—--
Semasa perkawinan yang dapat dibuktikan dengan surat perjanjian jual ---
beli serta tanda pembayaran yang bersama ini dilampirkan. -

Hu 07
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Pemeriksaan perkara di Muka .

Bahwa Penggugat mendalilkan belum pernah mendapat bagian,
;taupun hasil sawah tersebut adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan

dengan surat keterangan yang dikuatkan oleh Kepala Desa ...........
| a Penggugat sebagai anak tiri Tergugat telan
,wah tersebut lama 6 (enam) tahun

......

-~
_____

diberi kesempatan menggarap sa
sementara Tergugat berada di ........c.....
ini dilampirkan.

- P LT LT L L Ll T L
bt L T
~.m
.

----- Bahwa Penggugat mendalilkan diusir dari garapan sawah secara --...
serta-merta oleh Tergugat adalah tidak benar. Malahan, sebaliknya --...... |
Tergugat sebagai seorang Ibu yang berstatus janda, pernah menawarkan |
hidup bersama anak-anak dengan rukun sekalipun dengan anak tiri, tetapi
dijawab oleh Penggugat secara kasar yang disaksikan oleh Kepala Suky
NAMA ..ovveernrernes , umur ....... , pekerjaan ........... , tempét tinggal di ............. ,
bersama ini diajukan sebagai saksi. smmmsoe oo

----- Maka dengan alasan-alasan serta bukti-bukti tersebut, Tergugat -------
membantah kebenaran gugatan Penggugat dan mohon agar Bapak Ketua
meneolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat -

membayar biaya perkara ini. =====s-=-==smeeememc oo

Jawaban tergugat yang berupa refarte lebih mendekati pengakuan karen?
dalam hal ini tergugat tidak membantah, tetapi tidak pula membenarka®
Isi gugatan. Tergugat menyerahkan segala sesuatunya pada kebijaksan®

| an majelis hakim, tergugat hanya menunggu putusan. Pada referte, &

gugat dalam tingkat banding masih berhak mengajukan bantahan.

3 Eksepsi (Tangkisan)

Jika tergugat mengaj

ukar e _ =
nurut ketentuan hy an Jawaban yang berupa eksepsi (tangkisan): ™

e Um acara perdata, kecualj eksepsi tentang idak ber
108
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wenangnya pengadilan, eksepsi tersebut tidak boleh diajukan dan diper-
timbangkan terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama
dengan pokok perkara.?° Mengenai apa yang dimaksud dengan eksepsi
itu, HIR atau RBg. tidak memberikan definisi dan penjelasannya. Namun,

dapat disimpulkan bahwa eksepsi itu adalah jawaban yang tidak langsung
mengenai pokok perkara. '

Menurut Wirjono Prodjodikoro, eksepsi adalah perlawanan tergugat yang
tidak mengenai pokok perkara, tetapi hanya mengenai soal acara belaka.
Jawaban yang berupa eksepsi (tangkisan) tidak menyinggung soal pokok
perkara sehingga harus diputus lebih dahulu sebelum majelis hakim meng-
arahkan pemeriksaan pada pokok perkara. Jadi, tidak perlu harus diperik-
sa dan diputus bersama dengan pokok perkara. Jika eksepsi dan pokok
perkara diperiksa dan diputus secara terpisah, toh tidak ada sanksinya
menurut undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan pasal hukum acara
perdata itu sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat agar
~seberapa boleh mengumpulkan segala yang ingin diajukan dalam jawab-
an pada waktu dia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan
perkara.?!

»Menanggapi ketentuan hukum acara perdata tentang eksepsi, Soepomo
_berpendapat lain. Menurut beliau, maksud eksepsi itu adalah untuk meng-
hindari kelambatan yang tidak perlu atau yang dibuat-buat agar proses
berjalan lama. Berdasarkan yurisprudensi juga, ketentuan hukum acara
perdata melarang adanya putusan formal mengenai eksepsi yang bukan
putusan akhir yang hanya akan mengulur waktu. Akan tetapi, seandainya
eksepsi yéng menyatakan bahwa soal yang diperkarakan itu sudah pernah
diputus oleh majelis hakim adalah tepat, jika eksepsi itu tidak boleh di-
Putus seketika, majelis hakim hanya akan membuang wakiu meneruskan
Pemeriksaan terh_adép pokok perkara yang pada akhimya juga tidak akan
diterima karena perkara ltu telah diputus pada waktu lampau.

20) Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg. tentang eksepsi (tangkisan).

21)  Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acéra Perdata di Indonesia. Penerbit Sumur.'
Bandung. 1962, hh. 58—59.
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—
enurut beliau, karena majelis hakim adalah akgjs Me.
RBg., terserah pada pertimbangan majelis hakin,
h eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahyy,

Pomerlkeaan perkara d

Balanjutnya lagl, m
nurut sistem HIR atau
untuk menentukan apaka

Ingga pemeriksaan per 4 .
:ﬁ?en?ib:ngkan bersama-sama dengan pokok perkara, ini berarti gk,

: 22
terjadi pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu.

llmu hukum acara perdata mengembangkan jawaban eksepsi dengan

menggolongkannya menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Eksepsi tolak (declinatoir exceplie, declinatory exception)

Yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara ja-
ngan diteruskan. Termasuk jenis ini adalah eksepsi tidak berwenang
memeriksa gugatan, batalnya gugatan, perkara sudah pernah di-
putus, dan penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, tidak
mungkin naik banding.

b. Eksepsl tunda (dilatoir exceptie, dilatory exception)

Yaitu eksepsi yang bersifat menunda diteruskannya perkara. Ter-

masuk jenis ini adalah eksepsi mengenai ada penundaan pem-

bayaran dari penggugat sehingga tuntutan belum dapat dikabulkan.

c. Eksepsi halang (peremptoir exceptie,‘ peremptory exception)

Yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan
penggugat, tetapi telah mendekati pokok perkara. Termasuk jenis

ini adalah eksepsi tentang lampau waktu dan tentang penghapus-
an utang.

Ekseps! tolak disebut juga eksepsi formal (processuele) karena didasar-

kan pada ketentuan acara dalam hukum acara perdata. Tergugat mem-
berikan jawaban yang berupa eksepsi formal

_perkara tidak diperiksa karena bukan wewena
tidak diperkenankan menurut ketentuan huk
’Iak,u. Ekseps| tu‘nda dan eksepsi halang d

untuk menangkis agar pokok
ng majelis hakim atau karend
um acara perdata yang be"
isebut juga eksepsi materil

22) Soepomo. op. cit. h, 57,
110
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ngetahuan Tergugat, Desa Batanghari di mana Tergugat ... _
menurut ‘:E’;ing ol termasuk daerah hukum Kabupaten Lampung Tengah,
be;t'empaa yanngerwenang memeriksa perkara tersebu.t menunt ... 4
zidl:r?;undang adalah Pengadilan Negeri GUAUNGSUGIR. ==,

.....

..... Sehubungan dengan itu, Tergugat mohon pada hari sidang Pertamg

yang akan datang, sidang Pengadilan Negeri Metro berkenan ----.......

memutuskan; -------===-===-==""7""TT T

----- Pengadilan Negeri Metro menyatakan tidak berwenang untuk --.......
memeriksa perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR atg, !
Pasal 159 RBg., sedangkan ongkos perkara dibebankan kepada pihak --..

PENQGQUQAL, ---==sms=smnnnnmmmmmmmmomsossmnnon oo oo oo,

----- Atas kesediaan dan perkenan Bapak Ketua, Tergugat mengucapkan
PO U O

4. Rekonvensi (Gugatan Balik)

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalam hukum acara perdata. Rekon-
vensi (reconventie, reconvention) adalah gugatan yang diajukan oleh ter-
gugat berhubung penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap ter- -
gugat. Rekonvensi sifatnya insidental saja karena tidak setiap gugatan |
'Penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh tergugat. Tergugat bar |
dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan penggugat jugd
pernah melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Tujuan rekonvensi ada
lah untuk menetralisasi atau mengimbangi gugatan penggugat.®* |

24) Rekonvensi diatur dalam Pa ol
sal 132a dan 13 % 4 o HIR melali
Stb. 1927 Nomor 300, 2b yang disisipkan dalam

atau dalam Pasal 157 dan 158 RBg. Dua pasal terse
mengambil ali g.
dlpe?sa malk::-l.h Pasaj 244—247 BRv. yang berlaku bagi golongan Eropa dan yand
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nekonvensn yang diajukan tergugat sebenarnya adalah jawaban tergugat
terhadap gugatan penggugat atas perkara yang sedang diperiksa di muka
sidang pengadilan. ltulah sebabnya rekonvensi diajukan bersama-sama |
dengan jawaban tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Me-
nurut Wirjono Prodjodikoro, rekonvensi béleh diajukan tidak hanya pada
jawaban pertama, tetapi juga pada jawaban berikutnya (duplik) karena
hukum acara perdata hanya menuliskan jawaban, sedangkan duplik ada-
lah sebagian dari jawaban. Apabila soal jawab sudah selesai dan majelis
hakim sudah mulai memenksa saksi, tergugat tidak dibolehkan lagi meng-
ajukan rekonvens;

Apabila di muka sidang pengadilan negeri tergugat tidak mengajukan re-
konvensi, dalam pemeriksaan tingkat banding rekonvensi tidak boleh di-
ajukan lagi. Tergugat hanya dibolehkan'mengajukan gugatan biasa kepada
ketua pengadilan negeri. Pada dasarnya rekonvensi adalah gugatan yang
berdiri sendiri, bahkan mungkin tidak ada hubungannya dengan gugatan
konvensi. Dalam HIR atau RBg. juga tidak ada ketentuan yang meng-
haruskan adanya hubungan (koneksitas) antara rekonvensi dan konvensi.

Namun, jika tidak ada koneksitas antara rekonvensi dan konvensi, dirasa-
kan janggal dalam praktik hukum. Akibatnya, majelis hakim dapat me-
misahkan dua jenis gugatan tersebut dan akan diperiksa sendiri-sendiri
 sebagai gugatan biasa. Apabila ada koneksitas, rekonvensi dan konvensi
dapat diperiksa dalam sidang yang sama. Ini berarti dapat menghindari
kemungkinan: e

a. adanya putusan yang saling bertentangan;
~ b.  memperlancar jalannya acara; dan

€. menghemat biaya perkara.

Terhadap setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi, kecuali
dalam tiga hal berikut ini:2°

™ w,' jono P mdiwkod op. cit. h. 64 Pasal 132b HIR atau Pasal 158 RBg. Rekon-
boleh diajukan dalam jawaban berikutnya (duplik) karena pasal tersebut hanya
menga“”}awaban ; :

25) Pasal 1323 HIR atau Pesal 157 RBg.
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a. Rekonvensitidak boleh diajukan apabila penggugat bertin, daly

. litas, sedangkan rekonvensi ditujukan kepada iy, bag
gugat pribadi dan sebaliknya. Misalnya, Albert pengqgugy ‘Jata.
kualitas sebagai Direktur Utama PT Musi Jaya Plantation, Mengay,
kan gugatan terhadap Bondan tergugat. Kemudian, tergugat g,
jawab dengan mengajukan rekonvensi kepada Albert pribzg; Re.
% konvensi seperti ini tidak dibolehkan dan harus ditolak kareng |
Albert bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai Direktyr Utamg <

PT Musi Jaya Plantation,

suatu kua

b. Rekonvensi tidak boleh diajukan jika pengadilan negeri yang g,
meriksa gugatan penggugat tidak berwenang memeriksa gugata,
rekonvensi. Misalnya, Asnam penggugat (mantan suami beragam,
Islam) mengajukan gugatan terhadap Buntari tergugat (mantan ist;
beragama lIslam) mengenai pembagian harta bersama yang g
kuasainya. Kemudian, tergugat mengajukan jawaban beserta re.
konvensi kepada penggugat soal nafkah yang belum dipenuninya.
Dalam hal ini, nafkah termasuk wewenang pengadilan agama,
Rekonvensi seperti ini harus ditolak karena termasuk kompetensi
absolut pengadilan agama.

c. Rekonvensitidak boleh diajukan apabila mengenai perkara tentang
pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pelaksanaan putusan
pengadilan tidak ada lagi menyangkut penetapan hak karena per
karanya sudah diputus dan tinggal lagi pelaksanaan hak yang teleh
ditetapkan dalam putusan. Akan tetapi, rekonvensi masih menyang
kut penetapan hak. Rekonvensi seperti ini harus ditolak. Misalnya
pengadilan memerintahkan tergugat yang dinyatakan kalah ag
melaksanakan putusan, yaitu menyerahkan sebidang sawah kepadd
penggugat. Kemudian, tergugat mengajukan rekonvensi agar pen¥
gug.;at membayar utangnya yang dijamin dengan sawah tersebdt
Majelis hakim akan menolak rekonvensi seperti ini.

S;J'gatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus
o wma satt:( Surat putusan. Akan tetapi, jika majelis hakim berpendaPaf
A Perkara yang satu (konvensi) dapat diperiksa lebih dahulu. majel
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nakim dapat menvisahkan gugatan konvensi dan rekonvensi. Apabila por-
rara itu dipisah, kedua perkara tersebut tetap diperiksa oleh hakim yang
cama.®’ Namun, apabila gugatan konvensi dan rekonvensi diputus sekali-
gus dalam satu surat putusan, sy:ynt yang harus dipenuhi agar dapat naik
nanding adalah jumlah nilai kedua gugatan harus melebihi jumlah nilai
yang harus diputus oleh pengadilan negen sebagai pengadilan tertinggi.”®

Pengadian negen adalah pengadilan tertingg! dalam perkara perdata jika
jumiah nilai perkara sampal dengan seratus rupiah. Ini berarti jika jumlah
perkara itu seratus rupiah atau kurang, tidak dapat dimintakan banding.

Agar dapat dimintakan banding, nilai gugatan konvensi ditambah nilai
gugatan rekonvensi harus lebih dari seratus rupiah, 2

Apabila gugatan konvensi dan rekonvensi dipisah dan diputus dalam surat
putusan yang berlainan, jika dimintakan banding, berlaku ketentuan ten-
tang banding biasa.™ Ini berarti jika gugatan konvensi atau rekonvensi
barnilai lebih dari seratus rupiah, dapat dimintakan banding. Bacalah
Contoh surat jawaban dengan rekonvensi yang diuraikan berikut ini.

Contoh 19

SURAT JAWABAN DENGAN REKONVENSI

MBS 5. ivisissivsisasinieimnnes 2007
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro
- Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama ...« , umur L,
pekeraan ............ , tempat tinggal di ........... , sebagai Tergugat, yang ------

27) Pasal 132b ayat (3) HIR atau Pasal 158 ayat (3) RBg.
%) Pasal 132b ayat (4) HIR atau Pasal 158 ayat (4) RBg.
%) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding.
- 30 Pasal 1320 ayat (5) HIR atau Pasal 158 ayat (5) RBg.
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Pemerikséa" Pe ——

dalam Perkara P
penggugat dengan St
. Penggugat sebagal berl

..-- Bahwa keterang
suami Tergugat yang dida
jawaban;

—-- Maka dengan alasan-ala
Tergugat memba
pula dengan jawaban ini
terhadap Penggugat dengan alas

erdata No. _./2007/Pdt digugat oleh ....

- . , -
rat jawaban inl mengajukan jawaban ay,. -
kut ini.

-------
-------------------------------

an perkawinan antara Tergugat dan alm g,
|
lilkan oleh Penggugat dst. --- sampy, iy

- -
memn- - -
- cawees

--.—-----—-------

san serta keterangan tersebut di g1,

ntah keterangan gugatan penggugat, dan sebay,,
Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonw.“.l

. . . d ﬂ‘
an-alasan sebagai berikut, ... ’

- Bahwa pada tanggal ......... Penggugat konvensi/Tergugat rekonyg,
telah datang kepada Tergugat konvensi/Penggugat konvensi untyk ...
meminjam uang sejumlah 4 (empat) juta rupiah untuk biaya menggaap..

sawah.

¥
-

----- Bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tergugat rekonvensi/ -......

-
.........
......

Penggugat konvensi dengan baik yang dibuktikan dengan tanda terima -
(kuitansi bemeterai cukup), yang bersama ini disampaikan. ------------ooen

—---— Bahwa sampai sekarang Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi -
belum juga membayar utangnya tersebut walaupun sudah beberapa kil
diperingatkan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, ===«

-—--- Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat konvens/
Penggugat rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua memutuskan sebag

hukum: T
1_. Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi =
seluruhnya, ------ » T
2. i ;e

ety Menenma' dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dafi =~
Pen?gugat Rekonvensif'l'ergugat KONVENSI, --nemmmmmemmmmeeme=" i

3 M - o
m::lngbhukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk ™

ayar kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvens o
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sejumlah 4 (empat) juta rupiah yang dibuk
pembayaran yang sah, =-----eeee.._______ =

---------
-------------------
---------

tikan dengan tanda

4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat-konvensi untuk
membayar biaya perkara ini, baik dalam gug
dalam gugatan isi. ==-==eemeeeeee . :

atan konvensi maupun

Penggugat rekonvensi/T ergugat konvensi

E. _INTERVENSI TERHADAP PERKARA YANG DI-
PERIKSA '

Seﬁhg terjadi bahwa pihak ketiga melakukan intervensi terhadap per-
kara yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan dan memang di-
rasakan sebagai hal yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi, hukum acara
perdata Indonesia tidak mengatur tentang intervensi ini. Hal tersebut di-
atur dalam Pasal 279—282 BRv. untuk golongan Eropa yang sekarang
sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, karena majelis hakim berperan aktif
menurut hukum acara perdata Indonesia, tidak ada salahnya memboleh-

kan pihak ketiga melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang di-
' periksa di muka sidang pengadilan negeri apabila praktik membutuhkan-
nya.

Pihak yang mempuﬁyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang

diperiksa di pengadilan negeri dapat ikut serta dalam perkara tersebLgt;_
Yaitu dengan cara menyertai (voeging) atau menengahi '(tus.senk.omsr).
Dengan cara demikian, kepentingan pihak ketiga tidak dirugikan dengan

e ———

perkara yang sedang

b 31 Pasal 270082 RV, mengatur intervensi pihak ketiga dalam B el

diperiksa i pengadilan, untuk kebutuhan praktik bolen dikut
nﬂgeﬂ‘ :

;‘\ o v
"kum Acara Perdata Indonesia
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Pemeriksaan perkar

membela haknya dalam suatu perkara yang o,
berlangsung di pengadilan negeri. Jac.h. syaratnya harus ada k"DOrmn

a adalah dengan menyertal salah satu .plhak atau mep
an.lCa:]ﬂ)l’(edua belah pihak. Apabila dia tidak ikut serta dalan
km;:“;(epentingannya tersebut akan diruc_l;iklan. Ole.h karena iy, in;
ikut serta dalam perkara harus datang dari pihak ketiga yang bersan

boleh ikut serta day,
NGah,
Per,
Sia

Okut
an.

1.  Menyertai Salah Satu Pihak (Voeging)

Yang dimaksud dengan "menyertai salah satu pihak" adalah ikut sertany,
pihak ketiga menjadi pihak dalam perkara dengan jalan menggabungkay
diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya, Dengan
adanya perkara, kepentingan pihak ketiga tersebut secara tidak langsung
ikut disengketakan sehingga akan menimbulkan kerugian baginya. Un

mengetahui adanya kepentingan pihak ketiga yang dilibatkan, perhatikan
contoh kasus berikut ini.

Amat pemilik sebidang kebun cengkih di Pekalongan Metro meng-
adakan perjanjian dengan Bidin bahwa selama Amat pergi tugas
belajar tiga tahun di Yogyakarta, kebun cengkih tersebut digarap
oleh Bidin secara bagi hasil. Kemudian, kebun cengkih tersebu
digusur oleh PT Musi Jaya Plantation, perusahaan perkebunan
semangka, karena membuka jalan menuju ke proyek perkebunan
nya itu. Karena merasa dirugtkan, Bidin menggugat perusahaan
tersebut ke Pengadilan Negeri Gunungsugih, Kabupaten Lamputd
Tengah, dalam daerah hukum mana perusahaan tersebut be
tempat kedudukan, Mendengar berita ini, Amat pulang ke Met?
dan mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Neg?'

Gunungsugih agar dia dapat ikut serta dalam perkara dengan 2%

aN membela hak l‘ni'liknya atas kebun tersebut. Dalam perkar n

:mat d,i Samping membela kepentingannya sendiri, juga membe’ﬁ.
P:.P:Antlrfgan Bidin dan bergabung dengan Bidin melawan tergugﬂr-
" ! Musi Jaya Plantation Berikut ini disajikan contoh Pe'mOhonal
Intervens;i Penyertaan.

i
oné’
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gURAT PERMOHONAN INTERVENS] PENYERTAAN

Kotagajah, ... 2007

Kepada Yth. |
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsugih

| di Gunungsugih, Lampung Tengah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini: nama ................... , umur ........ ,
pekerjaan ............... , tempat tinggal di ............... , dengan ini mengajukan
permohonan kepada Bapak Ketua agar Pemohon dapat dipanggil ------
dan didengar sebagai pihak di muka sidang Pengadilan Negeri -----------

Gunungsugih yang akan diadakan pada hari ............ , tanggal ................ ,
dalam Perkara Perdata No. .../2007/Pdt antara ........... sebagai Penggugat,
melawan ........ccc..eeel sebagai Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai
berikut; -- - et

4,

----- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagian tanah
kebun cengkih milik Penggugat, yang digusur oleh Tergugat termasuk ---
juga sebagian tanah kebuh cengkih milik Pemohon. Bersama ini -----=-----
 dilampirkan surat ukur tanah dan sertifikat hak milik atas tanah dari

»
------------------------------------

PEeMORON, ==-es-cecmmmmmmmmcmecenmmmmmasmnmmmmnsesss====="

"""" Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memindahkan -
Patok batas tanah milik perusahaannya ke tanah kebun cengkih milik -=---
Penggugat termasuk juga ke tanah kebun cengkih milik Pemohon.

rgugat memindahkan ---
kebun cengkih milik -----

"""" Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Te

-------------
------------
- v -

Hukum Acas
UM Acara Perdata Indonesia
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pemeriksaan Perkara di Mu \ |

asan-alasan tersebut di atas, Pemohg,

...- Maka berdasar pada al . o

- ima permohonan ini dan "o, §

mohon agar Bapak Ketua e MeMutusig,

B s — :
.,

1. Menyatakan, menerima permohonan Pemonon, --seeeeeee...____ ‘:

kan, Pemohon sebagai pemilik sah atas tanah kepy,

-----------------------
-----
-
e
-
..

2, Menyata
cengkilt yang digusur oleh Tergugat.

Menyatakan, perbuatan Ter.gugat yang menggusur tanah milik |
Pemohon adalah perbuatan melawan hukum, =====--eeeeeec

4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan penggusuran tanap ...,
milik Pemohon, bila tidak dipatuhi, dibebani dwangsom 1 (saty) ittg |
rupiah setiap hari melakukan pelanggaran. -«---===----==-- PR

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara ini, -----e.-.... ;

Pemohon tersebut di atas

2. Menengahi Melawan Kedua Pihak

Yang dima.ksud dt?ngan "menengahi melawan kedua pihak" adalah ikut
Zi?a;:f pihak l'getlga dalam perkara guna membela kepentingannya sen-
me;ainka):la:gkd:js: ngketakan itu bukanlah hak penggugat atau terguge
T kedl:;pt;h?k kEftlga. ltulah sebabnya dia ikut dalam perkara
i Bareia sah' pihak. Dalam hal ini, terjadi gabungan dari b&
PN menuntzt aQ er.snfat.prosesual, di mana pihak ketiga yang men
hdk varig be gar dltetapk'an haknya dalam hubungan dengan pihak |

g rsengket,.a.. Perhatikan contoh kasus berikut ini.

Asnam )

minggu":::::‘";a;:r::peda motor Vespa milik Butet selama sat

tersebut kepada Asnya Pada temannya, Butet menyerahkan VQSP‘? ;

Chairul sejumian R 2am. Kemudian, Asnam meminjarr'l uang dé" |

Setelah lampay Wait '500'009'00 dengan jaminan Vespa tarsebt

utang dan-atas da u. 190 c"":"ariﬁ\niikan. Asnam tidak membé‘lYar
mer. i’ Ohaind me”dQUgat Asnam ke Pengadn[an
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A
Negeri Tanjupgkarang dengan tuntutan agar Asnam melunasi utang-
nya kepada Chairul dengan*permohonan sita jaminan atas Vespa
tersebut.

Setelah gugatan diperiksa, Butet mengetahui perkara ini menyang-
kut kepentingannya. Karena Vespa yang Jisita jaminan itu milik-
nya, dia mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Tanjungkarang untuk ikut serta dalam perkara yang sedang di-
periksa guna membela hak miliknya dan melawan kedua belah
pihak. Perhatikan contoh permohonan intervensi di atas dan buat-_
lah contoh permohonan intervensi menengahi yang sesuai dengan
status pemilik.

Contoh lain lagi.

3.

Carlos memiliki sebuah rumah gedung. Karena dia mendapat tugas
belajar ke Amerika Serikat selama tiga tahun, Anton disuruh me-
nunggu dan merawat rumah tersebut. Kemudian, oleh Anton rumah
itu dijualnya kepada Burhan. Akibat wanprestasi Burhan tidak mem-
bayar harga rumah, maka Anton menggugat Burhan ke Pengadil-
an Negeri Tanjungkarang dengan tuntutan agar Burhan melunasi
utangnya. Berita ini sampai kepada Carlos yang kemudian lewat
kuasanya turut serta dalam berkara tersebut untuk membela ke-
pentingannya. Pihak yang berhak atas rumah bukan Anton peng-
gugat atau Burhan tergugat, melainkan Carlos sebagai pemilik

rumah.

Penanggungan

Selain dari bentuk intervensi yang telah diuraikan di atas, ada lagi suatu
bentuk yang mirip dengan intervensi, tetapi tidak dapat digolongkan in-
tervensi. Bentuk tersebut adalah penanggungan (vrijwaring). Dikatakan
tidak termasuk intervensi karena inisiatif ikut serta dalam perkara yang di-
Periksa bukan datang dari pihak ketiga, melainkan justru dari salah satu
"Pihak yang berperkara. Turut serta pihak ketiga dalam perkara karena ter-
Paksa atas permintaan dari salah satu pihak, biasanya tergugat, untuk

kut menanggung atau membebaskan tergugat darl gugatan yang me-

1 H“kllm-Acara Perdata Indonesia
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' Apabila tergugat digugat

B
k&

as”
i

$.
¥
-4

'ah contoh su

pemaorikennn Porka — ]
i ihak ketiga. Jadi \
jtu adalah kewajiban p adi, yar
y penanggungan . )
:ltuulkhnzuga:gan penanggungar atau pembebasan adalah ikut Sertany,
maks

Ihak ketiga dalam perkara karena: diminta sebagai penjamin/p"-‘mbebas
plhak ke ,
oleh salah salu pihak yang berperkara.

mengenal barang yang tidak bebas, pihak ketjg,
berhubungan dengan tergugat harus member.
smbebasannya. Hal ini merupakan kewajiban
| oleh pihak ketiga tersebut. Perhatikan contgp,

sebagal pihak semula yang
kan penanggungan atau p
hukum yang harus dipenuh
kasus berikut Inl. ‘

Carlos pemlilik rumah. Karena tugas belajar ke Amerika Serikat
menyuruh Anton menunggu dan mengurus rumah tersebut. Tanpa
setahu dan seizin Carlos, rumah tersebut oleh Anton dikontrakkan
kepada Burnabas selama jangka waktu empat tahun. Kemudian,
Carlos kembali ke Indonesia karena selesai studinya dan meng-
gugat Burnabas agar mengosongkan rumahnya. Dalam hal ini,
Burnabas meminta kepada Anton untuk menanggung atau mem-
bebaskan dirinya dari gugatan Carlos karena Burnabas dulunya me-
ngira rumah itu milik Anton. Dalam kontrak Anton mengakui rumah
tersebut adalah milikn;'/a sendiri. Ménurut hukum, Anton harus me-
nanggung terhadap Burnabas. %

Berdasarkan uralan di atas dapat dipahami perbedaan antara penang-
gungan di satu pihak dan intervensi di lain pihak. Pada intervensi, inisiat
Ikut serta dalam. perkara datang dari pihak ketiga, sedangkan pada pe-
nanggungan datang dari salah satu pihak yang berperkara, biasanya ter
gugat. Jika terjadi intervensi, berarti terjadi gabungan beberapa perkara
ymg bersifat prosesual karena ada koneksitas. Akan tetapi, dalam pé&
nanggungan: bukan gabungan perkara karena pihak ketiga tidak mem-
punyal kepentingan. Adapun persamaan antara keduanya adalah samd
8:2: Qugatan insidental (incidental claim) yang tidak selalu terjadi dala™
perkara Vﬂnﬂr:tes:?rgotﬂzsgksa di persidangan pengadilan negeri. Bac®
| ‘ N penanggungan berikut ini.

__’-—‘ﬁ
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SURAT PERMOHONAN PENANGGUNGAN

Tanjungkarang, ................co.v...... 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama .................. 5[ 1| | —— X
pekerjaan ......... » tempat tinggal di ........ , sebagai Tergugat dalam Perkara
Perdata No. .../2007/Pdt melawan ........... , sebagai Penggugat yang akan
diperiksa di muka sidang pada hari ........., tanggal .............cco.......... yang
akan datang, dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang
memanggil juga seorang bernama............... , umur ........ , pekerjaan ......... .
tempat tinggal di ........... , sebagai pihak ketiga dalam perkara ini. --=----=----

----- Adapun alasan-alasan Pemohon adalah seperti diuraikan di bawah ---
ini: R LT PP AP PRI P E R pape R

----- Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengatakan bahwa -----
Tergugat telah memiliki rumah yang terletak di Jalan ...................... No. ...
Tanjungkarang secara melawan hukum adalah tidak benar karena ---------

Tergugat memiliki rumah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli ----------

.dengan .......cccuen (pihak ketiga) tersebut di atas yang dilangsungkan di
hadapan ................. Notaris Tanjungkarang yang bersama ini dilampirkan
sebagai bukti Sah, =-=-=-=----=--ssremmmmmmemmmmnmcncomeaeaaas PR .

---- Bahwg oleh karena itu, berdasar atas alasan tersebut di atas, Bapak
Ketua dapat kiranya mengabulkan permohonan Tergugat. ------------=--------

Pemohon tersebut di atas

e ﬂl!kum Acara Perdata Indonesia , 123
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nsortium

tio Plurium Litis Co

i berbeda dengan intervensi dan penanggungan. Di sini st
B‘GRtUk i berperkara itu ada yang tidak lengkap sehingga pihak lawan
::::;a);:gn e!:z:psi bahwa pihak yang digugat tidakilengkap_ Karena .
dak lengkap, lalu dimintakan agar pihak' ketiga yang d-l luar p-erkara ditari
untuk bergabung dengan pihak yang tidak Iangkap? itu. Arti se-bena,'nya
dari exceptio plurium litis consortium adalah tangifusan atas dasar tiggy
semua tergugat dipanggil ke muka sidang pengadilan. Bentuk sepertj i

dapat terjadi dalam perkara warisan.

Dalam perkara warisan, penggugat menggugat seorang atdu beberapa
orang tertentu saja, sedangkan yang lain masih ada yang belum digugat,
padéhal ahli waris juga. Tergugat atau para tergugat ahli waris yang ber-
sangkutan kemudian minta agar ahli waris yang belum digugat dipanggil
juga ke muka sidang pengadilan. Maksudnya agar perkara warisan dapat
diselesaikan secara tuntas sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi
perkara gugat-mengugat harta warisan.

Selain perkara warisan, bentuk ini dapat juga terjadi dalam perkara *per-
buatan m‘glawan hukum®. Pihak yang digugat hanya“seorang atau be-
berapa orang, padahal masih ada lagi yang belum digugat. Oleh karena
itu, tergugat atau para tergugat minta agar yang belum digugat dipanggt
juga ke muka sidang pengadilan. Dengan demikian, ganti kerugian dapat di-
tanggung bersama.

LB R B N B

e , /
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B i Tentang Pembuktian

BAB IV
TENTANG PEMBUKTIAN

A. ARTI PENTING PEMBUKTIAN
1. Konsep Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyata-
kan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa huklim
yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan ter-
_ tentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi
itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum
yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pilgak. Pengungkap-
an fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan,
dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab antara pihak-
pihak atau antara bihaj;—pihak dan majelis hakim di muka sidang pengadil-
an merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, yakni untuk me-
yakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi,
yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berberkara.

Pengungkapan fakta-fakta seperti yang telah dikemukakan di atas men-
ciptakan jenis bentuk alat-alat bukti, seperti perbuatan, pengakuan, peng-
ucapan sumpah, dokumen, dan surat-surat. Bentuk alat-alat bukti tersebut
dapat berupa:

a.  Perbuatan, misalnya, membuat kontrak.

b.  Pernyataan, misalnya, pengakuan tanda tangan yang tertera pada
surat kuitansi.

C.. Tulisan, misalnya, surat-menyurat (korespondensu).

4. Dokumen, misalnya, akta notaris.

. Hukum Acara Perdata Indonesia : 125
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"~ benaran iakui '
£ hnya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa notoir (notoir fel-

Tentang Pembuktian S
5 i endengar sendiri peristi
ya, melihat d‘an m g pPeristiwa yang

e. Kesaksian, misaln

terjadi.

¢ Surat elektronik, misalnya, faksimile dan struk ATM.

kara bebas mengemukakan peristiwa~perisﬁwa
perkaranya. Majelis hakim memerhatikan semy;,
peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperojah
kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah
terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna
dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Karena ity,
para pihak yahg berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-
bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang
telah terjadi. Denga_ri kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu me-
nyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan ke-
pastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubung-
an hukum.

Para pihak yang berper
yang berkenaan dengan

2.  Perlunya Pembuktian

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak s
Iawa‘n mengenai apa yang digugatkan atau untuk membenarkan suatu
hak. Umumnya, yang me_njadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa
atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang periu di-
buktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan me- .
ng?nai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang
Wa]l"b d.ibuktikan. Jika pihak tergugat sudah mengakui atau mengyakan apa
yang dlgugatkan oleh penggugat, pembuktian tidak diperlukan lagi.

Ad isti - '
a suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena ke

ten i : L
darurat, be_rlaku aferan ke ya. Misalnya, negara dalam kea -
Pun boleh keluar ry ?1 > u'a r rumah pada waktu malam, tak seora
bahwa benar dia t Ima kecuali petugas keamanan. Tergugat mengatak?’
. bl membayar harga barang yang disengketakan pada
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waktu malam hari di rumah penggugat, padahal penggugat dalam gugat-
annya mengatakan tergugat belum membayar, apalagi rumah mereka

letaknya sangat berjauhan sehingga tidak memungkinkan tergugat keluar
rumah waktu malam untuk membayar utangnya.

Adanya jam malam (perintah berkurung) itu sudah diketahui umum yang
tidak periu dibuktikan lagi sehingga gugatan yang menyatakan tergugat
belum membayar dipastikan benar adanya. Demikian pula pengetahuan
majelis hakim mengenai satu peristiwa merupakan bukti yang sah yang
tidak tunduk pada kasasi.' Ketentuan-ketentuan tentang pembuktian di-
atur dalam hukum acara perdata Indonesia.?

3. Beban Pembuktian

Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah ka-
rena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pem-
bagian beban pembuktian. Dalam praktik hukum, majelis hakim memerlu-
kan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu
-diberi beban pembuktian lebih dulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR atau
Pasal 283 RBg. mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas se-
hingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada
pada penggugat atau tergugat. '

Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, pihak yang mengata-
kan mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguh-
kan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan
adanya hak atau peristiwa tersebut.® Untuk menentukan beban pembukti-
an ada pada pihak mana, periu diteliti dan dirinci ketentuan pasal tadi me-
hurut bunyi kalimatnya sebagai berikut:

V) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 22 Agustus 1956. Majalah Hukum.
- 1957, Nomor 1—2. h. 118.

%) Pasal 162—177 HIR atau Pasal 282—314 RBg. dan Stb. Nomor 29 Tahun 1867
tentang Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan.

3 Pasu 163 HIR atau Pasal 283 RBg. mengenai beban pembuktian lebih dulu.
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gatakan mampunyal hake hatus membig,g,,, ™
ik,

ﬂ I’ﬂl\(m“ﬂn' yﬂllg '"n“unl"k"” "Nll“'""'y“l h \
: 1]

rua diberl baban pembuktiag, (oriep '

. i

a. DPihak yang men
nya i, Blasany
maka penggugatiah yang ha
dahulu,

utkan suatu paristiwa untuk menaguhkg, ha.
nya harus membuktikan adanya perlstiva torsebut, Apabily ;»M
yang manyebutkan parlstiwa Itu panggugat, din harus Mombuktikg,,.
nya, baban pambukllhn ada pada penggugat. Akan tetap, Apabily
pihak yang menyeabutkan peristiwa Itu tmgu‘gut. dia harus mombyyy,
kannya, beban pembuktian ada pada pada tergugat.

b, Pihak yand menyeb

¢. Pihak yang menyebutkan suatu paristiwa untuk rgembantah hyy
orang lain harus membuktikan adanya perlstiwa tarsebut, Apai,
pihak yang menyebutkan peristiwa itu panggugat, boban pembuky.
an ada pada penggugat. Akan tetapl, apablla pihak yang menyeby.
kan peristiwa Itu adalah tergugat, beban pembuktian ada pada ter.

gugat.

Apabila ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. ini dipegang teguh,
dalam praktik hukum dapat menimbulkan beban yang sangat berat bagi
salah satu pihak yang disuruh membuktikan, yang dapat merugikannya.
Artinya, jika dia tidak dapat membuktikan, dia akan menanggung risiko di
kalahkan. Misalnya, dalam soal warisan penggugat mengajukan gugatan
terhadap tergugat bahwa harta warisan belum dibagi sehingga dia me:

nuntut baglannya. Pihak tergugat mengatakan bahwa itu tidak bendf
karena harta warisan sudah dibagl.

Apabila berpegang teguh pada ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 289
RBg., penggugat harus membuktikan harta warisan itu belum dibag

- Tentunya bagi penggugat sangat berat untuk membuktikan secara negat!

s

‘z::‘:. har'ta warisan belum dibagl. Padahal, jika tidak berpegand togV!
» pasal tersebut, majelis hakim dapat membebankan pembuktia” he

ad
z. n:gt:rgltlﬂat untuk membuktikan harta warisan itu belum dibagt Bag
diP’fkargakl;ui?aﬂ oukup adil Jika dibebani pembuktian bahwa hartd yang
: u adalah hana Warlsan dan pengguga‘ ﬂdﬂlﬂh ﬂhh Wgrls.
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perdasar pada asas "hakim berperan aktif" menurut sistem HIR atau RBg.,
maka majelis hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan dan
siapa pihak yang harus dibebani pembuktian lebih dulu. Dalam menentu-
kan beban pembuktian, majelis hakim harus berusaha agar tidak berat se-
belah. Majelis hakim harus memerhatikan keadaan yang konkret, tidak
hanya kepada satu pihak diberi beban pembuktian, tetapi juga kepada ke-
dua belah pihak mendapat beban pembuktian. Namun, perlu diperhatikan
juga bahwa beban pembuktian dititikberatkan pada puhak yang paling se-
dikit dirugikan jika dia diberi beban pembuktian.

Ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. hanya dapat dipegang se-
bagai pedoman bagi majelis hakim dalam menentukan beban pembuktian
(bewijslast, proof burden). Memang diakui bahwa ketentuan tersebut me-
rupakan masalah yuridis yang sulit dipecahkan tidak hanya bagi majelis
hakim, tetapi juga bagi para advokat (penasihat hukum) sehingga menjadi
alasan bagi Mahkamah Agung (hakim kasasi) untuk membatalkan putus-
an majelis hakim yang memeriksa fakta (judex facti).

Beberapa pasal tertentu dalam hukum perdata materiil (KUH Perdata dan
KUHD) mengatur tentang beban pembuktian. Pasal-pasal tersebut me-
netapkan beban pembuktian itu pada pihak debitur. Perkara perdata se-
lalu menggolongkan debitur sebagai pihak tergugat. Pasal-pasal yang di-
maksud, antara lain:

a. Pasal tentang keadaan memaksa (overmacht, force majeur), beban
pembuktian ada pada pihak debitur.*

b. Pasal tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad,
unlawful action), beban pembuktian ada pada pelanggar (actor).>

¢. Pasal tentang sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pem-
buktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan.®

| &
B 8y
9

Diatur dalam Pasal 1244 KUHPdt Indonesia.
Diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt Indonesia.
Diatur dalam Pasal 1394 KUHPdt Indonesia.

\_‘ 5
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Hukum acara perdata n

buktian itu ada pada penggugat atau tergugat.

| Menurut sistem hukum acara perdata Indonesia, majelis hakim terikat :

atas benda bergerak beban Pembuktian &d

bezit
¢ PN Laniste (eiganaar, owner).

Pasal tentang pengangkutan (vsrvoer transport) beban pembum 5;
; bt

: an ada pada pengangkut barang

asional yang akan datang sebaiknya memyay ke.

\entuan semacam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 :§g| yang mempa;
tegas pihak yang diberi beban pembuktian awal (lebih dulu) itu penggugm :
atau tergugat dengan memerhatikan situasi konkret. Ada bauknya IUQa«
meniru sistem yang berlaku pada hukum perdata materiil seperti telah di. ;

uraikan di atas tadi dengan menunjuk secara tegas bahwa beban pem. %

o

B. ALAT BUKTI SURAT

1

S ke e

dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam undang- -undang. Ini berarti""
majelis hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasar pada alat- alat ‘
bukti yang telah diatur undang undang. Menurut ketentuan hukum acara ;
perdata Indonesia, ada lima j jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitV: |
alat bukti surat; '
“alat buki saksi;

alat bukti dugaan;

alat bukti pengakuan; dan
alat bukti sumpah.®

I

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisarl untuk menyel? :
kan pikiran seseorang sebagai alat bukti.'® Menurut bentuknya, alat! bukl

7)  Diatur dalam Pasal 1977 KUHPdt Indonesia,
8)  Diatur dalam Pasal 468 ayat(2) KUHD Indonesia.
9)  Diatur dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg. ‘Af

10)  Alat bukti surat diat ¢
ur dalam Pa 5 __a05 RBY-
~ Stb. Nomor 29 Tahun 1867, sal 165—167 HIR, atau Pasal 285—3
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tertulis digolongkan menjadi dua jenis, yaitu surat akta dan bukan surat
akta. Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan,
yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau per-
ikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta digolongkan lagi
menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta tidak autentik.

1. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik
yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi
kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari-
nya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang
apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, 'sepanjang
langsung mengenai pokok dalam akta tersebut.!! Pejabat publik yang di-
beri wewe_[jang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, antara
lain, notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita.
Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat
pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan
untuk memercayai keabsahan hasil pekerjaannya.

Pejabat publik yang berwenang menerangkan dalam akta autentik yang
dibuat, dilakukan, dilihat, dan dialaminya sehingga apa yang tercantum
dalam akta autentik dianggap benar terjadi di-hadapannya menurut ke-
nyataan yang sebenarnya. Karena memuat keterangan pejabat publik
yang sah menurut undang-undang, setiap orang mengakui dan memper-
cayai isi akta autentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya
cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan se-
baliknya. Bagu pihak-pihak, ahll waris, dan orang yang mendapat hak dari-
nya, akta autentik mempunyal kekuatan bukti sempurna’(volledig bewis,
complete evidence), tetapi masih dapat dllumpuhkan oleh pembuktian
lawan. Terhadap pihak ketiga, akta autentik mempunyai kekuatan bukti
bebas (vrij bewijs, free evidence). Artinya, penilaiannya diserahkan pada

~ kebijaksanaan majelis hakim.

- 1) Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg.
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diklasifikasikan menjadi dua J'e'nis, yaitu akta -
dan akta partai. Akta ambtelijk adalah akta; ﬁhte‘ntlk Yang cibua Olehe&k
jabat publik yang diberi wewenang untuk itu, di mana dia meng,, anj
apa yang dilihat, didengar, dan_dllaklfl.(annya. Conto.hnya akia ca

sipil, akta protes pada wesel, akta sertifikat kelulusan jenjang pentiy,

negefi.

Akta autentik dapat

Akta partai adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang
nerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan Pihak-ping
yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengay
membubuhkan tanda tangan mereka.»Contohnya,' akta jual beli tangp d
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akia

pendirian perseroan terbatas.
Pada setiap akta autentik dikenal iga macam kekuatan bukti, yaitu:

a. kekuatan bukti lahir;
b. kekuatan bukti formél; dan

¢.  kekuatan bukti material.

Kekuatan bukti lahir berkenaan dengan syarat-syérat formal suatu akia
autentik dipenuhi atau tidak. Apabila syarat-syarat formalgdipenuhi, bentuk
yang tampaknya dari luar secara lahiriah sebagai akta autentik dianggap
akta autentik, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Jika syarat:
syarat formal tersebut diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia da-
pat minta kepada pengadilan untuk meneliti akta tersebut berdasar pada
bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan. Kemudian‘, maijelis hakim me-

mutuskan apakah akta autentik itu boleh digunakan sebagai bukii 2!
tidak dalam perkara.

Kelfua'ltan bukti formal berkenaan dengan masalah kebenaran formalités
p":litwa yang dinyatakan dalam akta autentik. Artinya, pejabat publik |
f:': k-plhak ki berkepeminga" menerangkan dan melakukan Sepeni * ‘
J ans Zn dalam akta autentik dan benar demikian adanya. Jadi, formalitaf
:las gl;t ; ?ntulfan undang-undang benar-benar dipenuhi. Kebenaran formalr
W diakui oleh setiap orang. Namun, suatu ketika mungkin U2 °
| _ i Hukum Acara Perdata Ind°
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pihak yang mer agukan kebenaran formalitas itu apabila akta autentik ter-
sebut dijadikan alat bukti dalam perkara.

Misalnya, dalam akta autentik dinyatakan bahwa penyerahan barang di-
lakukan di kantor dalam keadaan baik. Padahal, sebenarnya bukan di-
serahkan di kantor, melainkan di suatu tempat lain dan belum diperiksa,
apakah dalam keadaan baik atau tidak. Pejabat publik menerangkan da-
lam akta autentik bahwa barang diserahkan di kantor dalam keadaan baik,
hanya sebagai formalitas belaka. Keadaan yang demikian perlu diper-
timbangkan majelis hakim, apakah akta autentik itu dapat dijadikan bukti

atau tidak. - .

Kekuatan bukti material berkenaan dengan kebenaran isi akta autentik.
Artinya, benar bahwa yang tercantum dalam akta autentik seperti menurut
kenyataannya. Mjsaflnya, dalam akta autentik jual beli handphone (HP)
merek Nokia dinyatakan penyerahan 1.500 buah handphone (HP) merek
Nokia, tetapi nyatanya hanya 1.000 buah handphone (HP) merek Noxkia,
selebihnya merek gado-gado. Apabila ada yang meragukan kebenaran isi
akta autentik, dia dapat minta kepada majelis hakim agar akta autentik
yang diragukan kebenaran isinya itu diteliti kebenarannya.

Apabila ternyata benar bahwa keterangan jumlah dalam akta autentik itu
palsu, majelis hakim dapat memerintahkan agar akta autentik tersebut di-
kirim ke kejaksaan untuk dituntut perkara pidana, sedangkan perkara per-
datanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembukti-
an déngan akta autentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak

yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.

Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti material dan merupakan

alat bukti sempurna. Pada akta partai, kebenaran isi akta autentik ditentu-
kan oleh pihak-pihak dan Pejabat Publik menerangkan seperti yang dilihat,
~ didengar, dan diketahui dari pihak-pihak. Akan tetapi, pada akta ambteljk
tidak selalu terdapat kekuatan bukti material, setiap orang dapat menyang-
. kal kebenaran isi akta autentik, asalkan dapat membuktikannya. Apa yang
- dilinat, didengar, dan dilakukan pejabat publik hanya berdasar pada apa
- Yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
133
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‘ sldang yongadilan mungkin diajuks, .
anan dl muka sidang § ukan gy,

Dalam pemaorik

autentik yang beru
tidak mustahll dapa
Misalnya, akla kowarganegaraar
an negori, akta pnrnlkuhun, atay o

akta-akta torsebut, Apablla sampa |
memerintahkan penelitian terhadap kobenaran akta, yang akhirnya mep,,

akibatkan penundaan sldang, bahkan mungkin menjadi perkara pidag,
Jika demiklan halnya, perkara perdata baru dapat dilanjutkan lagi setafsy
ada putusan perkara pidana, yang sudah memperoleh kekuatan hukym

pa turunan atau kutipan saja. Hal yang demikiy, i

) yang dikaluarkan oleh paniters Perigag
kta ljazah dengan membuat fotokeg;

totap.

2. Akta Tidak Autentik '

Selain dari akta autentik, ada lagi akta tidak autentik yang sering disebut
akta di bawah tangan, Kata-kata “di bawah tangan” adalah terjemahan
harfiah dari bahasa aslinya bahasa Belanda onderhandsch acte. Dikala-
kan akta tidak autentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabal

publik yang berwenang untuk Itu, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang ber-

kepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.

Menurut ketentuan hukum acara perdata, akta tidak autentik yang diakui

pembuatannya atau tanda tangannya oleh pihak terhadap siapa aké
tersebut digunakan, memberikan kekuatan bukti sempurna, seperti aki
autentik terhadap para pihak, ahli warisnya, dan orang yang memperolen
hak darinya. Bagi pihak terhadap siapa akta tidak autentik itu digunaka™
diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tulisan atau tand

{ dibuat tidak gosunl dongan aslinya atau dipaloyyy,

| torjadl demikian, majelis hakim daps

12 K
tangannya.™ Akan tetapl, bagi para ahli warisnya atau orang yang M’

dapat hak darinya cukup Jika mereka menerangkan tidak mengenal ulisan |
atau tanda tangan seba *

wakili,'3 gal tullsan atau tanda tangan orang yang M’

Tahun 1867 atau Pasal 288 RBg.

Tahun 1867 atau Pasal 269 RBg.

nes
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Apabila tulisan atau tanda tangan dimungkiri atau apabila para ahli waris
atau orang yang memperoleh hak darinya tidak mengenalnya, majelis

. hakim memerintahkan agar kebanaran tulisan atau tanda tangan diperiksa
di muka sidang pengadllan Dalam hal ini terjadi insiden dalam pem-
buktian yang biasanya mengakibatkan sidang perkara perdata ditunda
sampai ada putusan tentang pemeriksaan surat atau tanda tangan.

Perjanjian tidak autentik yang memuat utang sepihak untuk membayar
sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya dapat di-
tentukan dengan sejumlah uang Rarus ditulis seluruhnya dengan tangan
sendiri oleh penanda tangan atau setidak-tidaknya selain tanda tangan
harus ditulis pula oleh penanda tangan sendiri dengan huruf-huruf jumlah
uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila syarat
itu tidak dipenuhi, akta tidak autentik tersebut hanya dapat diterima se-
bagai permulaan bukti tertulis (begin van schrifteljk bewys, the beginning
of written evidence)."®

Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dalam
hukum acara perdata tidak ada rumusannya. Akan tetapi, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia merumuskan, permulaan bukti tertulis
adalah segala akta yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diaju-
kan atau dari orang yang diwakilinya dan akta itu memberikan kemungkin-
an persangkaan tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.'® Per-
mulaan bukti tertulis menjadi alat bukti yang sempurna jika ditambah de-
ngan alat bukti lain, seperti diatur dalam hukum acara perdata Indonesia."”
Apabila tidak ada alat bukti lain, peristiwa tersebut tidak mempunyai ke-
kuatan bukti, kecuali jika diakui oleh orang yang bersangkutan. Akta tidak
‘autentik umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda
tangan dapat dimungkiri, sedangkan kekuatan bukti formal dan material
Sama dengan akta autentik.

e ——

1) Pasal 3 Stb. Nomor 29 Tahun 1867 atau Pasal 290 RBg.
15)  Pasal 4 Sth, Nomor 29 Tahun 1867 atau Pasal 291 RBg.
16)  Pasal 1902 ayat (2) KUHPd! Indonesia.

") Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg.
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. i akta, masih ada lagl surat bukan akta. Dikatakan gy, bukay
Selain darl a ig. k ada tanda tangan, Kekuatan bukli surat bykg,, k)
a!da ka:enﬂ ;d: kebijaksanaan majelis hakim, apakah rnongnnggnp,wz
::Z?;?):n?,; iekuatan bukti sempurna atau mengﬂ‘ﬂggnpnyu Sebagaj Der. |
mulaan bukti tertulis dalam hal surat bukan akta diajukan ke mukg Sidang
pengadilan. Contohnya adalah karcis parkir sepeda motor, telegram, dan

catatan-catatan.

C. ALAT BUKTI SAKSI
1.  Satu Saksi Bukan Saksi

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala ha|
kecuali jika undang-undang menentukan lain, '® misalnya, tentang persay.
an harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan per.
janjian kawin,'® dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan

polis.?® Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputra mengenal
dua macam saksi, yaitu:

a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa ter-
tentu dan

-

b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.

Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saks
karena keterangan Seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat d
percaya. Peribahasa hukumnya unus testis nullus testis, artinya satu saksi

: dianggap bukan saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hany
didasarkan pada keterangan Seorang saksi.2'

nga.n sempur\na menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dileng’
E?Pl dengan .ala‘t bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. AP
bl alat bukti lain tidak ada, Pembuktian baru dianggap sempurna jika 3¢

18)
19)
20)
21)

Agar peristiwa terbukti de-

Pasal 168 HIR atay Pasal 306 RBg
Pasal 150 KUHPdt Indonesia,
Pasal 258 KUHD Indonesia,

Pasal 169 4R atau Pasal 30g RBg
13
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dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang
saksi be{um meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak mem-
percayai kejujuran saksi-saksi, misalnya, karena keterangan saksi yang
satu dengan saksi yang lain saling bertentangan. v

Mungkin jpga terjadi dalam suatu perkara diperlukan keterangan beberapa
" orang saksi. Jika beberapa orang saksi tersebut memberikan keterangan
yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa, tetapi berkaitan antara satu
sama lain, penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan majelis hakim,
apakah suatu peristiwa telah terbukti berdasarkan kesimpulan dari be-
berapa keterangan saksi.?2 | ‘

Sebagai contoh:

Albert telah }nembeli sebuah sepeda dari Bidin, kemudian Bidin
menyangkal jual beli tersebut. Chairul saksi dari Albert penggugat
telah menyaksikan perjanjian itu dengan sengaja karena diminta
Albert. Daniel kebetulan ada di situ, tetapi tidak menyaksikan jual
beli hanya menerangkan bahwa dia benar melihat Albert dan Bidin
berbicara sambil memeriksa sepeda. Sementara Edward memberi
keterangan bahwa dia melihat Albert menuntun sepeda itu dari
‘ tempat Bidin. Dalam kesaksian ini jika majelis hakim berpegang
pada keterangan saksi Chairul saja, tidak ada alat bukti lain, pem-

buktian tidak lengkap.

Alat bukti lain tidak 'ada, tetapi ada tiga saksi dengan keterangan berlain-
an,.yang satu sama lain saling menguatkan peristiwa jual beli sepeda.
Apabila majelis hakim percaya dengan kejujuran saksi-saksi, peristiwa
Jual beli sepeda itu dapat dinyatakan terbukti menurut hukum. Walaupun
hanya satu saksi yang sengaja dimintakan menyaksikan secara utuh jual
beli, karena dua saksi lain saling menunjang, jual beli itu dinyatakan benar
adanya dan telah terjadi.

Agar keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti, majelis hakim per-
i memercayai kebenaran keterangan saksi dengan memerhatikan cara

_._'—-_

%) Pasal 170 HIR atau Pasal 307 RBg. -

o Ukum Acara Perdata Indonesia - 137



‘nyebutkan alasannya sampai di

Tentang Pembuktian__ T~
: stiada artabat saksi sera §ega|a hal yang Menyebyp,
hidup, ad‘at isti g ercaya'zs Jadi, majelis hakim harus memerhatika,, se.
;:asj::;d;z?\gkig memengaruhi sikap saksi dan apa yang Mendoron,

saksi untuk menerangkan demikian.

t, dan m

us disebutkan segala sebab pengetahy;,
n khusus yang timbul dari akal tidak diang.
dalam kesaksian itu harus diterangkan pe.
ristiwa yang dialaminya sendiri dengan me.
ia mengetahui peristiwa itu. Misalnya, sag;

Dalam setiap kesaksian har
saksi. Pendapat atau perkiraa
gaﬁ sebagali kesaksian. Jadi,
ngetahuan saksi mengenail-pe

mengetahui peristiwa dengan melihat, mendengar, dan merasakan sengj;

Jika hanya merupakan kesimpulan belaka berdasarkan pendapat atau per.

kiraan, itu bukan kesaksian.**

Kesaksian mengepai suatu peristiwa harus dikemukakan secara lisan dan
pribadi oleh orang yang bukan pihak dalam perkara kepada majelis hakim
di persidangan pengadilan negeri. Oleh sebab itu, saksi harus menghadap
sendiri ke persidangan, tidak boleh diwakilkan. Jika saksi tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut, dia
harus dikepai hukuman memtiayar biaya yang telah dikeluarkan karena
pemanggilan yang sia-sia, mengganti kerugian kepada pihak yang ber-
perkara sebagai akibat tidak hadirnya itu dan dapat diperintahkan pula
untuk dibawa dengan paksaan ke persidangan guna memenuhi kesaks-
annya. Akan tetapi, jika saksi yang tidak hadir itu dapat membuktikan ke
tidakhadirannya itu karena suatu sebab yang sah, pengadilan menghapus
kan .hul.<uman yang dikenakan kepadanya.?® Peristiwa seperti ini merupa:
kan insiden yang terjadi dalam pembuktian dengan saksi.

Insiden lain yang mungkin terjadi dalam pembukﬁan dengan saksi adald"
kesaksi.an} palsu. Apabila kesaksian di persidangan itu diduga paist.
;ua r:;a;elis hakim n'uamperingatkan saksi atas sumpah yang diucapk"

ya dengan menasihatinya agar berbicara yang sebenarnya dan men

23)
24)

Pasal 172 HIR atau Pasal 309 RBg
Pgsal 171 HIR atau Pasa 308 RBg

2
5) Pasal 140—142 HIR atau Pasal 166—168 RBg
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Tentang Pembuktian

mp—

bayangkan hukuman yang dapat dikenakan kepadanya jika dia tetap ber-
tahan pada keterangannya yang tidak benar ity. Umumnya peringatan
ketua majelis hakim seperti itu memberikan pengaruh baik sebab tidak
jarang saksi yang hadir di persidangan sudah membawa pengaruh dari
lingkungan kehidupannya, baik pengaruh material maupun pengaruh pri-
badi, seseorang tanpa mengetahui bahwa yang demikian itu membawa
risiko yang berat bagi saksi. Namun, ada pula saksi-saksi yang, baik
karena sifat pribadi maupun karena kuatnya pengafuh dari luar, berani
menghadapi kemungkinan risiko yang akan menimpa dirinya sehingga dia
tetap menunjukkan kepala batu,28

Menghadapi saksi yang bersikap demikian, ketua majelis hakim atas per-
mintaan salah satu pihak dapat menyarankan agar saksi yang bersangkut-
an ditahan sementara dan perkara pidana tentang sumipah palsu itu akan
diteruskan ke kejaksaan dengan berita acara yang berisi keterangan saksi
beserta alasan yang menimbulkan dugaan keterangan yang diberikan itu
palsu. Insiden yang demikian ini dapat menunda pemeriksaan perkara per-
data yang bersangkutan sampai selesai pemeriksaan saksi-oleh pihak ke-
jaksaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan ke-
wajibén saksi menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban saksi untuk menghadap ke persidangan setelah dipang-
gil secara patut, dengan ancaman hukuman jika tidak menghadap.

b. Kewajiban saksi untuk bersumpah menurut agamanya, dengan
ancaman jika tidak mau bersumpah dapat ditahan sampai saksi

memenuhi kewajiban mengucapkan sumpahnya.

c. Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan, dengan ancaman
jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai memenuhi kewajib-
annya. Jika memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah,
dapat dituntut karena sumpah palsu. -

—————

- 26) " Mohamad Isnaini. Hukum Acara Perdata dan Proses Faillissement. Naskah Kuliah
' No. VA. Panitia Penataran, Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi

Semarang. 1974, h. 25.
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aren‘a sakit atau cacat badan tidak murneir,
ketua majelis hakim dapat mengirim ‘r’"“ran:nim
aksi dengan disertai seorang ;)arliirtr,} fng.
rangannya tanpa disumpah.?” Hukum ar;;;,:, A
dak mengatur pasal seperti ini, tetapi dapat E"‘r
n dengan pasal-pasal dalam hukum d::;d

carg

yang didengar keterangannya ity tisy
ar
kan kepada majelis hakim

Apabila seorang saksi K

hadap ke persidangan,

. gota majelis hak
fi saksi itu didengar kete
" gata Indonesia (HIR) 1
arena tidak bertentanga
R). Karena
mbuktiannya diserah

im ke rumah 8

diikuti K
perdata Jndonesia (HI
disumpah, kekuatan pe
di saksi itu bukan pihak yang berperkara, tigs

ik

Walaupun yang dapat menja
aksi. Undang-undang memberikan pembatas.

setiap orang dapat menjadi s
annya, yaitu:

a. Majelis hakim dilarang me

sebagal saksi, yaitu mere
 tidak mampu mutlak dan tidak mampu relatif.

ndengar keterangan orang-orang tertenty
ka yang .oleh undang-undang dianggap

b. Hak ur‘1tuk mengundurkan diri dari kéwajiban memberi kesaksian
yang disebut hak ingkar (verschoningsrecht, right of refusal).

2. Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif
yai hubungan ya
Hubungan e

ereka men
f

:‘.)ikatakan tidak mampu mutlak karena mereka mempun
se.ialtu dc?ka.t dengan salah satu pihak yang berperkara.
iadius::;:a:fk‘:‘aren? sedarah dan karena perkawinan. Jika m
dalam ke;allsi':: atrkan akan memberkan keterangan yang 1dak 8%
samping itu, ju My padahg| mereka sudah disumpah terlebih dahulu.D
‘mereka dan' lm::cl;mUK memelihara hubungan keluarga yang b2 antaf?
hari seandainya ketgsahnkem-u ngkinan timbulnya perselisihan d kefhudid
~ Kara., gan itu memberatkan pihak keluarga yang bef per
- Menurut keten
. tuan hukum aca .
: ra per 4 tidak
dapa.t didengar sebagal saksi adalarp:- . lndpnesia, grang Y25

- L3

27) Pasal 169 | 7 Ketentug
asal 169 RBg, TN € ‘
S 9. Setantuan sepert ind tidal olatur datem HIR-/
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Tentang Pembuktian

s
a. Keluarga sedarah dan keluarga selnenda

(karena Perkawinan)
menurut garis keturunan lurus dari salah s

atu pihak

Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak
sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak
mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. dan lurus ke bawah
yaitu anak/anak menantu, gucu/cucy menantu, dan seterusnya.'

Anak tiri dan bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda me-
nurut keturunan lurus,

Akan tetapi, mereka semua yang tersebut di atas tidak boleh di-
t?lak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan
perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja.
Yang dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal
ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata,
misalnya, mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian,
kematian, dan wali. Mereka tidak berhak untuk minta undur diri se-
bagai saksi.

-

b. Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai

Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu sangat
berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat,
dengan perceraian itu kekeluargaan semenda terputus sehingga
bekas keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi.?®

r

- Dikatakan tidak mampu relatif karena menurut undang-undang mereka
tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu be-
. lum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat
didengar sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum
Mencapai umur lima belas tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang
ingatannya normal.2? Hakim tidak boleh menggunakan mereka ini sebagai
alat bukti, Namun, keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk

S———

28) . Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg.
%) Lanjutan Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg.
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Tentang Pembuktian )

ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutny
biasa.’C

a dengan alay buk
t

3. Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar)

Ada beberapa orang tertentu atas permihtaannya dapat dibebaskgp,
saksi. Mereka ini ada tiga golongan ditentukan dalam hukum acara -

data Indonesia, yaitu: s

a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar Iak| laki dan Perempyay
dari salah satu pihak.

o o . ,
‘ b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki
L dan perempuan suami atau istri salah satu pihak. )

c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang
sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya ten. |
tang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan,
atau pekerjaan yang sah itu. Mereka ini, antara lain, notaris, dokter, 1
advokat, dan pohsa (yurisprudensi). Akan tetapi, terserah kepada
majelis hakim untuk menentukan siapa yang berhak undur diri k-
rena martabat, Jabatan atau pekerjaan yang sah yang harus me-
nyimpan rahasia. 31° )

-~

4. Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga

Kembali pada masalah keterangan saksi, apakah majelis hakim boleh
mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang berasal dari ke
terangan pihak ketiga (kesaksian dari keterangan orang lain)? Kesaksla-
seperti ini terkenal dengan sebutan testimonium de auditu. Pada umum.
nya, para ahli berpendapat bahwa testimonium de auditu tidak dlpes n
nankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yan9 d'alam;asan
diri. Namun, sekgrang timbul pendapat baru yang memberika” e an s
kepada majelis hakim. Menurut pendapat baru tersebut, keterang

30) Baca Pasal 1912 KUHPdL Indonesia.

e 31)  Pasal 14§'HIH atau Pasal 174 RBg. ﬂ

142 2 perdal?!
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seorang berdasarkan pandengaran dari ketorangan pihak ketiga dianggap
sebagai bukti yang Iangf.uw Jika tidak berdir sendirl mengenal kebenaan
pihak ketiga menyatakan domiklan. Menurut yurlsprudonst, majelis hakim

tidak dilarang untuk menduga tentang kebenaran ketorangan plhiak ketiga
yang diberitahukan kepada seorang saksl, "

Yang dimaksud dengan “tidak berdiri sendiri* adalah karona ada alat bukti
lain yang menguatkan keterangan tersebut. Alat bukii lersobut saling me:
lengkapi sedemikian rupa sehingga hakim menduga bahwa memang bena
telah terjadi peristiwa yang dimaksudkan itu. Sebagai contoh, ada por-

Jkara jual beli sepeda motor, Untuk mombuktikan tolah terjadi jual boli dan
telah dilunasi, hanya ada satu saksl. Menurut hukum, satu saksl bukan
saksi, sedangkan tanda pembayaran tidak ada. Tergugat moenjawaly gugat-
an bahwa harga sudah dibayar.

Ada seorang saksi lain mengatakan bahwa dia pernah mendengar ucap-
an dari kawannya yang mengatakan dia ditraktir oleh penggugat makan di
restoran karena baru menerima uang harga sepeda motornya yang telah
dijual. Dari keterangan saksi ini majelis hakim menduga bahwa harga me-
mang telah dibayar sesuai dengan jawaban tergugat dan keterangan se-
orang saksi terdahulu. Dengan demikian, terkumpullah alat bukti, yaitu satu
saksi, satu saksi testimonium de audilu, dan dugaan. Menurut undang-
undang, ini cukup terbukti dan majelis hakim dapat menjatuhkan putusan-
nya.

9. , Keterangan‘Ahli

Sering kali orang mencampuradukkan istilah "orang ahli* dan "saksi ahli".
Orang ahli adalah orang yang menguasai dan kompeten dalam suafu
cabang bidang limu pengetahuan tertentu, Adapun seorang ahli mungkin
- ' S4ja menjadi seorang saksi, tetapi apakah saksi itu ahli atau tidgk dalarrT
Suatu. cabang bidang ilmu pengetahuan, tidak menjadi soal. Seorang ahli

—

.32). Soedikno ‘.Mertokoesoer;\o. Hukum Acara Perdata (Kuliah Kerja) Yayasan Badan
- Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta. 1964. hh, 3435
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saksiannya itu tida 3
pun ke y k ada hubungan_

perbedaan esensial antara seorang ahli g ..
- - se. |
li memberikan keterangan befdaS:“ |

LY r. -

kirannya, sedangkan seorang saksi mempg,; |

a menjadi gaksi walau

liannya.
h bahwa seorang ah

dapat saj
~ nya dengan keah
orang saksi adala ;
an pl

kan ilmu pengetahuan d .
kan keterangan berdasarkan pengalaman atau pancaindra.
| ’

ra di muka persidangan, majelis hakim mungy,
akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan iy,
yang dimilikinya sebab majelis hakim bukan ahli dalam segala hal, ge.
bagai contoh, majelis hakim tidak dapat mengetahui kualitas sejenis o
kalau tidak mendengar keterangan ahli farmasi, majelis hakim tidak dapat

- memastikan kehamilan seorang

Ketika pemeriksaan perka

wanita kalau tidak mendengar keterang.

an seorang dokter ahli kandungan, atau majelis hakim tidak dapat me.
nentukan sebab kematian seseorang kalau tidak mendengar keterangan '-

seorang dokter ahli forensik (visum et repértum).

" Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu hal yang tidak

mungkin diketahui oleh majelis hakim berdasarkan ilmu yang dimilikinya, -

majelis hakim dapat memerintahkan kepada seorang ahli dalam bidang-
nya agar memberikan keterangan/pendapatnya tentang peristiwa yang di-
perkarakan, baik atas permintaan salah satu pihak maupun karena jabat
;ar:)r.\ya. Sebelun.1 seorang ahli memberikan keterangan/pendapatnya, ter-
t:r;:gciai?ulu dd|a harus m?ngucapkan sumpah promisor sehingga ke-
e Z:: :;at yang diberikannya itu adalah keterangan di bawah
S ”’san gt pe'::i':;nundang-undang. Keterangan itu dapat diberikan
ey gan. atau secara tertulis yang diserahkan kepada
. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, tidak boléh

didengar sebagai ahli ieli

e agpat SZO?::' a!:f- Majelis hakim tidak diwajibkan untuk mengikuf

i < g ahli apabila keterangannya itu b ke:
reiva angannya itu berlawanan dengan

Seorang ahli tidak sama den

ketahui dari urajan berikut ini,gan seorang saksi, perbedaan itu dapat d

P |
8sal 154 HIR atau Pasal 181 RBg

i
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a. Dapat tidaknya digant|

Seorang ahll dapat diganti dengan BOOTANG Al yang Tl dal

bidang keahllan yang sama karena Bootang ahl ”“’“'l“'“lu.,',' ;'uu
terangan berdasar pada llmu yang dimitikinga. S001aNg skl N«l"l,l«
dapat diganti karena bukan menyangkut kecnl A

b. Keterangan yang diperlukan

Seorang ahli dimintali keterangan tentang hal yang diawasi/dilihat-
nya dalam persidangan saja. Seorang saksi mengonal peristiva
yang terjadi sebelum perkara disidangkan.

c. Alat yang digunakan

Seorang ahli memberikan keterangan berdasar pada iimu pengo-
tahuan yang dimilikinya., Seorang saksi berdasarkan pancaindra-
nya, yaitu apa yang dilihat, didengar, dan dirasa.

d. Tujuan prosesual
Seorang ahli dipanggil ke persidangan untuk memberikan pertim-
bangan mengenal suatu peristiwa. Seorang saksi dipanggil untuk
memberikan informasi baru guna menambah atau melengkapi in-

formasi yang sudah ada.

Dalam praktik hukum, apabila majelis hakim memutuskan perkara ber-
dasar pada keterangah seorang ahli, keterangan ahli tersebut sama ke-
kuatannya dengan pembuktian saksi, jadi sebagai alat bukti. Pengadilan
Negeri Surabaya pernah memberikan ketetapan atas permohonan seorang
janda yang ingin kawin lagi sebelum masa tunggunya habis, dengan men-
dasaﬂgan ketetapénn'ya pada keterangan seorang dokter ahli kandungan,
apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.

~ Dalam ko%slderans penetapannya, Pengadilan Negeri Surabaya menyata-
kan;
"Menimhang bahwa demikianlah pengadilan negeri dengan me-
"yampingkae: hél-hal yahg dimaksud dalam undang-undang yang
v V 145
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i berlaku dan dongan adanya surat kotorangay, okt
kin mcukup mempunyai alasan untuk mengabulkar [mr.'nuhonld :
g::i‘ohon pahwa dia sebelum melampal batas waktu 50 1, ™

’ . ar| 8 : J
telah perceralan, d/perkenankan/drborl Izin untuk meonikat Jaagyl » L

e

Berdasarkan konsiderans penetapan seperti tersebut di atay, folaghg

bahwa majelis hakim telah mendasarkan ketetapannya pada Kotorangg, ;ﬁ"}
- seorang ahli sehingga keterangan ahli mempunyai kekuatan buky Samg
dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang.

D. ALAT BUKTI PRADUGA
1.  Arti Praduga

Hukum acara perdata mengatur praduga (vermoeden, conjecture), Akan

tetapi, tidak menjelaskan arti praduga itu. Hanya dijelaskan bahwa pra.
duga dapat digunakan sebagai alat bukti apabila berarti (penting), ter.
tentu, dan satu sama lain terdapat kesesuaian.>* Namun, dalam Kitab ,
Undang-Undang Hukum Perdata. (KUHPdt) Indonesia ditentukan bahwa
praduga adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau majelis hakim
ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa
yang tidak diketahui umum.?® Berdasar pada ketentuan tersebut, praduga
hanyalah kesimpulan belaka dari ketentuan undang-undang atau kesim-

pulan majelis hakim tentang suatu peristiwa yang sudah jelas ke arah
peristiwa yang belum jelas.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata Indonesia, Wirjono
Prodjodikoro berkesimpulan juga bahwa praduga itu bukanlah alat bukti.
Menurut beliau, yang dijadikan alat bukti itu sebenarnya bukan praduga, |
melainkan alat bukti lain, misalnya, kesaksian, surat, atau pengakua? -
suatu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang 921
nyata, misalnya, karena ada peristiwa A dianggap juga ada peristiwa B.

a2

34) Pasal 173 HIR atay Pasal 130 RBg.
35) Pasal 1915 KUHPdt Indonesia,

146 ia
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Tentang Pembuktian

T

Kesimpulan ini dapat ditarik oleh undang-undang sendiri atau oleh majelis
. 36
hakim.

2. Penggolongan Praduga

pasal 1915 KUH Perdata Indonesia mengatur tentang praduga menurut
undang-undang dan praduga tidak menurut undang-undang, sedangkan
Pasal 173 HIR atau Pasal 130 RBg. hanya mengatur praduga yang tidak

berdasar pada undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum, pra-
duga digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Praduga menurut hukum (rechtsvermoeden, legal conjecture).

b.  Praduga menurut kenyataan (feitelijk vermoeden, factual conjecture).

Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, yang perlu diperhati-
kan adalah praduga itu punya arti penting, saksama, dan tertentu serta
antara satu sama lain ada kesesuaian.3” Maksud ketentuan ini adalah me-
larang majelis hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasar pada pra-
duga yang berdiri sendiri lepas satu sama lain dan melarang mendasar-
kan putusan hanya pada satu praduga.

Majelis hakim boleh menarik kesimpulan bahwa telah terjadi suatu pe-
ristiwa berdasar pada peristiwa-peristiwa lain yang telah terbukti menurut
hukum. Namun, pembuktian dengan praduga menurut kenyataan tidak
bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan majelis hakim untuk
menggunakan atau tidak. Lain halnya dengan praduga menurut hukum
(undang-undang), yang mempunyai kekuatan bukti bersifat memaksa ka-
rena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang sebagaimana
diatur dalam Pasal 1916 KUHPdt Indonesna jadi majelis hakim terikat
 kepadanya,

Menurut ketentuan Pasal 1916 KUHPdt Indonesia, praduga yang berdasar
‘pada undang-undang adalah praduga yang dihubungkan dengan perbuat-

36) Wirono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Penerbit Sumur.
Bandung. 1962, h, 91.

. ®7) Pasal 173 HIR atau Pasal 130 RBg,
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1 tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan khygys ““d.an‘g» i
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undang. Praduga semacam itu, antara lain: "

;   :4
Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang kareng i

buatan itu semata-mata berdasar pada sifat dan wujudny, diy
gap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan UNdang,'?

a.

BNTERTIES

undang.38

b. Pernyataan undang-undang yang menyimpuik'an adanya hak mmk‘.,_:f
¢ atau pembebasan utang dari keadaan tertentu.*

‘¢. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang pada suaty Putusap
majelis hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap,

d. Kekuatan'yang diberikan oleh undang-undang pada pengakya,
atau pada sumpah salah satu pihak.*!

i I I S i S 2, il o A Kbt 2 e el

E. ALAT BUKTI PENGAKUAN

1. Pengakuan di Persidangan

ity A SO Vel
PRGN PEAE S S S SO

- Pembuktian dengan pengakuan (bekentenis, confession) diatur dalam
hukum acara perdata Indonesia.*? Pengakuan yang diucapkan di muka
sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang
memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan per
antaraan orang.lain yang dikuasakan untuk itu.*® Ini berarti jika tergugel |
telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan peng-
gugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabut |

38) Contohnya baca Pasal 75 dan 539 KUHD serta Pasal 183 dan seterusnya, 9“5
dan 1681 KUHPdt Indonesia, 4

39) . Contohnya baca Pasal 189, 165, 633, 658 dan seterusnya, 662, 664, 831, 1394.','
1439, dan 1769 KUHPdt Indonesia.

40)

Con_iohnya baca Pasal 1919 dan seterusnya KUHPdt Indonesia.
J 4{) Contohnya baca Pasal
: set?rusnya KUHPdt In

42) ‘Pag

dan
1569, 1602, 1700, 1923 dan seterusnya, dan 1028

donesia, .
Pasal 174—176 HIR atay Pasal 311—313 RBg.

PasalA174 HIR atau Pasa) 311 RBg

ne
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kan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan
tetapl, KUHPdt Indonesia membolehkan menarik kembali pengakuan yang
1elah diberikan di persidangan karena kekhilafan,*4

Kekuatan bukli sempurna pada pengakuan sebenarnya tidaklah mutlak
sebab bagaimanapun keyakinan majelis hakim dalam menilai benar tidak-
nya pengakuan tergugat, tidak boleh diabaikan. Meskipun diakui bahwa
penyelesaian perkara perdata tergantung pada pihak-pihak yang berper-
kara tentang kebenaran sesungguhnya perlu diperhatikan juga jangan

sampal pgngadilan dijadikan arena pelanggaran hukum secara resmi ka-
rena kelihaian pihak-pihak.

Sebagai contoh, jika suami istri sudah bosan hidup bersama dalam per-
kawinan, ingin bercerali, tetapi tidak ada alasan. Kemudian, bersekongkol
agar suami mengajukan gugatan perceraian berdasarkan perzinaan,  de-
ngan menghadirkan saksi yang telah dimufakatkan terlebih dahulu. Dalam
pemeriksaan di muka sidang pengadilan, istri mengakui semua yang di-
gugatkan suami dan saksi-saksi membenarkan dalam kesaksian mereka
sehingga majelis hakim memutuskan perkawinan bubar karena pengaku-
an merupakan alat bukti sempurna.

Banyak peristiwa hukum dalam yurisprudensi yang membuktikan peng-
akuan yang diberikan tergugat bertentangan dengan kebenaran, bahkan
merugikan pihak lain. Contohnya, putusan Landraad Padang 29 April 1931
(T.134 hln';.703), seorang Mamak kepala waris sebagai tergugat meng-
akui tuntutan penggugat tentang barang harta pusaka dari kaum Mamak
kepala waris tersebut sehingga karena pengakuan itu barang tersebut
Jatuh kepada penggugat karena sekongkolnya dengan tergugat Mamak
kepala waris. Contoh lain lagi, putusan Landraad Kediri 10 Agustus 1933
(T.143 h. 230). Dalam perkara tersebut proses yang dijalankan antara ke-
dua pihak itu dengan maksud merugikan pihak ketiga. Hakim tidak me-
nerima pengakuan tergugat.*®

——

. 44) Pasal 1926 KUHPdt Indonesia, tetapl ketentuan semacam ini tidak diatur dalam
HIR atau RBg.

- 48)  Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Penerbit Gita Karya. Jakarta.
1963, h. 80,

Hukum Acara Perdata Indonesia -



W .
Lcapkan di muka persidangan dapay

di . . pa
n yang pengakua" tertulis yang d'bacakan & Pey

a

ula

n dapat PU= 2 seluruh

da fatnya membenarkan atau Sa|ah g

on. Pengakuan r: 28 dikemukakan oleh penggugat, Pengay,
hubungan huku an yang berhubungan dengan Persg|

engakU ; ; iy
maksud aia:,?:esasaikan oleh pihak-pihak itu sendiri 46 Denga
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jika ada e Jkuan yang dimaksudkan itu dan adalah Wajar apabi, ak.tef.
masuk ?:"f  enerima pengakuan semacam itu karena Pada haki':a;%
hakim tida o perselisihan. Pengakuan yang diberikan oleh tergugg daTnya
tidak terdap mempunyai kekuatan bukti sempurna. Oleh karp, o ajﬁm
il dak dapat ditarik kembali. Wy
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isihan
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perselisi .
jika pengakuan tersebut ti

Menurut ketentuan KUHPdt Indonesi.a. pengakuan dapat ditarig ke
jika ada kekhilafan. Akan tetapi, kekhilafan yang menyangkut soy Ny
tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan Die
praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah Pady
penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.*’

Mbg;

Pengakuan di muka persidangan dapat juga diwakilkan, artinya diucp
kan oleh orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu dengan surat kuags
‘khusus. Surat kuasa khusus untuk mewakili perkara belum cukup
dipakai sebagai kuasa mengucapkan pengakuan. Hukum acara perdats
Indonesia mengétur juga pengakuan di luar sidang pengadilan; tetapi b
'nya mengenai pengakuan lisan. Kekuatan bukti pengakuan lisan di lu
sidang pengadilan diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Karena haki
tidak mendengar sendiri, diperlukan alat bukti lain, yaitu alat bukii saks.
Berdasar pada keterangan saksi, majelis hakim dapat menilai pengakuet
lisan di luar sidang, apakah mempuhyai kekuatan bukti sempurna 8
tidak. Ketentuan ini tidak menyinggung pengakuan tertulis di luar SN
karena pengakuan tertulis digolongkan sebagai alat bukti surat.

, s
46) :ssal_174 HIR atau Pasal 311 RBg. adalah pengakuan dalam perkar porsel®

*7)  Pasal 1926 KUHPGt Indonesia.

48)  Pasal 175 HIR, atay Pasa

1312 RBg.
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o, Pengakuan yang Tidak Dapat Dipisah

Setiap pengakuan harus diterima seluruhnya dan majelis hakim tidak b

wenang menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya se?wi .
merugikan pihak yang mengaku, kecuali bagi orang yang berutang de:gga
maksud akan membebaskan dirinya, telah menyebutkan peristiwa iy
ternyata tidak benar.*® Pengakuan yang dimaksud ini adalah pen azzzg
tergugat yang ditambah dengan keterangan yang bersifat menyf:-,mgkarl1
yang akan melumpuhkan gugatan Penggugat. Jadi, mirip dengan penyang:

kalan beralasan. Keterangan yang bersifat menyangkal itu ada dua ke-
mungkinannya, yaitu:

a. pengakuan dengan kualifikasi dan
b. pengakuan dengan klausul,

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang isinya tidak sesuai
dengan gugatan penggugat. Misalnya, penggugat mengatakan dalam gugat-
annya bahwa tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00.
Tergugat menjawab, benar bahwa ia telah meminjam uang kepada peng-
gugat, tetapi hanya Rp8.000.000,00. Pengakuan ini sebagian sesuai dan
sebagian lagi tidak sesuai dengan gugatan penggugat.

Pengakuan dengan klausul adalah pengakuan yang disertai keterangan
tambahan. Misalnya, penggugat mengatakan dalam gugatannya bahwa ia
telah meminjam uang Rp10.000.000,00. Tergugat menjawab, benar bahwa
ia telah meminjam uang pada penggugat sejumlah Rp10.000.000,00, te-
tapi sudah dibebaskan oleh penggugat. Pengakuan tergugat ini sesuai de-
ngan gugatan penggugat, tetapi ditambah keterangan yang bersifat me-
rintangi gugatan penggugat tersebut.

Pengakuan yang ditambah dengan keterangan yang bersifat menyangkal,
baik dengan kualifikasi maupun dengah klausul tidak boleh dipisahkan.
majelis hakim harus menerima keseluruhan pengakuan. Ini disebut peng-
akuan yang tidak dapat dipisah (onsplitsbaar, unseparable). Jika tergugat
mengajukan pengakuan dengan keterangan yang bersifat menyangkal,

49)  Pasal 176 HIR atau Pasal 313 RBg.
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bukti tidak benar itu. Dengan pemisahan itu, pengakuan tergugal
i dan mempunyai kekuatan bukti sem-
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berdiri sendiri. Jike
ktikannya Jike
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jika ter
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menjadi pengakuan murn
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oleh‘pc'enggugat sebag_ai tidak benar, menjadi
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50) Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg.
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erdasarkan dua kemungkinan cara Penyelesaian di atas inj. kemungkin-
an kedua lebih layak. Namun, terserah kepada majelis hakim untuk me-
nilai dan mempertimbangkan pihak mana yang lebih layak dibebani pem-
buktian menurut kenyataannya, Kebebasan majelis hakim untuk memisah-

kan atau tidak memisahkan antara pengakuan dan keterangan tambahan
tergugat itu diakui juga oleh hukum adat,

F. ALAT BUKTI SUMPAH

1. Rumusan Sumpah

Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur tentang sumpah sebagai alat
bukti, tetapi dari lima pasal yang mengatur sumpah tersebut, tidak satu
pasal pun yang merumuskan pengertian sumpah.3! Kamus Umum Bahasa
Indonesia Poerwadarminta merumuskan sumpah sebagai pernyataan
yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau
sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu
benar. Fokus rumusan ini adalah unsur benar atau tidak benar dan unsur
melakukan atau tidak melakukan.

Unsur pertama menghasiikan sumpah yang berisi keterangan bahwa se-
suatu itu benar atau sebaliknya tidak benar. sumpah ini disebut sumpah
konfirmator (confirmatoir eed, confirmatory oath). Sumpah konfirmator me-
rupakan alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata Indonesia.*?
Unsur kedua menghasilkan sumpah yang berisi suatu janji untuk melaku-
kan atau tidak melakukan sesuatu. Sumpabh ini disebut sumpah promisor
(promissoir eed, promissory oath). Sumpah promisor bukan alat bukti, me-
lainkan sumpah yang bersifat prosesual yang diperlukan dalam acara pe-
meriksaan di muka sidang \pengadilan.

_51) Sumpah diatur dalam Pasal 155—158 dan 177 HIR atau Pasal 182—185 dan 314
~ RBg.
52) Pasal 155 dan 156 HIR atau Pasal 182 dan 183 RBg. tentang sumpah konfirmator.
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irmator maupun sumpah. promisor MeMpun, )
kepercayaan. Artinya, Slap? yang telan mengu,:t’*‘
. —emberikan keterangan yang tidak benar ( dusta) dw
o atau kutukan dari Tuhan. Biasanya orang
n sumpah untuk meneguhkan keterangannya ki b%j
& dak benar, apalag memberikan keterangan dusta. Hukum acars {
sia mengatur tentang sumpah pelengkap/tambahan (SUPDIeb;,::
mmemary oath) dan mengatur tentang sumpah pemuty Shhenent /

) 53
sisoir eed, decisive 0ath):

o,

=

Yang Te'}-‘.
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2. ~Sumpah Konfirmator

Sumpah konfirmator meliputi sumpah pelengkap dan sumpah pems,
majelis hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepz,
salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi alat bukti yang sy
ada agar perkara dapat diputuskan atau agar dapat menetapkan sejumz
uang yang akan diperkenankan. Sumpah pelengkap merupakan alat bue
ddrurat karena tidak ada alat bukti lain yang lengkap. Supaya dapat dip=
rintahkan bersumpah pelengkap kepada salah satu pihak, harus ada pe-
mulaan pembuktian terlebih dahulu. Karena tidak lengkap, lalu dimintaka
sumpah. Dengan sumpah itu perkaranya menjadi selesai. Kepada pha
mana sumpah pelengkap itu diperintahkan, terserah pada pertimbang
majelis hakim. Jika majelis hakim merasa kurang yakin pada pihak y&%
berperkara, lebih baik majelis hakim tidak usah menggunakan sums"
tetapi menolak saja gugatan yang bersangkutan.

Pas'a! hukl.xm acara perdata Indonesia yang mengatur sumpah pezengfﬁ?
rp:g:;:miuﬂa ool ta_lks"a" (schattings eed, appraising 0ath) H:';
Rl p: kzlm dari kalimat akhir pasal tersebut, yaitu “agar dapa N
nuntut Setusrer:lar: ah uang yang akan diperkenankan". Biasanya yangw

‘ uang tenentu adalah penggugat. Untuk menentuka” o
ntut oleh Penggugat layak atau tidak jumlahny? o ;

zhn uang yang dity
k¥
_Penaksiran, Penakslra_n saja dipandang belum terbukli dengan &

5 ¢
HIR atay Pasal 182 RBg. mengatur sumpah Pe'e“gkapmm
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meyakinkan. Kemudian, majelis hakim memerint

persumpah bahwa jumlah uang yang ditaksir ity
hakim dapat menjatuhkan putusan,

T

T

ahkan pehggugat untuk
layak sehingga majelis

o

Apabila tidak ada keterangan atau samg sekali tidak ada alat bukti lain
untuk meneguhkan tuntutannya, salah saty pihak dapat meminta kepada
lawannya gntuk bersumpah di muka persidangan agar dengan sumpabh itu
. perkara dapat diputuskan, asalkan sumpah itu harus mengenai perbuatan
| yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disurub bersumpah. Jika perbuat-

an dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak yang dimintakan bersumpanh,
. tetapi tidak bersedia bersumpah, dapat mengembalikan sumpah kepada
: lawannya, atau sie}pa yang menyuruh bersumpabh, tetapi sumpah itu di-
'©  kembalikan kepada lawannya dan dia tidak mau bersumpah, dia harus di-
kalahkan. Sumpah ini lazim disebut sumpah pemutus.5*

e

—

. Akibat hukum sumpah pemutus ialah perbuatan yang dimintakan sumpah
itw merupakan bukti yang menentukan. Bahkan, jika perbuatan yang di-
. mintakan sumpah itu tidak benar, hal itu tidak akan menghilangkan akibat *
hukum dari sumpah pemutus. Dengan sumpah pemutus, perbuatan yang
. dimintakan sumpah menjadi pasti. Akan tetapi, jika sumpahnya itu palsu,
hal tersebut merupakan wewenang jaksa untuk menuntut pihak yang ber-
- sumpah palsu berdasarkan Pasal 142 KUHP. Jika pihak awan menolak
. sumpah pemutus yang dimintakan kepadanya, kebalikan dari isi sumpah
s dianggap benar. =

Sumpah pemutus bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang
diperiksa. Oleh karena itu, sumpah pemutus harus bersifat litis decisoir,
E artinya bersifat memutus atau mengakhiri perkara. Dalam hal ini, majelis
hakim perlu mempertimbangkan benar-benar apakah sumpah yang di-
. Mintakan itu sudah bersifat litis decisoir sehingga dengan bersumpah itu
. Perkara menjadi selesai. Jika menurut pertimbangan majelis hakim sudah
| bersifat /itis decisoir, majelis hakim segera memerintahkan pihak yang di-
minta untuk mengucapkan sumpah. Jika menurut pertimbangan majelis
hakim sumpah pemutus yang dimintakan itu tidak akan menyelesaikan

) Pasal 156 HIR atau Pasal 183 RBg. mengatur sumpah pemutus.

P e ' i
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perkara, majelis hakim lebih baik menolak sz
pemutus dapat cﬁa;ukan dalam setiap Saat g
an perkara, bahkan di muka persidangan tin
masih dapat diajukan 5°

ja Wntuta, tere.
€lamg ber'a!an:-tﬁ' Sy,
‘:/a o
gkat baﬂdin . Pery -
9 Sump;. e,
- Rumusan sumpah pemutus diusulkan oleh pihak Yang me
pah. Apabila rumusan itu tidak memenyp; Syarat ungs ‘;m
majelis hakim dapat membanty menyusun

dapat dinyatakan litis decisoir. Bunyi rumusan Sumpah Pemur .« S
i E:
bagai berikut: )

“Saya bersumpah bahwa benar Saya telah mepp -
belian barang yang disengketakan, * o

3.  Sumpah Promisor

- Lain dengan Sumpah konﬁrrﬁator, sumpah promisor tidak d‘m”"‘%“_"”“ff
untuk diwakikan kepada pinak Jain, tetapi harus diucapkan sendii

8 P@.157H'Rahqu1uRag

5,7),-P==al1samna:aupasmssgag

s WWWRMPasmauaag; i ' ‘
Sgnent s T A el
‘15_6 e : : YT perdata | |



- Hukum Acara Perdata Indonesia

- e - Tentang Pembuk'lian
.o
| g akan dimintakan ketera i s
’ ngan ity Alaaannya adalah Sumpah

-<or merupakan sumpah Prosesual, artinya Sebelum Seseorang gj
;,.g; 12i keterangannya di persidangan mengenai suaty peri S o

h promisor berisi pernyataan untuk memberikan ¢
enarnya dan-tidak lain dari sebenarnya mengenai

gumpah promisor pada umumnya Menyangkut kepercayaan atay agama
yang dianut secara pribadi oleh yang bersangkutan. Oleh Karena itu, pi-
hak yang bersangkutan hanya mungkin mengucapkan sumpah menurut
agama/kepercayaannya. Bagi Peénganut agama Islam, juru sumpah me-
nempatkan Kitab Al-Quran di atas kepala yang mengucapkan sumpah.
Sumpah itu berisi kata-kata:

‘Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan ke-
terangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan
mendapat hukuman (kutukan) dari Tuhan Yang Maha Esa.”

Bagi yang menganut agama Nasraqi (Kristen) sumpah diucapkan sambil
berdiri dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah ke atas. Sum-
pah tersebut berisi kata-kata:

"Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang
sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya mem-
berikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapat hukum-
an (kutukan) dari Tuhan Yang Maha Esa.”

- G. PEMERIKSAAN DI TEMPAT

Peméfiksaan di tempat (plaatselijke onderzoek, site visit investigation) di-
lakukan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi objek perkara, yang
tidak dapat dibawa ke persidangan, misalnya, keadaan pekarangan atau

ba“OUnan. Pemeriksaan di tempat dilakukan oleh majelis hakim dengan
i

%) Pasal 147 HIR atay Pasal 176 RBg.
Do, ORI
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1_‘e7ntrang pembuktian .

alam melakukan pemeriksaan di tempat, Panite

ra membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh majg;
’ 60

hakim dan panitera yang bersangkutan. Berdasar pada hasil pemerigg,

an di tempat, majelis hakim memperoleh kepastian tentang peristiwg yang

dikemukakan di persidangan. Hasil pemeriksaan di tempat yang dituang.

kan dalam berita acara pemeriksaan itu merupakan bahan resmi sehingg

menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan

dibantu olen panitera. D

iy, T

yang tepat.

Apabila benda objek perkara yang akan diperiksa terletak di luar daerah ;

hukum tempat kedudukan pengadilan, ketua majelis hakim dapat meminta

kepada pengadilan neger setempat agar melakukan atau menyuruh me-
lakukan pemeriksaan itu dan menginmkan secepat-cepatnya berita acara

pemeriksaannya.

® &k 2 & R ¥

60) Pasal 153 HIR
atau Pasal 180 RBg. tentang pemeriksaan di tempat.
158 i
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Keputusan Pengadilan

BABV
KEPUTUSAN PENGADILAN

A. TUGAS HAKIM SELESAI PEMERIKSAAN PERKARA

1. Penemuan Hukum

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan
semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana
yang tidak penting. Berdasar pada hasil pemeriksaan, majelis hakim:

a. Berusaha menemukan peristiwanya (feit vinding, fact finding).
b. Mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa.

c. Menentukan peraturan hukum yang menguasai peristiwa yang ter-
jadi.

d. Menentukan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran
hukum atau bukan pelanggaran hukum.

e. Menetapkan temuan hukum (rechtsvinding, law finding) dalam putus-

an majelis hakim yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi
merupakan bentuk pelanggaran hukum, atau bukan bentuk pelang-

garan hukum.

f.  Menetapkan jenis hukuman (sanksi) yang dibebankan oleh majelis
hakim jika peristiwa itu bentuk pelanggaran hukum atau jika peris-
tiwa itu bukan pelanggaran hukum, membebaskan dari hukuman

(sanksi).
Tugas menemukan hukum yang tepat, yang menguasai perkara antara

kedua belah pihak, merupakan tugas yang tidak mudah bagi pengadilan
perdata. Walaupun dikatakan hakim dianggap mengetahui hukum, pada

' Hukum Acara Perdata Indonesia 159



ngadnﬂn

oputusen =
k men getahUI semua hukum Karena hU"Umt o

hakikatnyat:’:u:f:adan idak tertulis. Mungkin hakim mengey
peraturan cun tertul Is. tetapi tidak mengetahui semua Deratih
idak tertulis Y&n9 . di suatu tempat. Namun begity, hak:a "'U
iapa Yang benar/berhak dan siapa yang yiq
ntuk mengetahui peraturan hu:lk t.
jelis haklm dapat memanggil seofangu ‘3'1-,
Pen,

berlaku, MaJ
engena| peraturan hukym Van G
Il

tertulis yang
keterangannya m

adat guna didengar

laku di tempat itu.
erkara meIaIun advokatnya
p Yy senng menge u(

eraturan hukum yang menguasai perkaranya guna me
P mbantu Mg
hakim dalam menemukan hukum yang tepat. Berdasar pada doky;
hukum bahwa hakim dianggap mengetahw hukum, majelis hakj Mr
memerhatikan peraturan hukum yang dikemukakan oleh para i:'“"q;
bagai dalilnya, antara lain: S
a. hukum perundang-undangan;
b. hukum adatyang berlaku (peraturan desa, marga, nagari, danl
' » danan-

para pihak yand ber

lain);
c. yurisprudensi (judge made law), dan
d. kepatutan (equity).

ijatqtan ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPdt Indonesia. Semuanjz =
adalah sumber bagi majelis hakim untuk menemukan hukum.

Haki

dan E:;Zii?;lp?\::ga‘; hukum dan keadlan wajib menggel, mEr?

masyarakat1 Ini ber:;rrt]ll li“aI':i\:v"{a(udna]Ie:i an rasa keadlan yang f 0

tidak tertulis (hukini*adat), h - gl mengerd MI

hidup dalam ‘masyarak akim adalah penggali nilai-nila hukumb

,.‘Untuk itd haklm haru: at dan merumuskan lewat putusan- putusa™
us terjun ke tengah masyarakat guna mengeﬂ

rasakan, d
an menyel
ami per
*dalam masyarakat. perasaan hukum dan rasa keadilan yang P

: 28 ayat (1‘ ' i
hakiman, ) Undaﬂg-Undang Nomor 4 Tahun 0004 tentang Kekuds?

‘ R . t Indo‘“"éji
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Ny

e T
T

9.  Fungsl Yurisprudensi (Precedent)

Aunghin di kemudian hati terjadi lagi perkara antara pihak-pihak yang me
n)em&\’*i'k““k"‘.'“ yang sudah permah diputus dahulu, Apabila putusan yang
gahulu itu sudah mewujudhan rasa keadilan, tidak ada alasan bagl majolis
hakim untuk memutuskan lain daripada yang dahulu pernah diputuskannya
parhadap parkata yang timbul kemudian. Dalam keadaan demikian, secara
yuridis dikatakan sudah ada suatu yurisprudensi (Precadent), yaitu putus-
an majelis hakim dalam petkara demikian itu, Yurisprudensi (precedent) itu
boleh diikuti oleh majelis hakim yang akan mengambil putusan kemudian,
tetapi itu bukan suatu keharusan, Keadaan ini berlaku di Indonesia.

Lain halnya di Inggris dan umumﬁya di negara-negara Anglo Saxon tér-
masuk Amerika Serikat. Di sana para hakim terikat pada putusan peng-
adilan yang lebih tinggi dan pengadilan yang sejajar yang sudah ada lebih
dahulu. Asas ini disebut the binding force of précedent. Dengan demikian,
di negara-negara tersebut terjadi judge made law atau case law.?

Di negara Belanda pengadilan bukan sumber hukum dalam arti formal.
Namun, pengadilan sangat membantu dalam pembentukan hukum. Atas
dasar ini pengadilan tidak terikat pada putusan pengadilan lain dan putus-
an pengadilan yang lebih tinggi. Akan tetapi, biasanya pengadilan selalu
memerhatikan dan mengikuti putusan yang telah pernah dijatuhkannya
sendiri dan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung selalu
diikuti karena hasil koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan. Dengan
demikian, putusan Mahkamah Agung dianggap benar atau tepat. Keada-
an ini diikuti pula di Indonesia.

Sebaikhya pengédilan selalu memerhatikan dan mengikuti putusan yang
sudah pemah ada terutama putusan‘pengadilan atasan. Apalagi, jika
pengadilan ragu-ragu atau menghadapi perkara yang sulit dan rumit,
Pengadilan perlu mencari dukungan pada putusan-putusan yang telah ada
mengenai perkara yang sama. Selain itu, juga untuk menghindari ke-

*

2)  Koesoemadi Pc;edj.osewo]o. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Penerbit
PD Aksara. Jakarta. 1971. h. 28.

'—--._ﬁ_g ’ ¥ "
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Keputusar pengadilal \ |
 outusan pengadilan yang saling bertemangant |
]

di put mengenai perk g,
dilan atasan g perkara yang g, G
ama

dengan putusan F=" akan menghilangkan kepastian hukum g,
anp,

| "
tinggi dan 192 menyangkut martabat pengagijg, bavp“u:.
ya memerhatikan petunjuk yang diberikan oleh pengaah..
‘ aci

an yand lebih :
utusannya. e

yang seharusn
n melalui putusan-p

«im itu menggali, mengikuti, dan memahap; .
dalam masyarakat, pengadilan boleh menyimpan;ia
putusan terdahulu atau puttisas Pengadilan.yang Iebih_tinggi fika menj't:‘
keyakinannya putusan-putusatj itu sudah tidak sesuai dengan “”ai.n:;:‘
hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengap dem.;;‘.
- an, pengadilan terus-menerus mengikuti pertumbuhan dan perkembang,
hukum dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan KMz
masyarakat itu sendiri. Hal yang dulu tidak dapat diterima, mungkin gy
dapat diterima pada waktu sekarang jika masyarakat sendiri menghendaﬁ-
nya. Hal yang demikian tidak mustahil pula dapat menyingkirkan keten;
an hukum tertulis yang sudah ada, yang dirasakan sudah tidak sesuaily
" dengan keadaan pada waktu sekarang. Tugas pengadilanlah untuk mg.
netapkan hukum yang demikian.

atasa

Namun, karena ha
hukum yang hidup

B. JENIS PUTUSAN PENGADILAN

Apabila pengadilan'telah mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah me
nerflukan hukumnyf\. dia segera akan menjatuhkan putusan. Dalam pulue:
an itu, pengadilan wajib mengadili semua bagian gugatan penggugel
sefnua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarli perd
::ﬂsgnr;a;r:sar:\imberikan ?utusan secara nyata untuk setiap bagia" tuntui:
~ hadap hal ia‘:‘ t:n tet’f\Pl. pengadilan dilarang menjatuhkan putusan tezl
tuntut. Misainyg - dak dituntut atau mengabulkan lebih dari 8P yang ~a
tetapi “dak men’u Penggugat menuntut agar tergugat membayaf utangfzsl
kan menghukum r:tut Jembayas b unga. Pengadilan tidak boleh mem“ng‘
nya. Contoh Jajn |'a::_g':2:t -memba)/?f. utangnya ditambah denga” buutang‘
-9 Penggugat menuntut agar tergugat membayé'

.1 62 d Oﬂesi‘
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P Keputusan Pengadilan

Gk pengadilan tidak boleh memutuskan menghukum te

o rgugat agar me-
i yerahkan barang milik tergugat kepada penggugat. aar e

pengadilan karena fungsinya wajib melengkapi dasar hukum yang tidak
dikemukakan oleh kedua belah pihak. Pengadilan dajam mempertimbang-
kan perkara yang dihadapi perlu menggunakan semua kaidah hukum yang
perlaku bagi perkara itu karena pengadilan mengetahui dasar hukumnya.
Misalnya, penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa tergugat te-
lah meminjam uang dari penggugat dan penggugat menuntut agar tergugat
mengembalikan uang pinjamannya tanpa menyebutkan dasar hukumnya.
Dalam hal ini, pengadilan melengkapi dasar hukumnya karena pengadil-
an mengetahui bahwa menurut hukum materiil (Perjanjian utang-piutang)
orang yang berutang wajib membayar utang.® ‘ |

1. Putusan Sementara

Ada kemungkinan sebelum menjatuhkan putusan akhir, pengadilan men-
jatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Putusan se-
mentara tidak diatur dalam HIR dan RBg., tetapi dulu hanya dikenal da-
lam BRv. Walaupun demikian, pengadilan negeri boleh saja memberikan ‘
putusan sementara yang sifatnya bukan putusan akhir karena hukum
acara perdata mengatur putusan akhir dan bukan putusan akhir (putusan
sementara).*

Walaupun harus diucapkan di muka Bersidangan; putusan sementara tidak
dibuat dalam putusan tersendiri, tetapi hanya ditulis dalam berita acara
persidangan. Jika. pihak yang berperkara menginginkannya, pengadilan
bOleh memberikan salinan_otentik berita acara sidang tersebut dengan
membayar biaya salinan. Putusan sementara hanya dapat dimintakan
banding bersama-sama putusan akhir. Contoh putusan sementara adalah
Putusan atas tuntutan pr:wisi, pemerikséan di tempat, dan pemisahan be-
berapa-gugatan, | : |

%) Pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 ayat (1) RBg.

4 Pasal 185 HIR atau Pasal 196 RBg.

H -
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Koputusnn Panuadllnn

Akhlr |

mengatm Hge janls putusan aky, It
Bl

h putusan kondemnator (Goyy,
'uh,‘

Putusan
ardata
utusan & but adala
zondemn rdict), putus
verdict) dan P

2.

Hukum acard P Jir |,

an deklarator (declaratoir vy, : g,
“; { %
tif (conamu!laf VOnnis, consiiy “hiry,
e Vi, /

¥

kondemnator
dalah putusan yang membebani pifay y

\ ,’I

(sanksl). Hukuman dalam perkarg ,,(,;‘;g

6,

ara pidana, Hukuman "fﬂﬁm:

!

putusan

an kondemnator a

Putus
perkara dengan hukuman
i:q&f

beda dengan hukuman dalam perk
ﬁf/;;,‘

perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibety,
all i)y

pengadilan. Menghukum artinya membebani kewajiban pada piq
ak i,
kalah perkara untuk. berprestasi kepada pihak yang menang 4
. 1GTegr,
Prestasi itu dapat berwujud memberi sesuatu, melakukan sesuaf Mg
' ' “l i'.’;_

tidak melakukan sesuatu.

Vi,

Putusan kondemnatdr adalah pengakuan atau pembenaran hak p,
gugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada o
akuan atau pembenaran atas suatu prestasi yang dituntut oleh pen r‘jw’.
Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh pengadilf;nJ:i
putysan kondemnator dapat dilaksanakan dengan paksaan (/or::ol AM
cut:e,. forcible execution). Bunyi dictum putusan kondemnat ’/" .
bagai berikut: ator adalah s

Mengadili:

menerima permohonan Penggugat

en '

Meng:ﬁ:lkan/menolak gugatan Penggugat. dst. --- dst. -
um Tergugat/Penggugat untuk dst. --- dst. -

Pemyataan "m 3

enerim
untuk diperiksa. dan df meme_nuhi persyaratan menurul undang i
mengakui hak penggu Putus di muka persidangan. Mongnbulkﬂﬂl i
artinya tidak meng akurga?;ua:?s suatu prestasi yang dituntutny? M
164 dak membenarkan hak |‘)t.)nggugm atas

o
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pun oleh .tergugat.

p. Putusan deklarator

putusan deklarator adalah putusan yang bersifat menyatakan huku ata

menegaskan suatu keadaan hukum Semata-mata. Dalam putusanrr;ni dilf
nyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau
tidak ada. Dalam putusan deklarator tidak ada pengakuan sesuatu hak

- atas prestasi tertentu. Umumnya putusan deklarator terjadi dalam lapang-

an hukum badan pribadi, misalnya, mengenai pengangkatan anak, ke-
lahiran, dan penegasan hak atas suatu benda. Putusan deklarator bersifat
penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena
tidak ada sengketa. Putusan deklarator seperti ini disebut deklarator murni.

_Bunyi dictum putusan deklarator adalah seperti berikut:

_Menetapkan:

Menerima permohonan Pemohon.
Mengabulkan permohonan Pemohon. ¢
Menyatakan, bahwa --- dst. --- dst. ---
Menyatakan pula, bahwa --- dst. --- dst. ---

Pemyataan, “menerima permohonan Pemohon” artinya permohonan pe-
mohon memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa
dan ditetapkan melalui persidangan pengadilan. Mengabulkan artinya
mengakui apa yang dimohonkan oleh pemohon., Menyatakan artinya ke-
adaan hukum tértentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada.
Jadi, fungsi pernyataan di sini adalah sebagai penegasan saja dari suatu
keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada.

€ Putusan konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusaﬁ yang bersifat menghentikan keadazjm.
hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini

Hul 165
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Keputusan pengad’® ' : \ I
tortentu dihentikan, atau ditimbulkgy, SUg

suatu keadaa" hUK;I:lnya- outusan pembatalan perkawing, fJ;:u -
an huku baru, n:janji n. Dalam putusan konstitutif tidak “'Der[ukpm"a-
gmbatalan Pn paksaan karena dengan diucapkannya putusant.m be,
laksanaan deﬂgahuku m lama berhenti dan timbul keadaan b, g,
kAbg> g?:;j;a:utusan konstitutif adalah seperti berikut: any
Contoh df
Mengadili:
Menerima gugatan Penggugat |
Mengabulkan gugatan Penggugat --- dst. ---
Membatalkan perjanjian --- d§t. --- dst. ---
Menghukum Tergugat untuk --- dst. --- dst. ---

Pernyataan menerima gugatan penggugat artinya gugatan penggugat
menuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan dipy,q
di muka persidangan. Adapun mengabulkan gugatan penggugat artpy
mengakui apa yang dituntut oleh penggugat. Sedangkan membatal,
~ artinya melenyapkan keadaan hukum lama dan menimbulkan keadaan

hukum baru. Menghukum artinya membebankan suatu kewajiban unti

berprestasi.

Persamaan antara ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah selalu ter
dapat pernyataan hukum. Adapun perbedaannya adalah putusan kon-
demnator menuju pada pelaksanaan putusan dengan paksaan apatia
pihak yang kalah tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Sedangkan
‘putusan deklarator dan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan de:

ngan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah mempunyai akbd
hukum., : \

C. ISIPUTUSAN PENGADILAN
‘Setiap butusan pen . l
dan didahului oleh

_,q'asarkan Ketuhana
tuap hakim Pengadil

gadilan yang berupa putusan akhir harus diskt®
kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadié" Be!-
N Yang Maha Esa”, Ini mengandung arti baht? ser'
ar_'.yang mengadili dan memutus perkara harus ¥
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!

aku adil dengan mengingat tanggung jawab diri sengiy; dan
awab kepada Tuhan Yang Maha Esa.® Segala putusan peng
lain harus memuat alasan dan dasar Putusan tersebut, me
pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang ber
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,
getiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua majelis hakim serta
anggota majelis hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta ber-
sidang. Pénetapan, ikhtisar rapat Permusyawaratan, dan berita acara pe-
meriksa;an sidang dit'andatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera
sidang. -

tanggung
adilan se-
muat pula
sangkutan

Setiap putusan pengadilan harus memuat ringkasan yang jelas mengenai
tuntutan dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan tentang pokok

perkara dan banyaknya ongkos perkara, serta pemberitahuan hadir tidak-

nya kedua belah pihak pada waktu putusan dijatuhkan. Dalam putusan

pengadilan yang berdasarkan peraturan undang:-undang tertentu, peratur-

an undang-undang itu harus dicantumkan. Putusan pengadilan ditanda-

tang,ani oleh ketua majelis hakim, anggota majelis hakim, dan panitera

sidang.”

-,

1.  Ringkasan Tuntutan |

Ringkasan tuntutan penggugat pada pokoknya memuat rincian yang sing-
kat, tetapi jelas mengenai apa yang digugat atau dituntut. Juga, memuat
identitas’ diri" kedua belah pihak seperti nama, umur, pekerjaan, tempat
tinggal, dan sebagainya. Pengertian yang digugat meliputi juga kejadian-
kejadian yang mendukung tuntutan. Dengan kata lain, memuat fundamen-
tum petendi dan petitum. Berikut ini dikutipkan contoh bentuk ringkasan
tuntutan penggdgat: |

—

5) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Ke-

 hakiman, ‘
8)  Pasal2g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 184 HIR atau Pasal 195 RBg.
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DEMI KEADILAN

ERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA Esa
B
, mengadili Perkara Pefdatad

ori di coeererseree
pengadiian NB: \olah menjatuhkan putusan sebagai bery,, alg,
tingkat pallalin T s . bertempat tinggal di y £l
ptara coesessets e e,
Pe:karc;l :n  Kecamatan ..o , Kabupaten/Kot,
Ke grahan e N
selanjutny@ disebut penggugat.. .................
’ MELAWAN
_____  bertempat tinggal di «.oceeeeeerens Kelurahan ........., Kecamgy,,
R | Kapupaten/Kota .....coee-e: , selanjutnya disebut Tergygy; .
... pengadilan Negeri tersebut; -z,

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi; ---......

surat perkara; -------=---=s=---seeen., -

TENTANG PERISTIWA-PERISTIWA

" ...... Menimbang bahwa Tergugat dalam surat gugatannya tanggal
.................. , yang ditandatanganinya sendiri dan’ bermeterai cukup,
mengajukan permohonan sebagai berikut: dipaparkan rincian -
peristiwa-peristiwa dan isi tuntutam, yaitu apa yang-dimintakan -
Penggugat dalam petitum. Agar supaya lebih jelas, bacalah -+

" Putusan Pengadilan, ------=--x=-=-sssmmmmsmmmsossesmmnnmmee oo

2. Jawaban Para Pihak dalam Perﬁeriksaan

Jawaban tergugat memuat jalannya peristiwa dan hasil pemeriksaat <

";::r:egga_m pembuktiannya. Jawaban'dan pembuktian ini masin tormasik

kan 'urair:,:anr.‘ tentang peristiwa-peristiwa. Apabila contoh di atas dite"™
, ya adalah sebagai berikut;

an -

hadaP

------

perta::mmbang bahwa pada hari persidangan yang ditentu
"ada tenggel , Tergugat datang meng

: s i AL IEX TR T PETTY P T
sendiri, sedangkan Penggugat cee dSt, mmmmmememmmmmanmm== eem
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---------
-------------------
------

¥ 3 -----‘----' ----------
-
-

—— Menimbang bahwa saksi-saksi yang dipanggil oleh ----eee--..
Pengadilan Negeri bernama ...

......

Menimbang bahwa selanjutnya seperti termuat dalam berita

acara, (ini maksugnya untuk mempersingkat pertimbangan .dalam

surat putusan). «=--eeeoceoeeeecee =

3.  Alasan dan Dasar Putusan

Alasan di sini adalah uraian mengenai duduk perkara atau uraian me-
ngenai peristiwa-peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1 dan
2 di atas, yaitu mulai dari uraian mengenai permohonan yang dimintakan
sampai pada uraian hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan.
Dasar putusan memuat uraian mengenai adanya hak atau hubungan
* hukum yang menjadi dasar yuridis putusan. Uraian ini disebut uraian ten-
tang hukumnya. Uraian mengenai peristiwa-peristiwa dan hukum disebut
konsiderans putusan. Dalam praktik hukum, konsiderans dimuat dalam .
bentuk “menimbang". Apabila contoh di atas tadi diteruskan, menyusul
uraian tentang hukumnya (dasar eridis putusan) sepenrti di bawah ini:

TENTANG HUKUM:

------ Menimbang bahwa permohonan Penggugat berisi tuntutan ---
sebagai berikut:

------ Menerima permohonan Penggugat; ----=-=-------=---=-iemecoooes s

------ Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhny‘g; R S S

------ Menghukum Ter‘gugat untuk menyerahkan --- dst. --- dst. ------

§

Ve Menghukdm Tergugat untuk membayar biaya perkara. ---------

. Hukum Acara Perdata Indonesia
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Menimbang bahWa tuntutan Penggugat mempunyaj gy,
------ cuat seharusnya dikabulkan dan karena kekalahan ﬁe”etakm
Vagg oinek Tergugat dalam perkara ini, Tergugat pula yang wa“;
pa

| biaya perkara.

-
-
-
See
LI
.

memiku

4. Peraturan Hukum yang Bersangkutan

at pasal-pasal peraturan hukum yang menjadi dasar Putusay !
Jika pengadilan mengadili menggunakan peraturan hukum yang tida ;.
wlis sebagai dasamnya, harus dicantumkan sumber hukum tak tertulis iy,
Dalam praktiknya, uraian tentang peraturan hukum dimuat dalam bengy
*mengingat”. Jika contoh di atas diteruskan, uraiannya sebagai berikut;

Di sini dimu

----- Mengingat Pasal ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahyp *
1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12) dan pasal-pasal -
. peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. -------------....

5. ~Putusan Tentang Pokok Perkara

Isi putusan pengadilan mengenai pokdk perkara disebut dictum. Dalam
dictum dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hu
bungan hukum, keadaan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keada-
an hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan
prestasi tertentu. Yang paling penting dalam dicturn adalah mengena
pokok perkara sebagai pokok perselisihan. Dalam dictum ditetapkan sia
yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisinan itu. Apable
contoh di atas diteruskan, bunyi dictum putusan adalah sebagai berikut

| Mengadili:

"= Mengabulkan gugatan Penggugat --- dst. ----------"""
------ M

enghukum Tergugat untuk menyerahkan --- dst.

- Me
nghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara -~

-
-
-----
-----

-dSt- o

b 1T
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7. Hadir Tidaknya Kedua Belah Pihak

J Keputusan Pengadilan
Banyaknya Ongkos Perkara

6.
palam dictum putusan harus dicantumkan juga banyakn
xara dan dibebankan pada penggugat, tergugat, atay kedua-duanya,
ongkos perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali daI;rr;
putusan verstek tidak hadirnya tergugat karena tigak dipanggil dengan
patut. Namun, pengadilan dapat memutuskan berdasar pada keadilan
bahwa biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak ®

ya ongkos per-

Biaya perkara meliputi:

a. biaya kantor panitera pengadilan:
b. *ongkos meterai;

ongkos saksi, sumpabh;

c
d. ongkos pemeriksaan di tempat;
e. honorarium juru sita;

f

honorarium panitera; atau

pejabat lain yang menjalankan putusan hakim; dan
9

=pelaksanaan sita jaminan.
Semua biaya perkara tersebut berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam
peraturan Mahkamah Agung. Dalam dictum putusan biaya perkara di-
rumuskan sebagai berikut: '

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya.yang»-»-
timbul dalam perk§ra ini, xang' sampai-paga hari ini ditetapkan --
sejumlah Rp ... (.ccoenen fuplah). eseersmtnramia it ngat o

Ketika pemeriksaan perkara di persidangan mungkin penggugat atau ter-
gugat atau kedua-duanya tidak hadir, bahkan pada waktu pengadilan

——

-

- 8 Pasal 181 HIR atau Pasal 192 RBg.
e

Pasal 182 HIR atau Pasal 193 RBg.

5 H
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Keputusan pengadilal

kim) mengucapkan putusannya. Apabila Penggugay -

" s Uig,

(majelis hadir pada sidang pertama, dalam putusan peng, adian

qugat tidak san ini erat hubungannya dengan penetapan g, K qq N

n perkara: - Apabila penggugat atay tergugg tw
lah pihak tidak hadir pada waktu majelis hakim me”guvad

kedua b:ya dalam putusan harus dicantumkan ketidakhadiran j, a,

- putusan 1

Zrat hubungannya dengan pembentahuan putusan kepada pihak Vang bc

ngkutan terutama kepada tergugat. Apabila contoh di atas diterus,
sa |

uraiannya perbunyi sebagai berikut:

Demikianlah putusan ini duatuhkan pada hari

dicantumka

bebani membayar ongkos

................. tang;a
..... L oleh Kami ocoveeenneee: Hakim-Hakim Pengadilan Neger
................. _dan pada hari ini juga putusan tersebut diumumig,
dengan dihadifi O8N ....cccoovieeeeeeens Panitera sidang dan Tergyg,

sedangkan Penggugat tidak hadir.

8. Tanda Tangan Hakim dan Panitera

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua majelis hakr
hakim-hakim anggota yang memutus perkara, dan panitera sicang. 0z
ngan tanda tangan mereka, surat putusan tersebut menjadi akta autentk
Di samping itu, juga tanda tangan menyatakan tanggung jawab ha:
hakim yang memutus perkara. Di bawah tanda tangan mereka dicantu
kan juga rincian ongkos perkara dan jumlahnya. Apabila contoh di atas¢:
teruskan, terlihatlah seperti tertulis berikut ini:

-

Panitera Hakim Ketu2
............................................... Hakim Anggo®

.............................. Hakim Ang3%®
Biaya-biaya:

Meterai putysan Rp
e R O 5
indon®

n
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L ‘ Keputusan Pengadilan
D, KEKUATAN PUTUSAN pENGADlLAN

4. Putusan Pengadilan yang Telah Menjédi Tetap

Hukum acara perdata tidak mengatur ketentuan m

menyatakan putusan pengadilan yang telah menjadi
Indonesia (KUHPdt) memuat dua ketentuan me
an yang telah menjadi tetap,
Undang Nomor 14 Tahun 1

. Ngenai putusan pengadil-
yaitu Pasal 1917 dan 1918 KUHPdt, Undang-

985 tentang Mahkamah Agung merumuskan
dalam Pasal 34 ketentuan mengenai putusan Pengadilan yang telah mem-

pero'leh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentangKekuasaan Kehakiman Merumuskan dalam Pasal 23 ayat (1) ke-
tentuan mengenai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Timbul pertanyaan apakah yang dimaksud'dengan “putus-
an pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"? Bilamana-

kah putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap? : '

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, HIR atau RBg. membedakan dua
jenis putusan hakim, yaitu putusan hakim yang belum menjadi tetap dan
putusan hakim yang telah menjadi tetap. Putusan hakim yang belum men-
jadi teta‘p adalah putusan hakim yang menurut ketentuan undang-undang
masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan
putusan tersebut, misalnya, mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi.
Sedangkan putusan hakim yang telah menjadi tetap adalah putusan hakim
yang menurut ketentuan undang-undang sudah tidak ada lagi kesempat-
an untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan, banding, dan
kasasi) untuk melawan putusan itu. Jadi, putusan itu tidak dapat lagi di-
ganggu gugat. Putusan hakim yang demikian ipi disebut putusan hakim
yang telah menjadi tetap.

Setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini digantikan oleh Undang-Undang
 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang

~ Hu 173
: ,H“'“,‘m Acara Perdata Indonesia



coputusan Pengadiet_—— ——
peradilan Umum, rumusan "Pytyg,,

\ E
un 1986 tentang === ; akiy
h i tetap" yand digunakan dalam HIR atau RBg. g, .

“putusan pengadilan yang telah memperoleh kEkuai:: |
digunakan dalam ketiga undang-undang terseby %
yang telah mlemperoleh. kekuatan hukym I
(ki tiga jenis kekuatan, yaitu kekuatan menglfat. kekuatan bugg da;;
rlZair::ite:n 3ntuk dilaksanakan. Mengapa rumusan “putusan hakim digang :

H ll?
dengaﬁ rumusan “putusan perpadllan .

hukum tetap” yang =
tiap putusan pengadilan

sal dalam HIR atau RBg. dan KUHPdt menggunakan rymy,
an "putusan hakim". Sedangkan ketentuan pasal dalam Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agun?, dan Undang.
Undang Peradilan Umum adalah menggunakan rumusan “putusan peng.
odilan®. Hal tersebut terjadi karena HIR ataupun RBg, dan KUHp |
menganut peradilan hakim tunggal. Setelah dibentuk undar?g-undang Re- |
publik Indonesia tersebut, peradilanﬁhakim tunggal pun dw.lbah menjadi
peradilan majelis hakim sekurang-kurangnya tiga orang hakim un}uk me-
meriksa dan memutus perkara, kecuali jika undang-undang menentukan |
lain.

Ketentuan pa

Setiap akan melaksanakan pemeriksaan perkara, ketua pengadilan neger

membentuk majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang
hakim, seorang hakim sebagai ketua majelis hakfm, dan lainnya sebagal -
anbgota majelis hakim. Dalam praktik hukum, hukum acara perdata HIR |
atau _HBg. serta KUHPGt menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang
Républi_k Inddnesia. Oleh karena itl, sebutan hakim tunggal diganti dé-
rigan sebutan majelis hakim, sebutan putusan hakim diganti dengan seb*
an putusan pengadilan (majelis hakim), dan rumusan putusan hakim yang

telah menjadi tetap diganti dengan rumusan putusan pengadilan o
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b 2. Kekuatan Mengikat
- Putusan pengadilari . "

kia yang telah merﬁperoleh kekuatan hukum tetap

cht van gewisde, irrefutable), tidak dapat diganggu gugat Artiny?
174 * PEINL
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————
-

sudah tertutup kesempatan menggunakan upa
jawan putusan itu karena tenggang wakty yan
sudah lampau. Putusan pengadilan yang t
hukum tetap bersifat mengikat (bindende k
bahasa hukum dikatakan res judicata Pro veritate habitur, artinya putusan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya mengikat,

Apa yang diputus oleh pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib
mematuhi dan memenuhi putusan tersebut,

ya hukum biasa untuk me-
g ditentukan undang-undang
elah mempergleh kekuatan
racht, binding force). Dalam

o

Sifat mengikat putusan Pengadilan bertujuan untuk menetapkan suatu hak
atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau
menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, atau untuk melenyapkan
keadaan hukum tertentu. Jadi, kekuatan mengikat putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya meliputi bagian per-
nyataan (declarative) sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan
dan diakui suatu hak atau hubungan hukum, atau suatu keadaan hukum
tertentu, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Sementara bagi-
an lainnya (dispositive) hanyalah sebagai pelaksanaan dari pernyataan
hukum tersebut. Oleh karena itu, dispositive dapat berubah menurut ke-

“adaan tiap perkara. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuatan meng-
ikat. '

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan adalah apa yang
pada suatu waktu telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tidak boleh
diajukan lagi kepada pengadilan (litis finiri obonekg. Kekuatan mengikat
Suatu putusan pengadilan adalah prinsip umum yang diakui dalam dunia
peradilan. Apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan mengikat, perkara yang de-
mikian itu tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat
hukum, Apa yang telah diputus oleh pengadilan tidak dapat diajukan lagi
- untuk diputus kedua kalinya. Inilah yang disebut asas ne bis in idem. Me-‘
b Nurut SOEbomo, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dapat digunakan secara positif aeabi_la penggugat mendasar-
- kan tuntutannya it pada putusan pengadilan dan dapat digunakan se-
- Cara negatif apabila tergugat menolak tuntutan dengan alasan tuntutan itu

e —
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Keputusan Pengadilan

sudah pernah diputus oleh Pengadilan, Sedangkan PUtus.. . ' 4
peroleh kekuatan hukum tetap, 10 Nty telap . :
' ” an. :

Walaupun pada prinsipn
ikuti putusan yang tela

Ya pengadilan tiga
hbernah dijatuhka

annya adalah layak untuk memerhatikan

X ar
N, apabila mg u

10) Soepomo. op. cit. h, 108,

+ : x" sia
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istri melahirkan anak. Kekuatan bukt bebas artinya terser
sanaan pengadilan untuk menilai apakah anak y
mantan suami yang dulu atau karena mantan ist

ah pada kebijak-
ang lahir itu berasal dari
itu berbuat serong.

4. Kekuatan untuk Dilaksanakan

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huk

punyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoria/e Kracht, execution force)
Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, waijib melaksa:
nakan putusan dengan sukarela (kemauan sendiri). Akan tetapi, jika dia
tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat di-
laksanakan dengan paksaan, jika perly dengan bantuan alat negara.

um tetap mem-

Umumnya orang beranggapan.bahwa putusan pengadilan baru dapat di-
Iaksanalgan'setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
.Apabila ada alasan yang sangat mendesak, tetapi keharusan menunggu
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan kesukar-
an. Qleh karena itu, menurut ketentuér] hukum acara berdata, pengadilan
diizinkan menjalarikan putusan lebih dahulu walaupun putusan tersebut
belum memperoleh kekuatan hukum tetap (uitvoerbaar bij voorraad, prior
executable), asalkan dipenuhi syarat berikut:

a. Ada surat autentik; atau

b. Ada surat tulisan tangan yang menurut ketentuan undang-undang
mempunyai kekuatan buki; atau

c. Ada butusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap se-
belumnya, yang menguntungkan penggugat, dan ada kaitannya
dengan gugatan yang besangkutan; atau

d.  Dalam perselisihan mengenai hak milik."’

Apabila salah satu syarat tersebut di atas dipenuhi, putusan dapat di-

laksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan, banding, atau
kasasi, | ¥

——

~ ™) Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. mengatur syarat-syarat putusan uitvoerbaar
-bij voorraad. | '
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Keputusan Pengld, ilan d \
erga
etentuan hukum acara perdata Indonqg, , y

nk . :
ubungaﬂ d gatua dan maiens hakim pengadilan neger, d'”\int:ng by

rhatikan dan mengindahkan SV“_amt'Syara, lersesu“’?
o lembaga uitvoerbaar bij voorraaq N Wy
atas dalam méngkat banding atau kasasi putusan pengadila, N iy,

timbul kesulitan dalam pemulihan pada kea dagn s::j” |
. ooru dipahami apabila terdapat suatu kekeliruap, kekh‘,‘a‘
mencolok, Mahkamah Agung berdasar pada WeWen:
a melaksanakan pengawasan terhadap peradiy h rf
gadilan tinggi berdasar pada pelimpahan Wewen, :

ndaan pelaksanaan lebih dahyjy Putgs
N

h meme

an yang sangat
yang ada padany
baik, begitu pula pen
selalu dapat memeritahkaq penu
pengadiian negeri."?

Putusan pengadilan yang dinyatakan uitvoerbaar bij voorraad dapat g,
ketika dilaksanakan. Namun, hukum acara perdata Indonesia masih mp,
berikan pembatasan, yaitu apabila putusan pengadilan itu adalah py,
an verstek yang dinyatakan vitvoerbaar bij voorraad, prior executable, ke
putusan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah lampau waktu empy
belas hari sesudah pemberitahuan.” Sebelum tenggang waktu empa;
belas hari itu lampau, putusan tersebut tidak boleh dilaksanakan.™ Aka
tetapi, dalam hal yang sangat mendesak, pengadilan dapat memerintah
kan pelaksanaan putusan walaupun jangka waktu tersebut tadi belun
lampau jika ada permintaan penggugat secara lisan atau secara terulss.
Perintah pelaksanaan itu dapat dinyatakan dalam surat putusan yang ber
sangkutan atau dalam surat perintah tersendiri setelah putusan.

Pelaksanaan putusan lebih dahulu dapat dikabulkan pengadilan berdasé’
pada surat gugatan yang diajukan penggugat. Namun, pengadilan tentu-
nya telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebeium meng

12)  Surat Edaran Mahkamah A i ¢
un i 971 Tangd
17 Mei 1971, gung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1

13) Pasal 128 HIR atau
baar bij voorraag,

14) Pasal 125
beritahuan

Pasal 152 RBg. pembatasan putusan verstek yand uite

HIR atau Pasal 149 RBg. mengatur jangka waktu 14 hari sesudah "

178 ; nesia

Hukum Acara Perdatd Indo




‘ Pulusan lebih dahulu yang berdampak negatif, tidak must

~ Yang telah dirugikan,

AT T v
ey T SR TR I R AT A
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e KOPUISAN Pongatitan

ambil putusan domikian. Hal Ini portu diperhatikan pangadi
km\ungkinﬂﬂ pu“mﬂ'n tu dibatatkan ofoh pongadilan Iin(:Un
mah AQung: Akibatnya, akan mengalami kosulitan (Jnlmn‘(;mnuhhm A

keadaan semula, dengan sendirinya akan morugikan pihak tergugat 'I ;):n :
m@nghindaﬂ' kesulitan tersebut, tergugat dapat mengajukan peﬁnnhun;:r;
kepada ketua pengadilan tinggi yang berwenang agar mengeluark

ietapan/perintah penundaan pelaksanaan lebih dahuly putusan pengadilan
negefi sementara menunggu putusan banding.

i numgmq:u
atau Mahika -

ian ke-

Berdasarkan permohonan tergugat, pengadilan tinggi dengan alasan-alas.
annya memerintahkan kepada pengadilan negeri agar menunda pelaksa-
naan putusannya sampai ada putusan pengadilan tinggi yang menguat-
kan atau membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.
Jika tidak ada perintah penundaan putusan dari pengadilan tinggi, se-
dangkan pengadilan negeri telah melaksanakan putusannya, kemudian
keluar putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan
negeri, dalam hal ini pengadilan negeri harus memulihkan seperti pada
keadaan semula yang mungkin akan menimbulkan kesulitan yang tidak
diinginkan.

Apakah tindakan pelaksanaan lebih dahulu putusan yang dibatalkan itu
termasuk perbuatan melanggar hukum karena telah merugikan tergugat?
Tindakan pelaksanaan lebih dahulu putusan yang telah dilakukan tidak
dapat dianggap sebagali tindakan melanggar hukum sebab putusan peng-
adilan negeri sah berdasarkan undang-undang. Hanya saja karena putus-
an tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tinggi, kekuatannya untuk
dilaksanakan dihapuskan terhitung sejak diputuskan semula.

Untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul kemudian har, maka
dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 yang
berisi nasihat kepada majelis hakim pengadilan negeri yang akan men-

Jatuhkan putusan dengan uitvoerbaar bij voorraad. Karena pelaksanaan
ahil akhimya

Pengadilan negeri yang bersangkutan digugat agar memulihkan hak pihak

'EE AR
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Banding Perkara Perdata

/
BAB VI

BANDING PERKARA PERDATA

A. PERATURAN TENTANG BANDING

1. Konsep Banding

ganding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi
terhadap putusan pengadilan neberi. atas permohonan pihak yang berke-
pentingan. Pada kenyataannya, pihak yang berkepentingan tersebut selalu
perada pada pihak yang kalah perkara dalam putusan pengadilan negeri
sebagai pengadilan tingkat pertama. Pihak yang kalah perkara itu mungkin
pihak penggugat atau mungkin juga pihak tergugat.

Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan
tinggi terhadap perkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan ne-
geri sebagai pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang itu dilakukan
sejak awal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri. Pemeriksa-
an tersebut meliputi, baik dari segi fakta yang terjadi maupun dari segi
hukumnya. Dasar pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi adalah alas-
an-alasan faktual dan yuridis yang dimohonkan oleh pihak pembanding

dalam memori banding.

Pemeriksaan perkara banding oleh pengédilan tinggi pada dasarnya di-
lakukan terhadap berkas dokumen-dokumen peradilan tingkat pertama
{pengadilan negeri). Akan tetapi, apabila pengadilan tinggi memandang
perlu, dia berkuasa memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dide-
ngar alasan-alasannya. Untuk kepentingan praktis, biasanya dimintakan
bantuan dari pengadilan negeri yang memutus perkara untuk memaeriksa

H
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halhal yang dipetintahkan oleh pengaditan Ungdi ot Ml
Kaw-berhas perkata yang sudah ada, M b

2. Hukum Acara Banding

Peraturan undang-undang mana yang menjadi dasa Kawsy,

adilan tinggl melakukan pemetikaaan tingkat banding perkar, Iy
LT

dimohonkan oleh pihak yang batkepentingan? Peraturan unday,, -

mana yang menjadl hukum acara perdata dl tingkat banding o)), D
"
adilan tinggl? ‘_ iy

"l“l"l ;‘hflf

| “Hfhu"

Untuk mengetahul dasar hukum kewenangan pengadilan tin

kan pemariksaan tingkat banding, Undnnu:Undmm Kokuaso
an menentukan;

0ol Molnky,
i Kulmklrn-

“Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama da
banding kepada pengadilan tingal oleh plhak-pihak
Kutan, kecuali undang-undang menentukan lain,

pat dimintakgy,
yang borsar.

Ketentuan undang-undang tersebut memberlkan pongocualian, “kecyal
undang-undang menentukan lain®, Apa yang dimaksud dengan pongo.
cualian itu? Pengecuallan yang dimaksud ditujukan pada porkara perdata
yang tidak pertu dimintakan banding, tetapl langsung kasasl ke Mahkamah

Agung, misalnya, putusan pengadilan ntaga dalam porkara hak kekayaan
intelektual dan parkara kepailitan.

Untuk mengetahui hukum acara perdata dl tingkat banding perlu dibaca
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Menurut ketentuan
undang-undang tarsebut bahwa:

“Peraturan hukum acara untuk pemeriksaan ulang atau banding
pada Pengadilan Tinggl adalah peraturan-peraturan Republik Indo-l
nesia dahulu yang telah ada dan berlaku bagl Pengadilan Tingg
dalam daerah Republik Indonesia dahuly itu,*®

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
hakiman :

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961,

~ndonos
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peraluren undang- undang yang mana yang dimaksud dengan "per;
graturan Republik Indonesia dahuluy yang telah ad o

pengadilan tinggi dalam daerah Republik Indonesia d

an-
a dan berlaky bagi
ahulu itu?

peraturan-peraturan Republik Indonesia yang digunakan dalam dao
aer

Republik Indonesia dahulu adalah: w

a. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat peng-

adilan tinggi di Jawa dan Madura adalah Und
ang-Undang N
20 Tahun 1947. : =

b. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat peng-

adilan tinggi di luar Jawa dan Madura adalah Rechtsreglement voor
de Buitengewesten (RBg.).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 sebenarnya mengambil alih ke-
tentuan tentang pemeriksaan ulang atau banding yang terdapat dalam
HIR dengan sekadar perubahan dan tambahan. Ketentuan dalam HIR
pada dasarnya juga tidak berbeda dengén ketentuan tentang banding
dalam RBg. Jadi, walaupun formalnya ada dua jenis peraturan undang-
undang yang berlaku mengenai pemeriksaan ulang atau banding, secara
materiil mempunyai kesamaan dan keseragaman. Singkatnya, hukum
acara banding perkara perdata pada pengadilan tinggi di seluruh wilayah
Indonesia mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 1947 tentang Acara Banding

B. SYARAT DAN PROSEDUR BANDING

1.  Syarat Banding
g bagi perkara yang telah diputus

Syarat untuk dapat dimintakan bandin _
’ besar nilai gugatan perkara yang

oleh pengadilan negeri adalah apabila ' Hitwndicl
telah diputus itu lebih dari Rp100,00.° Dengan demikian, jika nilal gug

an Rp100,00 atau kurang, putusan pengadilan negeri tidak dapfat fj'":“;::
Kan banding, Pada waktu sekarang, tidak ada perkara yang nilainy

S —

3 Pasal 6 Uﬂdang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding.
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. \
i data yang di

kecil itu sehingga praktis semua per_kara per yang diputus ol o

adilan negeri dapat dimintakan banding.

Dalam pembentukan hukum acara perdata nasional yang akan datang
perlu dipikirkan pembatasan nilai perkara yang. d?p erkenankan banding,
Jika semua putusan pengadilan negeri dapat dimintakan banding, pada. .
hal nilainya tidak sepadan, tentu akan membuat proses iGQi lama dan
makan biaya lebih mahal, malahan bertentangan dengan asas peraga,
sederhana, cepat, dan murah. Di samping itu, putusan pengadilan Neger
selalu cenderung dimintakan banding. Dampaknya adalah putusan peng.
adilan negeri cenderung juga tidak memperoleh kekuatan hukum tetap
dan ini akan memengaruhi wibawa hakim pengadilan negeri.

2.  Prosedur Banding

Jika putusan pengadilan negeri dimintakan banding, permohonan banding
disampaikan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putys-
an, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam tenggang waktu empat
belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan ke-
pada yang berkepentingan. Tenggang waktu tersebut dijadikan tiga puluh
hari jika pemohon banding berdiam di luar daerah hukum tempat peng-
adilan negeri itu bersidang untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar
Jawa dan Madura tenggang waktu tersebut dijadikan enam minggu. Per-
mohonan banding harus disertai dengan pembayaran persekot ongkc

perkara banding yang jumlahnya ditaksir oleh panitera pengadilan negeri
tersebut. Apabila tenggang waktu yang telah ditentukan itu sudah lampau,

demikian juga biaya perkara tidak disetor, permohcnan banding tidak
dapat diterima.* |

Permohonan banding yang dapat diterima kemudian dicatat oleh panitera
pengadilan negeri dalam daftar yang disediakan untuk itu. Sesudah itu,
panitera menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pi-
:::c:?nwannya. St.atiap. permohonan banding disertai dengan' surat memori

g (memorie van appel, memory of appeal) yang berisi alasan-alas:

4)  Pasal 7 Undang-Un ‘
-Und
199 RBg. g-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding atau Pas?

e

___——-T;
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.” Pada wakty menyampalkan Pemberitahuan per-

Surat memor;j banding. Se-
a memasukkan syrat kontra
ori banding oleh Panitera dj-

mentafa itu, bagi pihak terbandlng dapat jug
memori banding., Salinan surat kontra mem
sampaikan pula kepada pembanding.

Berikut ini diberikan contoh surat permohonan banding, pemberitahuan

permohonan banding, surat memori banding, dan pemberitahuan kontra
memori banding. -

Contoh 22

NO. ../20 ../PDT/PN ...
PERNYATAAN MOHON BANDING

Pada hari ini ............... , tanggal ............... telah datang menghadap saya
.............. , Panitera Pengadilan Negeri di c+eeeneeen, SEOFaNg bernama
pekerjaar; ........... , tempat tinggal di ................. , (berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal .............. béertindak sebagai kuasa dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama ........... ) yang menyatakan mohon Banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri di ................... , tanggal ................. s NG seitnnesy
dalam perkara antara: -------------=s=eeeeeeeoeeee- :

____________________________ ; tempat tRggal di ........ccccnmnmmnsnisminasisaig e

MELAWAN

sebagai Tergugat;
Yang dictum-nya berbunyi sebagai berikut: .
(diisi dengan dictum putusan yang bersangkutan).

——

ing atau
5. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding a
Pasal 202 RBg.

e 185
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uat pernyataan ini,
put dan saya Panitera.

yang kemudian d'tandatang

.~
- o - - .,

CE LT T Y v,

LI
LS
..
-,
-,
-,

Demikianiah say2 b
oleh Pemohon terse

.,
-,
-
by

Contoh 23

0. .../20 ../PDT/PN ....
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Pada hari ini ....coceeeeee. tanggal ...ooooveeee #58YA couitieidisnares ditunjuk untuk |
menjalankan tugas sebagai Juru Sita oleh dan atas perintah Ketua -------..

Pengadilan Negeri di .........ccooiinnienciiinnin, vesmersansessbvborieenarie et brasstaraiii

TELAH MEMBERITAHUKAN

kepada ........... , pekerjaan ............ , tempat tinggal di ................... , di mana
saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (kepala desa dari tempat
tinggalnya, berhubung yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di ===

rumahnya) bahwa ................ , pada hari ............ tanggal .......oevuenne ,telah
menyatakan mohon Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di ...
tanggal """""""" No- AirFapdes dalam perkara antara: -----=-==-=-=caesaeamsmemese=s
.............................................. tempat tinggal di ,,_,_,____,_._._m_"__m,.sebagai
Penggugat G e et b o o L s ektdies
MELAWAN
........................................... , tempat ti ‘
sebagai Tergugat, - P -'nggal e
186 ia
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Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat, yang kemudian
gitandatangani oleh ..., dan saya Juru Sita tersebut.

----------

Juru Sita tersebut Pihak yang diberi tahu

Rincian biaya:
1. Pemberitahuan Rp ..............
- 2. Perjalanan © -Rp.............

Contoh 24

SURAT MEMORI BANDING (PERKARA PERDATA)

Tanjungkarang, ......cccceeveeeenrncenne 2007

Kepada Yth.
- Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
» diBandar Lampung

Dengan hormat,

. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ........... , pekerjaan .......... , tempat
tinggal di....ccocvereenne , dengan ini mengajukan memori dalam Permohonan

. Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di .......... , tanggal .......ai... ;
dalam perkara perdata No. .../20 .../Pdt antara: ------- -
.......................... s, tempat tinggal di e sebagai Tergugat
R I

MELAWAN

............................... tempat tinggal di .....cccoouemeusmemeeeess sebagai Penggugat
LT T T S ——— = Sdaiibmbntons
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—

anding merasa keberatan atas putusap .....

tanggal .orevvrevseennes dalam perkara pergyy,
gatan Penggugat Terbanding, ......

------ Bahwa Tergugat Pemb

Pengadilan Neger di ..o
No. ../20 .../Pdt. yang mengabulkan gu

------ Bahwa Tergugat Pembariding mohon pemeriksaan Peradilan ---.......
Banding dengan berdasar pada alasan-alasan sebagai berikuf: -----........,

(dituliskan alasannya satu per satu) =-----ee....... .

------ Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tadi Tergugat -....
Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi di Bandar Lampung dalan .

pemeriksaan Banding memutuskan sebagai hukum: ------=sssesseseeeecenn..,
Primer:
1. Membatalkan putusan Pengadilan-Negeridi............ tanggal ...........

T -
2. Menolak gugatan Penggugat Terbanding seluruhnya, -------------------

3. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara

IMil, =emmemmmmasmsosesesmmmasmmmoesnocasmstmmnnenoooesooosomsesoasososcsooniencooies
Subsider:
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeridi .................... tersebut dengan
memerintahkan agar Pengadilan Negeri di ........... memeriksa lagi perkara

iNi dari PErMUIAAN, --s-x=sssrsmrrmmrmmmremme st smn st

Lebih Subsider Lagi:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya, =------==s=-sszss-srcmesermemraresas=s"

Atas perkenan Bapak Ketua, saya mengucapkan banyak terima kasih. =

1

Tergugat Pembanding terseb!

) 188 nes'a :
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contéh 25

PEMBERITAHUAN IS| DAN pepy

ERAHAN
TURUNAN MEMOR| BAND|

NG
pada hari ini ............ ,1anggal .................. saya ..,
menjalankan tugas sebagai Juru Sita of

pengadilan Negeridi ............................ :

............. t ditunjuk untuk
eh dan atas perintah Ketua

---------------------

TELAH MEMBERITAHUKAN

kepada ............ , pekerjaan ......... -+ 1€Mpat tinggal di
saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (Kepala Desa dari tempat
tinggalnya, berhubung yang bersangkutan tidak dapat dijumpai dj -----«-----
fumahnya) isi surat memori/kontra memori banding yang diajukan oleh ...,
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di,...... pada tanggal .....
dengan menyerahkan kepadanya turunan Surat Memori/Kontra Memori ---
Banding yéng berreterai cukup, dengan pemberitahuan bahwa bila -------
dikehendaki, dia dapat menjawab Memori/Kontra Memori tersebut dan ----
diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas --
perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, ----------

Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat dan kemudian saya -----
tanda tangani bersama dengan pihak yang bersangkutan, =-------s-eeceseece-

' ' diberi tahu
Juru Sita tersebut Pihak yang '
............................... )
b ntnmsemeren: ) (
Rincian biaya:
1. Pemberitahuan RP coovevernanenns
2. Penyerahan turunan Rp ...............
3. Perjalanan RP....o. sevsannes
Jumlah ;L J———
M r— 189
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Supaya pihak-pihak leluasa menyusun alasan-alasan memori/kontra me.
mori banding maka mereka diberi kesempatan mempelajari berkas pey.
kara di kantor pengadilan negeri selama empat belas hari. Mereka bolgh
minta salinan surat putusan pengadilan negeri mengenai perkara mere.
ka. Di samping surat memori/kontra memori banding, mereka juga bolgh
memasukkan surat-surat keterangan lain dan bukti-bukti kepa}da Panitera
pengadilan negeri atau kepada panitera pengadilan tinggi yang akan me.
mutus perkara, tetapi panitera harus menyampaikan salinan surat-sura
tersebut kepada pihak lawannya. Dalam surat memori banding, pemohon
banding dapat mengemukakan alasan-alasan permohonan banding, baik
yang terdapat dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan maupu'n
yang sama sekali belum dikemukakan di pe.rsidangan.

Kemudian, permohonaq banding tersebut beserta memori banding, salin-
an surat putusan pengadilan negeri, berkas pemeriksaan perkara, kontra
memori banding, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan per-
kara tersebut harus dikirimkan kepada ketua pengadilan tinggi yang ber-
sangkutan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah menerima
permohonan banding untuk Jawa dan Madura.® '

Untuk daerah luar Jawa dan Madura, permohonan banding beserta berkas
lampirannya harus dikirimkan kepada ketua pengadilan tinggi yang ber-
sangkutan selambat-lambatnya:

a. Delapan hari sesudah menerima memori atau surat lainnya yang di-
ajukan oleh terbanding; atau

b.  Sesudah lampau waktu yang diizinkan, yaitu empat belas hari apa

bila terbanding bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadil-
an negeri; dan ‘

¢. Enam minggu apabila terbanding bertempat tinggal di luar daerah
hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.7

6)  Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding-
7)  Pasal 202 ayat (5) dan Pasal 203 RBg.

—
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Berikut ini disajikan contoh surat Pemberitahuan memeriksa berkas per-

kara dan surat pengantar pengiriman permohonan banding kepada ketua
pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Contoh 26
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA

Pada hari ini tanggal ................. y SAYA i ditunjuk untuk
melaksanakan tugas sebagai Juru Sita oleh dan atas perintah ketua ------
Pengadilan Negeri di .:

-----------------------------------------------------------------------------------

1. kepada........., pekerjaan .........., tempat tinggal di ........... sebagai
Penggugat; e —

2. kepada.......... pekerjaan .......... , tempat tinggal di ........... sebagai
Tergugat; T e eees

bahwa berkas (surat-surat) perkara telah selesai (geminuteerd) dan --------
bahwa mereka diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk -----
melihat/memeriksa dan membaca berkas (surat-surat) perkara ---------------
No. ../20 ../PQYPN ................ yang dimintakan banding sebelum berkas
tersebut dikirimkan kepada Pengadilan T?nggi yang bersangkutan. ----------

Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat dan saya tanda tangani
bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, =---=-------eereeeseeemeeecec

Pihak.p_inak ‘ Juru Sita tersebut

Rincian biaya:

1. Pemberitahuan Rp.............
2 Perjalanan =7 P

\_
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Contoh 27

SURAT PENGANTAR KE PENGADILAN TINGG] -

Telukbetung, ........ P IR el 2007

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Lampung

di Bandar Lampung

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dj
Bandar Lampung untuk diperiksa pada tingkat banding, yaitu:

1. Berkas perkara perdata No. .../20 .../Pdt berikut salinan surat putus-

annya.
2. Salinan catatan permohonan banding.

3. Salinan laporan pemberitahuan permohonan banding kepada Ter-

banding dalam perkara perdata antara ............... dahulu Tergugat,
sekarang Pembanding, melawan ....... dahulu Penggugat, sekarang
Terbanding.

Adapun biaya untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara ini pada

tingkat Banding sejumlah Rp ....... (cerrererercrenenns ) bersama ini kami kirimkan
kepada Bapak Ketua.

Panitera Pengadilan Negeri tersebut

Per?tingnya salinan catatan permohonan banding dan salinan laporan pem-
beritahuan permohonan banding adalah agar péngadilan tinggi dapat me-
ngetahui apakah surat-surat tersebut telah dilakukan dan disampaiken
menurut ketentuan undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan bahe™

‘Hukum Acara Perdata indones!
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menjadi pertimb ialis haki

ghan tersebut Jd .p k andan majelis hakim banding untuk mem-

poriken putusan pada tingkat banding. Apabila

t di i tanggal yang ter
ada gurat-surat dimaksud tidak sesuai dengan t g tercantum

ol enggang waktu yang di-
it undang-undang, misainya, sudah terlambat, pengadilan tinggi sudah

entu akan’ memberikan putusan tidak dapat menerima permohonan ban-
ding dari pembanding. Ini berarti putusan pengadilan negeri akan menjadi
tetap dan memperoleh kekuatan hukum pasti. Akibat terlambatnya peng-
sjuan permohonan banding, pihak pembanding akan dirugikan.

c. ' PEMERIKSAAN PADA TINGKAT BANDING
1. Pemeriksaan Berkas Perkara

pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan dengan memeriksa berkas
perkara pemeriksaan pengadilan negeri dan surat-surat lainnya yang ber-
_hubungan dengan perkara tersebut. Jika dipandang perlu, majelis hakim
banding dapat mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara
dan saksi-saksi guna melengkapi bahan-bahan yang diperlukan. Dalam
praktiknya, majelis hakim banding dapat memerintahkan kepada pengadil-
an negeri yang memutus perkara guna melengkapi bahan-bahan yang di-
perlukan dengan memanggil dan mendengarkan keterangan pihak-pihak

* dan saksi-saksi.

'Prosedur‘nya sama dengan prosedur biasa. Hanya saja, pendaftarannya
tidak dilakukan dalam register pengadilan negeri, tetapi dalam register
pengadilan tinggi. Kemudian, berkas perkara hasil pemeriksaan tambah-
an yang telah ditandatangani oleh ketua dan panitera dikirimkan kepada
ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan ulang terhadap
perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri. Dalam
pemeriksaan banding, majelis hakim banding mempertimbangkan dalil-
dalil yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya.
Apabila dalam memori banding tidak terdapat hal-hal yang baru, majelis
hakim banding mengesampingkan memori banding tersebut dengan alas-
an tidak terdapat hal-hal baru. Dengan pemeriksaan ulang dapat dikoreksi

——
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apakah putusan yang diberikan oleh pengadilan negZiri iuda.h tep'at, kue
rang tepat, atau ada kesalahan. Pemeriksaan ulang dila ulfa.n dari awq)
meliputi semua mengenal fakta dan huifumnya. Atas.dasar INi pemerikg,.
an ulang atau banding dikatakan pemeriksaan pada tingkat kedua dan te,.

tinggi.

2. Pemeriksaan Banding oleh Majelis Hakim

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan
tinggi dengan tiga orang hakim sebagai majelis hakim, satu orang hakim
bertindak sebagai ketua, dan lainnya sebagai hakim anggota, serta di-
bantu oleh seorang panitera.8 Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

“"Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali, undang-undang
menentukan lain." E

Di antara hakim-hakim tersebut seorang bertindakdsebagai ketua dan lain- .
nya sebagai hakim anggota sidang. Sidang dibantu oleh seorang panitera .
atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.9

a2

Ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah.sesuai
dengan kondisi sekarang bahwa semua pengadilan memutus perkara de-
ngan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Alasannya adalah di setiap
kabupaten/kota dan provinsi' dibentuk pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi atas perintah undang-undang. Tenaga hakim pengadilan negeri -
dan pengadilan tinggi sudah cukup memadai sehingga yang melnjadi asas
adalah ketentuan sekurang-kurangnya tiga orang. hakim untuk memeriksa
dan memutus perkara di semua tingkatan peradilan, sedangkan yang me-

meriksa dan memutus perkara dengan hakim tunggal adalah pengecuali-
an yang diatur dengan undang-undang.

L]

Latar belakang dikeluarkannya'Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun
1955 mengenai keharusan pengadilan banding memeriksa dan meniutus

8)  Pasal 15 ayat (

o 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding.

Pasal : '
17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim akén meni

panyaknya tunggakan perkara pada peradilan tingkat b:n'?bulkan o
jum cukupnya tenaga hakim pada pengadilan tinggi Den ing karena be-
juang memeriksa dan memutus perkara banding de:nga:gan adanya p.e.
saja, kesulitan banyaknya tunggakan perkara dapat diata:iecj;:ng haklr?
pukan pula maksud pembuat undang-undang agar semua pe'r k ar:) tetépl.
dapat diperil(;sa ols: seorang hakim saja, melainkan juga agaral;:nga:ddi::tg
tinggi tidak diwajibkan lagi memeriksa )

ngan tiga orang hakim. dan memutus perkara banding de-

, o.leh"karena itu, ketua Pengadllan tinggi hendaknya diberi kuasa dan juga
_diwajibkan untuk.memlsah-misahkan perkara banding dan menentukan
perkara-perkara mana yang dapat diputus oleh seorang hakim saja dan
mana pula yang tidak. Perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang Daru-
rat Nomor 11 Tahun 1955 sebenarnya mengubah ketentuan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9) tentang
pemeriksaan Banding Perkara Pidana. Akan tetapi, tanpa menyebutkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 telah merembet pula pada pe-

meriksaan banding perkara perdata.

Ketentuan pemeriksaan perkara oleh seorang hakim saja sebenarnya me-
rupakan tindakan darurat yang secara berangsuf-angsur harus disesuai-
kan dengan perintah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang keharusan memeriksa dan memutus sekurang-kurangnya dengan
tiga orang hakim. Pada waktu sekarang di setiap provinsi dibentuk peng-
" adilan tinggi dengan tenaga' hakim tinggi yang cukup dan makin ber-
.tambah. Jadi, alasan khawatir terjadi banyak penunggakan perkara sudah
tidak tepat. Peradilan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim kira-
nya dapat menjamin pemberian keadilan yang lebih objekiif jika dibanding-
kan dengan hanya oleh seorang hakim.

memutus perkara sekurang-
Undang-Undang Nomor 14

al 17 Undang-Undang
but dan

Oleh sebab itu, ketentuan memeriksa dan
kurangnya dengan tiga orang hakim dalam
Tahun 1970 diambil alih menjadi ketentuan Pas
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencé

195

_Hukum Acara Perdata Indonesia

B |




oy

menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokoy.

Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Banding Perkara Perdata

L)

D. PUTUSAN PENGADILAN BANDING

-Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, majelis hakim bandin
segera menjatuhkan putusannya. Putusan pada tingkat banding dapat be-

rupa: :
1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus °

oleh pengadilan negeri-dianggap benar dan tepat menurut rasa ke-
adilan.

~ 2. -Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

. Putusan memperbaiki artinya apa yang telah diperiksa dan diputus

oleh pengadilan negeri dipandang kurang tepat menurut rasa ke-
adilan. Oleh karena itu, perlu diperbaiki.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Putusan membatalkan artinya apa yang telah diperiksaldan diputus
oleh pengadilan negeri dipandang tidak benar dan tidak adil. Oleh
karena itu, harus dibatalkan. Dalam hal ini, pengadilan tinggi atau
banding memberikan putusan sendiri. Dengan demikian, dictum
putusan banding tersebut berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:
Menerima permohonan_banding dari Pembanding; i
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri ....................... gst; =5

MEMBERIKAN PUTUSAN SENDIRI
Menyatakan Pembanding/Tergugat/Pembantah sebagai --- dst. =

Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbantah/Terbanding untuk -
sebagian/seluruhnya; ’

-
-
----
--------------------------------------------------

Menghukum Pembanding/T ergugat/Pembantah untuk --- dst. ===

By
: a
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—
Menyatakan bahwa - dst, --. dst

Menolak gugatan PenggugavTerh
Memerintahkan pengiriman salina

-------------------------------------------

L]

antah/Terbanding selebihnya; ...
nresmi putusan --- gst

Demikianlah diputuskan pada hari ini

-------------

Apabila pengadildn negeri memutuskan tidak berwenang memeriksa per-
kara, kemudian oleh yang bersangkutan dimintakan banding dan peng-

dilan tinggi berpendapat lain, artinya pengadilan negeri berwenang me-
. iksa perkara, maka pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadil-
- eri dan memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkut-
- nest;uk memeriksa dan memutus perkara. Demikian pula jika putusan
- ur:jtdilan negeri kurang memerhatikan keterangan mengenai peristiwa
5::3 dikemukakan oleh pihak-pihak dan syara.t-syc.“uat yang diharus:a;
oleh undang-undang yang berlaku, pengaqilan tmggn- memba.talka: pubL:ili
an itu dan memerintahkan supaya pengadilan negern memeriksa kembali,

atau pengadilan tinggi akan memeriksa sendiri perkara itu dan memberi-
kan putusan sendiri.

Setelah pengadilan tinggi memberikan putus§nnya. salinan r:islz:: ::;uesr;
an dan berkas perkaranya dikirimkan Ben;zzlsinl:zng:gzzngi e
' telah putusan itu di . . d
::Ja: gr’n:::::tga‘:\f:: .SLSJSaya mZmberitahukan i.si putusan pengadntl: ::gtgugka
kepada kedua belah pihak dengan mempermgatka: :al:nme:as o
mengajukan permchonan kasasi kepéda Mahkan?a hkgn _i.m e das
perintah ketua pengadilan negeri, panitera memerintahka -tl e
memberitahukan isi putusan banding dengan surat pemberita .

mberi-
Dalam undang-undang tidak diatur Sea. ogas ba;adsit;\t:(::esegera
tahyan isi putusan banding kepada p ihak-.plhalf. Hénz tua pengadilan ne-
sete]ah menerin;a surat putusan pengadilan tinggi, E'}si up‘usan banding
gerl yang bersangkutan segera memerintahkan agar'tlahsan itu mungkin
diberitahukan kepada pihak-pihak. Dengan pem 9: n kasasi atau kalau
Pihak-pihak akan menggunakan haknya untuk memoko nakan. Bagi pihak
tidak memohon kasasi, putusan banding segera d"&:‘ s:n a yang telah di-
yaﬁg menang perkara segera akan mendapatkan hakny
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tetapkan dalam putusan pengadilan tinggi. Apabila dalam tenggang waq,
yang telah ditetapkan undang-undang untuk memohon kasasi, permohgp,.
an kasasi tidak diajukan, putusan banding memperoleh kekuatan untuk ;.
laksanakan. Berikut ini disajikan contoh pemberitahuan isi putusan banding

dan contoh putusan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding.

Contoh 28

PEMBERITAHUAN IS| DAN PENYERAHAN
TURUNAN PUTUSAN BANDING

Pada hari ini ............. ,aNagal ....occinivrner N e— , ditunjuk untuk
menjalankan tugas sebagai Juru Sita oleh dan atas perintah Ketua --—-—

Pengadilan Negeri di .........ccccocoeiiiiininininnn, mmmmsmmmmosossses

1. kepada............ , pekerjaan ............ , tempat tinggal di ......... sebagai
Tergugat Pembanding; --~-«=-==eemsreesssmconcmcmonomtomacncrecstanenesst e
2. kepada............ , pekerjaan ............ , tempat tinggal di ......... sebagai
Penggugat Terbanding; ----+--------==s-ssemesscmmmmsscmmmmmmmmncannnceeas —emenes

di mana saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (Kepala Desa -~
dari tempat tinggalnya berhubung yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
di rumahnya) isi surat putusan Pengadilan Tinggi (Banding) yang dikirim-
kan oleh Panitera Pengadilan Tinggi di ........ dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri .............. 'pada tanggal .............. dengan menyerahkan
kepadanya turunan surat putusan yang bermeterai cukup, dengan -
pemberitahuan bila dikehendaki, dia dapat mengajukan permohonan =~

K?S?Si kepada Mahkamah Agung dan diserahkan di Kepaniteraan =
Pengadilan Tinggi yang DOISANGKULAN, <=nsnsrmmemmmemmemmennesmemresemses """
Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat dan saya tandatanga"
bersama dengan pihak yang bersangkutan, --s----s---e-ssesemeeeme====""" 3
198
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. Pihak yang diber tahy dan
manaerima turunan putusan

Rindan baya:
1. Pembentahuan Rp

nnnnnnnnnnnnnnnn

rs

Penyerahan turunan putusan Rp

3.. Penalanan Rp .o,
Jumiah Rp .

Contoh 29 .

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DI ....
. DAFTAR NO. .../20 .../PT PDT

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di ... ... mengadili perkara perdata pada tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawabh ini dalam perkara: --
.......... pekerjaan ..........., tempat tinggal di ....... dulu Penggugat, sékarang
Pembanding; --=---==-ssseseree e

MELAWAN

.......... pekerjaan ............, tempat tinggal di ......... dulu Tergugat, sekarang.
L T T S

Pengadilan Tinggi tersebut; - - meememeesssemecoeseceneanenna
Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut. -------=s=-=sssoceneees

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri ....ccc.....
tanggal ........... | T— yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ------

o ' 199
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T
1. Menolak gugatan Penggugat; --==-=--ssesermmmcececcmaannn )
2.  Memaerintahkan sita konservator yang dijalankan oleh Aol Panitera
pada Pengadilan Negeri ini tertanggal .............. ) - R dicabut ..

3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya pe[kara yang ... '
timbul dari perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp S D

------- Menimbang bahwa Pembanding, dulu Penggugat pada tanggal
telah memohon peradilan Banding terhadap putusan tersebut dj S

atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada ...
tanggal .................. D

""""""

TENTANG HUKUMNYA

------- Menimbang bahwa Permohonan peradilan Banding terhadap meemenns
putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, karenanya ------....
permohonan dapat diterima. «------------ecereememreeeeee e

------- Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan -
dalam putusannya tersebut di atas, yang oleh Pengadilan Tinggi disetujui
dan dijadikan sebagai alasan-alasannya sendiri, putusan Hakim tingkat ---
pertama adalah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dikuatkan, ------

------- Menimbang bahwa sebagai pihak yang dikalahkah, Pembanding -

dulu Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkatan, «--«--eeeeeeeoeeeee

------- Mengingat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
juncto Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan ----==--

ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang dan hukum yang ----------

bersangkutan. =--eeeeeeeememeee
MENGADILI:

------- Menerima permohonan Banding tersebut:

"""" Menguatkan putusan Pengadilan Negefi ............... tanggal ...

NO. iuvsivainns yang dimohonkan Banding: -«------cceceeeececeoemememeemeemsese=
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e Monghukum Pembanding dulu Penggugat untuk membayar biaya -
,,ml’“mm"""”m%mam-gm..
W sesapesese N i

pemikianiah diputuskan pada hari ... tanggal oleh
KoM ... Hakim Anggots Pmodd-n Tlngg- ................. yang detunjuk

| oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini pada -
gngkat banding, dan diucapkan oleh kami & sidang tetbuka pada hari ity
meM"m-PW . WMM

Paniteta Penggant Mageis Hakm

L
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BAB VI
KASASI PERKARA PERDATA

A, PERATURAN TENTANG KASASI

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berlaku sekarang .
tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kasasi. Demikian pula dalam
Konstitusi RIS 1949 (KRIS 1949) tidak ada ketentuan yang mengatur ten-
tang kasasi. Baru dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS
1950) terdapat ketentuan yang mengatur tentang kasasi. Menurut ketentu-
an UUDS 1950 bahwa:

"Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang, terhadap

putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-
pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta-

kan kepada Mahkamah Agung. -

Namun, undang-undang yang mengatur tentang kasasi berdasar pada ke-
tentuan UUDS 1950 juga belum ada.

Apabila sesaat kembali meninjau KRJS 1949, ternyata untuk melaksana-

kan ketentuan KRIS 1949 tentang Mahkamah Agung, pembentuk undang-
undang federal telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950
tentang Mahkamah Agung (LN Tahun 1950 Nomor 30) tanggal 6 Mei
1950 yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Mei 1950.2 Berdasar pada ke-
tentuan peralihan Pasal 142 UUDS 1950, Undang-Undang Nomor 1 Taht.Jrf
1950 tentang Mahkamah Agung tetap berlaku. Dalam undang-undang ini

ra 1950 (UUDS 1950).

r Sementa
esia Serikal

1) Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Dasa
g Konstitusi Republik Indon

2)  Pasal 113, 114, dan sebagian pasal 14

(KRIS) mengatur tentang Mahkamah Agung- e
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si. Dengan demikian, apa yang diminta <‘:Ieh ke. .

diatur juga tentang kasa
(3) UUDS 1950 tentang Kasasi telah dapat g;.

tentuan Pasal 105 ayat
penuhi.

"

Dengan diundangkan Undanq-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dinya-
takan tidak berlaku lagi. Menurut ketentuan L'Jndang-Undang Nomor 13
Tahun 1965, Mahkamah Agung memutus tentang permohonan kasasi
terhadap putusan atau penetapan dalam tingkatan peradilan terakhir dari
pengadi!an-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Acara Kasasi
diatur lebih lanjut aalam undang-undang yang mengatur acara untuk

masing-masing lingkungan peradilan.’

Pada tahun 1970 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut ketentuan undang-

undang tersebut:

"Atas putusan pengadilan pada tingkat banding dapat dimintakan
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihakfihak yang berke-
pentingan yang diatur dengan undang-undang."

>

Berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ter-
sebut, diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mah-
kamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Per-
adilan Umum. Dengan berlakunya dua undang-undang ini, maka Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku.

Setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berlaku selama lebin ku-
rang 29 tahun, undang-undang ini baru mengalami perubahan tahun 1999
melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan po-

-

"3)  Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadila
dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

4)  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasad"
Kehakiman, .

onesi@
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Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Ne
o an diundangkannya Undang-Undang
De:gasaan Kehakiman, maka Undang-Ung
::but berlakunya oleh Undang-Undang No

: Kasasi Perkarg Perdata
—_ dy-4

9ara Tahun 1997 Nomor 147),

Nomor 4 Tahun 2004 tentang

ang Nemor 14 Tahun 1970 gj.
mor 4 Tahun 2004 tentang Ke-
ndang-Undang Nomor 4 Tahun

Berdasar pada ketentuan undang-undang yan

g telah dikemukakan tadi,
‘ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1, Kasasi harus diatur dengan undang-undang.

2. Perintah pengaturan tersebut ditentukan dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakim-
an,

3. Atas dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dikeluarkan
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
yang di dalamnya diatur juga tentang kasasi.

4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahu;\J ;9i51;e;5-
tang Mahkamah ‘Agung. Undang-Undang Nc.>mor 13 ad:n e
tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
kamah Agung dinyatakan tidak berlaku.

' 6. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tah4ur-:p 2h(210n41t:2;a2§
Kekuasaan Kehakiman, Undang',U”dar]g by UnZang'Undang
nyatakan tidak berlaku. Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkaméh AU, dan terakhir
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Um: n;saan Kehakim-
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keku
an, telah memperoleh dasar hukum kuat.

B. KONSEP KASASI

- utusan peng- -
Vahkamah Agung memutus permohonan grer tse:::: Ti:gkungan per-
adilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari

205
\;
Hukum Acara Perdata Indonesia



Kasasl Perkara perdata

o ‘ T —
5 Namun, dalam rumusan tersebut tidak dijelaskan apa yang g

asasi. Untuk memahami konsep kasasi, dalam Undang

ditentukan:

gkat kasasi membatalkan putusan atg
dilan dari semua lingkungan paradl!a:

adilan.
maksud dengan k
Undang Mahkamah Agung
“Mahkamah Agung dalam tin
penetapan pengadilan-penga
karena: )
a tidak berwenang alau melampaui batas wewenang;

b, salah menerapkan alau melanggar hukum yang berlaku;

syarat yang diwajibkan oleh peraturan

c. lalai memenuhi syarat-
ng mengancam kelalaian itu dengan

parundang-undangan ya
batalnya putusan yang bersangkutan.’

Berdasar pada ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas dapat
diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam melakukan peradil-
an kasa§i tidak mglakukan peninjauan putusén seluruhnya dari pengadil-.
an-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir, tetapi terbatas pada pe-
ninjauan mengenai hukum saja, tidak mengenai peristiwa dan pembukti-
annya. Peninjauan mengenai hukum tersebut hanya terbatasg pada apa-
kah pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir itu:

1. - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,
2. Sglah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan per-
“undang undangan, '

l.)alar.n melakukan kasasi, Mahkamah A'gung bukan pe'radilan tingkat ter-
tingg seb.ab Yang dikasasi itu_ adalah putusan- tingkat tertinggi. Kasasi
- Ez:ﬁ:::.pun ool hum_Jmnya' tidak mengenai p;aristiwa. Hakim kasasi
ih 1 ;r:kzzngamedrperlksa peristiwa (judex facti). Mengeﬁai pefistiwa
peﬁgadilan tinggi V‘;I iputus oleh majelis hakim pengadilan negeri dan
putusan, majelis r;akir: ono Prodjodikoro mengemukakan contoh suatd
sy bk menganggap suatu keadaan terbukti berdasarkan

1 seorang saksi dengan tidak disertai afat bukti lain. Dalam hal

L]

5)  Pasal 29 Undang- '
Iy Undéng 3n3&ng Nomor .14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
s g-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
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; anggap dua orang saksi itu tidak dapat dipercaya.’

— ; Kasasi Perkarg Perdata

M ahkamah Agung harus membatalkan Putusan -
tetap' apabila putusan majelis hakim menganggap
iprbukli berdasarkan keterangan dua orang saksi,
dapat menyentuh putusan tersebut Walaupun M

majelis hakim itu. Akan
bahwa suaty keadaan‘
Mahkamah Agung-tidak
ahkamah Agung meng-

c. SYARAT DAN PROSEDUR KASAS|

perohonan kasasi dapat d'aJUka” hanya jika pemohon terhadap per-
karanya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan
[ain oleh undang-undang. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya satu
kali. Dalam penjelasan ketenituan tersebut dinyatakan bahwa pengecuali-
an dalam ketentuan ini diadakan karena ada putusan pengadilan tingkat
pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding, te-
tapi langsung dimohonkan kasasi. Contohnya adalah perkara perdata ten-

tang sengketa merek dan kepailitan.®

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakil-‘
nya.yang secara khusus dikbasakarp untuk itu dalam perkara ‘periiata yang
diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat ter-
akhir di lingkungan peradilan umum. Menurut ketentuan Undang -Undang
Mahkamah Agung, permohonan kasasi dalam perkara perdata disampai-
kan'sécara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama
yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu empat belas hari
sesudah putusan atau penetapan pengad' llan diberitahukan kepada pe;
mohon. Apabila tenggang waktu empat belas hari tersebut telah |:‘V\:Z _
tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak YanQ:etfPlZL 2 Y
Plhak yang berperkara dlanggap telah menerima putusamh eatr%1 kaSZSI
mohon membayar biaya perkara, panltera mencatat permonon e
dalam ‘buku daftar dan pada hari itu juga membuat aktabptirf‘ e
kasa5| yang dilampirkan pada berkas perkara Selambat Jambatny

&

: i3. Penerbit Sumur.
) Wirono Prodjodnkoro Hukum Acara Perdala di Indonesia

Bandung. 1962. h. 106.

ah Agung.
% Posal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkam g
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; rdata _
Kasasi Perkera P R
ermohonan kasagi teraaftar, panitera Pengag,

uh hari setelah P e
rkara memberitahu
yang memutus Pe . kan Secara topy

honan itu kepada pihak lawan.

waktu tuj
tingkat pertama
mengenai permo .
engajukan permohonan kasasi, pemohon wajib menyamp.i

memuat alasan-alasannya dalam tenggang k.
tu-empat belas har setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalan,
buku daftar. Panitera pengadilan yang mem'utus perkara d.ajam tingkat pey.
tama memberikan tanda terima atas penenmaan memc?n kasasi dan me.
nyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dajam
perkara yang dimaksud dalam wakiu selam‘bat-lambatnya tiga puluh hari
Pihak lawan bernak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi

kepada panitera dalam tenggang waktu emat belas hari sejak tanggal di-
terimanya salinan memori kasasi.'®

= Ketika m :
pula memori kasasl, yang

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi,
-panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama me-
ngirimkan:

1. permohonan k{asasi;

2.  memori kasasi;

3. jawaban atas memori kasasi; serta

4,

berkas perkaranya;

kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh
hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut
dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut tanggal penenmé

f‘:mnya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semus
itu kepada Mahkamah Agung. !

- Sebelum peérmohenan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, pomper
an tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabil2 o

9) Pasal
46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgU"

10) Pasal 47 gung-

it Uﬂdaog-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah A
Pasal 48 . :

y Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
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‘ Kasasi Perkara Perdata
/;'o hon tidak dapat lag; mengajukan
cabuls pletu meskipun tenggang wakty kasasi
arf:‘ kembali permohonan kasasi dilakyk
bt;':u im kepada Mahkamah Agung, berka
nya

.da Mahkamah Agung.'? Berikut ini dibe
a
:.:Zfat memOﬂ kasasi.

Permohonan Kasasi dalam
belum lampay. Apabila pen-
an sebelum berkas psrkara
S perkara itu tigak di t-rus:(an
rikan conton cara menyusun

con'toh 30

SURAT MEMORI KASAS]

ada Yth.: |
ll;::l’;kamah Agung Republik Indonesia
Lewat Pengadilan Negeri Kelas |
Yogyakarta

a
Ial lgga' srvessvarevevree IJO. -.-/20 .../I dt

Dengan hormat,

a yang bertanda tangan d T — , pekerjaan .............,
S ‘tangan di bawah ini ........... | . .
oo | .. dalam perkara ini selanjutnya disebut
tempat tinggal di .......cc.ccooereiniinnes

Penggugat dalam Kasasi, ------====-===s=---

m P lam perkara asli
gat dala Kasasi, sebagai Penggugat da
Bahwa Penggu

alias ....occcvveeenes adalah Tergugat a\shd j::
ugat ....ooeevvveeevennennn.. @llas ... ot din Pafga
Elt'acl:gr;urg:tncgil:|a?n Kasasi di Pengadllan Negeri Yog)r/qao N
Negeri tersebut dengan putusan tertanggal .........

at dalam Kasasi
gugatan itu, yang ringkasnya berisi bahwa Peng,gf; o poTa. -
Menerima separuh dari barang gono-gini yang dig

P Agung.
- n Mahkamah

12) 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Pasal 49 Undang-

\
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Kasas| Perkara Pordala —

B terhadap putusan ini. Tergugat dalam perkara ?S“ kir'wi Tergugar..
- i telah memohon Banding kepada Pengadilan Tinggi ......_
dalam Kast;s'n pengadilan Tingg! tersebut dengan putusan tertanggg)
Semﬂf:fc‘)g J‘:’dt telah memutuskan: Membatalkan putusan Pengaduan ,.
::ger: Yo;;‘yakarta (ersebut di atas dan dengén member i_ peradilan seng
menetapkan bahwa Penggugat dalam Kasasi dapat bagian sepertigy dari
gono-gini tersebut di atas.

-------------------------------------------
-----
ceag,
-

barang

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Penggugat -......
Terbanding atau Penggugat dalam Kasasi memberikan penjelasan -......_.

-----------------------------------------------------------
.o,

(memori) sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi, Pengadilan -.
Tinggi Semarang telah melanggar hukum adat yang berlaky dj -...
Yogyakarta karena Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat -------....
membenarkan pembagian gono-gini antara suami istri yang sama,
masing-masing separuh dan Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat
bahwa menurut adat yang senantiasa berlaku juga di Yogyakarta,
maka barang gono-gini dibagi antara su?mi istri dengan iFnbangan
dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri. -

2. Bahwa Penggugat dalam Kasasi menyatakan bahwa hukum adat
yang berlaku di Yogyakarta, di mana-mana istri di Yogyakarta ------
bekerja sama kerasnya, kadang-kadang lebih keras daripada --------
suaminya, menetapkan istri menerima separuh dari barang ------- -
gono-gini dan Pengadilan Negeri Yogyakarta "tepat dan sesuai -
dengan hukum adat ini" memberikan separuh juga. -------s====sss=s=

Maka Penggugat dalam Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung -=-==
Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi S8emarang tertanggal ............... No. ...... dalam mana Penggugat
dalam Kasasi ditetapkan mendapat sepertiga dari barar;g gono-gini dan
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal .
No. ...... dalam mana Penggugat dalam Kasasi mendapat bagian separuh

(:naen bbafang QOHO-ginl, dengan menghUkum Tergugat dalam KasaSI UntUk
L ayar biaya perkara dalam samua tingkatan. _____________________________
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P al - <ol irkare PBf(IEtE
omudian atas perhatian Mahkamah Agyn

g terhad i
wrkan banyak terima kasih,13 4P uraian kami, kam;
ha

r

Penggugat dalam Kasag;

p. PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASAS|

pada tingkat ka;asi. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara
dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Dalam penjelasannya di-
nyatakan, jika majelis hakim bersidang dengan lebih dari tiga orang ha-
kim, jumlahnya harus ganjil.* Seorang hakim tidak diperkénankan meng-
adili s”,at” perkara yang dia sendiri berkepentingan, baik langsung mau-
pun tidak langsung. Dalam hal demikian, hakim yang bersangkutan waijib

mengundurkan diri atas kehendak sendiri atay atas permintaan penasihat
hukum, tergugat, atau penggugat.'®

Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-
surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sen-

diri para pihak atau para saksi atau memerintahkan pengadilan tingkat
" pertama atau pengadilan tingkat banding yang.memutus perkara tersebut
mendengar para pihak atau para saksi. Apabila Mahkamah Agung mem-
batalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, di-
pakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.16
Dalam penjelasa‘n ketentuan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan “surat-surat" meliputi pula berkas perkara dan surat-surat lainnya

————

13) Dikutip dari Santoso Poedjosoebroto et. al. Pedoman ke Pengadilan Negeri. Per-
cetakan Republik Indonesia. Yogyakarta. 1964.

1) Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, ) ’

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

15)
16)

\ .
21
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Kasasl Perkara Perdata

—

yang dipandang perlu. Pada prinsipnya pemeriksaan kasasi dilakukan ber.
dasar pada nomor urut daftar penerimaan perkara.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Mahkamah' Agung dalam pe.
meriksaan kasasi hanya memeriksa soal hukumnya, tidak mengenaj gog
peristiwa dan pembuktian sehingga memori kasasi dan jawaban memgy
kasasi penting sekali bagi Mahkamah Agung dalam menentukan apakah
ada kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaky,
atau ada kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh per.
undang-undangan yang berlaku oleh majelis hakim yang memutus perkara
yang dimohonkan kasasi itu (judex facti). Oleh karena itu, apabila memori
kasasi tidak disertakan pada permohonan kasasi, kasasi dianggap tidak
ada sebab dianggap tidak mempunyai alasan hukum.

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasar
pada tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, maka Mahkamah
Agung menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang ber-
wenang memeriksa dan memutusnya. Sedangkan dalam hal Mahkamah
Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasar pada salah menerap-
kan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Mah-
kamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.'?

E. PUTUSAN KASASI

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan pu-
tusannya. Dalam pengambilan putusan, Mahkamah Agung tidak terikat
pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat me-
makai alasan-alasan hukum lain. Isi putusan kasasi dapat berupa:

a. permohonan kasasi tidak dapat diterima: |
| b.  permohonan kasasi ditolak; atau

c. permohonan kasasi dikabulkan (diterima).'®

17)  Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung-

1
8) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
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A Kasasj Perkara Perdata

Untuk lebih jelasnya, ketiga isi putusan kasasi ters

vini satu per satu. ebut ékan dijelaskan

pariku

4. Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima
Alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila:

a. Jangka waktu yang diperkenankan untyk men

- : gajukan kasasi telah
lewat, yakni dalam jangka waktu kasasi tidak g

imintakan: atau

b. Memori kasasi tidak dimasukkan atay terlambat memasukkannya:
atau '

c. Pihak pemohon kasasi tidak/belum menggunakan haknya yang lain,
misalnya, verzet pada putusan verstek dan banding. Dalam hal-hal
tersebut, permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, dalam dictum putusan kasasi Mahkamah Agung dapat
ditulis sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menyatakan, permohonan Kasasi dari Penggugat dalam Kasasi
tidak dapat diterima. ----s==----==-sreeesemcnonnnnnane- -

Menolak permohonan Kasasi dari Penggugat dalam Kasasi untuk
dirinya sendiri tersebut, ----------=s==--=m--ssorosmososossneocomineeeenaccaconees

Menghukum Penggugat dalam Kasasi untuk membayar semua
biaya perkara --- dst. «-------===ssessemarsrmmmmmaaaaanaaaea S

2. Permohonan Kasasi Ditolak

Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan-keberatan yang

Sekarang diajukan oleh pemohon kasasi terhadap putusan majelis hakim
Judex facti:

8 Semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak ter-

Masuk wewenang majelis hakim kasasi, sedangkan dulunya ke-

Hukam 2
™ Acara Perdata Indcnesia

213



ta |
Egsasl Perkara Perda . : S

beratan itu fidak pernah diajukan kepada majelis hakim yap, Me

mutus perkara, atau
kemukakan dalam memori kasasi justry beftemang.

ang di -
b. Alasanyang um, sedangkan judex facti telah benar menerapkam

an dengan huk
hukumnya; atau

c. Mungkin juga alasan hukum yang dikemukalfan d.alam memori k.

i sasi tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh judgy ¢, ”

artinya tidak ada sangkut pautnya dengan hukum yang menguagy

pokok perkara itu.

Dengan demikian, dalam dictum putusan kasasi Mahkamah Agung dapy

ditulis sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan Kasasi dari Pengugat dalam Kasasi --- dst,

Menghukum Penggugat dalam Kasasi untuk membayar semua ----

biaya perkara, ---=s-----zss=s=ssnsnosTToooomsmIIIonssmssmIIInsressesesee

3. Permohonan Kasasi Dikabulkan (Diterima)

Jika permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh
majelis hakim kasasi, permohonan kasasi dapat diterima dan Mahkamah
Agung membatalkan putusan majelis hakim yang dimohonkan kasasi itu.
Ini berarti apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim mengenai hukum:

a. adalah tidak benar atau tidak tepat;'atau

b. ada kesalahan dalam penerapan; atau

c. tidak diterapkan sama sekali.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu guna mem
benarkan hukumnya atau menerapkan hukum yang benar atau tepat P%
perkafa yang dimohonkan kasasi itu. Dengan demikian, dictum putusé
Kasasi Mahkamah Agung dapat ditulis sebagai berikut:

214 ia
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MEMUTUSKAN:

,
Menerima permohonan Kasasi Penggugat dalam Kasasi

--- dst, ---
Membatalkan putusan Pengadilan Tin agl . st

=== dst, ---- dst, ---

DAN MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan untuk seluruh/sebagian gugatan Penggugat dalam --
Kasasi/Penggugat asli,

Menetapkan bahwa --- dst, ---- dst. ---

Menghukum Tergugat dalam Kasasi untuk membayar biaya perkara
--- dst. ---

Pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan terakhir yang menyangkut soal
hukum. Dengan demikian, apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah
Agung dianggap benar dan tepat. Ditinjau dari sudut pembentukan hukum,
putusan kasasi sangat penting karena akan memengaruhi cara melaku-
kan peradilan di seluruh Indonesia dan dapat pula mendorong pembuat

undang-undang memperbaiki suatu peraturan sesuai dengan petunjuk
Mahkamah Agung.'®

Putusan kasasi lain dengan putusan judex facti karena putUsan kasasi
hanya mengenai soal hukurn sehingga dalam dictum putusannya tidak
menggunakan kata "mengadili", tetapi kata "memutuskan”. Mahkamah
Agung dalam kasasi tidak memeriksa kasus posisi, yang diperiksa hanya-
lah hukum yang diterapkan pada kasus posisi itu dan hukum yang diterap-
kan fjada proses penyelesaian perkara. Putusan kasasi adalah koreksi ter-
hadap penerapan hukum. J

Putusan kasasi segera dikirimkan kepada ketua pengadilan yang ber-
sangkutan guna diberitahukan kepada pihak-pihak untuk dilaksanakan se-
bagaimana mestinya. Setelah adanya putusan kasasi, selesailah proses
perkara yang bersangkutan. Apa yang diputuskan dalam kasasi, itulah
yang dianggap benar. Berikut ini diberikan contoh putusan kasasi.

19) Wirjono Prodjodikoro. op. cit. hh. 106—107.
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Kasasi pPerkara Pe
et v \

Contoh 31

Putusan Kasasi Mahkamah Agung

PUTUSAN TANGGAL ... REG. NO. ... KISIP/20
DEMI KEADILAN -

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA Esa

MAHKAMAH AGUNG

Mengadili dalam tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan sebagaj ——...
berikut dalam perkara:
............... , pekerjaan ........., tempat tinggal di ............... Penggugat dalam

Kasasi, dulu Tergugat terbanding; ------========"= S

FUSIPEEEREEREEES S S S Sl Sl bt S o

e o

MELAWAN

................. , pekerjaan .........., tempat tinggal di .............. Tergugat dalam
Kasasi, dulu Penggugat pembanding. --=---==-=s=r=sssssmmmmems=s

Mahkamah Agung tersebut; ------=--=------ssmmomesossonomasss

Melihat surat-surat yang bersangkutan; -------s-scceecmeee

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang ——
Tergugat dalam Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat -
sekarang Penggugat dalam Kasasi sebagai Tergugat asli di muka —-—=
Pengadilan Negeri di .................... yang pada pokoknya atas dalil-dalil: —

--- dituliskan isi gugatannya semula ---
Menimbang bahwa tuntutan tersebut telah dinyatakan tidak dapat ditenm
oleh Pengadilan Negeri ............... dengan putusannya tanggal ...
No. ..... putusan mana dalam tingkat Banding atas permohonan -~

Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi....... ... dengan
“Putusannya tanggal ......... No. .... yang amarnya berbunyi sebagai berikt

--- dituliskan isi diktum putusan ---

M i ’ -
enimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepads

k - orgud®!
; edua belah pihak pada tanggal .......... maka terhadapnya olen T
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orbanding telah' diajukan permohonan untuk pemeriks =
qurat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

tanggal «eeereeseees sel?agaimana ternyata dari surat keteranganN e
yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi ....... diikz'ti"c;i;;

alasap-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadi
Tinggi tersebut padatanggal eooocoovvvoi ngadilan

aan Kasasi dengan

tree
-----------------------------
.

Menimbang bahwa permohonan Kasasi tersebut beserta ~----ccvesmemeen-...
alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan --
saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam undang-undang, dan oleh karena itu dapat diterima. -----

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yag dajukan oleh Penggugat -----
dalam Kasasi pada POkOknya adalah Sebagai BEriKUt: =eenn-mmmnnmemmnnnmmeemmns

--- dituliskan isi memori kasasi yang diajukan ---

Menimbang bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan-alasan tersebut --
bahwa dalam perkara ini terutama harus diselidiki dulu status hukum -----
sengketa, yakni apakah hak atas rumah itu merupakan hak eigendom ----

atau milik Barat atau tidak. --------=-====sssssssssmmmmrresssmmmmesssosossnnrinns oo

Menimbang bahwa dari berita acara sidang Pengadilan Negeri tanggal ----
antara lain, karena tak dibantah oleh pihak Pengugat asli, ternyata --------
bahwa ............ adalah seorang warga negara Belanda, maka oleh karena
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tersebut merupakan hak

eigendom atau milik Barat atas barang tetap.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 --===-
Tahun 1952 yang telah dijadikan Undang-Undang Nomor 24 Tah‘un 1954
(LN Tahun 1954 Nomor 78) ditetapkan bahwa setiap sefah pgkal ----------
Mmengenai tanah dan barang tetap lain, yang mempunyai titel menurut
hukum Eropa sebagaimana halnya dengan rumah sengkc?ta. dan ';-c-j-a-;am
karenanya tidak berwenang mengajukan tuntutan sebagal tersebu". --------
Surat GUGEIED el i PR o T

yang diuraikan, maka --- :
demikian

an-alasan

Menimbang b ’ |
ahwa berdasar pada alas
; ; oat diterima, dan dengan

Qugatan asli harus dinyatakan tidak da

Hukue
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Kasas| Perkara Per e

Knsd
i dapat dikuatkan walaupun berdasarkap, ..

putusan pengadilan Neger

flasan-alasan lain. |
: i sebab Tergugat dalam Kasasi dipandang it

ihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dalam Kasas; hary
zihukum untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, baik dalam
tidgkat pertama dan Banding maupun Kasasi. T s,

Memerhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dap .....
pasal Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia. -......

Menimbang bahwa dar

-----

pasal-

MEMUTUSKAN:
Menerima permohonan Kasasi dari Penggugat dalam Kasasi ..... tersebyt,
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi ........... tanggal ........... No. ...

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menghukum Tergugat dalam Kasasi untuk membayar segala biaya dalam
perkara ini, baik dalam tingkat pertama dan Banding maupun dalam -------
tingkat Kasasi, sedangkan biaya dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar

BP oo A . WA Yo smsaiad
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari .............. tanggal .................. dengan ............. .. sebagai Ketua,
e QA sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka pada hari ........... tanggal ......c.o.o...... oleh Ketua tersebut,
dengan dihadiri oleh .......... dan .......... Hakim-Hakim Anggota, dan ...
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. ="
Hakim-Hakim Anggota . Hakim Ketua
o it S ) ovirmasesmmiires? )
v )

Panitera Pengganti

it i mimerin )
et » LI
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BAB VIII
PENINJAUAN KEMBAL

A. PERATURAN PENINJAUAN KEMBALI

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1962 jo. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, Istilah'yang digunakan adalah
Request Civiel. Dengan berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung
Nomor 14 Tahun 1985, istilah Request Civiel diganti dengan istilah bahasa
Indonesia, yaitu Peninjauan Kembali. Walaupun putusan pengadilan telah
. memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan telah selesai dilaksanakan,
masih ada kemungkinan untuk melakukan Peninjauan Kembali apabila ter-

nyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang
pada putusan semacam itu.
um putusan

Peninjauan Kembali bukanlah menghilangkan kepastian huk ’
mempertahankan keadilan itu sendiri

dan memberikan kepastian hukum pada perbuatan yang adil. Peninjau-
an Kembali hanya bersifat insidental, tidak terus-menerus lfar‘hadap se-
tiap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena nu', undang-
undang mengatur alasan-alasan perkara perdata yang sudah diputus dan

Pe-
memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat diajukan permohonan

ninjauan Kembali.

pengadilan, melainkan justru untuk

[

. Nomor
Dasar hukym Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang

‘ - ang di-
14 Tahun 1970. Abablla terdapat hal-hal atau keadaan kejlc::]a;a:/‘g tge'ah
tentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pe;gr:n]auan -
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Pe

oleh pihak-
kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana d
219
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injauan Kembali
goplny A
ntingan,1 Pelaksanaan dari Undang-Undang Nor
ah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tenta:'
enggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahug
n

pihak yang berkere
14 Tahun 1970 adal
Mahkamah Agung yang m
1965.

ang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dicabut dan dinyata.
agai pengganti undang-undang tersebut diundang.
omor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakim.
an. Dengan berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman inj, pe.
ninjauan Kembali diatur juga. Terhadap putusan pengadilan yang telah
an hukum tetap, pihak-pihak yang berkepentingan da-
pat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila
terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Yang dimaksud dengan whal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini,
antara lain, ditemukannya buki baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan/
vekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Terhadap putusan Pe-
ninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.?

Kemudian, Und
kan tidak berlaku. Seb
kan Undang-Undang N

memperoleh kekuat

Mengénai ditemukannya bukti baru yang bersifat novum, Mahkamah

Agung pernah memutus permohonan Peninjauan Kembali. Pemohon Pe-
ninjauan Kembali telah mengajukan surat-surat bukti baru yang bersifat
novum. Permohonan Peninjauan Kembali diterima dan putusan Mahka-
mah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan.?

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk
yang baru berdasarkan undang-undang ini.* Dengan demikian, Undand

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tetap berlak!
1) Pasal 21 Undang-Undan k Kekuasd
it RohRKAaR Y g Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Poko
2 ) .
) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kenek™

3) Baca Yuris be
prudensi Mahkamah al 20 Okt
1984 Nomor 34K/Sip/1984. Agung dalam Putusannya Tangg

4)  Pasal .
47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehamrn&"

indones”
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perdasar pada Undang-Undang Nomor 4 Tah e
an Kehakiman. Khusus mengenaj Peninjauan
66 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang

un 2004 tentang Kekuasa.
Kembalj diatur dalam Pasal
Nomor 14 Tahun 1985,

permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan saty kajj p
mohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atay menghe;nikzrr;
pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan Peninjauan Kembali dapat

dicabut selama belum diputus dan dalam ha| sudah dicabut, permohonan
Peninjauan Kembali itu tidak dapat diajukan lagi.® |

Berdasar pada ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai ber-
ikut:

1. Semua jenis putusan pengadilan yang diatur dengan undang-

undang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat di-
mintakan Peninjauan Kembali.

2. Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan dan
menurut prosedur yang diatur dengan undang-undang.

3. Peninjauan Kembali dapat dimintakan oleh pihak yang berkepen-
tingan (dalam perkara perdata penggugat, tergugat, ahli waris
mereka) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pe-
laksanaan putusan pengadilan dan hanya dapat diajukan satu kali.

B. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasar pada

salah satu alasan-alasan sebagai berikut:

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau ripy
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di-
putus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh

hakim pidana dinyatakan palsu;

——

S} Pasalgg Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
H
ukum Acara Perdata Indonesia
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Peninjauan Kembali :

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat byt
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa

tidak dapat ditemukan,

apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atay

lebih daripada yang dituntut;

d. apabila mengenai sesualu bagidn dari tuntutan belum diputys
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal
yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama
atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentang-

an satu dengan yang lain,

{. apabila dalam suatu puu}san terdapat suatu kekhilafan hakim
atau sualu kekeliruan yang nyata.®

Apabila putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memenuhi
salah satu dari alasan tersebut, pihak yang berkepentingan dapat meng-
ajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Re-

publik lndone§ia.

C. PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak
yang 'berperkara. ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khu-
» sus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses Peninjauan Kembali pe-

mohon meninggal i Ao :
i ggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli
ya. ‘

P . . ‘ .
ermohonan Peninjauan Kembali harus diajukan dalam tenggang waktu

180 hari sesuai den
gan alasan-alasan yang di
sebagai berikut: yang ditentukan dalam Pasal 67

1. Untu "
bom: aa:asan yarig tercantum pada huruf a, sejak diketahui ke»
gan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah

hY

6) Pasal 67 > \
g S 3“:‘“‘9 Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung- :
ndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung-
222 ; —
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- Peninjayan Kembaj

erkaranya diputus atau didasarkan, atas bukti-by, Yang kemugiap,
ZIeh hakim pidana dinyatakan pajs,,

! b, sejak ditemukan Surat.
surat bukti yang bersifat menentykan, yang pada wak, Perkarg di.
periksa tidak dapat ditemukan,

!
3. Untuk alasan yang tercantum pada huruf

C.d, danft, sejak putu.san

elah diberitahukan kepada
para pihak yang berperkara.

4. Untuk alasan yang tercantum Pada huruf ¢, sg
| akhir dan bertentangan itu memperoleh keku
telah diberitahukan kepada para pihak yang b

jak putusan yang ter-
atan hukum tetap dan
erperkara ®

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon kepada Mah-
kamah Agung melalui ketua pengadilan negeri yang memutus perkara
pada tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.

Mahkamah Agung memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat
pertama dan terakhir.®

-
3

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohor'l secara tertulis
dengan menyatakan sejelas-jelasnya alasan yang dyadlkan t'jasar per
9 . i [ engadilan negeri yang me-
mohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan p hg LT
' ' ohon tida '
Mmutus perkara pada tingkat pertama. {lka‘ pem. e iables
dia menguraikan permohonannya secara lisan di hadap e e
an negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama a

: catatan tentang
dtunjuk oleh ketua pengadilan negeri’yang akan membuat
Pérmohonan tersebut, !°

’ ada tingkat per-
Setelah ketua pengadilan negeri yang memutus p.e rk::i!t;a berkewajiban
ama menerima permohonan Peninjauan Kemballl.) pl as hari memberikan
Untuk selambat-lambatnya dalam waktu empat be

)
9)

‘Mahkamah Agung.
Pasal g9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Dl AR
Pasal 70 Undan g-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang kot ABUND
' n
10)  Pasa| 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
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Peninjauan Kembali

» j\

atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan Pe-

mohon dengan mak;ud:

a. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas Pasa|
67 alasan huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyaj ke.
éempatan untuk mengajukan jawabannya. -

'b. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas salah
satu alasan Pasal 67 huruf ¢ sampai dengan hurut f agar dapat di-

ketahui.!! =

Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah tiga puluh hari se-
telah tanggal diteri-manya salinan permohonan Peninjauan Kembali. Surat
jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus
perkara pada tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh panitera di-
bubuhi cap, hari, serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salin-
annya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk dike-
tahui. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biaya-
nya oleh panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambat-
nya dalam jangka waktu tiga puluh hari. Untuk perfnohonan Peninjauan
Kembali tidak diadakan surat-menyurat antara Pemohon dan/atau pihak
lain dengan Mahkamah Agung.'2 |

D. PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN

Mahkamah Agung memeriksa permohonan Peninjauan Kembali lengkap
dengan berkas perkara yang diterimanya dari pengadilan negeri yang
memutus perkara pada tingkat pertama. Mahkamah Agung memeriksa
dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga' orang hakim. Mahkamah
Agung berwenang memerintahkan pengadilan negeri yang memeriksa
perkara pada tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding mengada-

11) Pasal 72 ayat (1) Undan

Agung. g9-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamgh

12) Pasal_ 72 ayat (2)—(5

Agung ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

e

224 Hukum Acara Perdata Indonesia



LN

— Peninjauan Kembali

 kan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta per-

jmbangan dari pengadilan yang dimaksud. Setelah melaksanakan perintah
Mahkamah Agung tersebut, pengadilan negeri atau pengadilan tingkat
panding yang bersangkutan segera mengirimkan berita acara pemeriksa-
an tambahan serta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung.'®

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kem-
bali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjau-
an Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri
perkaranya. Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali
dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak

beralasan. Setiap putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kem-
bali disertai pertimbangan-pertimbangan.

Setelah memberikan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali, Mah-
kamah Agung mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pengadilan
negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Selanjutnya, pani-
tera pengadilan negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putus-
an itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak
lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu
tiga puluh hari.'®

Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara yang diputus oleh peng-
adilan di lingkungan peradilan agama atau oleh pengadilan di lingkungan

 peradilan tata usaha negara, digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali

yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mankamah Agung.™

Dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara
Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara

13) Pasal 73 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

14)  Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
15)  Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

16) Pasal 77 ayal (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

Hukum Acara Perdata Indonesla ' ‘ .
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Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).” Dalam pemeriksaan permohonan pg.

ninjauan Kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan pe.
adilan militer, digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali sebagaiman,
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara'Pidana (KUHAP),'8

Akibat hukum putusan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut;
1. Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan.
2. Putusan yang sudah dilaksanakan wajib dipulihkan kembali,

3. Putusan Peninjauan Kembali memperkaya yurisprudensi hukum
perdata Indonesia sebagai sumber hukum.

Xk k &k k x

17) Pasal 76 Undan
g-Undang Nomor 14 Tah
un 198 ng.
18) Pasal 77 ayat 5 tentang Mahkamah Agung

2) Undang-
Agung. (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
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BAB IX
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

A. PELAKSANAAN SUKARELA DAN PAKSAAN
1. Konsep Pelaksanaan (Eksekusi)

Putusan pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang
bersifat menghukum (kondemnator). Pelaksanaan tersebut memerlukan
bantuan dari pihak yang kalah perkara, artinya pihak yang bersangkutan
dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Melaksanakan putus-
an pengadilan dengan sukarela artinya bersedia memenuhi kewajiban
untuk berprestasi yang dibebankan oleh pengadilan melalui putusannya.

Apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan
pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada
ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik secara lisan mau- -
pun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, ke-
tua menyuruh memanggil pihak yang kalah serta memperingatkannya agar
dia melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo
delapan hari.’

Apabila dalam tempo delapan hari itu putusan pengadilan tidak dilaksana-
kan atay pihak yang kalah setelah dipanggil dengan patut tidak juga meng-
hadap, ketua pengadilan negeri karena jabatannya (ex officio) memerintah-
kan secara tertulis agar.melakukan penyitaan atas barang bergerak milik
Pihak yang kalah sebanyak harga yang wajib dibayar ditambah biaya pe-
laksanaan putusan pengadilan. Apabila barang bergerak tidak ada atau

——

1) Pasal 198 HIR atau Pasal 207 RBg.
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tidak mencukupi, dilaksanakan penyitaan atas barang tidak bergerak2
Penyitaan barang bergerak dan atau tidak bergerak ini lazim disebyt Sita

pelaksanaan (executoriale beslag, execution distraint). Surat Penetapap, |
yang berisi perintah untuk melakukan sita pelaksanaan dapat dilihat pada

contoh surat penetapan sita jaminan, dengan penyesuaian isi atay redaks;. |

nya.

2. Pelaksana Putusan Pengadilan

Siapakah petugas yang diperintahkan oleh ketua pengadilan negeri untyj
melaksanakan putusan pengadilan? Menurut Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata .

lakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan?

Selanjutnya, Undang-Undang Peradilan Umum menentukan, dalam pe.
kara perdata, panitera pengadilan negeri bertugas melaksanakan putys.
an Pengadilan.® Selanjutnya lagi, juru sita bertugas melakukan Apenyitaan
atas perintah ketua pengadilan negeri membuat berita acara penyitaan
yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepenting-

an.® Akhirnya, penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri dengan
dibantu oleh dua orang saksi.®

Berdasar pada ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpul-
kan bahwa pelaksana putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah

—~—r

-—

panitera pengadilan negeri dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi, di- - '_

pimpin oleh ketua pengadilan negeri.

. 2)  Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg.

3) Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Ke-
hakiman.

4)  Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. .

5)  Pasal 65 ayat (1) huruf ¢ dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

6) Pasal 197 ayat (2) dan (6) HIR atau Pasal 209 ayat (1) dan Pasal 210 ayat (1)
RBg.
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i Pelaksanaan Putusan Pengadilan
5. CARAMELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN

1, Surat Perintah Pelaksanaan

Apabila surat perintah pelaksanaan (eksekusi) yang ditandatangani oleh
ketua pengadilan negeri telah dikeluarkan, panitera dibantu oleh juru sita
dan dua orang saksi dengan membawa surat perintah pergi ke tempat
 penyitaan. Di sana panitera dan juru sita menunjukkan surat perintah ke-
pada pihak-pihak ataupun pejabat yang bersangkutan, misalnya, kepala
desa atau camat setempat. Berdasarkan surat perintah tersebut petugas
eksekusi bertindak sebagai pejabat umum (openbare ambtenaar, public
officer) yang menurut peraturan hukum wajib melakukan jabatan umum.
Oleh sebab itu, siapa yang menentang atau menghémbat dengan kekeras-

an atau ancaman kekerasan petugas eksekusi dapat dihukum menurut
Pasal 211—214 KUHP”

2. Penyitaan Harta Kekayaan

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan penyitaan harta ke-
kayaan milik pihak yang kalah. Menurut ketentuan hukum acara perdata
Indonesia, penyitaan dilakukan oleh panitera atau penggantinya dengan
dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut undang-
undang. Panitera atau penggantinya membuat berita acara (proces ver-
baal, warrant report) tentang penyitaan itu yang ditandatanganinya dan
sanksi-saksi. Kepada orang yang barangnya disita diberitahukan maksud
penyitaan apabila dia hadir. Penyitaan barang bergerak dapat juga dilaku-
kan terhadap milik orang yang kalah yang kebetulan sedang berada dalam
tangan orang lain, tetapi penyitaan itu tidak dapat dilakukan terhadap
hewan dan barang yang dipakai untuk menjalankan perusahaannya.8

Panitera atau penggantinya berwenang untuk menetapkan apakah barang
yang disita tetap disimpan pada orang yang bersangkutan atau dibawa

——

7)  R.M. Sunardi. Eksekusi Keputusan-Keputusan Perkara Perdata. Panitia Penataran

Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi. Semarang. 1974. h. 3.
8)  Pasal 197 HIR atau Pasal 208—212 RBg.
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Pelaksanaan P bi P
s 4 tempat lain yang dianggap layak- Apabila barang 1,

ng yang bersangkutan, hal itu harus diberitahyyg, ke.
disimpan pada 01 : at, misalnya, kepala desa, camat, gtau kepolisian'
pada pejabat seter'r;P ae'm terhadap barang sitaan. Agar diperingatya, ke:
i dimkut:”ﬂﬁ‘i?ﬂf terjadi pelanggaran terhadap barang sitaan, dapay
pada mere

UHP.
dituntut berdasarkan Pasal ?31 K

dan disimpan

3. Penyitaan Barang Tidak Bergerak .

12 dilakukan penyitaan terhadap bara'ng tidak bergerak, berita acay,
Apab-“a | iberitahukan kepada umum. Jika barang tidak bergerak (on
penyitaan d|l;erl movable goods) sudah didaftarkan pada kantor pen-
roerend goe 'huberita acara penyitaan diberitahukan kepada Kepal,
daftaran tazaﬂ;ran Tanah Badan Pertanahan Nasional setempat yang
et T:th‘a: Jika belum didaftarkan, berita acara penyitaan diumum.
E:,r]si?fh paniltera atau penggantinya. Panitera atau Penggant'inya harus‘
memerintahkan kepada kepala desa/kelurahan Agar mengu;numkan di
tempat itu mengenai penyitaan barang tidak bergerak tersebut.

Panitera pengadilan negeri wajib memberitahukan kepada kepaTIa kantor
pendaftaran tanah yang bersangkutan semua putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan mengenai hak ata; ta-
nah, yang jika dianggap perlu oleh kepala kantor pendaftaran tanah dicatat
dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga
dalam sertifikatnya.'® Perlu diingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah ini sudah dicabut
dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang mengatur lebih sempurna lagi tentang hal-hal
yang berkenaan dengan pendaftaran tanah.

Terhitung sejak penyitaan barang itu diumumkan kepada umum, pinak
yang barangnya disita tidak boleh lagi memindahtangankan, membeban

9)  Pasal 198 HIR atay Pasal 213 RBg,

ran
10)  Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Perat’
Pendaftaran Tanah,

/
esla
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DAFTAR PERDATA NO. ~d19 .JG/PN ....
DAN DAFTAR NO. ../19 -/PT PERDATA ...

BERITA ACARA EKSEKUSI

Pada hari ini ........ tanggal ......_ | saya ... Panitera Pengadilan Negeri
B i atas perintah Ketua Pengadilan Negeri ... tanggal ........ daftar

perdata No. ......... dalam hal ini saya bersama 2 (dua) orang saksi yang
sudah dewasa dan dikenal baik, untuk melaksanakan isi putusan -—-——

Pengadilan Negeri .......... tanggal ......... daftar perdata No. ..... yang telah
diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi

daftar No. ............ dalam perkara antara: ------

------------

...... , pekerjaan ........, tempat tinggal di .............. Kecamatan

....................... dahulu Penggugat, sekarang sebagai
DO, ssvmmssssssosnsonsssassosssri st

MELAWAN

...... , pekerjaan ........, tempat tinggal di .............., Kecamatan
....................... , Kabupaten ............................. dahulu Tergugat, sekarang

ceccccoceccen o -

= Kemudian, sebelum saya melaksanakan eksekusi tersebut teriebih -
dahulu saya perfihatkan Surat Perintah saya kepada Camat/Wakilnya dan
kepada Kepala Desa................ (pamong setempat), dengan menje'laskan
Maksud dan tujuan saya bersama rombongan, kemudian Surat Perintah -
t-erfim saya bacakan di hadapan pamong setempat.

") Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RBg.
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.-.--- Setelah itu saya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, yaity; ...,
. PN pangkat Pengatur pada Pengadilan Negeri'..............
tempat tinggal di ....ooveeeisineess S i
By ' (imenitstimsioh pangkat Pengatur pada Pengadilan Negeri ..............., :
L] L4100 L T
dengan disertai oleh tim keamanan eksekusi yang terdiri dati; -----<-eu......
1ot aieionion pangkat Peida Polii NRP ..ooeiiineene: angg'éta Kepolisian ‘
o114 (6] SRRSO ! eememomesmmmmmmeseoessmeooeRSEEeSSSemeeeetiteeee .,
B e pangkat Sertu TNI AD NRP ......... anggota Koramil ............
. T pangkat Koptu PolriNRP ..............ceeee anggota Kepolisian
SeKtor .uuvvivvrieericiniieennn t oemcemmmmmmmmmos e neemee e meeeeeee e
- AL S pangkat Koptu NRP ................ anggota CPM Pos ..............
Qi e PPN S P RN At e

------ Untuk pekerjaan ini saya bersama anggota-anggota eksekusi ------
tersebut di atas pertama melakukan pembongkaran sebuah bangunan ---
rumah yang ada di atas tanah tersebut, dan setelah itu memotong dan ---

menghabiskan tanam tumbuh yang ada di atas tanah seluas ....... hektar
seperti yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri ........ yang telah
dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi .............. tersebut di atas. -------
------ Kemudian, setelah tanah seluas .......... hektar yang terletak di Desa
............... , Kecamatan ........., Kabupaten .......... seperti tercantum dalam
Berita Acara Sita Konservator Pengadilan Negeri .............. tanggal ...........
daftar perdata No. ......... dalam keadaan kosong dan baik, saya serahkan
kepada pihak yang menang perkara, yaitu .............. . dahulu Penggugat,
sekarang Terbanding. =~--------e-emcereemioeceeeo . :

- Penyerahan tersebut adalah untuk memenuhi isi putusan Pengadilan

Negeri ............

o ,? : tanggal ......... daftar perdata No. ....... yang telah diperkuat
gan putusan Pengadilan Tinggi ............ tanggal daftar

No. ....... tersebut di atas, <o s

232 osia
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.. Selanjutnya, saya jelaskan bahwa sejak hari ini

s N tanah seluzs .........
hektar tersebut menjadi hak milik yang sah dari

.. Demikianlah Berita Acara Eksekusi ini dibuat, kemudian ore........ _

di{andatanga“i oleh saya Panitera Pengadilan Negeri tersebut besenz ----
saksi-saksi dan para anggota tim keamanan,

L .

Saksi-saksi Panitera Pengadilan Negeri tersebut
§ S SN o s evisto bscccssmssommsbmernmsssssmonesisnish )

D | A B AT A R e SR EIRERY

Tim Keamanan
G mmisanasimieassiarseeraresess B nisemrsmmisser A
D it askin it igitiie vis By | vt S N SR
Mengetahui: Mengetahui:

Kepala Desa ............. Kepala Kecamatan .............
B consisicnn o5 yisabierssssninas ) b ogrociosereartstinmitae- - coinmpeos )

4. Pelelangan di Muka Umum

Apabila barang yang telah dilakukan penyitaan akan diwujudkan dalam
jumlah uang, barang tersebut akan dijual di muka umum dengan pe-
lelangan. Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, penjualan
barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang atau menurut per-
timbangan ketua pengadilan negeri oleh petugas yang melakukan pe-
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pelaksanaan Putusan Pengadilan
e

\ o
' ntuan tersebut, ada dua kemungkina
: ity.12 Berdasarkan kete
nyitaan itu.

N pe. .
tugas yang melaksanakan lelang, yaitu:
ug ' <

b. an

: n dilaksanakan oleh kepala kantor Ie!ang, selambat-lampay,
Jika Relelanqa belum hak atas tanah dilelang di muka umum, kepajq
nya tiga hari :ems minta surat keterangan kepada kepala kantor pen-
I;arfltor alwe:::gh yimg bersangkutan mengenai tanah yang akan dilelang

aftara

' tu hak atas tanah yang telah dibukukan dilelang, kepala kantor
iy segera menyampaikan kepada kepala kantor pendaftar-
Ve dhezgznan egautentik dari berita acara lelang, sertifikat dan surat ke-
?er:z::;:n me:genai tanah yang dilelang .untuk dicatat dalamdd?tftar bl:klf
tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya. Set.elah pen Ialhat;an :r
sebut selesai, sertifikat diserahkan kepada pembelinya setela | epada
kepala kantor pendaftaran tanah disampaikan surat keterangan tentang

pelunasan pajak tanah yang bersangkutan sampai pada saat hak itu dj-
lelang. '

Jika suatu hak atas tanah yang belum dibukukan dilelang, kepala kantor

lelang dengan segera menyampaikan kepada kepala kantor pendaﬁartar:
' 0

tanah kutipan autentik berita acara lelang, surat keterangan kepala kan

pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa hak atas tanah ity tidak mem-
. punyai sertifikat Sementara, surat bukti

yang dikuatkan oleh camat
Setelah menerima surat
kepala kantor pendaftar

—

hak, dan keterangan kepala desa
yang membenarkan surat bukti hak tersebut.
-Surat yang dimaksud dari kepala Kantor lelang,
an tanah membukukan pemindahan hak tersebut

12) - Pasal 200 ayat (1) HIR atay

Pasal 215 RBg,
13) Pasal 21 Peraturan

-an Tanah,
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

: un1997
ah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah

nah,

14) Pasal 24 Peraturan Pemerin

yang sekarang sudah g

n Tanah
tah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pendaftara
tentang Pendaftaran, Ha

7
hun199
ganti dengan Peratyran Pemerintah Nomor 24 Ta

k atas Tanah,

ndones®
Hukum Acara Perdata In



Contoh 34

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI

Untuk memenuhi perintah/ketetapan Ketua Pengadilan Negeri di

--------------

tanggal ............. No. ..... dalam perkara perdata antara ............. tempat
tinggal di ........c.ccnune, , Kabupaten ............... sebagai Penggugat; ----------
MELAWAN
............. , tempattinggal di .............., Kecamatan .........., Kabupaten ..........
$6bagai TergUOAL, ~e-=-amssmcermem e ceeec e camsamnmnonma oo meeeemms e soones
Maka pada hari ini ............. tanggal ........... dimulai pukul ......... bertempat
| S oleh Pengadilan Negeri tersebut di atas akan dilakukan
Penjualan di muka umum/lelang dengan perantaraan Kantor Lelang ------
Kelas Il c.q. oleh ................... atau wakilnya yang sah ditunjuk untuk itu di
Kelurahan .................... Y L R ——
--- sebutkan jenis dan rincian barang yang dilelang ---
milik/kepunyaan ....................... Tergugat tersebut di atas dan pelelangan

dilakukan dengan pembayaran tunai, -------s----m-s-s-sememseemesmsmasasnasnases

Pemohon lelang : .........oocovcovines (Penggugat) Desa ..........ccecvuvnnnns
Termohon lelang : ......... cerererenrenaie (Tergugat) DESa ..ocvcvcvivieniininennns

S—

15)  Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftatﬁn T?ggt;
yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
tentang Pendaftaran Hak atas Tanah.

P 35
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Pelaksana —

-hal yang perlu sehubungan dengan pelelangan terseby; ...

ha .
Kemudian, ra Pengadilan Negeri

dapat dinyatakan langsung kepada Panite
gotiap harl Kerja, «--essssesesssmrer s

nnnnnnn
,,,,,
Tri,

----------------------
OOOOOO
"eay

5. Pelelangan oleh Panitera atau Juru Sita

Apabila pelelangan dilakukan oleh panitera atau juru sita, ketua pengadil-
an negeri dalam surat perintahnya-hendaklah mencantumkan pertimbang-
an atau alasannya mengapa tidak dimintakan perantaraan kantor lelang, -
Pertimbangan atau alasan tersebut harus ditegaskan dalam dictum surat
perintah itu, misalnya, alasan yang digunakan adalah:

a. Jumlah yang ditagih tidak begitu besar; atau
b. Ditempat itu tidak ada kantor lelang, atau

<. Jika ada dimintakan bantuan kantor lelang, akan banyak menge-

luarkan biaya, sedangkan barang yang disita tidak seberapa nilai-
nya.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 juncto Per-
aturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948, jika harga penjualan barang di-
taksir akan melebihi Rp300,00 penjualan harus dilakukan di muka umum
~dengan perantaraan kantor lelang. Dengan demikian, jika nilai barang itu '
ﬁpSO0.00 atau kurang, pelelangan dapat dilakukan oleh panitera atau juru
sita atau petugas lain yang diberi wewenang oleh ketua pengadilan negeri.

Dewasa ini praktis tidak ada barang sengketa atau nilai perkara sejumlah
Rp300,00. Oleh karena itu, praktis semua

eksekusi de slelangan di-
lakukan oleh kantor lelang. ngan pelelang

:Zﬁufgiﬁma""a“ bahwa ukuran nilai Rp300,00 adalah ukuran tahun 1947
dulu, yang pada wakty sekarang tidak dapat dipakai lagi karena

236 Loy
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tidak sesuai dengan nilai uang sekarang. Namun, apabila panitera

a0 UV sita yang melakukan pelelangan, dia harus memberikan laporan

eaulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai pelaksanaan lelang'®

palam pelelangan, pihak yang kalah berhak menunjukkan barang sitaan
yand akan dijual. Setelah hasil penjualan itu mencukupi jumlah yang ter-
cebut dalam putusan yang dilaksanakan ditambah dengan ongkos pe-
iaksanaan putusan tersebut, penjualan itu dihentikan, sedangkan barang
yang masin tersisa segera dikembalikan kepada orang yang kalah. Demi-
kian pula, jika hasil penjualan barang sitaan melebihi jumiah yang ditentu-
kan dalam putusan setelah ditambah dengan ongkos pelaksanaan putus-
an, kelebihannya itu harus diserahkan kepada yang berhak segera setelah
pelunasan putusan dan ongkos pelaksanaannya\.17

Dalam hal pelelangan barang tidak bergerak, hak milik berpindah kepada
pembeli setelah dipenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh
kantor lelang. Setelah syarat-syarat dipenuhi, kantor lelang memberikan
surat keterangan kepada pembeli. Jika pihak yang kalah tidak mau me-
ninggalkan barang tidak bergerak tersebut, ketua pengadilan negeri mem-
buat surat perintah kepada pelaksana eksekusi agar jika perlu dengan
bantuan polisi jikka mengosongkan barang tidak bergerak yang dijual itu. '8

Dalam melaksanakan tugas penyitaan harus diperhatikan dan juga dite-
iti benar-benar apakah penyitaan itu sudah sesuai dengan ketentuan
undang-undang, tidak ada kekeliruan, artinya barang yang disita itu benar
milik pihak yang kalah perkara, terutama mengenai barang tidak bergerak
dengan meneliti bukti miliknya, dan memeriksa kenyataannya dengan
batas-batas yang telah ditentukan. Kesalahan atau kekeliruan dalam pe-
nyitaan yang diteruskan dengan pelelangan akan menimbulkan perkara
baru yang akan merumitkan petugas sendiri. Hal ini mungkin bisa terjadi
karena pihak yang kalah tidak mau membantu secara jujur sebab penyita-

16) Pasal 200 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 215 RBg.
17)  Pasal 200 ayat (4) dan (5) HIR atau Pasal 216 ayat (1) dan (2) RBg.
18)  Pasal 200 ayat (10) dan (11) HIR atau Pasal 218 ayat (1) dan (2) RBo.
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—

an itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan se.

cara paksa.

Akhimya, apabila pelaksanaan putusan menyangkut suaty hak yang tidak
memerlukan pelelangan barang, yaitu berupa penyerahan bar-alng kepada
yang berhak sesuai dengan isi putusan pengadilan, setelah sita eksekus;
dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak
seperti disebutkan dalam putusan pengadilan. Penyerahan tersebut di-
lakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang
berhak. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan tenEu akan mengalami
kesulitan jika pihak yang kalah tidak mau membantu dengan sukarela,
Oleh karena itu, apabila diperlukan harus dengan bantuan kepolisian se-

tempat.

C.  PELAKSANAAN PENYANDERAAN (GIJZELING)

1. Konsep Penyanderaan (Gijzeli_ng)

Penyanderaan (gijzeling, hostaging) adalah suatu upaya hukum yang di-
gunakan untuk memaksa pihak yang kalah perkara memenuhi prestési
yang dibebankan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan, dengan
cara mengurungnya dalam penjara. Menurut hukum acara perdata Indo-
nesia, jika barang tidak ada atau tidak cukup untuk menjalankan putusan,
atas permintaan secara lisan atau tertulis dari pihak yang menang per-
kara, ketua pengadilan negeri memberi perintah_dengan surat perintah
kepada petugas yang menjalankan penyitaan agar pihak yang berutang
disandera karena utangnya. Lamanya penyanderaan harus ditentukan

dalam surat perintah berdasarkan tenggang waktu, seperti diatur dalam
undang-undang.'® '

Penyanderaan dilakukan dengan cara mengurung dalam penjara sampai
dia bersedia membayar utangnya seperti telah ditetapkan dalam putusan
pengadilan. Walaupun pihak yang kalah telah dibenjarakan, tidaklah ber-

19) Pasal 209 HIR atau Pasal 242 RBg.

m—
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—
ot dia dibebaskan dari kewajibannya untuk memba

yar utang, Di
perkewajiban membayar utangnya 2 9. Dia tetap

gerdasar pada ketentuan yang telah dituliskan dj atas, jelas bahwa upaya
Penyanderaan itu tidak adil. Pihak yang kalah perkara sudah dipenjara-
i(an/dikurung/dirampas kebebasagnya walaupun atas biaya pihak yang
menang perkara, tidak mengakibatkan lunas utang yang wajib dibayarnya,
Walaupun penyanderaan itu bukan hukuman penjara fenurut pengertian
hukum pidana, merampas kemerdekaan orang dengan mengurung dalam
penjara adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang pasal-
pasal-mengenai penyanderaan sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan

karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (hak asasi
manusia).21

i

2. Penyanderaan dalam Praktik Peradilan

Namun, dalam praktik peradilan ternyata upaya hukum gijzeling masih di-
coba untuk digunakan walaupun sudah dinyatakan tidak perlu lagi diterap-
kan oleh para hakim. Hal ini ternyata dari putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara-Timur Nomor 1/1974-Gijz. Tanggal 27 Mei 1974 yang dalam
dictum, antara lain, tertulis: ‘

Menyatakan, bahwa Mardjuki bin H. Dulkiran bilamana tidak me-
menuhi bu'nyi putusan Nomor 142/1972-G, yaitu pembayaran ganti
kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
dalam waktu yang ditetapkan, yaitu 8 (delapan) hari sejak putusan
diucapkan, terhadapnya dilakukan gjjzeling untuk waktu dan tempat
yang akan ditetapkan kemudian.??

——

20) Pasal 221 HIR atau Pasal 255 RBg.

21)  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Tanggal 22 Februari 1964
ditujukan kepada para hakim agar tidak menerapkan lagi peraturan mengenai pe-
Nyanderaan (gijzeling).

22) Majalah Hukum dan Keadilan. Nomor 3. Tahun V. Juni 1974. h. 71.
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iy

Tethadap putusan pengadilan negeri tersebut, Mardjukl bin H, Dulkiran
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan T
Jakarta dengan memori kasasi, antara lain, bahwa Pengadilan Negey,
Jakarta Utara-Timur telah salah dalam menggunakan hukum karena talah
melanggar Edaran Mahkamah Agung yang sudah menghapuskan aa,
tidak menggunakan lagi lembaga gyjzeling untuk seluruh pengadilan tinggi
dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Atas permohonan kasasi inj,
Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 12 Juli 1974 memerintahkan ke.
pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur untuk menunda putusannya
mengenai penyanderaan itu sambil menunggu putusan dari Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Pengadilan negeri juga diwajibkan segera me-
ngirimkan berkas perkara mengenai hal itu kepada Mahkamah Agung me-
lalui Pengadilan Tinggi Jakarta

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Februari 1975 telah mem-
batalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur mengenai kasus
penyanderaan itu dan menyatakan bahwa hakim telah salah dalam me-
nerapkan hukum. Adapun alasan pertimbangan Mahkamah Agung dalam
putusannya itu, antara lain, penyanderaan menurut HIR hanya dapat di-
laksanakan terhadap debitur yang miskin dan tidak punya barang lagi. HIR
membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak (frijheids-
beneming, frijheids beroving, freedom removal) seseorang yang miskin
demi kepentingan een civielrechtelijke persoon.

Dahulu dalam hukum adat dikenal ada lembaga peruluran (pandeling-
schap) yang oleh pemerintah kolonial dihapuskan karena dianggap ber-
tentangan dengan perikemanusiaan (hak asasi manusia) dan martabat
manusia beradab. Pemerintah Hindia Belanda melarang untuk memper-
ulur orang yang tidak dapat membayar utangnya. Namun, lembaga gijzé-
ling dalam HIR membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bér
gerak seseorang yang miskin yang tidak mampu membayar utang. Dalam
peruluran masih ada kebebasan bergerak seseorang, sedangkan dalam
gijzeling tidak ada. Oleh karena itu, merampas kebebasan bergerak s8s¢"
orang dengan penyanderaan lebih tidak berperikemanusiaan dan tidak
berperikeadilan (melanggar hak asasi manusia).

‘._—-—"—I;
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ceadilan harus menjadi dasar pelaksanaan put

demikian, pasal-pasal mengenai penyanderaan
dan RBg. menjadi tidak berlaku lag;,

D. PERLAWANAN TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN

1.  Alasan Perlawanan

Apabila ada alasan, terhadap pelaksanaan Putusan pengadilan berupa
penyitaan barang milik pihak yang kalah dapat diajukan perlawanan. Per-
lawanan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan dapat juga
diajukan oleh pihak ketiga. Apabila perlawanan diajukan oleh pihak yang

kalah, dia harus mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima, misal-
nya:

a. Putusan pengadilan tersebut sudah dipenuhi.

b. Syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-
undang.

C. Penyitaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR
atau Pasal 211 RBg., yaitu terhadap hewan dan barang bergerak
untuk menjalankan perusahaan.

Apabila penyitaan sudah selesai dilaksanakan, tetapi kemudian pihak yang
kalah ternyata mampu menyelesaikan pelaksanaan putusan dengan mem-
bayar utangnya, dia dapat melawan penyitaan itu karena putusan penq-
adilan sudah selesai dilaksanakan dan penyitaan itu perlu dicabut kembali
Demikian pula jika penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan syarat yang
telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya:
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Pelaksanaan putusan pPengadilan
—~——

ahuan kepada yang bersangkutan atay

g waktu yang telah ditetapkan

a. Tanpaada pemberit

b. Tidak menurut tenggan

pelaksanaan putusan dapat dilawan.

ukan perlawanan terhadap penyitaan apabj|
dalah miliknya dan dia dapat membumika: ter.
adap penyitaan yang demikian ini pada d hak
n karena baru taraf permulaan pelaksa::::

Pihak ketiga dapat melak
nyata barang yang disita a
miliknya itu. Perlawanan terh
nya tidak begitu merepotka

putusan.

2.  Ke Mana Perlawanan Ditujukan

Perlawanan, baik dari pihak yang kalah maupun dari pihak keti a diai

kePada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumn :t -lajlfkan
nyitaan itu, baik secara lisan ataupun tertulis. Perlawanan a: er.Jadllpe.
terlebih dahulu oleh pengadilan negeri yang bersangkutan an d||:')enksa
kan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkar:“:lkk dlputus‘.
ZE”i‘;V:::\“n.it:(c;a: menghalangi dilakukannya pelelangan atas. ba?:ntgel?gi
e e ; nang‘;f:kzs“g;d;!an negeri yang bersangkutan memerintah-
S erlawanaf farssbut 2 pelelangan sampai dijatuhkan putusan mengenai

Apabila perlawanan di
ilakukan setelah selesai
afi barahg sita _ selesai pelaksanaan lelang/penjual
menOlakE:Jerlair;nperlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengajijlzn ;kan
an tersebut. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan

mengajuk
| Jukan gugatan baru. Sebagai contoh, kasus berikut ini:

Tergugat dik .
disita dan diI:‘Ilj:: ag.alkemuméq barangnya Sedan Holden Toraré
Torana dibeli oler; " ::1 hal |r'1| eksekusi selesai dilakukan. Holden
Beni mengajukan pedaVT dari pelelangan itu. Kemudian, muncul
karena sudah dibeli dari tanan dengan alasan mobil itu miikny2
tapi, karena eksekusi SUdergugat dengan bukti yang sah. Akan te-
Upaya yang dapat dit ah selesai, perlawanan tersebut ditolak.

empuh oleh Beni (pemilik Holden Toran ada:

23) Pasal
196 ayat (6
(6). Pasal 207, dan Pasal 208 HIR atau Pasal 225—228 RB9

242
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Pelak
ot Sanaan Putusan Pengadilan

lah mengajukan gugatan bary kepada tergugat seba

Han Asnam sebagai tergugat 2, minta pengembalian
tersebut.

gai tergugat 1
Holden Torana

perlawanan dapat juga dilakukan oleh pihak yang kalah terhadap penyita-
an piutangnya yang disimpan pada pihak lain, misalnya, di bank jika);da
alasan untuk itu. Perlawanan tersebut diajukan kepadé ketua pengadilan
negeri yang dalam daerah hukumnya dilakukan penyitaan itu, dalam teng-
gang waktu delapan hari sesudah diberitahukan penyitaan tersebut. Apa-
bila perlawanan itu beralasan dan diterima oleh pengadilan sehingga pe- -
nyitaan tidak jadi dilakukan, segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul
karenanya menjadi beban pihak yang minta dijalankannya penyitaan. Akan
tetapi, jika tidak ada perlawanan atau perlawanan ditolak, agar perlawan-
an itu sah, orang yang memintakan penyitaan harus mengajukan tuntut-
an dalam tenggang waktu satu bulan sejak lampaunya waktu untuk per-
lawanan atau sesudah dijatuhkan putusan agar pihak yang terkena pe-
nyitaan (tempat menyimpan piutang) membuat laporan tentang jumlah
simpanan yang bersangkutan untuk dibayarkan kepada pihak yang minta
dilakukan penyitaan sejumlah yang dituntutnya “*

Penyitaan terhadap piutang yang ada pada suatu bank erat hubungannya
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Artinya, penyitaan di-
lakukan berdasarkan perintah pengadilan, tetapi bank sebagai penyimpan
dana tidak sembarangan begitu saja mengizinkan penyitaan karena hal ini
menyangkut rahasia bank bagi seorang nasabah. Oleh karena itu, jika pe-
nyitaan akan dilakukan terhadap piutang yang bersangkutan, periu men-
dapat izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia atas permintaan
tertulis dari Mahkamah Agung. Demikian juga dalam hal pemblokiran dana

yang ada pada bank.

'EREE BB

24) Pasal 230—232 RBg.
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Prose iasi
o dur Mediagj di Pengadilan

BAB X
PROSEDUR MEDIAS] D] PENGADILAN

—

S

ALASAN TERBITNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat Perma No. 1 Tahun 2008)
diterbitkan dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang

lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih

besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuas-
- kan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah pe-
numpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memak-
simalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengke-

ta di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudika-
tif).

Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154
RBg. mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamai-
an yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses
mediasi ke dalam prosedur beperkara di pengadilan negeri.

Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memper-
hatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara per-
adilan’yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undang-
an, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses
mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa per-

———
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B

data, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah
Agung.

5. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Proseqy, Media.
si di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung g No. 2
Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang ber.
sumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga Per.
aturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan
maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkaitldengan
proses beperkara di pengadilan.’

BAB |
KETENTUAN UMUM

Q Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1." Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedyr
Mediasi di Pengadilan.

2. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi Kesepakatan
perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakat-

an perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum _
biasa maupun luar biasa.

3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili per-
kara perdata.

4.  Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu
pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat sya-
rat-syarat yang ‘disepakati oleh para pihak guna mengakhir
sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian de-

Mgan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan per- °
aturan ini.

1) Alasan-alasan Pertimban

gan Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 1
Tahun 2008 tentang Pros

edur Mediasi di Pengadilan.
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10.

1.

12.

13.

14,

——

Mediasi adalah cara Penyelesaian se

rundingan untuk. memperoleh kesep
dibantu oleh mediator.

ngketa melalui proses pe-
akatan para pihak dengan

Para pihak adalah dua atay lebih subjek hukum yang bukan
kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa me-
reka ke pengadilan untuk memperoleh Penyelesaian:

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagai-
mana diatur dalam peraturan ini.

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak

yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian
senaketa.

Sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa
seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi
yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh
Mahkamah Agung.

Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan
mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka
dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak
serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh di--
sampaikan kepada publik kecuali atas izin para pihak.

Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam ling-
kungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan
. 2
peradilan umum dan peradilan agama.

?)

Pasal 1 Ketentuan Umum Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi d

Pengadilan. - i
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Q

untuk perkara yang bersangkutan (ayat (4)).

Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk medias; yang
terkait dengan proses beperkara di pengadilan (ayat (1)). Setiap
hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penye-
lesaian sengketa melalui mediasi yang diatur .dalam peraturan iy
(ayat (2)). Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peratyr-
an ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HiR
dan afau Pasal 154 RBg. yang mengakibatkan putusan batal demi
hukum (ayat (3)). Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib
menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan

perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator
, 5 .

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi
lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang
panjar biaya perkara (ayat (1)). Jika para pihak berhasil mencapai
kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai dengan ke-
sepakatan para pihak (ayat (2)). Jika mediasi gagal menghésilkan
kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi

Jdibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar
biaya perkara (ayat (3)).*

Jenis Perkara yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan nia-
ga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata
yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahuld
diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan me-

3)
4)
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Pasal 2 Perma No, 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pasal 3 Perma No, 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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e . Prosedur Medjag; di Pengadllfxﬂ
giator.> Ketentuan semua sengketa perdata da
keta perdata yang diajukan ke Pengadilan Ting
kungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Ne
Tingkat Pertama di lingkungan peradilan aga
agama.

pat diartikan seng-
kat Pertama di ling-
geri dan Pengadilan
Ma, yaitu pengadilan

Contohnya, sengketa mengenai Pembagian harta perkawinan (harta
gono-gini), atau harta warisan, harta bawaan, dapat diajukan pe-
nyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator me-
nurut prosedur mediasi di pengadilan agama yang daerah hukum-
nya meliputi tempat tinggal pihak-pihak yang bersengketa.

O Senrtifikasi Mediator

Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan
Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi media-
tor pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yangj diperoleh
setelah mengikuti pelatihan ‘yang diselenggarakan -oleh lembaga
yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia (ayat (1)). Jika dalam wilayah suatu pengadilan tidak ada
hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang
bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang ber-
sangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (ayat (2)).
Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi
Syarat-syarat berikut: |

a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah
mengikuti pehdidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan
atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pe-
latihan sebagai instruktur mediasi.

C.  Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan 'pelatihan
mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.

\‘-
®  Pasal4 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

.Fi\‘k .« "
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Momiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di peng,
adilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik no.
nesia (ayat (3 )) Sifat proses medlasu pada asasnya ter’lutup

kecuali para pihak menghendaki lain.”

BAB Il
TAHAP PRAMEDIASI

O Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadini kedua belah
pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh medias;
(ayat (1)). Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi
pelaksanaan mediasi (ayat (2)). Hakim melalui kuasa hukum atau
langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan
langsung atau aktif dalam proses mediasi (ayat (3)). Kuasa hukum
para pihak.berkewajiban mendorong para pihak sendir berperan
langsung atau aktif dalam proses mediasi (ayat (4)). Hakim wajib
menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesem-
patan kepada para pihak menempuh proses mediasi (ayat (5)).
Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini ke-
pada para pihak yang bersengketa (ayat (6)).2

O Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan ber-
ikut:

a.  Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang ber-
sangkutan,

b.  Advokat atau akademisi hukum.

¢.  Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasal
atau berpengalaman dalam pokok sengketa.

.8)  Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7)  Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
8) . Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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diator sendiri (ayat (2)).°

d. Hakim majelis pemeriksa Perkara. B

Jika dalam proses mediasi terdapat |epih dari sa

: ' tu orang medj
pembagian tugas mediator ditentukan dan g mediator,

Sepakati oleh para me-

Daftar Mediator

Untuk memudahkan para pihak memilin mediator, ketua pengadil-
an menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurang-
nya lima nama mediator dan disertai dengan latar belakang pen-

_didikan atau pengalaman para mediator (ayat (1)). Ketua pengadil-

an menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat
dalam daftar mediator (ayat (2)). Jika dalam wilayah pengadilan
yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua
hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan da-
lam daftar mediator (ayat (3)). Mediator bukan hakim yang ber-
sertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadil-
an agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada peng-
adilan yang bersangkutan (ayat (4)). Setelah memeriksa dan me-
mastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan menempatkan na-
ma pemohon dalam daftar mediator (ayat (5)). Ketua pengadilan
setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator (ayat
(6)). Ketua pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator
dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain,
karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan seteli)h pe-
nugasan, dan pelanggaran atas pedoman perilaku (ayat (7)).

-

9) Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

10)  Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Ponpem.
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Honorarlum Mediator

Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya (ayat (1)
Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh par,
pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak (ayat (2))'11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim me-
wajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hayi
kerja berikutnya untuk berunding guna memilin mediator termasuk
biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator
bukan hakim (ayat (1)). Para pihak segera menyampaikan mediator
pilihan mereka kepada ketua majelis hakim (ayat (2)). Ketua maje-
lis hakim segera memberi tahu mediator terpilih untuk melaksana--
kan tugas (ayat (3)). Jika setelah jangka waktu maksimal sebagai-
mana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat berse-

- pakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib

menyampaikan kegagalan mereka memilin mediator kepada ketua
majelis hakim (ayat (4)). Setelah menerima pemberitahuan para
pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim
segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang ber-
sertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi
mediator (ayat (5)). Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat
hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pe-
meriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk

ole'hé(etua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator (ayat
(6)).

Menempuh Mediasi dengan Itikad Baik

Para pihak wajib“imenempuh proses mediasi dengan itikad baik
(ayat (1)). Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari prosé®

11)
12)

Pasal 10 '
vy Perma No, 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:
asal 11
Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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Pronodur Modlag|

d Punumlllnn

et

mediasi Jika plhak lawan menempuh madiasl dongap, Kilkad
alk (ayat (2))." l Hclak

BAB ||
TAHAP-TAHAP PROSES MEDIAS|

g Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Progeg Medlag|

. Dalam waktu paling lama § haii kerja sololah para plhak menunjuk
mediator yang disepakati, masing-masing plhak d

lapat menyerah-
kan resume perkara kepada satu sama lain d

an kepada mediator
(ayat (1)). Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak

gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyarahkan
resume perxara kepada hakim mediator yang ditunjuk (ayat (2)).
Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak media-
tor dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6) (ayat (3)).
Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat
diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4). Jangka waktu pro-
ses mediasi tidak termasuk jangka wakiu pemeriksaan perkara
(ayat (5)). Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak,
mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan
alat komunikasi (ayat (6))."

0O Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah
satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali
berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesual dengan
jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kall
berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan
Setelah dipanggil secara patut (ayat (1)). Jika setelah proses me-

diasi berjalan mediator memahami bahwa dalam sengketa yang
\*

13) Paga 12 Perma No, 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

") Pasal 13 Perma No, 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kejkayaaf-) atau ke.
pentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang t-
dak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang ber.
kepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses
mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan
hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan fidak layak
untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap (ayat

(2))."°

O Tugas-Tugas Mediator

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi
kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati (ayat (1)). Media-
tor wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan
dalam proses mediasi (ayat (2)). Apabila dianggap perlu, media-
tor dapat melakukan kaukus (ayat (3)). Mediator wajib mendorong
para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan
mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
(ayat (4))."°

Q Keterlibatan Ahli

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat
menguriiang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu
menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak (ayat (1))-
Para pihak harus lebih dulu mencapai kesepakatan tentang kekuat-
an mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian
seorang ahli (ayat (2)). Semua biaya untuk.kepentingan seorang

ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak
berdasarkan kesepakatan (ayat (3))."7

15)
16)
17)

Pasal
; |. 14 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
asal 15
o l;erma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
as erm
a No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan-
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Prosedyr Medias
| di Pengagjjan
e
0 Mencapal Kesepakatan

yatakan secara tertulis perse-

tujuan atas kesepakatan yang dicapai (ayat (2)). Sebelum para

klikad tidak baik (ayat (3)).
kepada hakim pada hari
mberitahukan kesepakatan

pat mengajukan kesepakatan
Kim untuk dikuatkan dalam bentuk akta per-

). Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan
perdamaian, dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakat-

an perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan
atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (ayat (6)).'®

perdamaian (ayat (4)). Para pihak da
perdamaian kepada ha

damaian (ayat (5)

Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika setelah batas waktu maksimal empat puluh hari kerja sebagai-
Mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu
Menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkar?-
dung dalam Pasal 15, mediator wajib menyata?kan secara temIJlls
bahwa proses mediasi telah gagal dan memben.t Bipdan kegf‘ ii::
kepada hakim (ayat (1)). Segera setelah menerima pemb?nd:ngan
tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara S"s‘s-ualtahanpan
ketentuan hukum acara yang berlaku ey i Pf ct’:pt' I?Jf;nmen'ang
Demeﬁkéaan perkara, hakim pemeriksa pemgr'a' nehingga duta el

untuk mendorong atau mengusahakan pefd?(;::r::ian sebagaimana

Pengucapan putusan (ayat (3)). Upaya F-)e lama empat belas hari

dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling

. oo ol dilan.
: ediasi di Penga
18) Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur M

\
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kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamaj kg.
pada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan (ayat (4)),19

O Keterpisahan Mediasli dari Litigasi

Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pemyataan, dap
pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat diguna-
kan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang ber-
sangkutan atau perkara lain (ayat (1)). Catatan mediator wajib -
musnahkan (ayat (2)). Mediator tidak boleh diminta menjadi saksj
dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan (ayat (3)).
Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun
perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi (ayat
(4).%

BAB IV
TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat
Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak (ayat (1)).
Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadil-
an (ayat (2)). Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan
Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya (ayat (3)). Jika para pihak memilih
penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada
para pihak berdasarkan kesepakatan {ayat (4)).2" |

BAB V
PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI,
DAN PENINJAUAN KEMBALI

Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya per-
damaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasash
atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa

19)
20)
21)

Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
asal 19 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
P

#2220 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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o | (3)). Jika per-
izrz yang bersangkutan sedang diperiksa gj tingkat banding, kasasi, dan

. ‘ s"hakim Pemeriksa di tingkat banding, kasasi,
zzn peninjauan kembali wajib menunda Pemeriksaan perkara yang ber-

sengafizn sslama empat belas hari Kerja sejak meneri
ierfzng kehendak para pihak menempuh perdamaian
izs 2tau memon banding, kasasi. dan Peninjauan kembali belum dikirim-
rzn, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib me-

mundz penginman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan
kembzk untuk memberi ke:

an (ayat (5)) 2

ma pemberitahuan
(ayat (4)). Jika ber-

sempatan para pihak mengupayakan perdamai-

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ber-

angsung paling lama empat belas harn kerja sejak penyampaian kehendak
teniulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (ayat(1)).

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan
@ pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di
tempat lain atas persstujuan para pihak (ayat (2)).

J#a para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Per-

tama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk men-
2di mediator (ayat (3)).

Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berasa;)l dari
Majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersarTgkUtan pada 3’;‘:“
adilan Tingkat Pertama, kecuali tidak ada hakim lain pada Pengadi
Tingkat Pertama tersebut (ayat (4)).

——

jasi di dilan.
2} Pasal 21 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengad
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Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan
kesepakatan perdamalan secara tertulis kepada malelis hakim tingkat
banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentyk

akta perdamaian (ayat (5)).

Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atay
peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja
sejak dicatat dalam register induk perkara (ayat {(6)). Dalam hal terjadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para
pihak mehcapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Peng-
adilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepa‘katan per-
damaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahka-
mah Agung (ayat (7)).2°

BAB VI
KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menye-
lesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian
dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang
berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan
gugatan-(ayat (1)).

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai
atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen yang mem-
buktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa (ayat
(2)).

Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan per-
damaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamalan
tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. sesuai dengan kehendak para pihak;
b. tidak bertentangan dengan hukum:

23)" Pasal 22 Perma No. 1. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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- Prosedur Mediasi ¢ Pongadilan
o lidak mertugikan pihak ketiga:

4 dapat dieksekusi;
o dengan iktikad balk (ayat (3)) 24

BAB Vi
PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati
laku mediator (ayat (1)).

laku mediator (ayat (2)).%°

pedoman peri-
Mahkamah Agung menetapkan pedoman per-

Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses me-
diasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator
(ayat (1)). Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentit bagi hakim yang berhasil
menjalankan fungsi mediator (ayat (2)).2¢

BAB VIIl
PENUTUP

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak ber-
laku (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2008). Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (Pasal 27 Perma
No. 1 Tahun 2008). |

Ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2008.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

ttd.

Bagir Manan

ok k k k k

.
——

‘ i ' ilan.
24)  Pasal 23 Perma No. 1 Tahur, 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadila
i ' adilan.
25)  Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadila
i i adilan.
28)  Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengad
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Daftar Istilah .

DAFTAR ISTILAH
(BELANDA, INGGRIS, INDONESIA)

A

Action en desaveu (Frn): tuntutan menghentikan tindakan penerima kuasa
yang melebihi batas kuasa yang diberikan.

Administrative regulation (Ing): pengaturan yang bersifat administratif.

Appel (Bld), appeal (Ing): banding, pemeriksaan ulang.
Arrest (Bld), verdict (Ing): putusan hakim (pengadilan).

Attribution of authority (Ing): pemberian wewenang mengadili perkara
berdasarkan pembebanan tugas oleh undang-undang.

Authorization (Ing): pemberian kuasa.

B

Begin van schriftelijk bewijs (Bld), the beginning of written evidence
(Ing): permulaan bukti tertulis.

Bekentenis (Bld), confession (Ing): pengakuan (sebagai alat bukti).
Bewijs (Bld), evidence (Ing): bukti.

Bewijslast (BId), proof burden (Ing): beban pembuktian.

Bezit (Bld), holder (Ing): penguasaan, pemegang.

Bindende kracht (Bld), binding force (Ing): kekuatan mengikat.

j ization (Ing):
Bijzondere schriftelijke machtiging (Bld), specially authorization (Ing)
Surat kuasa khusus.
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Burgerlijke rechtsvorderingen (Bld), civil procedural law (Ing): hukum
acara perdata untuk golongan Eropa.

Burgerlijk procesrecht (Bld), civil process law (Ing): hukum acara per-

data.
Burgerlijk vordering (BId), civil suft (Ing): perkara perdata.

Bushlawyer (Ing): pokrol bambu, pengacara bukan ahli hukum.

C .

’Case law (Ing): hukurﬁ bentukan hakim berdasarkan kasus, hukum kasus.
C_iAviI sue, civil case (Ing): perkara perdata.

Combination of sdit (Ing): penggabungan surat gugatan.

Concursus (Bld), coincidence Ing): bersamaan, berbare‘ngan.

Condemnatoir vonnis (Bld), condemnatory judgement (Ing): putusaﬁ
penghukuman.

Confirmatoir eed (Bld), confirmatory oath (Ing): sumpah pembenaran.

Conservatoir beslag (Bld), conservatory distraint/seizure (Ing): sita
jaminan.

Constitutief vonnis (Bld), constitutive judgement (Ing): putusdn hakim

yang menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan
hukum baru. ’ |

Contradictoir procedure (Bld), contradictory procedure (Ing): acara biasa
(kedua pihak hadir semua)

Conventie (Bld), convention (Ing): gugatan asii.

Criminal verdict executer (Ing): pelaksana putusan hakim pidana.

Cumulatie (BId), cumulation (Ing): peﬁgumpulan

Curia ius novit (Ltn): hakim dianggap mengetahui hukum

‘4—."‘
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D

pading (Bld), reconciliation (Ing): perdamaian di muka sidang pengadil-

an.

pading acte (Bld), certificate of reconciliation (Ing): akta perdamaian,

pecisolr eed (Bld), decisive oath (Ing): sumpah pemutus.

peclaratief (Bld), declarative (Ing): bersifat menyatakan saja.

Declaratoir vonnis (Bld), declaratory judgement (Ing)

. putusan yang ber-
sifat pernyataan hukum,

Declinatoir exceptie (Bld), declinatory exception (Ing): tangkisan tolak,
bertujuan menolak gugatan.

Defendant (Ing): terdakwa.

Derden verzet (Bld), the third party opposition (Ing): perlawanan pihak
ketiga (terhadap pelaksanaan putusan hakim).

Dilatoir exceptie (Bld), dilatory exception (Ing): tangkisan tunda, ber-
tujuan menunda gugatan.

Distribution of adthority (Ing): pembagian wewenang mengadili perkara
berdasarkan daerah hukum.

Domicilie (Bld), domicile (Ing): tempat tinggal, alamat.

Dupliek (Bld), duplex (Ing): jawaban kedua dalam tanya jawab di per-
sidangan.

Dwangsom (BId), force sum (Ing): uang paksa.

E

Elgenaar (BId), owner (Ing): pemilik, orang yang berhak.

Eigen richting (BId), arbitrary action (Ing): tindakan sewenang-wenang,
menghakimi sendiri.

E’"dvonnls (Bld), final judgement (Ing): putusan akhir, perkara selesai.

Eiser (Bld), plaintiff (Ing): penggugat, pihak yang mengajukan gugatan.
e —— i v . 5
Hukum Acara Perdata Indonesia -




Daftar latilah

e —

Executoriale kracht (Bld), force of execution, executionary force (ing).

kekuatan pelaksanaan, untuk dilaksanakan,

Exceptio plurio litis consortium (Ltn): tangkisan yang menyatakan bahwg
tergugat tidak semua dipanggil ke persidangan, agar semua tergugat dj.

panggil ke persidangan blar tuntas.

F

Feit (BId), fact (Ing): peristiwa, kejadian, kenyataan.

Feitelijke gronden (Bld), factual grounds (Ing): dasar kejadian, peristiwa.
Feit vinden (BId), fact finding (Ing): menemukan peristiwa, kejadian..

Forcelijke executie (Bld), forcible execution'(Ing): eksekusi dengan
paksaan.

Force majeur (Bld), overforce (Ing): keadaan memaksa, di luar kemampu-
an manusia.

Formiel civielrecht (Bld), formal civil law (Ing): hukum perdata formal.

Fundamentum petendi (Ltn), grounds of suit (Ing): dasar gugatan.

G

Geopposeerde (Bld), the opposed (Ing): terlawan, yang dilawan.

Getuige (Bld), witness (Ing): saksi, alat bukti saksi.
Getuigen (BId), testify (Ing): menyaksikan, memberikan kesaksian.

Gijzelaar (Bld), hostage (Ing): sandera, orang yang disandera.

Gijzeling (Bld), hostaging (Ing): penyanderaan dikurung dalam penjara
atas biaya penggugat untuk memaksa tergugat membayar utangnya.

H

Hand schrift (Bld), hand writing (Ing): tulisan tangan.

Herziene Inlandsch Reglement (Bld), Renewal Native Regulation (Ing).

266 _—
Hukum Acara Perdata Indonesia



-

gu—

Daftar Istilah
Herziening (B1d), judicial review (Ing): peninjayan kembali,

Hét o derwerp van den eisch (Bld), substance of suit (In'gi

. pokok
tuntutan.
Hooggerechtshof (Bld), Supreme Court (Ing): Mahkamah Agung.
Human rights (Ing): hak asasi manusia
I
Identities of the parties (Ing): keterangan diri pihak-pihak.
Incidental sue (Ing): gugatan insidental, sekali-sekali terjadi.
Individualiseringstheorie (Bld), individualization theory (Ing): teori rinci-
an, pertelaan.

Inlandsch reglement (Bld), native regulation (Ing): peraturan untuk
golongan bumiputra.

Interlocutoir vonnis (BIld), provisional jugdgement (Ing): putusan se-

mentara, putusan sela.

J

. Judex facti (Ltn), judge over the facts (Ing): hakim yang memeriksa dan

memutus perkara, baik mengenai peristiwa (fakta) maupun mengenai

" hukumnya.

Judge made law Ing): hukum buatan hakim, yurisprudensi.

Jurisdictio contentiosa (Ltn): kewenangan yang bersifat mengadili dua
pihak yang bersengketa.

Jurisdictio voluntaria (Ltn): kewenangan yang bersifat administratif, tidak
mengadili.

K

Kracht van gewijsde (Bld), in binding force (Ing): sudah menjadi tetap,
kekuatan mengikat.
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L

Landran;i (Bld), district court (Ing): pengadilan negorl.

Law enforcer (Ing): penegak hukum.

Legal certainty (Ing): kepastian hukum,

Litis decisoir (Ltn): bersifat mengakhirl, memutus perkara,

Litis finiri oportet (Ltn): perkara yang sudah diputus hakim tidak boleh di-

ajukan lagi untuk diputus kedua Kali.

M

Materielerecht (Bld), substantive law (Ing): hukum materiil, antara lain,
hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana.

Meester in de Rechten (BId), Master of Law (Ing): Magister Hukum, ahli
hukum lulusan Program Magister/School of Graduate Study.

Memorie van appel (Bld), memory of appeal (Ing): memori banding.

Modification of suit (Ing): pengubahan surat gugatan.

N

Nakoming (BId), fulfilment (Ing): pemenuhan perjanjian.

Ne bis in idem (Ltn): tidak dapat diputus untuk kedua kali terhadap per-
kara yang sama.

Niet onvankelijk verklaard (Bld),

Unacceptable declared (Ing): dinyata-
kan tidak dapat diterima. ngg S

Notarial document, notarial deed

(Ing): akta notari i dibuat
oleh atau di hadapan notaris. taris, surat resmi d

Notolr feiten (Bid), noticeable facts (

ln ! | e-
tahui umum, tidak memerlukan Pembuk g9): peristiwa yang sudah dik

tian,
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0

objectieve cumulatie (Bld), objective cumulation (Ing): penggabungan
beberapa gugatan menjadi satu perkara karena ada koneksitas.

Objectieve samenhang (Bld), objective connection (Ing): pengga-

bungan beberapa gugatan menjadi satu perkara karena ada koneksi-
tas.

Onafhankelijk (Bld), independent (Ing): bebas, tidak dipengaruhi, tidak
bergantung.

Onbekwaam (BId), underaged (Ing): belum dewasa, belum cukup umur.

Onbevoegheid van de rechter (Bld), incompetence of the judge (Ing):
hakim tidak wenang memeriksa perkara.

Onderhandsch acte (Bld), unauthentic deed (Ing): akta di bawah tangan,
tidak resmi.

Onrechtmatige daad (Bld), illegal act (Ing): perbuatan melawan hukum.

Onroerend good (Bld), unmovable goods (Ing): barang tetap, tak ber-
gerak.

Onsplitbaar bekentenis (Bld), unseparable confession (Ing): pengaku-
an yang tidak dapat dipisah.

Ontbinding (Bld), dissolving (Ing): pemutusan perjanjian.
Ontzegd (Bld), refused (Ing): ditolak.

Openbare ambtenaar (Bld), public officer (Ing): pejabat umum.
Opposant (Bld), opposer (Ing): pelawan (dalam acara verzet).

Otentiek acte (Bld), authentic deed (Ing), notarial act (Ing): akta autentik,
akta notaris.

P. :

Peremptoir éxceptle (Bld), peremptory exception (Ing): tangkisan me-
ngenai pokok perkara, untuk menghalangi dikabulkannya gugatan.
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Plaatselijke anderéook (BId), session on the spot (Ing): pemeriksaan ;

tempat.
Posita, fundamentum petendi (

Practical lawyer (Ing): penasihat hukum, pengacara praktik.

Ltn): dasar, alasan gugatan.

Praesumptiones iuris (Ltn), rechtsvermoeden (Bld), legal presumptiop
(Ing): persangkaan menurut hukum, berdasarkan hukum.

Precedent (Ing): kebiasaan, dilakukan berkali-kali.

Presumption (Ing): persangkaan, praduga.

Primary claim (Ing): tuntutan primer.

Privaatrecht (Bld), private law (Ing): hukum perdata, hukum sipil bukan
militer.

- Procesuele doelmatigheid (Bld), practical purpose/process (Ing): untuk
kepentingan acara, acara yang bersifat praktis dan berguna.

Proces verbal (Bld), process report (Ing): berita acara.

. Promissoir eed (Bld), promissory oath (Ing): sumpah mengandung janji.

Provisional claim (Ing): tuntutan dikabulkan lebih dahulu sebelum pokok’
perkara diputus.

Public defender (Ing): pembela umum, misalnya, LBH.

Public prosecutor (Ing): jaksa, penuntut umum.

R

Raad van justitie (BId), high court (Ing): pengadilan tinggi.

Rechter over de feiten (BId), judge over the facts (Ing): hakim yang
memeriksa fakta.

Rechtsgronden (Bld), legal grounds (Ing): dasar hukum.
Rec_htsreglement (Bld), law regulation (

Rechtsreglement vo : :
or de buiten ew : cedura]
law for natives outside Ja gewesten (Bld), private pro

bumiputra di luar Jawa dan Madu?; kum acara perdata untuk go

Ing): peraturan hukum.
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pechtsvinden (BId), law finding (Ing): penemuan hukum

Reconventie (Bld), reconvention (Ing): gugatan balik.

Res judicata pro veritate habitur (Ltn)

o - Putusan yang pasti dengan sen-
dirinya mengikat.

Request civiel (Bld), request of judicial review (Ing):

permohonan pe-
ninjauan kembali.

' Revocation of suit (Ing): pencabutan surat gugatan.
S | )

Schattings eed (Bld), or estimation oath (Ing): sumpah penaksiran, untuk
menentukan jumlah yang layak.

Schriftelijk vordering (Bld), writing suit (Ing): gugatan tertulis, beracara
tertulis.

Special authorization (Ing): pemberian kuasa khusus.

Subjectieve cumulatie (Bld), subjective cumulation (Ing): penggabung-
an beberapa orang dalam satu perkara. '

Subjective connection (Ing): pengumpulan subjektif.
Suppletoir eed (Bld), supplementary oath (Ing): sumpah pelengkap.
Subsidiary claim (Ing): tuntutan subsider.

Substantieringstheory (Bld), substantial theory (Ing): teori pembuktian
lengkap, segala peristiwa dilukiskan secara lengkap.

Substitutie (Bld), substitution (Ing): pelimpahan, penggantian.

T

Testimonium de auditu (Ltn): kesaksian berdasarkan pendengaran dari
pihak ketiga.

The accused (Ing): tertuduh.

Hukum Acara Perdata Indonesia 2M



Daftar Istilah iy

The binding force of precedent (Ing): kekuatan mengikat putusan yang

lebih dulu (yang sudah ada).
The suspected (Ing): tersangka

Tussenkomst (Bld), interposition (Ing): turut campur dalam perkara yang
sedang diperiksa dan melawan kedua belah pihak (menengahi).

U

Uitvoerbaar bij voorraad (Bld), prior executable verdict (Ing): putusan
yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding,
atau kasasi.

Unlawful suit (Ing), onrechtmatige eisch (Bld): gugatan melawan hukum.

Unus testis nullus testis (Ltn), one witness is not witness (Ing): satu
saksi bukan saksi.

vV

Vermoeden (Bld), presumption (Ing): persangkaan, anggapan.
Verschoningsrecht (Bld), right of refusal (Ing): hak ingkar, hak tolak.

Verstek procedure (BId), default procedure (Ing): acara tanpa hadir ter-
gugat.

Verstek vonnis (Bld), default verdict (Ing): putusan tanpa hadir tergugat.
Vertegenwoordige (Bld), authorizee (Ing): penerima kuasa.

Vervoor (Bld), transport (Ing): pengangkutan.

Verzet procedure, opposition procedure (Ing): acara perlawanan.

Visum et repertum (Ltn), criminal medical report (Ing)
riksaan dokter untuk pengadilan.

Voeging (BId), joining (Ing): menyertai, turut serta bergabung dengan
salah satu pihak dalam suaty perkara.

: laporan peme-

Volledig bewijskracht (BId), full force of evi

dence (Inq): tan bukii
Penuh, sempurna, lengkap. e (Ing): kekua

272 oy
Hukum Acara Perdata Indonesia



Daftar Istitan
— —

vrif bewijskracht (Bld), free force of eyigence (

Ing): kekuatan buki
pebas, terserah kebijaksanaan hakir,

yrijheidsberoving (Bld), freedom removal (Ing): perampa
bergerak.

san kehebagsan

Vrif justitie (Bld), independent justice (Ing): peradilan bebas, tidak ter-
pengaruh pihak lain.

Vrijwaring (Bld), guarantee (Ing): penjaminan, pembebasan,

LR BN BN
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Surat Edar
i an Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1962
galinan 1

MAHKAMAH AGUNG REPUBL K INDONESIA
. Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta
Telepon Otomat 1920, Tromol Pos No. 20

Jakarta, 25 April 1962
Nomor : 899/K/1018/M/1962 Kepada Yth.:
Lampiran: — Kepala Pengadilan Negeri
Perihal

Cara Pelaksanaan Sita atas Di Seluruh Indonesia

Barang Tidak Bergerak

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1962

Berhubung dengan laporan yang diterima oleh Mahkamah Agung bahwa per-
nah terjadi seorang juru sita dari Pengadilan Negeri dalam melaksanakan
perintah Kepala Pengadilan Negeri untuk melakukan sita atas barang-barang
tidak bergerak (misalnya, sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya) tidak
pergi ke tempat di mana barang-barang itu terletak dan dengan sendirinya
tidak mencocokkan batas-batas dari barang-barang itu, akan tetapi penyitaan
itu hanya dilakukan di tempat kediaman orang yang menguasai barang-barang
itu atau di tempat kediaman lurah, hal mana membuka kemungkinan dapat
terjadinya kekeliruan yang akan mengakibatkan keruwetan dalam perkaranya
sendiri. Maka dengan ini Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Saudara
agar penyitaan itu selalu harus dilakukan di tempat di mana barang-barang itu

terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh
Pamong Desa.

Selanjutnya, apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata bahwa batas-
batas dari barang-barang yang harus disita tidak cocok, maka hendaknya
dalam hal yang demikian itu dibuat berita acara tidak terdapatnya barang-
barang yang harus disita (proces verbal van non bevinding).

ATAS PERINTAH MAJELIS MAHKAMAH AGUNG
Panitera Ketua
ftd. ttd.
J. Tamara

Mr. R. Wirjono Prodjodikoro

ok kN
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Surat Edaran Mah
o kamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1971

galinan 2

MAHKAMAH AGUNG REPUBL|K INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta

Jakarta, 10 Februari 1971
- Nomor : MA/Pemb./272/71
Lampiran: —

Perihal : Pegawai Negeri/Anggota Militer
yang Melakukan Pekerjaan

sebagai Pembela/Penasihat
Hukum di Muka Pengadilan.

Kepada Yth.:

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1971

Memperhatikan bahwa masih sering terjadi bahwa pegawai negeri melaku-

kan pekerjaan sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadilan dalam
perkara perdata dan/atau pidana.

Mengingat:

a. bahwa Peraturan Pemerintah tentang Larangan Pegawai Negeri untuk
Melakukan Pekerjaan dalam Lapangan Partikelir, sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 (TLN 203)
Pasal 2 ayat (b) dan Pasal 3 masih tetap berlaku;

b. bahwa Direktur Kehakiman Angkatan Darat dengan Surat Instruksi
Nomor TS-D 112/1969 Tanggal 2 Juli 1969 telah menginstruksikan
_ larangan bagi anggota militer di lingkungan Kehakiman Angkatan Darat

untuk bertindak sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadil-
an.

Mahkamah Agung bersama ini menginstruksikan kepada.Sa.‘ud,ara agar me.m-
perhatikan ditaatinya peraturan pemerintah serta Instruksi Direktorat Kehaknm-._
an Angkatan Darat tersebut. Oleh karenanya, menolak bantuan hukum dari
seorang pembela penasihat hukum yang diberikan oleh:

a. Pegawai termaksud Pasal 1 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 1952 (TLN 203); dan
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Surat Edaran Mahkamah A

b.  Anggota militer termaksud Sural Instruksl Direktorat Kehakimar Angh
an Darat tersebut di atas,

Pengecualian dapal diberikan bilamana telah mendapat .izln khusus dari e,
besar/atasannya dan sungguh-sungguh tolah memenuhi syarat-syarat sovers
telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1b) dan ayal (4) f’eraturan Pemerintzs
Nomor 12 Tahun 1952 dan Instruks| Direktorat Kehakiman Angkatan (asz

Nomor ST-D 112/1969 Tanggal 2 Juli 1969 Sub CCC dan EEE.

ATAS PERINTAH MAJELIS KETUA MAHKAMAH AGUNG
Panitera
ttd. ftd.
Bismar Siregar, S.H. Prof. R. Subekti, S.H.
Tembusan Yth.:

1.  Menteri Kehakiman

2. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima
Angkatan Bersenjata Rl

3. - Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

* Ak hkx A
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta
Nomor i MA/Pemb./953/71 Kepada Yth.
Lampiran: — Semua Ketua Pengadilan Negeri
Perihal : Uitvoerbaar bij voorraad Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 1971

1. Surat Edaran Tanggal 10 Juli 1964 Nomor 13 Tahun 1964 dan Tanggal
2 Juni 1969 Nomor 5 Tahun 1969 pada pokoknya bermaksud agar se-
dapat mungkin pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putus-
an yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan
atau banding (uitvoerbaar bij voorraad) dan apabila sungguh-sungguh
dipandang perlu menjatuhkan putusan serupa itu, maka pelaksanaan-
nya harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung,
sedangkan jika terhadap keputusan yang dinyatakan dapat dilaksana-
kan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat ban-
ding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaan-

~ nya, maka untuk itu Mahkamah Agung menyerahkah kepada pengadil-
an tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan,
dan memutus dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabul-
kan.

2 Surat-surat edaran tersebut di atas dikeluarkan berdasarkan kenyata-
an bahwa sementara hakim-hakim pada pengadilan negeri tidak atau
kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-
Undang mengenai Lembaga Uitvoerbaar bij voorraad, seperti diuraikan
dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Keadaan itu
sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus-menerus dan Mah-
kamah Agung memandang sudah tiba saatnya untuk mengakhiri ke-
adaan itu dengan mempercayakan penerapan lembaga uitvoerbaar bij
voorraad kepada pengadilan negeri sebagaimana ditentukan oleh
undang-undang. Maka dengan ini Mahkamah Agung menyatakan men-
cabut Surat Edaran Tanggal 10 Juli 1964 Nomor 13 Tahun 1964 dan
Tanggal 2 Juni 1969 Nomor 5 Tahun 1969.
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3. Selanjutnya, Mahkamah Agung minta perhatian kepada segenap Ketua *
dan hakim pada pengadilan negeri untuk sungguh-sungguh mengindaf.
kan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar PUtUs.
an dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atay
banding sebagaimana diuralkan dalam Pgsal 180 ayat (1) HIR dan
Pasal 191 ayat (1) RBg. Syarat-syarat itu adalah:

a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menyry
undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (in kracht
van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat
dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan,

c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.

d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.

4. Jadi, apabila salah satu syarat tersebut di atas dipenuhi, maka barulah
dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau-
pun diajukan perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal di luar
itu tidak boleh dijatuhkan putusan serupa itu. Mahkamah Agung sekali
lagi minta perhatian para ketua dan hakim pengadilan negeri untuk
sungguh-sungguh mengindahkan hal tersebut di atas dan sangat ber-
hati-hati menggunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad ex Pasal 180
ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. karena apabila di dalam
tingkat banding atau kasasi keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan,
akan timbul banyak kesulitan dalam mengembalikan pada keadaan
semula.

. Dengan sendirinya harus dimengerti bahwa apabila terdapat kekeliru-
an atau kekhilafan yang mencolok, Mahkamah Agung berdasarkan ke-
kuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang
baik dan begitu pula pengadilan tinggi berdasarkan pelimpahan we-

wenang tersebut selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan
putusan pengadilan negeri.

ATAS PERINTAH MAJELIS MAHKAMAH AGUNG
Panitera Ketua
ttd. ttd.
(Suhono Sudja, S.H.) (Prof. R. Subekti, S.H.)
280 Thesia

Hukum Acara Perdata Indonesia



| Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971
/—'
fombusar

i Dinen Petadian
2. Semua Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

LB B B B

= T T T




Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 1971

o

282 Hubum Acara Perdata Indonesid

3y TR ,_._A




Surat Edéran Mahk
s ankamah Agung R| Nomor 5 Tahun 1975
galinan 4
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONES|A
Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta
bl

Jakarta, 1 Desember 1975

Nomor : MA/Pemb./1021/75 Kepada Yth.:

Lan.mpiran : 2‘(dua) . 1. Semua Ketua Pengadilan

perinal : Sita Jaminan Tinggi dan Hakim Pengadilan
(Conservatoir Beslag) Tinggi

2. Semua Ketua Pengadilan
Negeri dan Hakim Pengadilan
Negeri
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 1975

Walaupun telah dua kali dikeluarkan petunjuk oleh Mahkamah Agung perihal
sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu tanggal 7 November 1954 dan tanggal
21 November 1955, namun dalam praktek masih terdapat kesalahan mengenai
penerapan lembaga sita jaminan, baik yang berhubungan dengan syarat-syarat
yang diberikan oleh undang-undang maupun dalam cara’pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan
surat edaran lembaga sita jaminan ini untuk dilaksanakan:

1. a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau meng-
gunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-
kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-
undang (Pasal 227 HIR/261 RBg.).

b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conserva-
toir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam per-
aturan-peraturan yang bersangkutan.

c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat
ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan yang me-
nyebabkan conservatoir beslag yang dimohonkan dan dikabulkan
itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya surat ketetapan
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abulkan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih

! A ang meng i
; yang knya alasan yang dikemukakan oleh pe.

f ‘ dahulu tentang ada tida
mohon.

d. Agarbenda-bendayang disita nilainya diperkirakan tidak jauh me.
lampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi se.
imbang dengan yang digugat.

5 e. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan-penyitaan atas benda-benda
bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut
| perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak mencukupi.

| : f.  Agar selalu diingat pula akan ketentuan dalam Pasal 198 HIR/213

| RBg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam re-

| gister yang telah disediakan untuk itu di pengadilan negeri dan

’ bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada kantor

' pendaftaran tanah (agraria) atau pejabat yang bertugas membuat
akta jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtangan-
an benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu.

2. Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon
karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan
dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan
uitvoerbaar bij voorraad.

Diharapkan bahwa kemudian hari dengan adanya surat edaran ini tidak akan
terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan di samping surat edaran ini, hal-
hal itu olehr ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri ditekankan
kepada para hakim dan juru sita, baik dalam pertemuan biasa maupun dalam
rapat-rapat kerja.

ATAS PERINTAH MAJELIS : MAHKAMAH AGUNG
Panitera Ketua
ttd. ttd.
bwisocomnpansasne S ) (Prof. Oemar Seno Adji, S.H.)
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